KEBIJAKAN TRANSFORMASI IAIN MENJADI UIN
PADA KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:
Nur Arifin
F13117069

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Arifin

NIM : F13117069

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan
adalah asli hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian

yang dirujuk sumbernya.

Surabaya; 26 Juni 2020

Saya ‘_yan g menyatakan




iv

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul “KEBIJAKAN TRANSFORMASI IAIN MENJADI
UIN PADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA”
yang ditulis oleh Nur Arfin ini telah disetujui pada tanggal 26 Juni 2020

Oleh;
PROMOTOR

r. H. Ali Mudhofir, M.Ag
PROMOTOR

%‘K "u’f

Dr. Hj. Hanun Asrohah, M. Ag



PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul “KEBIJAKAN TRANSFORMASI IAIN MENJADI UIN
PADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA”
yang ditulis oleh Nur Arifin ini telah diuji dalam Ujian Disertasi terbuka
pada tanggal 11 Agustus 2020

Ketua : Prof. Dr. H. Aswadi, MAg

Sekretaris  : Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Z, M.Ag

Anggota

1. Prof. Dr. H. Ali Mudhofir, M.Ag

2. Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag

3. Prof. Dr. H. Ahmad Pathoni, M.Ag

4. Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si - /d
,{/
i
5. Prof. Akh. Muzakki, Grad, Dip, SEA, . % E
Ph.D, M_Phil 08 SN {0
2 ~Surabaya, 11 Agustus 2020

[/ s Divektur

. "Prof. Dr.¥H. Aswadi/ M.Ag
“NIP 196004121994031001

vii




y- KEMENTERIAN AGAMA
[ )  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

(if)
X/ PERPUSTAKAAN

JI. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Anfin
NIM : F13117069

Fakultas/Jurusan  : Fakultas Pasca Sarjana/Doktor Pendidikan Agama Islam
E-mail address  : nuratifin9@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royald Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

[JSekripsi [ Tesis O Desertasi [ Lain-lain (cev.verveereereeveveerenrenenns )
yang befudul :

KEBIJAKAN TRANSFORMASI IAIN MEN]JADI UIN PADA KEMENTRIAN AGAMA

REPUBLIK INDONESIA

beserta perangkat yang diperukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royaltt Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan /mempublikasikannya di Internet atau media lain secara filtext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dati saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipra
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Januan 2021

Penuli

Dipindai dengan CamScanner




ABSTRAK

Nama : Nur Arifin
Judul : Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN

pada Kementerian Agama Republik Indonesia (RI)
Promotor : Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag

Ko-Promotor : Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag
Kata Kunci : Transfomasi, IAIN, UIN, PTKI, integrasi keilmuan, moderasi Islam.

Disertasi ini mengkaji kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN yang
dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. Diktis)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama
(Kemenag) RI. Rumusan masalah terdiri atas: 1. Mengapa Dit. Diktis Ditjen
Pendis Kemenag RI mengeluarkan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN, 2.
Bagaimana penerapan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN pada Dit. Diktis
Ditjen Pendis Kemenag RI mulai tahun 2002 sampai dengan 2017.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian bertujuan: 1) menguraikan secara
mendalam tentang latar belakang dan tujuan kebijakan Dit. Diktis Ditjen Pendis
Kemenag RI melakukan transformasi IAIN menjadi UIN; 2) menguraikan secara
lengkap penerapan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN pada Dit. Diktis
Ditjen Kemenag Rl mulai 2002 sampai dengan 2017.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi
kasus. Lokasi penelitian di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Jakarta. Data penelitian terdiri dari: 1) data primer, yaitu seluruh regulasi
dan dokumen tentang perubahan bentuk IAIN menjadi UIN, seperti Surat
Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Agama, dan berbagai
dokumen proses pengusulan transformasi IAIN menjadi UIN; 2) data sekunder,
yaitu hasil wawancara dengan pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab
terhadap proses transformasi IAIN menjadi UIN, dan berbagai data pendukung
lainnya. Teknik pengumpulan data terdiri dari: metode observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi: reduksi
data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan
data terdiri dari: credibility, transferbility, dependability, dan confirmability.

Penelitian ini menemukan dasar formulasi kebijakan transformasi 1AIN
menjadi UIN terjadi dalam konteks dan situasi yang berbeda selama tiga periode.
Yaitu: 1) Periode pertama, tahun 2002-2005 (6 UIN), 2) Periode kedua, tahun
2013-2015 (5 UIN), dan 3) Periode ketiga, tahun 2017 (6 UIN). Kebijakan
transformasi IAIN menjadi UIN berdasarkan usulan PTKIN kepada Dit. Diktis.
Sedangkan latar belakang kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN adalah guna
memenuhi tuntutan perubahan dan untuk meningkatkan mutu, akses, sebaran, dan
daya saing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan melakukan
integrasi keilmuan dan moderasi Islam.

Impikasi dari penelitian ini menguatkan teori Said Zaenal Abidin, bahwa
kebijakan dapat lahir secara bottom up, peran pemerintah memfasilitasi melalui
prosedur formal. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi IAIN yang
sedang memproses transformasi menjadi UIN. Juga bermanfaat bagi Dit. Diktis
dan UIN hasil transformasi untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan kebijakan
transformasi IAIN menjadi UIN.



Abstrack

Name : Nur Arifin

Title : IAIN’s Transformation Policy into UIN at the Ministry of
Religious Affairs of the Republic Indonesia

Promoter : Prof. Dr. H. Al Mudlofir, M.Ag.

Co-Promoter : Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag.

Keywords : Transformation, State Islamic Institute (IAIN), State Islamic
University (UIN), Islamic Religious Collages (PTKI), Scientific
Integration, Islamic Moderation.

This dissertation examines the policy of transformation of the State Islamic
Institute (IAIN) into a State Islamic University (UIN) which is carried out by
Directorate of Islamic Higher Education (Dit. Diktis) Directorate General of
[slamic Education (Ditjen Pendis) Ministry of Religious Affairs (Kemenag)
Republic Indonesia. The formulation of research problems: 1) why
Directorate of Islamic Higher Education Directorate General of Islamic
Education Ministryb of Religious Affairs Republic Indonesia, issued a policy
of transformation of the State Islamic Institute into State Islamic University?;
2) how to implement the policy of transformation of State Islamic Institute
into State Islamic University on Directorate of Islamic Higher Education
Directorate General of Islamic Education Ministryb of Religious Affairs
Republic Indonesia from 2002 to 2017.

Based on above research problems formulation, then the purpose of
this research are: 1) deeply describe the background and purpose of
Directorate of Islamic Higher Education Directorate General of Islamic
Education Ministry of Religious Affairs Republic Indonesia to transform State
[slamic Institute into State Islamic University; 2) completely describe the
application of the policy transformation of State Islamic Institute into State
Islamic University on Directorate of Islamic Higher Education Directorate
General of Islamic Education Ministry of Religious Affairs Republic Indonesia
from 2002 to 2017.

Thus research uses a qualitative method with the type of case study
research. Reseach location at the Directorate General of Islamic Education
Ministry of Religious Affairs Jakarta. The research data consisted of: 1)
primary data: all regulation and documents about the transformation from
State Islamic Institute into State Islamic University, such as presidential
decree, presidential regulation, regulation of the minister of religion, and
various documents on the process of proposing the transformation of State
[slamic Institute into State Islamic University. 2) secondary data: the results
of interviews with officials and responsible for the process of transforming
from State Islamic Institute into State Islamic University, and various other
supporting data. The technique of collecting data uses the observation
method, in-depth interviews and documentation. The technique of analyzing
data uses data reduction, data presentation, Verification and Drawing
Conclusions. Checking the validity of the data consists of credibility
transferbility, dependability, and confirmation.
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This research found the basis of the policy formulation of the
transformation of State Islamic Institute into State Islamic University
occurred in different contexts and situations over three periods: 1) The first
period 2002-2005 (six State Islamic University); 2) the second period 2013-
2015 (five State Islamic university); 3) the third periode 217 ( six State
[slamic University). The transformation of State Islamic Institute into State
[slamic University is based on State Islamic Religious Colleges’s proposal to
Directorate of Islamic Higher Education. The background of the policy of
transformation of State Islamic Institute into State Islamic University is to
meeting those ever changing demands and to improve the quality, access,
distribution and competitiveness of Islamic Religious Collages bya
integrating Islamic science and moderation.

The implications of this research strengthen Said Zaenal Abidin’s
theory, that policy can be born bottom wup and the role of government
facilitates through formal procedures. The results of this study can be a guide
for State Islamic Institute which is in the process of transforming into a State
[slamic University. This reseach also useful for Directorate of Islamic Higher
Education and State Islamic University to evaluate the success of State
Islamic Institute’s into State Islamic University policy.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan dan struktur organisasi Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia berada di Kementerian Agama Repulik
Indonesia (Kemenag RI). PTKI mengemban tugas mewujudkan visi
Kementerian Agama mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaannya
menjadi pusat pengembangan sekaligus pusat kajian keilmuan dan keislaman,
dalam rangka mengintegrasikan ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu sains
teknologi. Selain itu, PTKIN juga mempunyai peran strategis dalam
mewujudkan konsep Islam wasathiyah guna melahirkan umat Islam yang
damai, toleran, dan demokratis terhadap keberagamaan yang ada di Indonesia.

Kontribusi PTKIN diharapkan mampu mendorong kemajuan umat
Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu diperlukan kajian
dan langkah-langkah strategis dalam mengambil kebijakan pengembangan
PTKIN berdasarkan pada visi-misi yang kuat dalam pengembangan
Pendidikan Islam yang terstruktur dengan baik secara komprehenship.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengelolan PTKIN menjadi hal
yang utama utk diperhatikan dalam mendukung peningkatan mutu PTKIN.
Para pengelola PTKIN agar senantiasa meningkatkan kompetensinya dengan
mengacu pada kebijakan, tujuan, tugas dan fungsi PTKIN. Hal ini agar mereka

mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam



meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, mutu sumber daya
manusia (SDM) lulusan PTKIN, dan pengembangan syiar Islam di Indonesia.
Pengelolaan PTKIN dilakukan oleh dua unsur SDM yang dapat
diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang sama, karena memiliki peran yang
sama. Pertama, adalah pengelola PTKIN yang berasal dari para dosen dengan
tugas tambahan sebagai pejabat atau pimpinan di PTKIN. Dan kedua, adalah
para administrator yang mengelola administrasi pendidikan di PTKIN. Kedua
unsur yang memiliki status kepegawaian yang berbeda ini harus bersatu dan
berkomitmen secara bersama-sama untuk mewujudkan visi dan misi PTKIN.
Kata kebijakan merupakan istilah yang banyak digunakan dalam
sistem pemerintahan atau perpolitikan. Penggunaan kata kebijakan memiliki
arti atau makna yang sangat luas. Kebijakan atau disebut juga dengan “policy”
dapat diartikan dengan masalah atau menyangkut kepentingan umum, atau
juga dapat diartikan sebagai administrasi pemerintah.® Kata kebijakan juga
dapat dihubungkan dengan kata kebijaksanan dengan kata lain wisdom,
karena penggunaan kata kebijakan dari segi pengucapannya hampir sama,
namun memiliki makna yang berbeda dalam penggunaanya.? Penggunaan
istilah kebijakan banyak didasarkan pada pertimbangan rasional dalam proses
pembuatannya, dengan bertumpu pada akal sebagai pertimbangan utama

dalam mengambil keputusan berdasarkan pada berbagai pilihan dalam

LH M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan dalam Prespektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif
Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 37.

% Riant Nugroho dan H.A.R Tilaar, Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan
Pendidikan sebagai Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 16.



pengambilan keputusan. Berbeda dengan penggunaan kata kebijaksanaan yang

lebih menekankan pada unsur emosional.

Seperti yang diungkapkan oleh Syaiful Sagala bahwa kebijakan terdiri
dari unsur kepandaian, kemahiran, dan kebijaksanaan, yang menjadi satu
kesatuan dalam sebuah konsep dan asas serta menjadi acuan dalam pembuatan
rencana pekerjaan, kepemimpinan dan juga menjadi dasar bertindak bagi
penyelenggara pemerintahan, organisasi dalam pernyataan cita-cita, menjadi
prinsip atau tujuan, menjadi pedoman untuk manajemen dalam mencapai
sasaran yang telah ditentukan.®

Nanang Fatah, menguraikan bahwa kebijakan merupakan label untuk
suatu bidang kegiatan. Kebijakan merupakan ekspresi umum berdasarkan
tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Kebijakan merupakan keputusan
pemerintah, kebijakan merupakan otorisasi formal, dan kebijakan juga
merupakan bagian dari program yang telah direncanakan dengan baik.*

Untuk menguatkan pengertian kebijakan dapat diuraikan sebagai
berikut:

1. Hasbullah mengkutip pendapat Eaulau dan Prewitt menguraikan kebijakan
adalah keputusan yang ditandai dengan adanya konsistensi tingkah laku
yang berulang-ulang baik bagi pembuat kebijakan maupun bagi yang
menjalankan keputusan tersebut.’

2. Mudjia Raharjo, kebijakan merupakan: a) penegasan dari maksud dan

tujuan, b) kumpulan keputusan yang digunakan untuk mengatur,

® Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 2008), 97.
* Nanang Fatah, Analisis Kebijakan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), 135.
® H.M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan, 37.



mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan dalam lingkup
kewenangannya, c¢) panduan tindakan diskresional, d) kebijakan
merupakan strategi untuk memecahkan masalah, e) perilaku terdapat
sanksi di dalamnya, f) norma perilaku yang mempunyai ciri konsistensi,
dan keteraturan dengan tindakan substansif, g) keluaran dari sistem
pembuat kebijakan, dan h) pengaruh pembuatan kebijakan terhadap
implementasi sistem.®

Syaiful Syagala, menguraikan kebijakan adalah pernyataan  atau
pemahaman umum yang akan menjadi pedoman dalam mengambil dan
menetapkan keputusan.’

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami terdapat dua hal utama

dalam kebijakan. Pertama, dalam kebijakan terdapat sejumlah persoalan

dengan Kkarakteristik tertentu. Kedua, karakteristik-karakterik tertentu pada

proses pembuatan kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses.

Proses pendidikan merupakan siklus yang berlangsung tanpa akhir,

karena pendidikan merupakan upaya sistematis dalam meningkatkan

kesadaran dan ilmu pengetahuan. Pendidikan dalam arti sempit identik dengan

sekolah, karena pendidikan pada hakikatnya terkandung unsur pembelajaran

yang diselenggarakan sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka proses pendidikan di lembaga

pendidikan mengarah pada peningkatan kemampuan peserta didik agar

memiliki kompetensi baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik serta

® Mudjia Raharjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer (Malang: UIN Maliki Press,

2010), 3.

” Syagala. Administrasi Pendidikan Kontemporer, 97.



mampu menyiapkan kemampuan peserta didik yang mempunyai kesadaran
dalam menjalin hubungan sosial, serta bertanggung jawab pada dirinya
sebagai individu atau sebagai makhluk sosial di lingkungan masyarakat.®

Kebijakan pendidikan mempunyai dua sifat utama. Pertama, kebijakan
pendidikan bersifat esensif, yaitu kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk
mengatasi suatu permasalahan yang sifathnya susah dan rumit. Kedua,
kebijakan pendidikan bersifat komprehensip yaitu kebijakan pendidikan yang
dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat dan realitas yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat dengan meminimalkan timbulnya kerugian bagi
semua pihak. Oleh karena itu pengambilan kebijakan pendidikan, harus
mempertimbangkan hal-hal yang erat kaitanya dengan kepentingan publik
yang dampaknya besar kepada masyarakat luas.” Kebijakan pendidikan harus
dikaji secara komprehensif, dengan memuat rumusan, implementasi, dan
dampak kebijakan dengan mengacu pada kajian rumusan kebijakan yang
diinginkan.*®

Rumusan kebijakan pendidikan harus mengacu dan merujuk pada
gambaran ideal pelaksanaan kebijakan, dengan melakukan analisis yang
mendalam pada semua tingkatan masyarakat, mempertimbangkan kebutuhan
dan manfaat kebijakan. Kemudian, berdasarkan kajian tersebut dianalisis dan
dikaji secara komprehenship untuk menemukan faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan serta melakukan mitigasi terhadap hal-

® Nurani Soyomukti, Teori-Teori Pendidikan (Yogyakarta: ar Ruz Media, 2010), 41.

% Syagala. Administrasi Pendidikan Kontemporer, 99.

9 yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaharuan Pendidikan; Konsep, Teori, dan Model
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 51-52.



hal yang dapat menyebabkan hambatan, halangan, dan gangguan dalam
pelaksanaan kebijakan.

Proses analisis pelaksanaan kebijakan mengarah pada kajian keilmuan
yang mendalam untuk membangun paradigma baru dengan konsep dan teori
kebijakan pendidikan yang komprenship dan integratif. Kajian kebijakan
pendidikan juga harus mengacu pada landasan filosofis, transparansi,
demokratisasi, dan pelayanan prima dengan melibatkan peran serta
masyarakat dalam penyusunan kebijakan pendidikan sesuai dengan tujuan
dan target penyusunan kebijakan. Peran serta masyarakat dalam penyusunan
kebijakan pendidikan adalah untuk memberikan masukan agar kebijakan yang
dirumuskan menjadi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan
masyarakat dan bangsa.*!

Kebijakan pendidikan harus bijaksana, artinya kebijakan yang
ditetapkan tidak boleh menimbulkan masalah baru yang lebih besar atau lebih
sulit jika dibandingkan dengan problem yang telah dipecahkan. Oleh karena
itu, kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan harus mengarah dan
mendorong mutu dan kualitas pendidikan secara efektif dan efisien.

Agar kebijakan pendidikan dapat direalisasikan dengan efektif dan
efisien, Syaiful Sagala menjelaskan terdapat dua pendekatan dalam
pendidikan, yaitu:

1. Pendekatan empiris, pendekatan kebijakan pendidikan yang menekankan

pada uraian tentang sebab dan akibat suatu kebijakan bersifat faktual,

! Irianto, Kebijakan Pembaharuan Pendidikan,.... 52.



deskriptif, dan prediktif. Oleh karena itu kebijakan ini menekankan pada
sumber informasi yang besifat empiris yang menjanjikan fakta-fakta dan
nilai-nilai penerapan kebijakan pendidikan sehingga masalah terkait
dengan penerapan kebijakan bersifat faktual dan dengan validitas yang
nyata.
2. Pendekatan Evaluatif
Pendekatan evaluatif —merupakan pedekatan yang menekankan pada
penentuan bobot atau manfaat/nilai kebijakan bersifat evaluatif.
Pendekatan evaluatif digunakan untuk menjawab pertanyaan yang bersifat
evaluatif dengan memuat manfaat/nilai kebijakan yang telah ditetapkan.
Pendekatan evaluatif menggunakan dua langkah yaitu; a) evalusi proses;
digunakan untuk mengetahui penerapan dari kebijakan pendidikan dalam
rangka mengetahui capaian kebijakan yang telah diterapkan dan
dilaksanakan, dan b) evaluasi dampak; digunakan untuk mengetahui
dampak perubahan terhadap tujuan yang diinginkan dari kebijakan.
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam pembuatan
kebijakan policy making process dilakukan secara bertahap, hal itu karena
proses pembuatan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang saling
terkait, terdiri dari: 1) penentuan agenda, 2) formulasi kebijakan, 3) adopsi
kebijakan, 4) implementasi kebijakan, dan 5) penilaian kebijakan.
Kebijakan dalam konteks kebijakan pada PTKIN, diharapkan bersifat
dinamis terutama dalam kebijakan pengembangan tata kelola dan

pengembangan mutu. Setidaknya telah tercermin dalam kebijakan pengelolaan



dan pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Kementerian
Agama dalam bentuk Keputusan Menteri Agama atau Peraturan Menteri
Agama.*?

Mengacu pada Rencana Pengembangan Strategis Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Tahun 2015-2019, kebijakan Pendidikan Islam menekankan
pada - program peningkatan:

1) akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2)
akses dan mutu wajib belajar 12 tahun pada pendidikan, 3)
akses, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan Islam,
4) layanan pendidikan keagamaan yang bermutu, 5) kualitas
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dengan
memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina
akhlak mulia dan budi pekerti luhur, dan 6) tata kelola
pendidikan agama.®™

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
pengembangan Pendidikan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam dilaksanakan melalui lima kegiatan prioritas, sebagai berikut:

1) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agama Islam;
2) peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing
pendidikan keagamaan Islam 3) peningkatan akses, mutu, dan
relevansi madrasah, 4) peningkatan akses, mutu, relevansi dan
daya saing pendidikan tinggi keagamaan Islam; 5) dukungan
manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya
pendidikan Islam.*

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami bahwa tujuan kebijakan dan

pengembangan Pendidikan Islam adalah untuk meningkatkan dan

12 KMA Nomor 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama, Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan
Tinggi Agama Islam Fakultas dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam, PMA Nomor
15 tahun 2014, tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan di Lingkungan
Kementerian Agama RI.

3 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Tahun 2015 — 2019, 31-40.

 Ibid., 41-50.



mengembangkan mutu, relevansi, akses, daya saing, tata kelola, dan
akuntabilitas lembaga pendidikan Islam. Caranya dengan menyediakan data
dan informasi perencanaan, penguatan dokumen perencanaan dan anggaran,
peningkatan kualitas layanan administrasi, peningkatan kualitas tata laksana
kepegawaian, dan tersedianya peraturan dan peruandang-undangan yang
berlaku.

Selanjutnya, mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Tahun 2015-2019 diuraikan tujuh tujuan strategis
Pendidikan Tinggi Islam, yakni:

1. Perluasan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses seluas-

luasnya untuk memperoleh Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

Kebutuhan pembangunan nasional,

3. Peningkatan mutu dan relevansi kegiatan akademik dan non akademik
bagi mahasiswa Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

4. Peningkatan sistem Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang
efektif dan efisien;

5. Pengembangan kemitraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan
stake holders;

6. Peningkatan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang otonom dalam
kerangka transparansi dan akuntabel;

7. Pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang distingtif dan
menjadi destinasi kajian Islam dunia.’®

no

Uraian kebijakan di atas disarikan menjadi empat kebijakan utama
pendidikan tinggi Islam vyaitu: 1) perluasan akses pendidikan tinggi
keagamaan Islam; 2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan

tinggi keagamaan Islam; 3) penguatan sistem tata kelola dan akuntabilitas

5 1bid., 3.
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PTKI, dan 4) pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam berbasis
integrasi ilmu dan moderasi Islam.*

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa out put kebijakan
peningkatan mutu pendidikan tinggi kegamaan Islam mengarah pada: 1)
peningkatan akses dan keterjangkauan Pendidikan Perguruan Tinggi
Keagamaan Agama Islam (PTKI), 2) peningkatan mutu dan layanan
Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Agama Islam (PTKI), 3) peningktan
mutu dan daya saing lulusan Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Agama
Islam (PTKI), dan 4) peningkatan mutu dan tata kelola Pendidikan Perguruan
Tinggi Keagamaan Agama Islam (PTKI).

Perkembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
erat kaitannya dengan siklus pengembangan pendidikan tinggi keagamaan
Islam di Kementerian Agama. Oleh karena itu sangat relevan jika pembahasan
perkembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui
penelitian terhadap kebijakan pengembangan pendidikan tinggi yang
dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Pendidikan
Tinggi Islam pada Ditjen Pendidikan Islam.

Keberadaan Perguruan Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) tidak
terlepas dari didirikannya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Padang dan Jakarta
pada tahun 1946, dengan mengadopsi kurikulum Fakutas Ushuludin
Universitas Al-Azhar Kairo. Selanjutanya pada tanggal 14 Agustus 1957

berdasarkan pada Ketetapan Menteri Agama Rl Nomor 1 Tahun 1957 berdiri

18 1bid., 4.
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Akademi Dinas llmu Agama (ADIA) sebagai akademi dinas Kementerian
Agama yang dipersiapkan untuk mendidik dan mempersiapkan Pegawai
Negeri menjadi guru agama.*’

Selanjutnya pada tahun 1960 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor
11 Tahun 1960 mengenai pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN),
maka PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta diubah menjadi Institut Agama
Islam Negeri. IAIN berpusat di Yogyakarta diresmikan oleh Menteri Agama
K. H. Wahib Wahab pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta.
Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 1965 nama IAIN di Yogyakarta diubah
menjadi IAIN Sunan Kalijaga, dengan mengambil nama Wali Songo
penyebar agama Islam di Indonesia. Peristiwa ini merupakan cikal bakal
pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Perkembangan selanjutnya, berdiri IAIN yang disertai dengan
berdirinya cabang-cabang IAIN yang terpisah dari pusat dengan mengacu
pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 yang sampai akhir abad ke-20,
terdapat 14 IAIN, IAIN Sumatera Utara merupakan IAIN yang terakhir
didirikan yang diresmikan oleh Menteri Agama waktu itu, Prof. Dr. H. A.
Mukti Ali pada tahun 1973.1

Pada tahun 1997 dilakukan rasionalisasi organisasi. Seluruh cabang
IAIN dengan jumlah 40 cabang fakultas diubah menjadi 33 Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) dengan sistem tata kelola sendiri dan terpisah

'7 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pedoman Integrasi llmu di Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam (Jakarta: Diktis, 2019), Lihat juga, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Grand
Desain Transformasi Keagamaan Pendidikan Islam 2015-2034 (Jakarta: Diktis, 2015), 6.

'8 Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Grand Desain Tranformasi...,6.
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dari sistem manajemen pada 14 IAIN tersebut. Kebijakan ini mengacu pada
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997.

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat agar IAIN mengembangkan diri
dengan membuka jurusan/prodi umum sudah mulai terlihat sejak tahun 1975.
Pada tahun 1975 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Indonesia mengubah
orientasi yang tadinya muatan mata pelajaran agama dan umum berbanding
70:30 menjadi 30:70. Kebijakan ini menyebabkan IAIN di era 1980-an
membuka jurusan umum yang diberi nama Tadris dicangkokkan di Fakultas
Tarbiyah untuk menyiapkan tenaga guru mata pelajaran umum di madrasah.
Selain itu, kebijakan ini juga mengakibatkan banyak lulusan MAN yang ingin
melanjutkan kuliah di jurusan/prodi umum.

Oleh karena itu, pada tahun 1998 IAIN Syarif Hidayatulloh Jakarta
mengembangkan konsep IAIN with wider mandate (IAIN dengan mandate
yang lebih luas). Oleh karena itu kemudian dibuka jurusan/prodi bidang ilmu-
ilmu eksakta dan ilmu-ilmu sosial, antara lain: psikhologi, akuntansi,
manajemen, teknik informatika, dan agribisnis. Dalam perkembangan
selanjutnya jurusan/prodi ini di-upgrade menjadi fakultas, seperti prodi
psikhologi pada tahun 2001 menjadi fakultas.*®

Oleh karena itu, memasuki era reformasi, keberadaan PTKIN semakin
berkembang pesat. Hal ini antara lain ditandai dengan berkembangnya

fakultas dan jurusan di luar studi keislaman. Kondisi ini mendorong dilakukan

9 Suwito, Menulis Gagasan Mempercepat Keberhasilan (Alih Status IAIN menjadi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2002 (Tangerang Selatan, YPM, 2019), 45-46.
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transformasi kelembagaan dari institut menjadi universitas, dengan nama
Universitas Islam Negeri (UIN).

Maka lahirlah UIN untuk pertama kalinya, yaitu IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta - melakukan transformasi dari IAIN menjadi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002. Pada tahun 2004 IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Selanjutnya secara berturut-turut
PTKIN yang melakukan transformasi dari IAIN menjadi UIN diantaranya
adalah UIN Maulana Malik Ibarahim Malang, UIN Alaudin Makasar, UIN
Syarif Qosim Riau, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Kemudian pada tahun 2013 dilanjutkan UIN Sunan Ampel Surabaya
dan UIN Ar Raniry Aceh. Pada tahun 2015 terjadi lagi transformasi 1AIN
menjadi UIN dalam satu paket bersama, yaitu UIN Sumatera Utara, UIN Wali
Songo Semarang, dan UIN Raden Fatah Palembang. Selain transformasi
IAIN menjadi UIN di era reformasi juga terjadi transformasi Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri.

Transfomasi kelembagaan pendidikan tinggi keagamaan Islam
dilakukan sebagai langkah startegis dalam mencapai visi dan misi Pendidikan
Islam dalam rangka peningkatan layanan, proses bisnis, moderasi kebijakan,
penguatan dan pengembangan SDM, serta perbaikan dan penguatan tata kelala
perrguruan Tinggi.?® Faktor lain yang menjadi dasar dilakukan transformasi
Pendidikan Tinggi Islam didorong oleh faktor (1) Islam moderat di Indonesia

dan deradikalisasi, (2) peningkatan Akses Pendidikan Tinggi Islam di berbagai

2 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pedoman Integrasi llmu ... 1-2.
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wilayah, dan (3) APK Nasional Pendidikan Menengah yang masih cukup
rendah.

Berdasarkan uraian di atas, dengan luasnya kajian tentang kebijakan
transfomasi IAIN menjadi UIN maka, kajian dalam disertasi ini dibatasi pada
kajian mendalam tentang Kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI
tentang Transformasi 1AIN menjadi UIN pada Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia serta proses penerapan kebijakan
transformasi lembaga IAIN menjadi UIN antara tahun 2002 sampai dengan

2017.

. ldentifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, dapat dilakukan
identifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Kajian tentang lahirnya kebijakan transformasi Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) terutama dengan
diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;

2. Penerapan kebijakan transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) oleh Direktorat Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI mulai tahun 2002 sampai dengan 2017

3. Sejarah perkembangan lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam



10.
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Negeri di Indonesia;

Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam membangun
integrasi keilmuan;

Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam membangun
moderasi Islam;

Perkembangan hasil transformasi IAIN menjadi UIN;

Evaluasi  keberhasilan transformasi IAIN menjadi UIN dalam
mewujudkan distingsinya;

Evaluasi keberhasilan UIN hasil transformasi dari IAIN dalam
mengembangkan integrasi keilmuan;

Tantangan UIN dalam menjaga peran utama kampus sebagai lembaga
kajian ilmu dan lembaga yang memiliki peran dakwah untuk membentuk
ketakwaan para mahasiswanya.

Strategi UIN hasil transformasi dari IAIN dalam membangun PTKIN

menjadi ‘the world class university’ di tengah persaingan global.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang cukup banyak di atas, peneliti

menetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1.

Mengapa Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI mengeluarkan
kebijakan transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi

Universitas Islam Negeri (UIN)?
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2. Bagaimana penerapan kebijakan transformasi Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) pada Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan

Islam, Kementerian Agama RI mulai 2002 sampai dengan 20177

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai
tujuan sebagai berikut:

1. Menguraikan secara mendalam tentang latar belakang dan tujuan kebijakan
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI melakukan transformasi Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN);

2. Menguraikan secara lengkap penerapan kebijakan transformasi Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) pada
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI mulai 2002 sampai dengan
2017.

E. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis
dan kegunaan secara praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memiliki produk

akademis yang tinggi dalam memperkaya khazanah keilmuan pendidikan
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Islam terutama dalam pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam di Kementerian Agama Repulik Indonesia.

Peneliti secara khusus melakukan dua hal. Pertama, mengkaji latar
belakang dan tujuan kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam dalam melakukan transformasi IAIN menjadi UIN. Kedua, mengkaji
penerapan kebijakan transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) mulai tahun 2002 sampai dengan
2017 meliputi pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan
evaluasi kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam mengevaluasi
kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN. Selain itu hasil penelitian ini
juga dapat menjadi panduan bagi UIN hasil transformasi untuk
mengevaluasi tingkat keberhasilan transformasi sesuai dengan rencana
strategik yang telah disusun dalam proposal dan naskah akademik
transformasi IAIN menjadi UIN, terutama mengevaluasi keberhasilan
integrasi  keilmuan dan mengevaluasi keberhasilan mewujudkan
distingsinya. Hasil penelitian ini juga bermanfaat menjadi pedoman bagi
IAIN yang akan melakukan transformasi menjadi UIN.

Hal ini karena hasil penelitian ini memberikan informasi yang

komprehenship tentang latar belakang dan tujuan lahirnya kebijakan
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transformasi IAIN menjadi UIN, meliputi tahapan pengambilan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan
kebijakan.

Sehingga informasi dari penelitian ini dapat memberikan diskripsi
data lengkap dan valid serta didukung analisis yang matang tentang
kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN yang dilakukan oleh Dit. Diktis
pada Ditjen Pendis Kementerian Agama RI.

Informasi tentang proses pengambilan kebijakan transformasi IAIN
menjadi UIN menjadi informasi utama, karena kebijakan yang diambil
masuk dalam katagori kebijakan publik melalui proses kebijakan politik.
Sehingga dari proses pengambilan informasi ini dapat diketahui oleh
semua pihak.

Di sisi lain, dari hasil penelitian ini bisa dikaji dari berbagai macam
aspek manajerial, sosiologi, religius dan politik. Harapannya hasil
penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai best practice atau lesson
learnt mengenai kebijakan publik bidang Pendidikan Keagamaan Islam

Negeri di Indonesia dalam kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN.

F. Kerangka teoritik
Secara umum penelitian ini menggunakan kerangka teoretik kebijakan
publik untuk menjelaskan kajian utama terkait kebijakan Direktorat

Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan
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Islam Kementerian Agama RI dalam melakukan transformasi Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Menurut Riant Nugroho, teori adalah kumpulan ide dan konsep yang
dapat memprediksi dan menjelaskan fenomena sosial.?* Menurutnya, secara
umum teori terbagi menjadi dua, yaitu pertama, teori yang dikembangkan
berdasarkan pada pengalaman lay teories, dan kedua, teori dikembangkan
berdasarkan cara atau metode scientific theories, artinya teori dikembangkan
menggunakan cara atau metode-metode ilmiah.?®

Lebih lanjut, menurut Riant Nugroho, teori analisis kebijakan pada
hakikatnya dikembangkan sama seperti pada teori manajemen pada umumnya,
baik menyangkut sektor publik maupun bisnis. Teori analisis kebijakan
dikembangkan berdasarkan pada praktik terbaik best practice, dengan
melakukan verifikasi, validasi, dan selanjutnya dikodifikasikan menjadi hasil
dan acuan untuk kegiatan selanjutnya.

Lebih lanjut Robert E. Goodin, Martin Rein, dan Michael Moran,
mengutip pendapat Richard Neustadt, bahwa proses politik dan pembuatan
kebijakan sebagian besar adalah masalah “persuasi” yang dimulai dari proses
memilih, memutuskan, mengundangkan sebagaimana mereka inginkan, oleh
karena itu, agar kebijakan sesuai dengan harapan publik, maka dalam

pembuatan kebijakan publik harus melibatkan pemangku kepentingan dari

2! Riant Nugroho, Public Policy (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 259.
% Ibid., 259-260.
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kebijakan tersebut agar kebijakan yang diambil mempunyai legitimasi dan
dukungan penuh dari pemangku kepentingan.?

Selanjutnya, menurut Reich dan Majone, kajian tentang proses politik
dan pembuatan kebijakan menggambarkan proses “persuasi”. Hal ini juga
diungkapkan oleh Wildavsky dan Goodsell, proses pembuatan kebijakan lebih
mendiskripsikan gaya dari pada ilmu, sebagai kumpulan pandangan dari
berbagai pengetahuan yang sistematis dan terpadu, bahkan penggunaannya
lebih sebagai seni dan keterampilan.

Lebih lanjut, Goodin dkk, merinci kajian pada kajian akademik ke
dalam tiga aspek, meliputi: 1) Aspek relevansi. Gaya pemikiran yang
mencirikan studi kebijakan ini ditandai dengan aspirasi ke arah “relevansi”.
Kajian kebijakan ini merupakan upaya akademis yang mencoba untuk
melakukan langkah nyata dalam memberikan dan menawarkan suatu alternatif
pemecahan dan perbaikan suatu masalah yang dilakukan oleh pelaku politik;
2) Aspek sarat nilai. Proses kajian kebijakan memuat nilai normatif dengan
melibatkan peran premis-premis nilai dalam penentuan pilihan kebijakan,
bahkan menjadi sumber utama dalam rumusan kebijakan; 3) Aspek orientasi
aksi. Kajian kebijakan yang disusun berdasarkan kajian siapa kita sebagai
komunitas politik, dan apa yang harus dilakukan.?*

Harold Lasswell, dalam Wayne Parsons, merinci orientasi kebijakan
dapat disederhanakan dengan menggunakan kajian sebagai berikut: 1)

multimethods; 2) multidisciplinary; 3) problem focused; 4) pemetaan

23 |mam Baehagie, Handbook Kebijakan Publik. terj. (Bandung: Nusa Media, 2015), 5.
% Robert E. Goodin (eds), Handbook Kebijakan Publik....6.
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kontektualitas proses kebijakan, opsi kebijakan, dan hasil kebijakan; dan 5)
mengintegrasikan pengetahuan ke dalam disiplin yang menyeluruh
overarching dalam rangka menganalisis pilihan publik dan pengambilan
keputusan dan karenanya ia ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat.*

Selanjutnya, Wayne Parsons, mengkatagorikan analisis kebijakan
pada dua kategori, yaitu: 1) analisis kebijakan berkaitan dengan cara
mendefinisikan  problem, menetapkan agenda, merumuskan kebijakan,
mengambil keputusan, serta mengevaluasi dan mengimplementasikan
kebijakan; 2) analisis proses kebijakan meliputi kajian penggunaan teknik
analisis, riset, dan advokasi dalam pendefinisian problem, pengambilan
keputusan, serta evaluasi, dan implementasinya.?

Uraian di atas dipertegas oleh William N. Dunn, bahwa kebijakan
publik  berisi suatu daftar pilihan tindakan yang saling berkaitan, yang
disusun secara sistematis oleh institusi/lembaga atau pejabat pemerintah.*’
Sedangkan Thomas R. Dye, menegaskan bahwa kebijakan publik adalah
segala kebijakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak

dilakukan).?® Anderson menguatkan dalam kebijakan-kebijakan publik

2 Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan. Penerj. Tri

" Wibowo Budi Santoso. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.), xii.
Ibid., xii.

2" William N. Dunn. Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2002). 23.

%8 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy (Singapore: Lougman, 2001). Juga membuka
laman dalam http://ketyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/ tinjauan-teoritis-
implementasi- kebijakan-publik/(diakses 21 Januari 2018).



http://ketyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/%20tinjauan-teoritis-implementasi-
http://ketyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/%20tinjauan-teoritis-implementasi-
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disusun dan dikembangkan lembaga yang mempunyai hubungan erat dengan
badan dan pejabat pemerintahan).”®

Namun demikian Said Zainal Abidin, dalam bukunya berjudul
Kebijakan Publik (2016) mengatakan bahwa kebijakan publik tidak senantiasa
datang dari pemerintah. Proses penyusunan agenda kebijakan dapat terjadi
dalam tiga bentuk, meliputi: 1) pemerintah bersikap pasif, membiarkan arus
keinginan masyarakat memunculkan kebijakan publik yang baru. Yang
dilakukan pemerintah hanya mengawasi secara tidak langsung (tut wuri
handayani); 2) pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk merumuskan
masalah dan menyalurkannya melalui prosedur yang formal (ing madio
mbangun karso); dan 3) pemerintah bertindak aktif dalam merumuskan
masalah dan memprosesnya dalam agenda kebijakan (ing ngarso
sungtulodo).*®

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa
konsep kebijakan publik adalah kumpulan ide dan konsep dengan metode
pengalaman lay teories, atau metode scientific theories. Penyusunan
kebijakan publik dengan melakukan analisis isi kebijakan publik dan
persoalan-persoalan yang terkait = masalah-masalah kebijakan terutama

kebijakan pendidikan.

29 James E. Anderson, Public Policy Making: an Introduction (Boston: Houghton Mifflin
Company, 1998), 34.
%0 Said Zaenal Abidin, Kebijakan Publik (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), 113.
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Proses penyusunan agenda kebijakan tidak selalu datang dari
pemerintah, namun juga bisa berasal dari masyarakat dan berasal dari
gabungan antara keinginan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah.

Relevansi teori kebijakan publik pada penelitian ini adalah penggunaan
teori kebijakan publik sebagai kerangka dan kajian teoretik untuk mendalami
latar belakang dan penerapan kebijakan publik PTKIN pada kebijakan publik
transformasi dari IAIN menjadi UIN. Sebagaimana diketahui, bahwa
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada lima tahun terakhir
banyak melakukan transformasi kelembagaan pada PTKIN dari IAIN menjadi
UIN, karena keberadaan PTKIN merupakan bagian integral dari struktur dan
sistem pendidikan nasional.

Mengacu pada uraian di atas, penelitian ini berusaha mengkaji dan
mengungkap kebijakan publik pada sektor pendidikan terutama pendidikan
tinggi keagamaan Islam, dengan melakukan kajian dan analisis penerapan
kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam  Kementerian Agama RI dalam kebijakan

transformasi lembaga IAIN menjadi UIN.

. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan kajian untuk memperkuat dasar
teori yang akan dibahas dalam penelitian ini, memuat literatur hasil
penelitian terdahulu terkait dengan kebijakan publik terutama bidang

pendidikan.
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Pertama, hasil penelitian disertasi Abdur Rachman Assegaf yang
kemudian disertasi ini diterbitkan menjadi buku. Judulnya adalah Politik
Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari
Praproklamasi ke Reformasi, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian
ini menitikberatkan pada pelacakan sejarah kebijakan Pendidikan Islam
dimulai dari masa pemerintahan kolonial Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde
Baru sampai pada Pemerintahan era Reformasi.*

Hasil dari penelitian ini menguraikan keberadaan pendidikan Islam di
Indonesia telah mengakar sistemnya sejak sebelum Indonesia merdeka.
Penelitian ini juga menguraikan sistem pendidikan Islam Indonesia yang
banyak dipengaruhi oleh kebijakan zaman kolonial Belanda, dalam
perkembangannya  mengalami pasang surut. Sedangkan pada pasca
kemerdekaan, pendidikan Islam mulai mendapatkan perhatian yang baik, baik
pada masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan
Pengajaran PAI di Sekolah, sampai pada akhirnya lahirlah Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelahiran Undang-
undang ini dalam rangka mengakomodasi dan mengakui keberadaan
pendidikan madrasah dalam satu kesatuan Sistem Pendidikan Nasional. Pada
era reformasi, posisi PAI berkembang menjadi wawasan baru, PAI menjadi
pembelajaran tersendiri. PAI ikut berperan dalam menciptakan iklim

demokrasi, dalam prespektif HAM, dan pluralisme nasionalis.

31 Abdur Rachman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Pendidikan Agama Islam
dari Praproklamasi ke Reformasi (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), 19-20.
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Kedua, hasil penelitian disertasi Munawir berjudul Pendidikan Islam
dan Politik Lokal: Studi Respon Masyarakat Bondowoso terhadap Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Muatan Lokal Wajib Baca Tulis al-
Quran, disertasi di UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013. Penelitian ini
memaparkan tentang kebijakan publik implementasi dan respon masyarakat
terhadap Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2011.%

Hasil penelitian ini mengungkap hal-hal sebagai berikut: 1) Penerapan
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 mendapat respon yang baik dan
mendapat sambutan antusias oleh Kepala Sekolah dan guru PAI, 2) Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang BTQ memberikan implikasi yang
sangat signifikan bagi sekolah khususnya para siswa dalam pengembangan
Pendidikan Islam, 3) Secara umum dukungan masyarakat dan tokoh agama
merespon positif atas diberlakukannya Peraturan Bupati tentang BTQ dalam
meningkatkan kemampuan baca tulis Alquran.

Ketiga, penelitian dengan judul Politik Pendidikan Agama dalam Era
Pluralisme (Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama
Konvesional di Indonesia) oleh Muh. Saerozi. Kajian penelitian ini
menekankan pada kebijakan pendidikan menggunakan pendekatan sejarah.*®

Temuan menarik dalam peneltian ini adalah: 1) penerapan kebijakan
pendidikan agama masih menggunakan pola konvesional, keberadaan institusi

negara masih terlibat dalam memberikan legitimasi pada peserta didik pada

32 Munawir, ‘Pendidikan Islam dan Politik Lokal: Studi Respon Masyarakat Bondowoso terhadap
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Muatan Lokal Wajib Baca Tulis al-Qur’an’
(Disertasi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), .

% Muh. Saerozi, ‘Politik Pendidikan Agama Era Pluralisme (Telaah Historis atas Kebijaksanaan
Pendidikan Agama di Indonesia’ (Disertasi-- IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003).
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setiap kegiatan keagamaan; 2) kebijakan pendidikan agama yang
menggunakan pola konvensional karena masih mengacu pada segregasi fisik
para pemeluk agama era colonial; 3) pengaruh kebijakan kolonial berpengaruh
terhadap kelompok dan keyakinan minoritas didominasi dengan pola pikir
dalam sistem pendidikan Agama; 4) Kebijakan pendidikan agama yang
memberdayakan kelompok keyakinan minoritas perlu diterapkan di Indonesia,
sebagai tanggung jawab negara dalam melindungi segenap pemeluk agama
dan keyakinannya.

Keempat, hasil penelitian disertasi yang berjudul Politik Pendidikan
Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde
Baru) dilakukan oleh  Choirul Mahfud. Fokus Penelitian ini lebih
menekankan pada produk-produk kebijakan pendidikan, implementasi dan
dampak kebijakan pendidikan mulai dari penerapan kurikulum, penyusunan
anggaran, penguatan kelembagaan, dan penguatan kompetensi guru agama
Islam pada era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya orde baru (1998).%*

Hasil dari penelitian ini menguraikan tentang kebijakan pendidikan
pasca orde baru, telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah mengakomodir sistem
pendidikan Islam terutama pesantren. Kemudian diterbitkan juga Undang-
Undang tentang guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Bahkan pada era
reformasi juga memberikan Kkeleluasaan untuk berkembang dengan

diterbitkannya Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP)

3 Choirul Mahfud, “Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan
Islam Pasca Orde Baru)’ (Disertasi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
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Nomor 09 Tahun 2009. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2007. Yang lebih sepesifik adalah penerapan peraturan tentang
pengelolaan dan pelaksanan Pendidikan Agama di sekolah dengan Peraturan
Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2010 dilengkapi dengan mekanisme
pendanaan pendidikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2008. Terkait mengenai kebijakan publik dalam pendidikan Islam di
Indonesia, hasil penelitian ini mengkatagorikan menjadi 4 tipologi: tipologi
kebijakan adaptif, akomodatif, diskriminatif, dan integratif.

Kelima, penelitian disertasi berjudul Dinamika Pendidikan Islam di
Perguruan Tinggi Umum (Studi di Universitas Negeri Surabaya dan
Universitas Negeri Malang) oleh  Muhammad Turhan  Yani. Fokus
penelitian membahas tentang dinamika pendidikan Islam di Universitas
Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Malang.®

Hasil dari penilitian ini menguraikan tentang: 1) tumbuh kembang
kehidupan keagamaan di kampus baik di UM maupun UNESA sangat
dipegaruhi oleh aktivis muslim sejak tahun 1970 sampai saat ini; 2) Gerakan
aktivitas pendidikan Islam baik di UM dan UNESA telah mengarah pada
progresivitas yang luar biasa; 3) motif teologis menjadi dasar utama dalam

motivasi perkembangan keagamaan baik di UM dan UNESA; 4) dukungan

% Muhammad Turhan Yani, ‘Dinamika Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Umum (Study di
Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Malang)’ (Disertasi UIN Sunan Ampel, Surabaya,
2013).
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internal kampus dalam bentuk dukungan dari pimpinan kampus, dukungan
eksternal yang bersal dari organisasi-organisasi Islam ekstra kampus.
Berdasarkan uraian dan kajian penelitian terdahulu di atas, menurut
pengamatan penulis, tidak ditemukan penelitian dengan tema dan kajian yang
membahas penelitian kebijakan publik yang dilakukan oleh Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tentang transformasi IAIN menjadi UIN.
Pemilihan tema penelitian kebijakan transformasi lembaga IAIN
menjadi UIN merupakan tema yang original dengan tujuan utama
memaparkan dan menganalisis kebijkan publik Direktorat Pendidikan Tinggi
Kagamaan Islam dalam melakukan transformasi lembaga IAIN menjadi UIN.
Sedangkan urgensi dari tema ini berhubungan dengan pola
penyelenggaraan dan pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan di

Indonesia yang berjalan sangat dinamis.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian yang kami gunakan mengacu pada teori yang telah
dirumuskan oleh Sugiono. Menurut Sugiono, penelitian adalah langkah atau
cara yang dilakukan oleh peneliti sebagai proses ilmiah dalam mengumpulkan
informasi untuk mendapatkan data dengan tujuan dan hasil untuk kegunaan
tertentu. Kegiatan ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-

ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.*

36 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2014), 3.
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Metode penelitian erat kaitannya dengan cara ilmiah yang dilakukan
oleh seseorang dalam mengumpulkan dan mengolah data untuk tujuan-tujuan
tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa metode penelitian berperan dalam
membantu tercapainya tujuan dalam memecahkan masalah penelitian yang
dikaji.

Sebagaimana diuraikan Suharsimi Arikunto, penelitian merupakan
metode atau cara untuk melakukan atau melaksanakan penelitian.®” Definisi
ini menunjukkan bahwa dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan
metode penelitian sesuai dengan kaidah aturan dalam konsep penelitian
dengan menguraikan persoalan-persoalan untuk menemukan jawaban yang
diinginkan selama proses penelitian.

Dalam penelitian ini, mengacu pada pendapat William N. Dunn, acuan
dalam mengkaji dan menganalisis kebijakan publik menggunakan tiga
pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan empiris, adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji
secara mendalam pada tujuan untuk menjelaskan sebab akibat dari
kebijakan publik. Adapun prosedur analisis dilakukan dengan empat
langkah, meliputi: 1) perumusan masalah, 2) peliputan atau monitoring, 3)
pembahasan, dan 4) peramal sebagai hasil akhir dari analisis;

2. Pendekatan valuatif, adalah pendekatan yang menitikberatkan perhatian
pada tujuan menemukan ‘nilai’ dari kebijakan publik yang dilaksanakan.

Pendekatan ini menekankan prioritasnya pada tersusunnya model dan

37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.



30

prosedur terbaik dari beragam input dengan pertimbangan plus-minus jika
dibuat kebijakan. Modus atau prosedur kerja pendekatan ini terdiri dari 5
tahapan yaitu: 1) perumusan masalah, 2) peliputan atau monitoring, 3)
pembahasan , 4) peramalan, dan 5) rekomendasi.

3. Pendekatan normatif, adalah pendekatan yang memusatkan pada kegiatan
‘mengusulkan” tindakan apa yang harus dilakukan. Pendekatan ini
mengusulkan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah. Penerapan
pendekatan ini melalui enam tahapan, yaitu: 1) perumusan masalah, 2)
peliputan atau monitoring, 3) peramalan, 4) pembahasan, 5) rekomendasi,
dan 6) penyimpulan praktis.®

Disertasi ini disusun berdasarkan pada kerangka ilmiah penelitian
dengan menggunakan karangka yang tersusun sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan latar belakang di atas penelitian ini masuk
ke dalam jenis penelitian kebijakan atau disebut juga dengan penelitian
analisis kebijakan. Analisis kebijakan dalam penelitian ini menggunakan
perspektif Michael Hill dalam William N. Dunn.** Michael Hill
menggunakan dua perspektif dalam analisis kebijakan publik, yaitu
analisis kebijakan tentang kebijakan (analysis of policy), dan analisis
untuk kebijakan (analysis for policy).

Disertasi ini menggunakan analisis kebijakan (analysis of policy)

dengan subjek utamanya kebijakan Transformasi Institut Agama Islam

% William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 2000) cet. ke 1V, 95- 97.
¥ H.A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan, 244-245.
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(IAIN)  menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) oleh  Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Kementerian Agama RI.

Untuk memperkuat kajian ilmiah disertasi ini juga mengacu pada
pendapat Les Bell dan Howard Stevenson yang mengutip Gordon dalam
buku Education Policy: Process, Themes and Impact”, bahwa:

“Analysis of policy content argue that this research is conducted more
for academic interest rather than public impact and here the emphasis
is on understanding the origin, intentions and operation of specific
policies.*

Secara spesifik kerangka  analisis kebijakan penelitian ini
mengarah pada kepentingan akademik diterapkannya kebijakan publik
bukan mengarah pada dampak kebijakan publik. Penelitian diarahkan pada
kajian mendalam tentang latar belakang penerapan dan pemetaan
penerapan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN oleh Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam, Kementerian Agama RI mulai tahun 2002 sampai 2017.

Penggunaan studi kasus pada penelitian ini, sebagai pilihan
metodologis untuk memperkuat kajian pada penelitian subjek penelitian
kualitatif. Karena penggunaan studi kasus ditentukan berdasarkan pada
kasus-kasus individual, bukan ditentukan oleh metode-metode penelitian
yang digunakan sehingga penggunaan studi kasus akan memperkuat data

kualitatif.

Mengacu pada pendapat Robert Stake, penggunaan studi kasus

“0 |_es Bell and Howard Stevenson, Education policy: Themes and Impact (New York: Routledge,
2006), 11-12.
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dalam penelitian dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu: 1) studi
kasus intrinsik (intrinsic case study). Jenis studi kasus intrinsik digunakan
peneliti dalam rangka memahami suatu kasus tertentu, bukan untuk
menggambarkan sifat atau kasus dalam mewakili kasus-kasus lain, hal ini
dipegaruhi oleh seluruh aspek kekhususan dan kemudahannya, kasus
tersebut menarik minat untuk dikaji, 2) studi kasus instrumental
(instrumental case study). Jenis studi kasus instrumental digunakan
peneliti dalam rangka meneliti kasus tertentu agar tersaji sebuah perspektif
tentang isu atau perbaikan teori. Pada jenis ini, kasus tidak menjadi minat
utama, tapi bersifat suportif, untuk memudahkan pemahaman tentang
suatu kasus dengan kasus yang lain dan 3) studi kasus kolektif (collective
case study) jenis studi kasus kolektif digunakan peneliti untuk meneliti
sejumlah kasus secara bersamaan berdasarkan populasi atau kondisi pada
umumnya.*

Berdasarkan uraian di atas, penelitian pada disertasi ini
menggunakan jenis studi kasus intrinsik dalam memahami suatu kasus
dengan tujuan untuk menggambarkan sifat atau kasus dalam mewakili
kasus-kasus lain terkait dengan transformasi IAIN menjadi UIN oleh
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang merupakan ketertarikan
dan minat peneliti untuk dapat mendalami dan memahami secara lengkap

yang terkait dengan penerapan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN.

4 Robert E. Stake, Studi Kasus dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of
Qualitative Research, Penerj. Dariyatno dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 299-301.
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2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam disertasi ini menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif prespektif Anselm Strauss & Juliet Corbin.** Menurutnya,
Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menekankan pada
penggunaan data diskriptif kualitatif dan tidak menggunakan statistik atau
bentuk hitungan (kuantitatif). Denzin dan Lincoln juga berpendapat bahwa
penelitian  kualitatif menggunakan beragam metode, pendekatan
interpretatif naturalistik terhadap subjek kajiannya agar hasil penelitian
dapat mendalam pada pokok kajian dan data penelitian.*?

Para peneliti kualitatif mempelajari subjek penelitian secara alami
dengan memahami dan menafsirkan fenomena berdasarkan pada sisi
makna yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga argumentasi yang
dihasilkan banyak mengarah pada data deskriptif kualitatif, bukan data
yang bersifat kuantitatif, penyajian data disajikan dalam bentuk kata
deskripsi kualitatif tidak menggunakan angka-angka*®. Pengertian ini juga
dapat dilihat pada pandangan Taylor dan Bogdan.”> Menurutnya,
penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena atau kejadian
secara menyeluruh tentang motivasi, persepsi, dan tindakan, dilakukan

dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan

2 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basic of qualitative Research, Grounded Theory Procedures
and Techniques, terj. M. Shodiq (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 4.

*3 Norman K. Denzin dan Yvonna S., Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif dalam
Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, Penerj.
Dariyatno dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 2.

* Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 29.

* Taylor dan Steven Bogdan, Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for
Meaning (New York: John Wiley dan son Inc., 1984), 5.
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menggunakan berbagai metode alamiah. Sedangkan Moleong,*®
menguraikan penelitian kualitatif cenderung menggunakan beberapa
metode yang terdiri dari: metode pengamatan atau observasi, wawancara,
dan studi dokumentasi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif
menggunakan berbagai macam metode yang saling berkaitan dalam
rangka memperoleh hasil yang lebih rinci mengenai subjek kajian yang
dihadapi atau disebut juga dengan grounded research.*’ Sebagaimana
penjelasan John W. Creswell bahwa pendekatan kualitatif cenderung

menggunakan penelitian berbasis interpretatif.*®

Oleh karena itu, penelitian
ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam
(in depth interview). Penggunaan wawancara mendalam (in depth
interview) dalam penelitian digunakan untuk mengungkap fakta pada
sejumlah pihak di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang
proses transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi
Universitas Islam Negeri (UIN). Selain itu, pada proses pengumpulan data

juga menggunakan metode dokumentasi untuk melengkapi temuan data

dan informasi pada saat dilakukan wawancara.

3. Sumber Data dan Informasi

Sumber data dan informasi dalam penelitian kualitatif berupa kata-

“® Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014),

6

*” Norman K. Denzin dan Yvonna S., Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif....., 2.
* John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 265.
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kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan data, berupa
dokumen dan data pendukung lainnya. Sumber yang berasal dari kata-kata
dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber
data utama dalam penelitian ini. Sumber data kedua atau tambahan adalah
sumber data yang bersifat tertulis.*® Berdasarkan dari sumber data, bahan
tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku
dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen
resmi. Pada penelitian ini, sumber data yang tergolong dalam bentuk lisan
digali melalui teknik wawancara mendalam antara lain dengan pengambil
kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

Sumber tertulis dalam penelitian ini antara lain adalah kumpulan
peraturan perundang-undangan pendidikan Islam, Himpunan Peraturan
Menteri Agama tentang Orgasnisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi
Agama Negeri Universitas, Himpunan Regulasi tentang Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam serta dokumen-dokumen lain seperti naskah akademik
usulan transformasi Insitutut Agama Islam (IAIN) menjadi Universitas
Islam Negeri (UIN) serta notulensi rapat yang dianggap relevan dengan

kebutuhan data penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan

beberapa teknik pengumpulan, terdiri dari: wawancara in depth interview

* Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),

12.
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dan dokumentasi (dokumentation) dan observasi (observation).
Sebagaimana diungkapkan oleh Devine, “Interviews (also documentation)
strive to uncover a deeper level of information in order to capture
meaning, process, and context, where explanation ‘involves describing
and understanding people as conscious and social human beings » 30

a. Wawancara mendalam (indepth Interview)

Wawancara mendalam (indepth Interview) adalah kegiatan
komunikasi dalam bentuk percakapan antara dua orang atau lebih
dengan tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan antarpewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(interviewee) yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
pewawancara (interviewer).

Menurut, Licloln dan Guba:

“maksud mengadakan wawancara antara lain: mengkontruksi
mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan,
kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-
kebulatan demikian sebagai yang dialami masa |lalu;
memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan
untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi,
mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang

lain, baik manusia maupun bukan manusia (trianggulasi); dan

memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota”. ™

Terdapat bentuk-bentuk wawancara pada penelitian kualitatif,

yaitu wawancara terstruktur, tidak terstruktur, dan wawancara

* Devine, F. Qualitative Analysis, in D. Marsh and G. Stoker (eds) Theories and Methods in
Political Sience (London: Macmillan, 1995), 137-153. Lihat juga Tood Landman, Issues and
Methods in comparative Politics: An Introduction (London: Routledge, 2003), 19.

5! Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ..., 186.
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kelompok. Penelitian menggunakan wawancara terstruktur.

Sebagaimana diuraikan oleh Fontana dan Frey, wawancara
terstruktur dilakukan oleh seorang peneliti dengan menyampaikan
sejumlah pertanyaan pada responden dengan berdasarkan jenis jawaban
tertentu/terbatas. Pada penelitian ini peneliti menyediakan sedikit ruang
bagi variasi jawaban, kecuali peneliti tersebut menggunakan metode
open-ended question.>?

Untuk memastikan penggunaan wawancara sesuai dengan
masalah dalam penlitian, peneliti menyiapkan panduan wawancara
untuk ditanyakan secara langsung kepada para nara sumber. Subjek
penelitian adalah pihak Direktorat Pendidikan Tinggi pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Rl yang menangani
lahirnya kebijakan dan proses penetapan kebijakan transformasi
lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam
Negeri (UIN).

b. Dokumentasi
Dokumentasi  penelitian ini terkait dengan dokumen yang
tertulis dan relevan dengan subjek penelitian. Selain itu data yang
terkait dengan dokumentasi biasa berupa laporan tertulis maupun tidak
tertulis berisi penjelasan tentang peristiwa yang terjadi dan relevan
dengan subjek penelitian. Keberadaan dokumentasi berujuan membantu

validitas data yang diperoleh dari interview. Di samping itu sebagai

52 Andrea Fontana dan James H. Frey, Wawancara Seni llmu Pengetahuan dalam Norman K.
Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, Penerj. Dariyatno dkk.,
504.
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bukti otentik yang bisa digunakan sumber dan pendukung penelitian.

Sugiyono menjelaskan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa
yang sudah berlalu bentuknya berupa gambar, tulisan, atau karya-karya
monumental dari seseorang baik berupa sejarah kehidupan, cerita,
biografi, peraturan, maupun kebijakan.>® Di penelitian ini, peneliti
menggunakan dokumen yang berasal dari sumber data dan informasi
meliputi dokumen-dokumen yang berisi tentang informasi tentang
transformasi Institut Agama Islam (IAIN) menjadi Universitas Islam
Negeri (UIN) yang terdiri dari: regulasi, naskah akademik pengajuan
transformasi, serta surat keputusan yang dikeluarkan .

Selanjutnya, berdasarkan dokumentasi yang telah dikumpulkan
peneliti melakukan telaah dokumen yang terkait dengan kebijakan
transformasi IAIN menjadi UIN sampai pada penerapan kebijakan
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI mengeluarkan
kebijakan transformasi lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) pada tahun 2002 sampai
dengan 2017.

5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan oleh
peneliti dengan malakukan pengorganisasian, memilih, mensintesis,

mencari dan menemukan pola, menemukan hal-hal yang penting, dan

53 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ..., 329.
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memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain berdasarkan
data yang telah di kumpulkan sebelumnya pada proses pengumpulan
data.>* Pada proses ini peneliti melakukan kajian dan telaah serta
mendalami data dan infomasi yang diperoleh peneliti baik dalam bentuk
hasil wawancara maupun dokumen tertentu untuk menghasilkan data yang
valid, sahih, dan sistematis.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan mengkaji,
memetakan dan menganalisis hasil wawancara serta dokumen pendukung
untuk menentukan dan menemukan hubungan dari masing-masing data
atau informasi tentang proses perumusan, pelakasanaan, dan evaluasi
terhadap kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Analisis data dalam penelitin ini mengacu pada pendapat
Huberman dan Miles,> dengan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi
data, penyajian data, dan verifikasi, serta pengambilan kesimpulan lebih
rinci pada uraian berikut ini:

a. Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data yang diperoleh di
lapangan. Reduksi dilakukan secara terus menerus selama penelitian

berlangsuang dengan mengacu pada data dan temuan dan catatan

> Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian...248.

% A. Michael Hurbermen dan Mattew B. Miles, Manajemen Data dan Metode Analisis dalam
Norman K. Denzin dan Yvonna S. Licoln, Handbook of Qualitatif research, terj
Darianto....592.
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penelitian di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis.
Kegiatan reduksi data terdiri dari menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisir data
sehingga dapat di verifikasi dan disimpulkan. Penyajian data pada
reduksi data bisa berupa: matrik, grafik, jaringan, dan bagan sehingga
peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan mempermudah dalam
pengambilan kesimpulan.

Reduksi data dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi
data terkait dengan lahirnya kebijakan transformasi lembaga Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN)
pada tahun 2002 sampai dengan 2017.

. Penyajian Data

Proses penyajian, peneliti berusaha menyusun data yang relevan
agar menjadi data yang dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi.
Penyajian data merupakan tahap kedua dari reduksi data. Pada tahapan
ini peneliti menampilkan dan membuat hubungan antarvariabel agar
peneliti lain atau pembaca laporan penelitian mengerti apa yang telah
terjadi dan apa yang perlu di tindaklanjuti untuk mencapai tujuan
penelitian yang telah ditentukan.

Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data
tentang lahirnya kebijakan transformasi lembaga Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) pada tahun

2002 sampai dengan 2017 baik berupa matrik maupun tabel yang
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mudah dipahami.
c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan adalah tahap akhir
dalam proses analisis data. Di bagian ini peneliti membuat kesimpulan
berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Pada kegiatan ini
bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan
mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan
kesesuaian pernyataan subjek penelitian dengan makna Yyang
terkandung pada  konsep-konsep dalam penelitian yang dikaji.
Penarikan kesimpulan diharapkan menjadi temuan baru berupa
diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum pernah
ada.

1. Pengecekan keabsahan data
Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan
penelitian yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur penelitian ilmiah
sekaligus untuk menguji data yang diperoleh dalam penelitian ini.
Menurut Sugiono dalam penelitian kualitatif meliputi kegiatan
yanng terdiri dari:
a. Credibility adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang
disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak
meragukan sebagai hasil karya ilmiah. Kegiatan ini bisa dilakukan

dengan: 1) perpanjangan pengamatan, 2) meningkatkan kecermatan
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dalam penelitian, 3) trianggulasi yang terdiri dari dari trianggulasi data,
trianggulasi pengamat, trianggulasi teori, trianggulasi metode data, 4)
analisis kasus negatif, 5) menggunakan bahan referensi, 6)
mengadakan mamber check.

Transferbility, merupakan validitas internal dalam penelitian kualitatif
sehingga dengan adanya validitas eksternal diharapkan dapat
menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian
ke populasi yang telah diambil sehingga hasil penelitian dapat
digunakan dan diterapakan pada konteks sosial yang berbeda.
Dependability, merupakan reliabilitas atau penelitian yang dapat
dipercaya, dengan kata lain percobaan yang dilakukan selalu
mendapatkan hasil yang sama. Pada proses ini dapat dilakukan dengan
melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Pembimbing
bisa menjadi auditor independent untuk memastikan bahwa penelitian
yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam penelitian.
Confirmability pada proses ini peneliti melakukan uji Confirmability,
yaitu peneliti melakukan uji terhadap semua proses penelitian sehingga
penelitian bisa dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati
banyak orang sehingga sajian data yang dilakukan peneliti dapat

dipertanggung jawabkan.>®

% Sugiono,
276.

Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), 270-
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Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disertasi ini terdiri dari enam bab. Bab I
menjelaskan tentang Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, identifikasi dan
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
penelitian terdahulu, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab Il membahas tentang kerangka teoritik memuat tentang 1)
Kebijakan Publik, terdiri dari a) Pengertian kebijakan publik, b) Jenis-jenis
kebijakan publik, c) Tahapan-tahapan kebijakan publik, dan d) Implikasi
kebijakan publik. 2 Transformasi IAIN menjadi UIN menguraikan tentang a)
Latar belakang transformasi IAIN menjadi UIN, b) Paradigma Transformasi
IAIN menjadi UIN; Integrasi Islam, Sains, dan llmu Pengetahuan, ¢) Implikasi
Transformasi IAIN Menjadi UIN, 3) Implementasi Transformasi 1AIN
menjadi UIN mengkaji tentang a) Kerangka Dasar Keilmuan: Integrasi
Interkoneksitas, llmu dan kerangka dasar keilmuan IAIN menjadi UIN, b)
Kerangka dasar organisasi dan tata laksana organisasi IAIN menjadi UIN, c)
Format Pengembangan kebijakan tranfomasi IAIN-UIN menjadi Center of
Excellences;

Bab Il memuat tentang Sejarah Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam, memuat tentang 1) Visi, Misi, dan Tujuan. Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaam Islam, 2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Direktorat Pendidikan Keagamaan Islam, dan 3) Perkembangan Lembaga

PTKIN pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaam Islam dan
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4)Perkembangan Pendirian PTKIN Baru dan Transfomasi Lembaga PTKIN.
Selanjutnya menguraikan tentang Grand Desain Transformasi Kelembagaan
Pendidikan Tinggi Islam yang terdiri dari 1) Arah kebijakan Transformasi
Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam, 2) Tujuan Grand Desain Transformasi
Kelembagaan PTKI, 4) Prinsip-prinsip Grand Desain Transformasi
Kelembagaan PTKI, 5) Kerangka Pengembangan Jangka Panjang Direktorat
Pendidikan Tinggi Islam.untuk memperkuat kajian juga dilengkapi dengan
regulasi dan mekasnisme transfomasi kelembagaan PTKI.

Pada Bab IV membahas Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang terdiri dari Penyajian
Data tentang: 1) Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN yang terdiri dari
a) Latar belakang Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN, b) Tujuan
Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN, dan 2) Penerapan Kebijakan
transformasi IAIN menjadi UIN Tahun 2002-2017 terdiri dari a) Kerangka
Dasar Penerapan Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN b) Acuan dasar
regulasi transformasi IAIN menjadi UIN, c) Proses pengajuan transformasi
IAIN menjadi UIN, d) Kendala-kendala dalam Proses transformasi IAIN
menjadi UIN, dan e) Bentuk-bentuk transformasi IAIN menjadi UIN Tahun
2002-2017 setelah penyajian data dilanjutkan dengan Analisis Data mengenai
a) Latar Belakang kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN, dan b)
Penerapan Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Tahun 2002-2017 dari

analisis data kemudian diulas menjadi Temuan Penelitian mengenai Latar
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Belakang kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN, dan b) Penerapan
Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Tahun 2002-2017.

BAB V Penutup memuat kesimpulan mengenai a) Latar Belakang dan
Tujuan Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN pada Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI dan b) Proses penerapan kebijakan transformasi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN)
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2002 sampai dengan 2017,
kemudian dilanjutkan dengan implikasi teoritik dan keterbatasan kajian serta

rekomendasi.
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BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian kebijakan publik

dalam

Kata kebijakan memiliki pengertian yang sama dengan policy

bahasa Inggris. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan

berarti kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan.

Merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar
dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,
kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan,
organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip,
atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha
mencapai sasaran.! Kebijakan adalah sesuatu yang bermanfaat,
merupakan penyederhanaan sistem yang dapat  mengurangi
masalah-masalah  dari  berbagai macam tindakan dalam
memecahkan masalah.?

Harold Laswell, menguraikan kebijakan merupakan bentuk kerja

intelektual, karena menyangkut proses pembuatan keputusan meliputi:

uraian dan tujuan yang hendak dicapai, pengembangan kinerja, dampak

jangka panjang, penelitian dan evaluasi untuk memastikan kebijakan

berjalan efektif dan efisien.’

Woll dikutip Tangkilisan, menguraikan kebijakan publik sebagai

sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat,

! Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kebijakan” https:/kbbi.web.id/bijak diakses 14 Juni 2018.

2 Midian Sirait, Paham Kebangsaan Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Original From The
University of Michigan, 1997), 115.

® Inu Kencana Syafiie, Pengantar llmu Pemerintahan (Bandung: Refika Aditama, 2005), 35.



https://kbbi.web.id/bijak

47

baik langsung maupun tidak langsung atau melalui berbagai lembaga-
lembaga yang berkaitan dengan masyarakat.*

Wiliiam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik sebagai pola
ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling
bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang
dibuat oleh lembaga atau kantor pemerintah.”

Adapun David Easton, sebagaimana yang dikutip oleh Muchsin
dan Fadillah Putra, mendefinisikan kebijakan publik sebagai proses
pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang
dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.®

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa kebijakan
publik harus disusun berdasarkan pada setiap permasalahan dan
karakteristik masalah publik dengan mengacu pada perkembangan politik
dan dinamika masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik. ’

Nugroho, menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan bagian
integral dari kegiatan formulasi, implementasi, dan evaluasi. Oleh karena
itu dalam menganalisis kebijakan dibutuhkan kemampuan:®
1. cepat dalam mengambil fokus dan kriteria keputusan utama;

2. menganalisis masalah dengan pendekatan multidisiplin, artinya mampu

menggunakan sumber pengetahuan di luar disiplin yang dikuasai;

* Tangkilisan, The Policy-Making Process (Engleword Cliffs: Prentice Hall.2003), 3.

> Midian Sirait, Paham Kebangsaan Indonesia......116

® Muchsin dan Fadilah, Hukum dan Kebijakan Publik (Malang: Averous Press, 2002), 23.

7 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2008), 24-25.

® Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi (Jakarta:
Elex Media Komputindo, 2003), 85.
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3. mempertimbangkan jenis-jenis kebijakan dan alternatif yang bisa di-
gunakan;

4. menghindari pendekatan toolbox/textbook dalam melakukan analisis
kebijakan.

5. mampu mengungkap ketidakpastian dan mampu memaparkan dengan
angka;

6. mampu membuat rumusan masalah yang sederhana dan jelas,
berdasarkan analisis fakta-fakta yang diperlukan, dengan cara
meletakkan diri pada posisi orang lain (empati);

7. mampu memberikan definisi dan analisis yang jelas berdasarkan
usulan serta menyadari bahwa tidak ada kebijakan benar, rasional, dan
sempurna;

8. mampu memahami batas-batas intervensi kebijakan publik dan etika
profesi yang tinggi.

Definisi-definisi di atas memperlihatkan luasnya kajian tentang
kebijakan publik. Semua definisi di atas bersifat saling melengkapi. Oleh
karenanya, menurut Theodoulou,’ terdapat komponen-komponen utama
kebijakan publik yaitu:

a. merepresentasikan antara mengambil tindakan atau tidak mengambil
tindakan;

b. melibatkan sejumlah aktor baik formal maupun informal di dalam

pemerintahan atau di luar pemerintahan;

% Theodoulou, Stella Z., 2004, The Art of The Game: Understanding American Public Policy
Making (Belmout, CA: Thomson and Wadsworth).67.
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c. mencakup berbagai tipe tindakan kebijakan publik;

d. difokuskan pada tindakan atas sejumlah alternatif yang ada;

e. kebijakan publik menimbulkan konsekuensi yang dikehendaki atau
tidak dikehendaki; dan

f. diikuti oleh langkah-langkah yang telah ditetapkan, keputusan, dan
tahap pasca keputusan atas proses pembuatan kebijakan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
terdapat karakterik kebijakan publik, di antaranya adalah: 1) mengandung
tujuan yang dirancang untuk dicapai, 2) melibatkan keputusan berikut
akibat-akibatnya, 3) tersusun menurut aturan tertentu, 4) pada hakikatnya
adalah politis, dan 5) bersifat dinamis.

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Suharno,'® mengemukakan ciri-ciri kebijakan publik, dirumuskan
berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Kebijakan publik adalah suatu perbuatan yang mengarah kepada tujuan
dibandingkan sebagai pelaku atau perbuatan yang serba acak dan
kebetulan;

b. Kebijakan hakikatnya terdiri atas perbuatan-perbuatan yang saling
terhubung dan mempunyai pola yang mengarah ke tujuan tertentu yang
dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan

keputusan yang berdiri sendiri;

19 Syharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta: UNY Press, 2010), 22-24.
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c. Kebijakan menyangkut dengan apa yang sebenarnya dilakukan
pemerintah dalam bidang tertentu;

d. Kebijakan publik bisa saja berbentuk positif, bisa saja negatif,
kemungkinan mencukupi keputusan-keputusan pejabat pemerintah
untuk tidak berlaku atau melakukan tindakan apapun dalam masalah-
masalah yang membuat campur tangan pemerintah dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri
kebijakan publik adalah perbuatan dan kegiatan yang mengarah kepada
tujuan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu, bukan
kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan saling terkait bisa dalam bentuk
positif atau negatif.

3. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Irfan Islamy menguraikan bahwa terdapat Jenis Kebijakan Publik

yaitu: 1

a. Distributive. Kebijakan disributive merupakan kebijakan berkaitan
dengan alokasi layanan atau manfaat untuk segmen tertentu dalam
kelompok masyarakat tertentu dari populasi masyarakat yang luas;

b. Regulatory. Kebijakan regulatory merupakan kebijakan memaksakan
batasan atau larangan untuk perilaku tertentu baik bagi individu
ataupun kelompok. Kebijakan ini dibuat biasanya untuk mengatasi
konflik yang terjadi diantara kelompok, termasuk di dalamnya

kebijakan anti monopoli, ketenagakerjaan, dan kesetaraan gender;

1 Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 103.
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c. Self regulatory. Kebijakan self regulatory merupakan kebijakan yang
pelaksanaanya hampir sama dengan regulatory, hanya kebijakan ini
dirumuskan oleh para pelakunya, seperti kebijakan mengajar bagi
mereka yang berprofesi sebagai guru profesional;

d. Redistributive. Kebijakan redistributive adalah kebijakan berkaitan
dengan upaya pemerintah dalam memberikan pemindahan alokasi
kesejahteraan, kekayaan, atau hak-hak dari kelompok orang tertentu di
masyarakat, yaitu kelompok kaya atau sejahtera, kelompok miskin atau
berkurang.

Lebih sederhana Anderson, menyebut jenis-jenis kebijakan dengan
menggunakan kata tipologi kebijakan publik dengan membagi tiga macam.
Yaitu: pertama, substantive policies-kategorisasi, tipologi ini
menggunakan sudut pandang berdasarkan isi substansi dari kebijakan,
misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan, hak-hak sipil, urusan luar
negeri. Kedua, institutional policie-kategorisasi, tipologi ini menggunakan
sudut pandang berdasarkan lembaga/institusi yang membuat dan
memanfaatkan kebijakan, misalnya kebijakan legislatif, yudikatif,
departemen. Ketiga, time period-kategorisasi, tipologi ini menggunakan
sudut waktu dibuat atau pelaksanaannya, misalnya kebijakan era New
Deal, Perang Dunia Il, Abad ke 20,dan lain sebagainya.*?

Bardasarkan uraian di atas, terdapat jenis-jenis kebijakan publik

sebagai pilihan dalam mengambil jenis kebijakan publik. Tujuannya untuk

2 Muh. Irfan Islamy, Kebijakan Publik: Definisi dan Makna Kebijakan Publik (Jakarta
Universitas Terbuka, 2014), 131.
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mempermudah  dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan publik agar sesuai dengan tujuan dan manfaat yang
diinginkan baik individu maupun masyarakat. Penjelasan tentang jenis-
jenis kebijakan publik di atas merupakan landasan sekaligus pilihan
alternatif dalam membuat kebijakan terutama hal-hal yang berkaitan

dengan kebijakan publik.

4. Tahap-tahap Kebijakan Publik
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang
kompleks karena melibatkan banyak variabel yang harus dikaji. Tahap-
tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagai mana uraian
dibawah ini."
a. Tahap penyusunan agenda

Tahap penyusunan agenda merupakan tahap pertama. Tahapan
ini merupakan kunci utama yang harus dilakukan sebelum isu
kebijakan dibahas dalam agenda kebijakan.

Penyusunan agenda merupakan proses dan tahapan yang sangat
strategis dalam penyusunan kebijakan dengan mengkaji secara
mendalam berbagai permasalahan publik. Oleh karena itu, di tahap ini
peran top leader sangat penting dalam menetapkan keputusan

rancangan kebijakan.

3 william Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 1998), 24 Lihat juga Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Yogyakarta:
Media Presindo: 2007), 32.
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Selanjutnya, pimpinan beserta tim kerja merumuskan draft dan
menyiapkan rancangan peraturan untuk diagendakan dilakukan
pembahasan.

b. Tahap formulasi kebijakan

Tahapan  formulasi  kebijakan =~ merupakan  tahapan
memformulasikan ~ kebijakan  berdasarkan  kajian  mendalam
permasalahan publik sesuai agenda yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tahapan ini bersifat teknis, karena menggunakan berbagai
teknik analisis untuk membuat keputusan. Hal ini berbeda dengan
tahapan sebelumnya yang lebih bersifat politis. Oleh karena itu pada
tahap ini dibutuhkan penggunaan berbagai teori pengambilan
keputusan untuk meminimalkan resiko kegagalan.

Pada tahap ini berbagai permasalahan yang masuk di tahap
penyusunan agenda dibahas dan kemudian didefinisikan oleh para
pembuat kebijakan untuk dicarikan solusi terbaik dengan berbagai
alternatif atau pilihan kebijakan.

c. Tahap adopsi/legitimasi kebijakan

Pada tahap adopsi/legitimasi, kebijakan publik sudah mulai
dirasakan pengaruhnya terhadap kepentingan masyarakat baik
pengaruh yang menguntungkan maupun pengaruh yang merugikan.
Selain itu, pada tahap ini juga sudah mulai berimplikasi terhadap

anggaran yang harus dikeluarkan.
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Legitimasi diperlukan karena setiap kebijakan memerlukan
pengakuan dari masyarakat agar kebijakan dapat dilaksanakan dan
tidak ada penolakan dari masyarakat. Bentuk legitimasi berupa
pengabsahan dan otorisasi oleh masyakat.

d. Tahap implementasi kebijakan

Tahap implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan. Tahap ini sangat menentukan karena
sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan. Proses ini melibatkan
perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif atau organisasi
dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan.**

Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing,
karena  menyangkut persoalan-persoalan administratif, dan juga
faktor-faktor lain seperti faktor hukum, politik, ekonomi, dan faktor
sosial baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini terjadi karena
biasanya implementasi dari suatu kebijakan mendapat dukungan dari
sebagian pelaksana, namun sebagian yang lain mungkin ada yang
menentangnya.

Menurut M. Hasbullah mengutip pendapat Siagian
mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan kebijakan, yaitu: 1) manusia, 2) struktur, 3) proses

administrasi dan manajemen, 4) dana, 5) daya.™

 Richard A Gorton and Gail Thierbach Scheineder, School Based Leadership: Challenges and
Oppurtunities (New York: Wm.C. Brown Publisher, 1991), 65.
5 H.M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan... 93.
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Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk
mengimplementasikan kebijakan diperlukan sebuah peraturan yang
mendukung pelaksanaan kebijakan, mulai dari keuangan, personil, dan
prasarana lainnya. Bentuk dukungan bisa dalam kelompok formal,
informal, suprastruktur, infrastruktur, dan fungsional yang saling
terkait dan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk melihat apakah kebijakan
yang telah dibuat sudah sesuai dengan yang diinginkan masyarakat dan
mempunyai dampak positif terhadap penyelesaian persoalan di
masyarakat.

Oleh karena itu di tahap ini ditetapkan ukuran atau kriteria
yang menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik yang telah
dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan tujuan dan mempunyai
dampak positif terhadap penyelesaian persoalan.

Tahap ini merupakan tahap akhir kebijakan. Sebagaimana
diungkapkan oleh Richard Gorton dan Scheneider.'®

Evaluasi merupakan proses mengkaji dan menilai secara
teliti, objektif, dan  menyeluruh baik secara individu
maupun kelompok untuk memastikan kelebihan dan
kelemahan dari program. Orientasi evaluasi kebijakan
ditekankan pada hasil dan kesesuaian dengan perencanaan.
Jika kebijakan tidak sesuai dengan rencana, tujuan, maupun
sasaran maka perlu ada langkah baru untuk mengganti

kebijakan tersebut. Di samping itu hasil evaluasi dijadikan
masukan atau umpan balik untuk merumuskan kebijakan

16 Richard A Gorton and Gail Thierbach Scheineder, School Based Leadership: Challenges and
Oppurtunities, 73.
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berikutnya. Hasil evaluasi juga tidak hanya menekankan
pada hasil akhir saja, tetapi juga mengacu dan
mempertimbangkan setiap tahapan proses pelaksanaan
kebijakan.
Menurut Dunn sebagaimana yang dikutip oleh Hasbullah*” monitoring
berfungsi sebagai berikut: 1) Ketaatan (compliance), 2) Pemeriksaan
(auditing), 3) Laporan (accounting), 4) Penjelasan (explanation).

Secara singkat, tahap-tahap kebijakan adalah seperti gambar bagan

di bawah ini:

\4

Gambar 2.1. Tahap-tahap kebijakan
Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2008: 36-37)

Berdasarkan pengertian di atas, tahap-tahap kebijakan publik
berkaitan dengan berbagai pihak yang perlu dilakukan pendekatan secara

terorganisir dan komprehensip dilakukan secara sistematis.

Y'H. M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan dalam Prespektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif
Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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5. Implikasi Kebijakan Publik
Implikasi kebijakan publik menurut Subarsono mengutip pendapat

G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa

untuk memetakan implikasi kebijakan publik mengacu pada faktor-foktor

sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi
implementasi kebijakan, mencakup lingkungan sosio kultural dan
keterlibatan penerima program.

2. Hubungan antarorganisasi. Faktor hubungan antarorganisasi sangat
diperlukan karena implementasi program perlu koordinasi dengan
semua pihak untuk mendapat dukungan penuh.

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Faktor ini
diperlukan karena pada proses implementasi kebijakan perlu didukung
sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources) maupun
sumberdaya non-manusia(non human resources).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Faktor ini terkait
dengan struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang
terjadi dalam birokrasi. Semua itu akan mempengaruhi implementasi
suatu program.*®

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa implikasi
kebijakan  dipengaruhi oleh  kondisi lingkungan, hubungan

antarorganisasi, sumberdaya organisasi, karakteristik, dan kemampuan

'8 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, 101.
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pelaksana kegiatan. Karena faktor-faktor tersebut berpengaruh

terhadap Kkinerja dan dampak suatu program dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditentukan.

Implikasi kebijakan dimaksudkan untuk mengetahui dampak

kabijakan yang diterapkan apakah mempunyai implikasi terhadap

perkembangan lembaga. Ada beberapa hal yang dapat diketahui

diantaranya:

a.

Membandingkan problem/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi
sebelum intervensi;

Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program
terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkannya
dengan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum
menjadi sasaran intervensi;

Membandingkan biaya dan manfaat yag di capai sebagai hasil
intervensi;

Pendekatan kualitatif dan judgedmental untuk mengevaluasi
keberhasilan/kegagalan kebijakan masa lalu;

Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran
tertentu dari sebuah program atau kebijakan;

Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan dan

targetnya sudah terpenuhi.*

9 parson, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Prenada Media
Group:2008), 604.
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B. Transformasi IAIN menjadi UIN
1. Latar Belakang Transformasi IAIN menjadi UIN

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) saat ini dihadapkan
pada persoalan besar dan mendasar menyangkut out put pendidikan yang
sampali saat ini belum terakomodasi secara memadahi ke dalam berbagai
aspek kebutuhan kehidupan masyarakat. Padahal tuntutan perubahan terus
bergulir seiring dengan perubahan zaman.

Berdasarkan hasil penelitian Bassam Tibi menyatakan:

hampir seluruh universitas Islam di kawasan Timur Tengah dan
Afrika —dia tidak menyebut Indonesia—pola penyelenggaraan
masih menekankan kapasitas untuk menghafal, tidak pada
peningkatan kapasitas untuk berfikir kritis dan analitis.
Kompetensi akhir mahasiswa tidak dipersiapkan untuk menjawab
tantangan perubahan, tetapi hanya untuk sekedar pengetahuan.
Oleh karena itu, mahasiswa setelah lulus, tidak hanya dibekali
ijazah, tetapi juga kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan
kebutuhan masyarakat. Karena pada umumnya lulusan universitas
belum mengarah pada kualifikasi lulusan pada bidang keahlian
dan gelar akademis yang diperoleh.?

Uraian Bassam Tibi, menegaskan bahwa persoalan pendidikan
tinggi sebagai konsekuensi permasalahan yang dihadapi PTKI pada
umumnya, mulai dari belum jelasnya landasan epistimologi keilmuan yang
dibangun, visi-misinya (sebagai lembaga dakwah, akademis atau praktis-
pragmatis), bahkan sampai pada persoalan kurikulum, SDM, minimnya

anggaran dana, terbatasnya kerjasama (stake holders), dan sarana-

prasarana pendukung lainnya.

20 Bassam Tibi, Islam and the Cultural Accommodation of Social Change (Boulder: 1991), 110.
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Sebagai bagian penting dalam sistem Pendidikan Nasional
keberadaan PTKI dalam hal ini IAIN bisa mengakomodasi modernitas dan
tuntutan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan
eksistensi masyarakat pada IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi
keagamaan Islam. Sebagian masyarakat masih ada yang menganggap
perguruan tinggi Islam tidak marketable dalam menghadapi persaingan
global antara lain disebabkan oleh ekspansi pendidikan tinggi umum yang
dari dulu dirasakan lebih mendapat perhatian dari pemerintah
dibandingkan pendidikan tinggi agama. Oleh karena itu pendidikan tinggi
keagamaan Islam harus berbenah dan melakukan transformasi untuk
menjawab tantangan zaman yang semakin kompetitif dan kompleks.

Untuk menjawab persolan di atas, muncul wacana transformasi
IAIN menjadi UIN dengan harapan menjadi wahana bagi IAIN untuk bisa
mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan sains. Salah satu
harapannya adalah mengintegrasikan ilmu agama dan sains. Selain itu
transformasi IAIN menjadi UIN diharapkan dapat menghasilkan
kompetensi dan daya saing lulusan yang berdaya saing tidak hanya dalam
kompetensi agama melainkan juga kompetensi sains yang terintegrasi.

Kata transformasi merupakan perubahan rupa (bentuk, sifat,

fungsi,) perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal

lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-
unsurnya®*

Kata transformasi merupakan proses perubahan yang terjadi

berangsur-angsur, perubahan dilakukan dengan cara memberi
respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang

2! Bahasa Indonesia, https:/id.wiktionary.org/wiki/transformasi diakses 28 Juni 2019.
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mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal
sebelumnya.?

Pada tahun 1998 sampai 1999, merupakan awal beberapa IAIN
membuka program studi umum dengan dimasukkan pada fakultas yang
telah ada sebelumnya. Seperti prodi Psikologi dan prodi Matematika dan
Bahasa Inggris pada Fakultas Tarbiyah dan prodi Ekonomi dan Perbankan
Islam pada Fakultas Syariah. Kemudian juga dilakukan pembukaan
fakultas umum seperti Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sains dan
Teknologi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002.

Kajian transformasi IAIN menjadi UIN sudah lama menjadi keinginan
beberapa pihak. Kondisi ini yang menyebabkan kemudian ada beberapa IAIN
mentransformasikan diri menjadi UIN. Alasannya bukan hanya sekedar
perubahan status lembaga, melainkan karena memiliki orientasi untuk dapat
memiliki mandat yang lebih luas, wider mandate, untuk mengembangkan
fakultas dan program studi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu
juga agar ada keunikan tersendiri bagi masing-masing UIN ketika melihat di
dalamnya terdapat pola-pola yang berbeda dalam merekonstruksi keilmuan.?®

Transformasi IAIN ke UIN merupakan siklus dan bentuk dinamika
yang terjadi secara dinamis. Sejak didirikannya, PTKI yang struktur

organisasinya berada di Kementerian Agama, memang cukup dinamis dalam

%2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “transformasi” https://kbbi.web.id/transformasi diakses 28 Juni
2019.

2 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, (Jakarta: DIKTIS, 2019), xvii.
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merespon perkembangan zaman dengan melakukan proses transformasi
lembaga.?*

Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam transformasi,
diantaranya, 1) menjadikan alumni UIN dapat merespon kebutuhan realitas
serta mampu berdialog dengan zaman, 2) melakukan transformasi
kelembagaan tanpa harus menghilangkan nilai pendidikan Agama Islam
(Islamic Studie).

Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri peran serta alumni PTKI dalam
pengembangan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit alumni PTKI berperan
sebagai pemikir, wartawan, bahkan politisi baik di tingkat wilayah

maupun di tingkat nasional.*

Hal ini, selain mendorong transformasi IAIN
menjadi UIN juga telah mendorong ide transformasi STAIN menjadi
IAIN. Transformasi ini menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak bagi
umat Islam untuk mensejajarkan PTKI dengan perguruan tinggi umum
agar memiliki bidang keilmuan yang lebih luas dan marketable sesuai
dengan tututan zaman.

Sebenarnya kajian Islam (Islamic studies) di Indonesia tumbuh
dan berkembang dari realitas historis yang secara kronologis memiliki
konteks ruang dan waktu sebagai respon sejarah atas persoalan-persoalan
keagamaan umat Islam di Indonesia. Kajian Islam secara subtantif sudah

dimulai pada abad ke-13 semenjak pertama kali agama Islam datang ke

Indonesia.

2 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Prenada Media, 2003), 63.
% Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetiyo (ed.), Menilik Dinamika IAIN, dalam Problem dan
Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam (Ditpertais Depag. RI, 2000), xxvi.
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Kajian keislaman pada masa-masa ini juga melalui proses
transformasi nilai keagamaan secara besar-besaran yang dilakukan oleh
para pemimpin sufi dan ulama’, juga secara kelembagaan terjadi
transformasi pada lembaga-lembaga pendidikan tradisional khususnya di
pondok pesantren.

Munculnya ide transformasi IAIN menjadi UIN pada pembuat
kebijakan di pendidikan tinggi keagamaan Islam sebenarnya didasari
semangat mengembalikan kajian Islam yang lebih komprehensif dengan
disiplin keilmuan lebih luas yang tidak hanya membahas disiplin ilmu
agama, tetapi juga membahas integrasi ilmu sains yang bernuansa
keislaman, seperti psikologi, komunikasi, sosiologi, antropologi, dan lain
sebagainya.

Beberapa alasan mengapa perlu dilakukan transformasi IAIN ke
UIN adalah sebagai berikut: 2

1. Tuntutan dan kebutuhan era global yang bisa mendegradasi peran
lulusan IAIN jika hanya mengkaji ilmu-ilmu keagamaan;

2. Menghilangkan dikotomi ilmu sains dan agama yang pada akhirnya
mengakibatkan perilaku hidup sekuler dengan yang menempatkan

agama sebagai urusan pribadi;

2 Atho Mudzhar, “In the Making of Islamic Studies in Indonesia (In Search for a Qiblah),”
makalah disampaikan dalam seminar internasional Islam in Indonesia: Intellectualization and
Social Transformation, di Jakarta 23-24 November 2000.

27 Akh. Minhaji, Transformasi IAIN Menuju UIN, Sebuah Pengantar, Menyatukan Kembali llmu-
llmu Agama dan Umum, Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum (Yogyakarta:
Suka Press IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 143.
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3. Kebutuhan stakehholders pendidikan tinggi keagamaan Islam karena
sebagian besar orang tua termasuk dosen IAIN banyak menyekolahkan
anaknya di luar IAIN.

Alasan lain latar belakang transformasi IAIN menjadi UIN dalam
rangka mendorong hal-hal sebagai berikut: 1) Islam moderat di Indonesia
dan deradikalisasi, 2) peningkatan akses pendidikan tinggi Islam di
berbagai wilayah, dan 3) APK Nasional pendidikan menengah masih
cukup rendah.

Transfomasi IAIN menjadi UIN diyakini akan membawa dampak
positif: Pertama, keberadaan UIN mampu menyelesaikan masalah
dualisme sistem pendidikan dan dikotomi keilmuan yaitu ilmu agama dan
ilmu sains; Kedua, keberadaan UIN secara kelembagaan akan mampu
mengembangkan dan menggabungkan ilmu-ilmu agama Islam dan sains
modern; Ketiga, keberadaan UIN dapat meningkatkan minat, daya
tampung dan daya saing mahasiswa karena dengan biaya relatif murah

tapi berkualitas.”®

2. Landasan Transformasi IAIN menjadi UIN: Integrasi Ilmu
Pengetahuan dan Sains

Awal munculnya ide tentang integrasi keilmuan dilatarbelakangi

oleh adanya dualisme atau dikotomi keilmuan antara ilmu-ilmu umum

(sains) di satu sisi dengan ilmu ilmu keagamaan. Sebenarnya dikotomi

% Praja, Juhaya S. Filsafat dan Metodologi llmu dalam Islam (Jakarta: TERAJU, 2002), 138.
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ilmu yang salah satunya terlihat dalam dikotomi institusi pendidikan—
antara pendidikan umum dan pendidikan agama—telah berlangsung
semenjak bangsa ini mengenal sistem pendidikan modern.*

Terlepas dari persoalan kontroversi transformasi IAIN menjadi
UIN, hal menarik yang perlu digaris bawahi di kalangan IAIN adalah
kecenderungan islamic studies. Sejak IAIN didirikan, ada dua fungsi yang
diembannya, yaitu: 1) sebagai lembaga keagamaan (dakwah), IAIN
mempunyai  posisi  strategis sebagai sentral kajian keagamaan,
keberadaannya mempunyai misi religius untuk memberikan pencerahan
masyarakat muslim dalam memahami ajaran Islam, dan 2) sebagai
lembaga keilmuan (akademis), posisi IAIN diharapkan menjadi avant
garde dalam mengkaji Islam sebagai sebuah disiplin akademis, bukan
sebagai doktrin agama.*®

Kenyataannya kedua fungsi tersebut di atas tidak berjalan dengan
baik, karena sebagai lembaga akademis, IAIN harus mengikuti pola pikir
akademis dengan memperlakukan kajian terhadap agama menggunakan
pendekatan ilmiah dan akademis, sebagai lembaga keagamaan IAIN
diharapkan berfungsi sebagai lembaga keagamaan yang terkadang
cenderung menafikan nilai-nilai akademis murni.

Maka, transformasi IAIN menjadi UIN merupakan langkah maju

dengan memerlukan kajian komprehenship dan taktis karena akan

» Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Pustaka Muhammadiyah,
1960), 237.

%0 Azyumardi Azra, Studi-studi Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, dalam
Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999), 169-170.
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membawa dampak pada semua aspek mulai dari perubahan bentuk,
kurikulum, kegiatan ekstra kurikuler, manajemen, jaringan kerjasama
yang akan membawa dampak terhadap mutu lulusan (high out-put
quality). Sehingga keberadaan UIN secara kelembagaan sejajar dengan
institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Bahkan pada beberapa sisi lain,
UIN mempunyai spesifikasi dan distingsi keilmuan yang tidak dimiliki
oleh universitas lain.*

Integrasi ilmu merupakan salah satu misi transformasi IAIN
menjadi UIN. Integrasi ilmu salah satu target utama dalam transformasi.
Oleh karena itu proses transformasi harus memiliki landasan yang sangat
kuat sebagai landasan dalam pengembangan UIN.

Landasan tranformasi IAIN menjadi UIN yang di dalamnya
memuat misi melakukan integrasi ilmu terdiri dari landasan filosofis,
normatif, juridis dan landasan historis.*® Uraian dari landasan-landasan
tesebut adalah sebagai berikut:

a. Landasan filosofis
Landasan filosofis memiliki pengertian bahwa semua ilmu
pada dasarnya sama atau sederajat. Semua ilmu saling membutuhkan
untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan. Ada tiga ranah dalam
landasan filosofis, meliputi: 1) ontologis, membahas eksistensi dan

hierarki pengetahuan, 2) epistemologis menjelaskan sumber dan

31 Amin, Kamaruddin dkk. Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia?; Current Trends and Future
Challenges (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2006), 367-368.

%2 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pedoman Integrasi llmu di Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam (Jakarta: Diktis, 2019), 33.
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instrumen perolehan ilmu, dan 3) akseologis, membahas tentang nilai
penerapan ilmu pengetahuan.

Landasan filosofis merupakan landasan pertama yang harus
dilakukan oleh PTKI dalam rangka bertransformasi dari IAIN menjadi
UIN. Perlu dihilangkan dikotomi keilmuan berdasarkan pada prinsip
atau pandangan dunia Islam tentang tauhid yang bersifat integral,
holistik dan complementary. Penggunaan konsep integrasi ilmu pada
masing-masing UIN mungkin berbeda-beda, misalnya menggunakan
istilah integrasi, sinergi, interkoneksi, wahyu memandu ilmu, dan
sebagainya.

Terdapat dua prinsip terpenting yang harus diperhatikan dalam
upaya integrasi ilmu, yaitu:

Pertama, integrasi ilmu bukan berarti Islamization of
Knowledge atau islamisasi pengetahuan dengan mengacu pada
pendapat Muhammad Naquib al-Attas.®® Menurut al-Attas, ilmu
pengetahuan tidak bersifat netral, karena ilmu tidak bisa berdiri sendiri.
Maka al-Attas menyatakan bahwa ilmu bukan value-free atau tidak
bebas nilai, tetapi merupakan value laden atau syarat nilai.

Ismail Raji’ al-Farugi juga berpendapat sama. Menurutnya,

islamisasi ilmu pengetahuan sumber utamanya adalah tauhid.

% Syed Muhammad Nagquib al-Attas, Islam and Secularism (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), 134.
Lihat juga Syed Muhammad Naquib al-Attas, Aims and Objectives of Islamic
Education (London: Hodder & Stouhton, 1979) 19-20. Juga lihat: Thomas Samuel Kuhn, ilmu
ilmu itu tidak bebas nilai dan merupakan human and social construction. lihat dalam
Muhammad Muslih, Filsafat IImu; Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori
llmu Pengetahuan (Yogyakarta: Belukar, 2008, cet ke-5), 129.
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Islamisasi ilmu pengetahuan sebenarnya mengislamkan ilmu
pengetahuan modern seperti sains, sastra, dan ilmu pasti dengan cara
menyusun dan membangun ulang serta memberikan dasar dan tujuan
yang sesuai dengan Islam. Setiap disiplin ilmu dituangkan kembali
untuk mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam metodologi dan
strateginya mengacu pada data problematikanya, sehingga dapat
mengungkap kembali relevensi Islam yang bersumber pada tauhid.>

Kedua, semua disiplin ilmu memiliki hirarki ilmu yang
mempunyai kedudukan yang sejajar. Setiap disiplin ilmu dapat
berfungsi secara bergantian baik sebagai core knowledge atau ilmu inti
atau sebagai auxiliary knowledge atau ilmu pendukung.®

Pelaksanaan integrasi ilmu dari IAIN menjadi UIN mengarah
pada integrasi ilmu pengetahuan dengan menggunakan perspektif
epistemologis dan aksiologis Islam pada bidang ilmu pengetahuan
umum atau sains.

Perspektif epistemologis, ilmu pengetahuan digunakan sebagai
sumber khazanah tekstual normatif Islam yang akan menjadi salah satu
sumber inspirasi dan eksplorasi ilmu pengetahuan. Sementara pada
prespektif aksiologis, menegaskan bahwa dalam pengembangan ilmu
pengetahuan harus memperhatikan prinsip-prinsip etika Islam (akhlaq)
dengan tujuan menjaga kehormatan, kelestarian hidup manusia, dan

alam semesta.

% |smael R al-Farugi, Islamisasi Pengetahuan, terj. Anas Mahyudin (Bandung, Pustaka, 1995), 55.
% Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pedoman Integrasi Ilmu....35.
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b. Landasan Normatif

Berdasarkan landasan normatif, integrasi ilmu terkait dengan
dasar-dasar keagamaan dalam teks-teks agama. Sumber utamanya
adalah al Quran dan Hadis serta produk-produk penafsiran para ulama.
Oleh karena itu mengacu pada landasan normative ini, reintegrasi ilmu
akan menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan sains.

Jadi integrasi ilmu pengetahuan pada landasan normatif
mendasarkan pada wahyu, manusia, dan alam semesta. Ketiga sumber
ini pada dasarnya menyediakan bahan dasar ilmu pengetahuan yang
akan dikembangkan oleh PTKI sekaligus menjadi sumber inspirasi
dan pedoman etik bagi PTKI untuk melakukan penelitian, eksplorasi
ilmiah dan transfer of knowledge dalam penggunaan dan implementasi
ilmu pengetahuan.

Integrasi ilmu pengetahuan mendorong manusia untuk
mengadakan eksplorasi ilmiah yang didasarkan pada ayat-ayat al
Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW, sebagiamana tercantum
dalam Q.S. al-‘Alaq/96:1, Q.S. Yunus/10: 101, Q.S. Al-
Bagarah/2:164, Q.S. al-Ghasiyah/88: 17-20.

c. Landasan Yuridis

Menurut landasan juridis, integrasi ilmu dilakukan dengan
melahirkan undang-undang dan aturan-aturan formal yang menjadi
dasar hukum dalam melakukan transformasi IAIN menjadi UIN.

Integrasi ilmu merupakan visi dan misi utama transformasi IAIN
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menjadi UIN, dengan paradigma, landasan dan pola-pola integrasi
sesuai keunikan masing-masing UIN.

Landasan yuridis transformasi IAIN menjadi UIN adalah
berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan
tinggi terutama yang dapat menjadi pedoman proses transformasi, baik
berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden, maupun Peraturan Menteri Agama dan Keputusan
Menteri Agama.

Regulasi utama yang menjadi acuan proses transformasi antara
lain: Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 yang
kemudian diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019
tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, Peraturan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi
Keagamaan, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003

tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama.
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d. Landasan Historis

Sejarah perkembangan pendidikan tinggi Islam memiliki latar
belakang yang panjang sejak pra kemerdekaan sampai dengan
sekarang. Secara historis paling tidak dapat dilihat sejak awal abad 20,
di era penjajahan Belanda.

Pada awal abad 20 pemerintah kolonial Belanda menerapkan
politik etis dengan mendirikan beberapa perguruan tinggi. Rakyat
Indonesia, terutama dari kalangan bangsawan sudah mulai dapat
memperoleh pendidikan tinggi. Namun, pemerintah kolonial Belanda
tidak memberikan perhatian terhadap pendidikan tinggi Islam.

Mencermati kondisi ini, para tokoh Islam dari berbagai
pergerakan seperti Serikat Islam, Muhammadiyah dan NU berpikir
ingin mendirikan pendidikan tinggi Islam. Maka, tercatat pada tahun
1940 berdiri Sekolah Islam Tinggi (SIT) di Padang. Namun SIT hanya
mampu berslangsung selama dua tahun. Sebab pada tahun 1942, ketika
Jepang datang, SIT dilarang beroperasi lagi. Penjajah Jepang hanya
membolehkan madrasah sampai tingkat atas saja yang boleh tetap
beroperasi.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945 didirikan Sekolah
Tinggi Islam (STI) di Jakarta, kemudian tahun 1946 mengikuti
pemindahan ibu kota Negara, STI ikut pindah ke Yogyakarta. Pada
tahun 1948 STI diubah menjadi Universitas Islam Indonsia (Ull)

dengan lokasi tetap di Yogyakarta.
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Pada tahun 1950 fakultas agama UlI dilepas menjadi perguruan
tinggi sendiri bernama Perguruan Tinggi Agama Islam (PGAN),
dengan lokasi masih di Yogyakarta. Tahun 1957 didirikan Akademi
Dinas Agama (ADIA) di Jakarta.

PTAIN kemudian dilebur dan diubah menjadi Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) pada tahun 1960, yang diresmikan pada tanggal
24 Agustus 1960 di Yogyakarta. Sampai dengan 1973 telah berdiri 14
IAIN. Kemudian masing-masing IAIN membuka fakultas cabang di
berbagai daerah.

Pada 1997 sebanyak 40 fakultas cabang IAIN di berbagai
daerah dilebur dan diubah menjadi 33 Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN). Dan pada tahun 2002 mulai lahir Universitas Islam
Negeri (UIN), yaitu UIN Syarif Hidayatullah (Syahid) Jakarta hasil
transformasi dari IAIN Syahid Jakarta.

Lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia secara dinamis
terus berubah dalam rangka memenuhi dan mengikuti tuntutan jaman.
Bahkan mulai tahun 2017 telah didirikan Universitas Islam
Internasional Indonesia (UlI).

Aspirasi umat Islam dalam pengembangan pendidikan tinggi
Islam pada umumnya didorong oleh beberapa tujuan, sebagai berikut:
1) untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu
agama Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara lebih sistematis dan

terarah, 2) untuk melaksanakan pengembangan dan peningkatan
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dakwah Islam, dan 3) untuk mereproduksi dan kaderisasi ulama dan
fungsionaris keagamaan, baik pada kalangan birokrasi negara maupun
sektor swasta, serta lembaga-lembaga social, dakwah, pendidikan dan
sebagainya.®

Berdasarkan uraian landasan historis di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa transformasi kelembagan pada pendidikan tinggi
keagamaan Islam Kementerian Agama berjalan dinamis relevan

dengan kebutuhan zaman.

3. Implikasi Transformasi IAIN Menjadi UIN

Transformasi IAIN menjadi UIN merupakan hal penting dan
mendesak untuk dilakukan agar dapat berimplikasi terhadap
pengembangan kajian keilmuan yang komprehenship tanpa ada dikotomi
keilmuan sebagai wujud kesadaran umat Islam  untuk menyatukan
dualisme keilmuan, yaitu ilmu keislaman dan sains.>’

Dasar transformasi IAIN menjadi UIN juga mengacu pada
kesadaran yang futuristik umat Islam di Indonesia untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menyesuaikan diri dengan
perubahan zaman yang begitu cepat.®

Transformasi Pendidikan Tinggi Islam merupakan rangkaian

tahapan menuju visi dan misi pendidikan Islam sebagai berikut:

** Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali Pres,
2012) 65-66.

*” Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pedoman Integrasi limu..,1.

*® Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Grand Desain Tranformasi Keagamaan Pendidikan Islam
2015-2034 (Jakarta: Diktis,2025), 6.
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1) Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; 2)
Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam; 3) Penguatan Sistem Tata Kelola
dan Akuntabilitas PTKI, dan 4) Pengembangan Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam berbasis Integrasi IImu dan
Moderasi Islam®

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa transformasi
IAIN menjadi UIN  merupakan langkah strategis dalam rangka
pengembangan kelembagaan dan meghilangkan dikotomi ilmu
pengetahuan dan menegaskan bahwa baik ilmu sains maupun ilmu agama
berasal dari Tuhan Yang Satu. Transformasi IAIN menjadi UIN
merupakan lambang sejarah perubahan PTKI yang berjalan dinamis yang
banyak dipengaruhi oleh latar belakang agama, budaya, nilai, dan struktur
sosial di masyarakat, dalam rangka menjadikan ilmu agama sebagai media
kritis dan transformatif dalam menjawab perkembangan zaman.

Sejalan dengan pendapat Amin Abdullah, bahwa keberadaan Islam
normatif dan Islam historis berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan, tetapi
bisa dibedakan, karena keduanya hasil dari konteks, pola berpikir, dan
asumsi sejarah yang dibentuk oleh manusia pada jaman tertentu. Oleh
karena itu sebagai manusia mempunyai tugas untuk memformulasikannya
untuk membangun sebuah paradigma baru dan peradaban yang lebih

maju.*’

% Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Rencana Pengembangan Strategis 2015-2019(Jakarta:
Diktis,2015 ), 6.

0 Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.
1V, 2004).
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Munculnya gagasan transformasi IAIN menjadi UIN akan
berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. ruang lingkup keilmuan dan kajian keislaman lebih komprehensip;

2. wawasan mahasiswa dan dosen lebih berkembang dengan mencoba
mengintegrasikan Islam dan sains pada setiap ilmu yang dipelajari;

3. pengelolan akademis kajiannya akan lebih besar, lahan akan lebih
luas, kebutuhan tenaga dosen dan pegawai administrasi lebih
berkembang.**

Implikasi yang lain transfomasi IAIN menjadi UIN akan
berimplikasi pada:

a. Raw input lebih berfariatif tidak hanya berasal dari tamatan madrasah
tetapi juga berasal dari sekolah menengah umum, karena UIN telah
menyediakan jurusan dan fakultas umum;

b. Hilangnya dikotomi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dengan
melakukan integrasi ilmu pengetahuan antara ilmu agama dan ilmu
umum;*?

c. Peluang kerja bagi para lulusan akan lebih luas ruang lingkup dan
eksistensinya;*

d. memberikan peluang dan kesempatan bagi lulusan melakukan mobilitas

vertikal dengan kesempatan yang lebih luas;

1 Abudin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), 246-247.

*2 Kusmana dan Yudi Munadi , Proses Perubahan IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
(Ciputat: Jakarta UIN Press, 2002), 28.

** Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. 5,
56-59.
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e. penyelenggaraan pendidikan yang profesional, berkualitas tinggi, dan
menawarkan banyak pilihan akan menjadi tuntutan semua pihak.**

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa transformasi
IAIN menjadi UIN harus berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut: 1)
implikasi pada bidang keilmuan. Implikasi ini menjadi jawaban persoalan
dikotomi ilmu pengetahuan antara ilmu agama dan ilmu sains; 2) implikasi
pada bidang kelembagaan. Implikasi ini akan mengharuskan pengelolaan
UIN lebih professional; 3) implikasi pada anggaran keuangan. Implikasi
ini  mengaharuskan UIN kreatif dan inovatif dalam menerapkan
manajemen keuangan; 4) implikasi pada lapangan pekerjaan. Implikasi ini
mengharuskan lulusan UIN — sesuai dengan kebutuhan stakeholders

pendidikan tinggi.

C. Implementasi Transformasi IAIN menjadi UIN
1. Kerangka Dasar Keilmuan: Integrasi dan Interkoneksitas IImu
Pendidikan adalah pilar kemandirian bangsa. Artinya, pendidikan
adalah solusi tepat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di
tanah air. Dengan pendidikan, manusia Indonesia akan mampu
membedakan antara yang benar dan salah serta menjadi merdeka.*
Pendidikan berperan sebagai penyeimbang dalam kehidupan
manusia. Pendidikan merupakan kumpulan keilmuan yang dipelajari

hingga dikuasai agar manusia menjadi pribadi yang bukan hanya cerdas

* Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, 60.
** Benni Setiawan, Agenda Pendidikan Nasional: Analisis Pendidikan Nasional.Cet. ke-1.
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 84-85.



77

secara konsep teoritis melainkan juga cerdas dalam berhubungan dengan
masyarakat serta menjadi pribadi yang sehat secara jasmani dan ruhani.

Dari tujuan tersebut, pendidikan nasional memiliki fungsi yang
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Pasal 3), sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung

jawab.*®

Pengembangan potensi peserta didik menjadi perhatian dalam
perundangan ini, yang artinya, segala keilmuan yang diajarkan di setiap
institusi pendidikan harus mengarah pada pengembangan diri peserta
didik. Oleh sebab itu, interkoneksitas keilmuan yang akan diberikan di
perguruan tinggi menjadi sangat berpengaruh pada pengembangan diri
mahasiswa. Hal ini disebabkan ketidaksanggupan satu ilmu pengetahuan
untuk berdiri sendiri dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan yang
ada di masyarakat.

Andik Wahyu Mugoyyidin menegaskan:

Secara aksiologis, paradigma interkoneksitas menawarkan

pandang dunia (world view) bahwa manusia beragama dan

ilmuan baru vyang lebih terbuka, mampu berdialog,

kerjasama, transparan, bertanggung jawab secara public dan

berpandangan jauh ke depan. Secara ontologis, hubungan

antardisiplin keilmuan menjadi semakin terbuka dan cair

meskipun masih ada batas-batas wilayah antarbudaya
pendukung keilmuan agama yang bersumber pada teks-teks

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
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(Hadarah al-Nash) serta budaya pendukung keilmuan
faktual-historis-empiris yaitu ilmu sosial dan ilmu kealaman
(hadlarah al-‘7lm) dan budaya pendukung keilmuan etis-
filosofis (hadlarah al-falsafah).*’

Integrasi ilmu dalam konteks Integrasi Interkoneksitas Ilmu dan
kerangka dasar keilmuan IAIN menjadi UIN dapat diwujudkan dalam
ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi, mencakup tiga aspek yaitu:
aspek pendidikan dan pembelajaran, aspek penelitian, dan aspek
pengabdian kepada masyarakat.*®
a. Bidang pendidikan dan pembelajaran

Secara filosofis bidang pendidikan dan pembelajaran bertujuan
untuk memberikan pengetahuan dasar atau sejenis pengantar umum
kepada seluruh mahasiswa di semua jurusan tentang tradisi dan
khazanah keilmuan Islam. Core courses atau mata kuliah inti dapat
dijadikan landasan epistemologis dan ontologis agar mahasiswa
mempunyai dasar keilmuan yang jelas dan benar.

Selain itu, pembelajaran harus menggunakan metodologi yang
komprehensip dan integralistik dengan memberikan porsi untuk
bidang-bidang pengetahuan Islam tradisional diajarkan secara lebih

kritis, terbuka, historis, dan kontekstual terhadap kebutuhan kehidupan

masyarakat modern dengan segala permasalahannya.

" Andik Wahyun Mugoyyidin," Integrasi dan Interkoneksitas llmu-llmu Agama dan Sains menuju
Pendidikan Tinggi Islam Center of Exellences Edusentris: Jurnal llmu Pendidikan dan
Pengajaran, Vol. 1 No. 2, (Juli 2014), 174.

*® Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pedoman Integrasi limu....51-53.
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Secara ringkas, kurikulum disusun berdasarkan pada prinsip-
prinsip integrasi ilmu bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel, dan
adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan karena tujuan
kurikulum adalah melahirkan alumni yang memiliki kepribadian
integratif.

Bidang Penelitian

Pada Bidang penelitian, integrasi ilmu pengetahuan dilakukan
dengan: 1) mampu menginterpolasi Islam sebagai way of life seperti
niat baik, amanah, dan memegang prinsip mempertahankan kebenaran
secara objektif; 2) secara metodologis penelitian bersifat terbuka
memberi ruang aplikasi dengan menggunakan pendekatan dan metode
multidisipliner, interdisipliner, transdisipliner, dan pendekatan-
pendekatan yang relevan.

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti melakukan integrasi
ilmu dengan menggunakan metodologi penelitian yang sesuai dengan
bidang ilmu, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman
penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan cara pandang ilmiah
dalam mengintegrasikan antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu
lainnya.

Hasil penelitian diarahkan pada pengembangan agama, ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni secara integratif dengan menerapkan
prinsip-prinsip ilmiah yang bersifat objektif, kritis, dan dinamis. Hasil

penelitian mahasiswa juga harus mengarah pada capaian pembelajaran
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lulusan yang bermuatan integrasi ilmu. Hasil karya ilmiah baik dalam
bentuk laporan, artikel, jurnal, dan buku harus mengandung unsur
integrasi ilmu. Materi penelitian terapan juga mengandung unsur
integrasi yang berorientasi pada keluaran penelitian berupa inovasi,
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk
masyarakat dan dunia usaha/industri.

Pengabdian kepada masyarakat

Integrasi ilmu pada pengabdian masyarakat berorientasi pada
program-program: 1) peningkatkan kesadaran beragama, dan 2)
peningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat, meliputi: aspek
sosial, ekonomi, budaya dan aspek politik.

Di samping itu, pengabdian kepada masyarakat juga bertujuan
untuk membangun hubungan yang sinergis antara perguruan tinggi dan
masyarakat. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat
memberikan umpan balik kepada pengelola perguruan tinggi dalam
rangka merancang dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan,
pembelajaran dan penelitian yang lebih relevan dan berdaya guna
untuk kebutuhan masyarakat.

Keberadaan PTKIN mempunyai misi profetik dalam
pengembangan masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karena itu
program-program pengabdian masyarakat PTKIN dalam bidang
kegamaan hendaknya mengarah pada pengembangan pemahaman dan

sikap keberagamaan yang inklusif, toleran, dan progresif.
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2. Kerangka Dasar Organisasi dan Tata Laksana Tranformasi IAIN
menjadi UIN
a. Kerangka dasar organisasi dan tata lakasana

Kultur akademis adalah ciri khas budaya organisasi yang
diterapkan pada dunia pendidikan. Istilah kultur akademis menekankan
pada intinya mengatur para pendidik memahami tentang sikap dan
perilakukanya di dunia pendidikan terkait dengan profesinya termasuk
melakukan adaptasi terhadap rekan kerja dan lingkungan kerjanya,
serta berlaku reaktif terhadap kebijakan pimpinannya.

Kultur akademis tersebut akan membentuk sebuah sistem nilai,
kebiasaan (habits), citra akademis, dan etos kerja yang
terinternalisasikan dalam kehidupannya sehingga mendorong adanya
apresiasi dirinya terhadap peningkatan prestasi kerja, baik terbentuk
oleh lingkungan organisasi tersebut maupun secara organisatoris oleh
pimpinan akademis dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat
diterima seseorang dalam sebuah -organisasi.*®

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu organisasi yang mampu
menjadi wadah mengembangkan kultur akademis sehingga akan
terbangun organisasi yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan

organisasi. Sebuah organisasi memerlukan manajemen yang baik di

* Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori & Aplikasi. Cet. Ke-I (Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media, 2011), 149.
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dalamnya, setidaknya keberadaan organisasi dan manajemen dalam

lembaga pendidikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:>

1. Produktivitas, adalah perbandingan terbaik antara hasil yang
diperoleh (output) dengan jumlah sumber yang dipergunakan
(input);

2. Kualitas, menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau
penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang
(products) dan/atau  jasa  (services) tertentu berdasarkan
pertimbangan objektif atas bobot dan/atau kinerjanya;

3. Efektivitas, adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi.
Efektivitas institusi pendidikan dapat ditelaah dari: 1) masukan
yang merata; 2) keluaran yang banyak; 3) ilmu dan keluaran yang
relevan dengan kebutuhan masyarakat; 4) pendapatan tamatan yang
memadai;

4. Efisiensi, berkaitan dengan cara membuat sesuatu dengan betul
(doing something right) sementara efektivitas menyangkut tujuan
(doing the right things) atau efektivitas adalah perbandingan antara
rencana yang dicapai, sedangkan efesiensi lebih ditekankan pada
perbandingan antara input/sumber daya dengan output.

b. Core value transformasi AIN menjadi UIN
Kerangka dasar organisasi dan tata laksana transformasi IAIN

menjadi UIN membutuhkan Core values, yaitu prinsip yang dianggap

%0 Masduki Duryat dan Jamali Sahrodi, Manajemen Pendidikan Antikorupsi: Wacana Kritis atas
Etika Kekuasaan dan Budaya Mematuhi melalui Pendidikan. Cet. Ke-l. (Yogyakarta: K-
Media, 2016), 12-13.



83

paling penting dan mempengaruhi semua aspek dari apa yang kita
lakukan.®* Core value juga dapat diartikan dengan the basic and most
important part of something (bagian penting dan bagian dasar dari
sesuatu).

Core value merupakan hal-hal yang dihargai, dijunjung tinggi,
dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi atau bisa
disebut juga nilai-nilai inti dari berbagai kumpulan nilai atau prinsip
dasar yang diyakini dan dijiwai oleh UIN dalam melakukan
transformasi ilmu®,

Nilai atau prinsip dasar merupakan kekuatan unggulan dalam
menguatkan integrasi keilmuan pada UIN. Core values perguruan
tinggi Islam juga dapat membatasi pilihan cara untuk mewujudkan visi
dan misi integrasi UIN bahkan akan menjadi distingsi pada PTKIN
dalam melakukan transformasi IAIN menjadi UIN.

Adapun core value UIN adalah sebagai berikut: 1) terbuka
terhadap perubahan dengan membangun sikap siap belajar dan mau
memperbaiki diri; 2) konsisten dalam memelihara core values yang
dipilih; 3) komitmen untuk bekerja secara sistemik; 4) orientasi pada
pencapaian visi; 5) sistem manajemen mutu menjadi alat untuk
menjaga Kkinerja standar pencapaian visi UIN; 6) menjunjung

pelayanan paripurna; dan 7) kepemimpinan yang kuat dan kreatif.

*! Longman Business Dictionary, https://www.ldoceonline.com/dictionary/core-values diakses 28
April 2019.

>? https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/core?q=core+value diakses 28 April 2019.

53 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pedoman Integrasi llmu....55.



https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/basic
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https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/part
https://www.ldoceonline.com/dictionary/core-values%20diakses%2028%20April%202019
https://www.ldoceonline.com/dictionary/core-values%20diakses%2028%20April%202019
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Berdasarkan uraian di atas, ada pertimbangan yang paling
mendasar dalam menerapkan enam core values pada perguruan Tinggi
keagamaan Islam yaitu.>* Pertama, intelektualisme, secara generik
sebagai preferensi kuat yang mendasari pada reason, fakta, dan logika
dalam memikirkan dan memahami sesuatu atau disebut juga
kecenderungan untuk memikirkan dan memahami sesuatu secara
mendalam dan dengan level tinggi. Kalau dikaitkan dengan
intelektualisme Islam, adalah kecenderungan kuat untuk mendasarkan
pada reason, fakta, dan logika dalam memahami Islam melalui
penguasaan metodologi keilmuan yang mampu membangun peradaban
unik dan tinggi dalam rangka menyumbang peradaban Islam.

Kedua, intelegensia, dirumuskan sebagai kemampuan umum
dalam menguasai ilmu pengetahuan serta memiliki kepedulian yang
kuat kepada sesama manusia maupun alam sekitar. Ketiga,
keterbukaan, dirumuskan sebagai kemampuan dalam memiliki sikap
terbuka dan kemampuan menerima keragaman dan perbedaan. Hal ini
penting karena identitas utama PTKI terdapat kata Islam. Kata Islam
mengandung arti fitrah Islam yang terbuka menerima keragamaan dari
berbagai suku bangsa, bahasa, geografi, dan termasuk paham
pemikiran.

Keempat, kekinian atau kemodernan, dirumuskan sebagai

semangat perubahan dan kesesuaian dengan masa sekarang terutama

>* 1bid., 57-61.
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dalam pengembangan peradaban saat ini. Nilai yang terkandung dalam
kekinian adalah kekuatan sosial seperti demokrasi, kesejajaran, dan
kelestarian, filosofi berpikir yang ilmiah yang beragam, temuan
ilmuan baru pada bidang sains dan teknologi informasi yang akan
berdampak pada akselerasi perubahan baik perubahan fisik maupun
fasilitas, serta langkah-langkah dalam melakukan perubahan.

Kelima, ke-Indonesiaan, menunjuk pada teritorial, identitas,
dan nasionalisme kebangsaan. PTKI diharapkan dapat berkontribusi
bagi negara dan bangsa Indonesia.

Keenam, kesalehan, merupakan nilai diri yang berasal dari
inner quality yang terkandung dalam hubungan manusia dengan Allah
(habl min Allah), mengandung nilai-nilai ibadah hubungan dengan
Allah dan nilai-nilai hubungan sosial hubungannya dengan sesama
manusia (habl min al-nas), seperti sikap simpati, empati dan saling
tolong-menolong.

c. Model core values UIN
Terdapat beberapa values UIN dengan ciri khas masing-
masing, antara lain sebagai berikut:
1. UIN Syarif Hidayatullah
Core values UIN Syarif Hidayatullah dibangun di atas
penguatan intelektualisme Islam berdasarkan pada penguatan

tradisi rasionalisme yang diperkenalkan oleh Harun Nasution dan
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pengenalan pendekatan budaya oleh Nur Kholis Majid dalam
slogan, “Islam, Yes. Partai Islam, No”.

Core values UIN Syarif Hidayatullah memilih tiga core
values, yaitu knowledge, piety, dan integrity sebagaimana uraian
sebagai berikut:

Core values pertama, knowledge mengisyaratkan
bahwa UIN Jakarta menempatkan pencapaian
pengetahuan sebagai kunci. Output perguruan tinggi
ini adalah sarjana yang cerdas, kreatif, dan inovatif.
Untuk bisa sampai pada level tersebut proses menjadi
penting. Proses yang dimaksud adalah proses
learning, discovery, and engagement. Agar tercipta
kondisi yang diharapkan, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta menawarkan studi-studi keislaman, studi-studi
sosial, politik, dan ekonomi serta sains dan teknologi
modern, termasuk kedokteran dalam perspektif
integrasi ilmu.

Core values kedua, piety dimaksudkan sebagai
komitmen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam
mengembangkan kesalehan individual dan sosial
civitas akademiknya. Dengan kesalehan dalam dan
luar, civitas akademika universitas terlatih menjadi
sosok yang terbuka dan memiliki relasi interpersonal
dan antarpersonal serta relasi sosial yang baik dan
luas.

Core values ketiga, integrity dimaksudkan sebagai
strategi  proses membangun  karakter civitas
akademika yang berperadaban dan bermoral tinggi.
Setelah berproses sedemikian rupa selama beberapa
tahun, alumni UIN Syarif Hidayatullah diharapkan
muncul dan lahir sebagai intelektual yang memiliki
kedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan dan
memiliki kepribadian yang berintegritas.™

2. UIN Sunan Kalijaga
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merumuskan core values

dengan istilah simbolik Jaring Laba-laba Integrasi Ilmu, yaitu

> |bid., 63
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struktur hubungan ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu lainnya
bersama metodologi ilmunya.

UIN Yogyakarta meringkas menjadi tiga kunci pokok yaitu
integratif-interkonektif, dedikatif-inovatif, dan inclusive-continous
improvement.

Core values integrative-interconnective dimaknai

sebagai “sistem keterpaduan dalam pengembangan

akademik, manajemen, kemahasiswaan, kerjasama,

dan entrepreneurship.” Core values dedikatif-inovatif

dirumuskan sebagai “Bersikap dedikatif, amanah, pro-

mutu, berpikir dan bergerak aktif, kreatif, cerdas, dan
inovatif; tidak sekadar bekerja rutin dan rajin.”

Terakhir, core values inklusif-continous improvement

dirumuskan sebagai “Bersifat terbuka, akuntabel, dan

komit terhadap perubahan dan keberlanjutan”.*®

3. UIN Maulana Malik Ibrahim

Integrasi ilmu agama dan sains di UIN Maulana Malik
Ibrahim menggambarkannya dengan sebuah metafora sebuah
pohon ilmu.>” Pohon diasumsikan tumbuh di atas tanah yang subur
yang menggambarkan adanya kewajiban untuk
menumbuhkembangkan kultur kehidupan kampus yang berwajah
Islami. Sedangkan pohonnya menggambarkan bangunan akademik
yang akan menghasilkan buah yang sehat dan segar. Buah yang
menggambarkan produk pendidikan Islam, yaitu: iman, amal

shaleh, dan akhlak mulia.®

*® Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pedoman Integrasi llmu....65.

" Imam Suprayogo, Paradigma Pengembangan Keilmuan pada Perguruan Tinggi: Konsep
Pendidikan Tinggi yang dikembangkan UIN Malang (Malang: UIN Malang Press, 2005), 57.

%8 Mohammad Muslih, “Tren Pengembangan Ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim”, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan pemikiran Islam Vol. 6 No. 1, (Juni 2016), 225.
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UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak merumuskan
core values secara terpisah, tapi embedded dalam visi dan program
yang dikembangkannya, seperti spiritualitas, akhlakul karimah,
dan ilmu, seni, dan teknologi.

Core values spiritualitas dimaksudkan sebagai keyakinan
yang ditanamkan kepada mahasiwa dan civitas akademika lainnya
akan pentingnya penghayatan dan pemahaman makna hidup dalam
yang digali dari ajaran dan khazanah Islam. Core values akhlak
karimah dimaksudkan sebagai keteladanan mulia yang mesti
dimiliki setiap civitas akademika UIN Malang. Terakhir, core
values ilmu, seni dan teknologi dimaksudkan sebagai komitmen
civitas akademika UIN Malang untuk menguasai dan
mengapresiasi ilmu, seni, dan teknologi yang bernafaskan Islam.

Untuk ketiga core values di atas, UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang mengembangkan kebijakan penguasaan bahasa
Arab dan Inggris secara sistemik dan terstruktur melalui sistem dan
kehidupan kampus dengan sistem boarding campus bagi
mahasiswa baru. Mahasiswa secara intensif belajar dua bahasa
tersebut di bawah bimbingan mahasiwa senior dan dosen-dosen
berkualifikasi, baik dari dosen sendiri atau dari universitas luar
negeri yang dihadirka melalui skema kerjasama atau bantuan SDM.
Penguasaan bahasa asing adalah kunci pada ilmu, keduanya

merupakan salah satu pembuka kotak pandora ilmu pengetahuan.
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4. UIN Sunan Ampel

Integrasi keilmuan UIN Sunan Ampel menegaskan bahwa
paradigma keilmuan yang seutuhnya mendukung atas pencapaian
menjadi universitas keislaman yang unggul, kompetitif, dan
bertaraf internasional. Melalui diskusi panjang, penelitian, dan
pencermatan yang melibatkan berbagai pihak —internal dan
eksternal —disepakati suatu paradigma (minimal model) keilmuan
yang kemudian diberi nama integrated twin towers.

Dasar keilmuan ini mengisyaratkan bahwa ilmu-ilmu dasar
keagamaan (Islam) di satu pihak, dan ilmu sosial-humaniora, sains
dan teknologi di pihak lain merupakan dua entitas, dua rumpun
pokok yang berbeda. Masing-masing memiliki ontologi, dan
epistemologi sendiri-sendiri. Kendati berbeda, tapi dua pohon
besar ilmu itu tidak boleh dibeda-bedakan. Semuanya mutlak
dikembangkan dan diarahkan untuk tujuan kemaslahatan hidup dan
kebahagiaan hakiki umat manusia. Selain harus sama-sama
dikembangkan, kedua bidang besar ilmu itu perlu didialogkan satu
dengan yang lain.

Sejalan dengan itu, masing-masing keilmuan perlu
dikembangkan melalui penggunaan pendekatan dari keilmuan yang

lain. Dengan demikian, pengembangan ilmu bukan sekadar untuk
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ilmu, tapi untuk manusia dan kehidupan, yang semuanya niscaya
diabdikan kepada sang Pencipta, Allah sebagai alfa dan omega dari
seluruh ilmu dan segala makhluk.

Berdasarkan pembelajaran dan sekaligus pendidikan model
integrated twin towers itu, para pendidik, dan civitas akademika
UINSA diharapkan (bahkan dituntut) menjadi intelektual yang
memiliki kecerdasan dalam segala aspek, ahli di bidangnya
masing-masing, memiliki ketrampilan dan jiwa kewirausahaan
yang kreatif dan inovatif. Di samping itu, mereka juga
berkomitmen untuk berjibaku dalam community engagement atau
community outreach. Mereka tidak bisa berpisah dengan
masyarakat, tapi mereka selalu hadir sebagai mitra untuk bersama-
sama menggali potensi yang dimiliki masyarakat dan
mengaktualisasikannya menuju hidup berkesejahteraan dalam arti
senyatanya. Ini semua dilambangkan dalam semboyan UINSA
“Building character qualities for smart, pious, and honorable
nation”’ yang dalam bahasa agama disebut tatmimi shalihil akhlagq.

Pengintegrasian agama-sains di perguruan tinggi Islam UIN
Sunan Ampel melalui bangunan paradigmatic-filosofis Integrated
Twin Towers (menara kembar tersambung) yang mengisyaratkan
atas tingginya cita-cita perguruan tinggi menuju terciptanya
masyarakat yang beradab dan berkeadaban dengan kapasitas

keilmuan yang berimbang antara penguasaan terhadap ilmu
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pengetahuan dan teknologi dan penguatan aspek keberimanan dan
ketakwaan. Keduanya berpijak kuat di atas landasan pemikiran
bahwa baik keilmuan yang bersumber dari agama ataupun yang
berasal sains tumbuh dan berkembang dari era, di mana keduanya
dapat menyesuaikan dengan karakter dan objek spesifik yang
dimiliki tanpa menegasikan salah satunya. Meski keduanya berdiri
dalam bentuk menara berlainan, namun melalui konsep integrated,
maka keduanya akan dapat saling menyapa, menjalin hubungan
harmonis, sehingga dapat mempertemukan dan mengaitkan diri
satu sama lain dalam suatu pertumbuhan yang terkoneksi.*
5. UIN Walisongo

UIN Walisongo memilih wahdah al-ulum (unity of science)
yang menegaskan bahwa semua ilmu pada dasarnya adalah satu
kesatuan yang berasal dari dan bermuara pada Allah melalui
wahyu-Nya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh
karena itu, semua ilmu sudah semestinya saling berdialog dan
bermuara pada satu tujuan yakni mengantarkan pengkajinya
semakin mengenal dan dekat pada Allah sebagai Al-Alim (Yang

Maha Tahu).®°

M Syamsul Huda, “Integrasi Agama dan Sains melalui Pemaknaan Filosofis Integrated Twin
Towers UIN Sunan Ampel Surabaya,” Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume
7, Nomor 2, (Desember, 2017), 398-399.

% Hendri Hermawan, Ema Hidayanti, Agus Riyadi, “Fenomena Integrasi llmu di Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri: Analisis terhadap Konsep Unity of Science di UIN Walisongo
Semarang,” Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, Volume 4 Number 1 (Juni,
2018), 11.



92

Paradigma unity of science merupakan gagasan dalam
rangka mendialogkan antara ilmu-ilmu rasional dan religious
science pada sebuah sistem yang padu dan harmonis karena agama
dan ilmu terkait satu sama lain. Hubungan tersebut adalah konflik
(bertentangan), independensi (masing-masing berdiri sendiri),
dialog (berkomunikasi) dan integrasi (menyatu dan besinergi).
Oleh karena itu UIN Wali Songo mengedepankan dialog-integratif
dalam bentuk unity of science.®* Implementasi unity of science UIN
Walisongo terbentuk dalam tiga model strategi: humanisasi ilmu-
ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi
local wisdom.®

Berdasarkan beberapa model di atas dapat dipahami bahwa
terdapat keterkaitan antara integrative dan interkonektif ilmu
pengetahuan yang begitu penting. Paradigma integrative dan
interkonektif menjadi sangat fundamental dalam merumuskan kajian-
kajian keislaman karena posisi Islam sebagai nilai-nilai yang mendasar
dan mengikat setiap kajian keislaman yang ada dalam berbagai aspek
kebudayaan, baik kebudayaan sebagai sistem nilai, produk maupun
eksistensi manusia dalam perjalanan hidupnya yang kompleks. Karena

perguruan tinggi baik umum maupun yang berbasis Islam akan

% llyas Supena, Pergeseran Paradigma Epistemologi llmu-ilmu Keislaman (Semarang: Karya
Jaya Abadi, 2015), 253.

®2 Syarifudin Jurdi, Sosiologi Islam & Masyarakart Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial
(Jakarta: Kencana, 2010), 11.
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menyatu dengan masyarakat yang memiliki kebutuhan yang terus

berkembang.®

3. Format Pengembangan IAIN menjadi UIN sebagai Center of
Excellences

Transformasi IAIN menjadi UIN didasarkan atas pemikiran dan
gagasan untuk menata sistem pendidikan tinggi Islam secara terpadu.
Gagasan ini juga berkaitan dengan perlunya integrasi ilmu pengetahuan
untuk menutupi kehampaan mental dan spiritual dalam dunia ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Integrasi ilmu pengatahuan sebagai upaya memadukan ilmu-ilmu
keagamaan dengan ilmu-ilmu umum. Dengan perubahan status, diprediksi
UIN bakal memiliki keunggulan dibandingkan dengan universitas umum,
khususnya dalam aspek nilai-nilai keislaman. Secara asksiologis, alasan ini
cukup berdasar mengingat tanggung jawab professional keilmuan
menyangkut nilai-nilai moral.®

Sebuah institusi ketika akan melakukan transformasi memerlukan

tahapan-tahapan yang terencana dan tersusun rapi serta dipetakan

% M Yusuf Aminuddin, “Perubahan Status Kelembagaan pada Perguruan Tinggi Agama Islam
dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Indonesia” Ta'lim: Jurnal
Studi Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2019), 41.

® Ujang Suyatman, “Manajemen Strategik dalam Transformasi IAIN Menjadi UIN,” Jurnal
Administrasi Pendidikan, Vol. XIV No. | (April, 2012). 46-47
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sebelumnya. Richard L. Daft mengungkapkan empat urutan perubahan
organisasional terencana secara keseluruhan, yaitu:®®
1. Terdapat kekuatan-kekuatan untuk perubahan
Keinginan melakukan perubahan dalam sebuah institusi memiliki
arti bahwa ada keadaan baru yang ingin dicapai di masa depan. Keadaan
baru yang ingin dicapai ini disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang
muncul dari internal institusi dan kekuatan dari lingkungan demi
tercapainya cita-cita yang lebih tinggi dan perubahan yang signifikan
seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan ilmu pengetahuan.
a. Kekuatan-kekuatan dari lingkungan
Pendidikan Tinggi merupakan ujung tombak perubahan
bangsa. Keunggulan di semua bidang menjadi keniscayaan yang
tidak dapat dielakkan lagi. Perguruan tinggi harus mampu
memposisikan dirinya untuk dapat bersaing secara global. Tantangan-
tantangan yang selalu berkembang dan bervariasi dari waktu ke
waktu membuat perguruan tinggi dituntut untuk mempersiapkan
lulusannya dengan sumber daya, kompetensi, dan keterampilan yang
tepat agar dapat berkontribusi terhadap kecerdasan bangsa.
Untuk mewujudkan hal tersebut, perguruan tinggi dipandang
perlu melakukan transformasi yang lebih kompleks sehingga dapat
merevitalisasi peran perguruan tinggi dalam ranah yang lebih luas

dan mampu berperan aktif dalam kompetisi global.

% Richard L. Daft, Management 6" Edition, Terj. Diana Angelica (Jakarta: Salemba Empat, 2006),
97.



95

b. Kekuatan-kekuatan internal

Setiap perguruan tinggi memiliki rencana strategis yang
terencana, sistematis, dan terukur. Tahapan demi tahapan pencapaian
perguruan tinggi tergambar dengan jelas demi terselenggaranya
pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya rencana tersebut,
perguruan tinggi akan menyelenggarakan program-
program/kegiatan-kegiatan yang inovatif, kreatif, dan kompetitif
dengan daya saing yang tinggi.

Tujuan perguruan tinggi yang selalu mengedepankan
kemampuan profesionalisme akademik yang tinggi serta
perkembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan
kesenian, membuat nilai-nilai utama perguruan tinggi sejak
didirikannya tetap terjaga dengan baik di antara perkembangan di
setiap periodenya.

2. Kebutuhan untuk perubahan
Menurut Qodri tantangan bagi IAIN adalah mengembangkan ilmu-
ilmu keislaman yang selama ini terkerangkakan pembakuannya dalam
lima fakultas, yaitu: fakultas syari’ah, tarbiyah, ushuluddin, dakwah, dan
adab. Secara keilmuan ada dua sasaran yang ingin ditempuh: 1)
mengembangkan ilmu-ilmu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

dengan dasar akidah dan pengamalan Islam; 2) mengembangkan imu
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keislaman yang tidak hanya terbatas pada produk abad tengah dan klasik
sesuai dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat.®

Upaya menghadapi tantangan tersebut, beberapa Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) dalam kajiannya menggunakan pendekatan disiplin
ilmu lain namun dengan spesialisasi atau keahlian yang masih tetap yaitu
ilmu agama Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebuah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) pada hakikatnya telah memiliki sumber daya
manusia yang sangat baik untuk dikembangkan menjadi sebuah
universitas yang mempunyai legalitas dalam mengembangkan
pendidikan profesional, berkualitas tinggi, dan menawarkan banyak
pilihan jenis disiplin ilmu umum yang kompetitif dalam menghadapi
tantangan sebagaimana umat Islam di masa kejayaannya yang tidak
mendikotomikan antara ilmu agama dan ilmu umum.

3. Mencetuskan perubahan

Gagasan sebuah perubahan pendidikan tinggi harus didasarkan
pada alasan-alasan logis yang merupakan hasil dari pemikiran, penelitian,
dan analisis seluruh sivitas akademika dan stakeholder perguruan tinggi.

Integrasi keilmuan agama dan umum menjadi salah satu alasan
terkuat dari transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi
Universitas Agama Islam (UIN). Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan

akan menjadi pembeda antara disiplin ilmu umum di UIN dengan di

% Syahrizal Abbas, Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan (Cet. Ke-3. Jakarta:
Prenada Media Group, 2014), 141.
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universitas umum karena ilmu umum dan agama dibingkai dalam tujuan
utama yaitu membangun peradaban Islam yang kokoh.

Keluasan gerak sebuah universitas dibandingkan dengan institut
harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membangun kerjasama
dalam pengembangan keilmuan yang lebih luas. Dengan ruang lingkup
kerjasama yang luas, maka kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian akan lebih bervariasi dan melahirkan keilmuan baru yang
dipandang dari berbagai macam perspektif namun tetap berpegang pada
nilai-nilai keislaman yang tergambar dari segala aktivitas dan
perkembangan keilmuannya.

4. Menetapkan perubahan

Pada pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional disebutkan bahwa perguruan
tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau
universitas.®’

Berdasarkan regulasi ini yang menjelaskan beberapa bentuk
perguruan tinggi —-maka sebuah perguruan tinggi memiliki kesempatan
untuk mengembangkan diri menyelenggarakan program pendidikan
tertentu sesuai dengan persyaratan yang telah dipenuhinya yang berujung
pada perubahan bentuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, sebagai
contoh, apabila Institut Agama Islam Negeri (IAIN) telah memenuhi

kemampuannya dan memiliki kapasitas kelembagaan yang sesuai dengan

67 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, juga bisa dilihat pada
Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
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persyaratan yang telah ditentukan, maka IAIN pun dapat bertransformasi
menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Menjadi center of exellences (pusat keunggulan) UIN
mengembangkan  sistem  berkualitas modern.  Vincent  Gasperz
mengemukakan lima karakteristik sistem kualitas modern, yaitu:®®
1. Sistem kualitas modern berorientasi kepada pelanggan

Pelanggan internal dalam perguruan tinggi adalah stakeholders
internal yang ada di perguruan tinggi. Apabila seluruh stakeholders
perguruan tinggi mendapatkan perhatian Yyang seharusnya dan
terpuaskan, maka seluruh pengguna dan stakeholders eksternal juga
akan terpuaskan.

Pelanggan perguruan tinggi adalah mahasiswa dan masyarakat
pengguna lulusan. Manajemen kualitas layanan perguruan tinggi yang
baik pada mahasiswa akan menciptakan hubungan yang erat antara
mahasiswa dan perguruan tinggi yang akan menumbuhkan sikap setia
dan loyal sehingga mahasiswa akan sukarela berpartisipasi aktif dalam
segala kegiatan peningkatan kualitas perguruan tinggi. Sehingga pada
akhirnya, pengguna lulusan akan merasakan profesionalitas lulusan
selama bekerja.

Inti dari kepuasan pelanggan perguruan tinggi adalah pelanggan

merasa puas atas layanan organisasi sehingga mereka mau meneruskan

% Vincent Gaspersz, Manajemen Kualitas dalam Industri Jasa (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1997), 95-97.
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kesan kepuasan tersebut kepada calon pelanggan lainnya, yaitu adik-
adik, orang tua, teman-teman adik kelasnya, dan sebagainya.®

Karakteristik pelayanan prima (excellent service) menurut
Zeithmal yaitu: 1) tangible (nyata/berwujud); 2) reliability (keandalan);
3) responsiveness (tanggap cepat); 4) competence (kompetensi); 5)
access (kemudahan); 6) courtesy (keramahan); 7) communication
(komunikasi); 8) credibility (kepercayaan); 9) security (keamanan); 10)
understanding the customer (pemahaman pelanggan).”

2. Sistem kualitas modern dicirikan dengan adanya partisipasi aktif yang
dipimpin oleh manajemen puncak (top management) dalam proses
peningkatan kualitas secara terus-menerus.

Manajemen puncak dalam sebuah perguruan tinggi memegang
peranan yang sangat penting dalam merencanakan dan mengatur strategi
kemajuan sebuah perguruan tinggi. Manajemen puncak di sini berperan
sebagai figur yang menjadi contoh dan teladan bagi segenap stakehoders
sehingga mampu untuk menginspirasi dan mampu menggerakkan segala
kegiatan dengan mudah. Manajemen puncak juga berperan sebagai
seorang pamantau jalannya rencana dan strategi yang telah ditentukan
berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pemantauan ini bersifat
menyeluruh dan terkontrol sesuai dengan bagian-bagian yang ditetapkan

sebelumnya. Selain itu, manajemen puncak juga berperan sebagai

% Indrajit dan Djokopranoto, Manajemen Perguruan Tinggi Modern (Yogyakarta: Penerbit ANDI,
2006), 140.

® Barnawi dan M. Arifin, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2017), 165.
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pengambil kebijakan yang bukan hanya untuk kemaslahatan seluruh
anggota perguruan tinggi tetapi juga sebagai pengambil kebijakan utama
saat terjadi permasalahan yang solusinya dinantikan untuk menjadi
penentu arah yang menguntungkan semua pihak.

3. Sistem kualitas modern dicirikan oleh pemahaman dari setiap orang
terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas.

Dalam struktur organisasi perguruan tinggi telah dipilih dan
ditentukan bagian-bagian. Setiap bagian tentunya mempunyai tanggung
jawab yang berbeda-beda sesuai dengan tugas yang telah ditentukan
sebelumnya. Kualitas dari tanggung jawab yang lebih spesifik tersebut
tentunya tidak hanya dijalankan sesuai dengan rutinitas keseharian saja,
tetapi juga dipikirkan tentang kemajuan dan pembaharuan apa yang
dilakukan yang akan menunjukkan peningkatan mutu dari tiap-tiap
bagian.

4. Sistem kualitas modern dicirikan oleh aktivitas yang berorientasi kepada
tindakan pencegahan kerusakan, bukan berfokus pada upaya untuk
mendeteksi kerusakan saja. Swanson mengungkapkan tiga strategi
dalam pemeliharaan, yaitu: pemeliharaan reaktif; pemeliharaan proaktif;
dan pemeliharaan agresif.”

5. Sistem kualitas modern dicirikan oleh suatu filosofi yang menganggap

bahwa kualitas merupakan “jalan hidup” (way of life).

™ Laura Swanson, Linking Maintenance Strategies to Performance, International Journal of
Production Economics 70 (2001), 238-239.
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Membangun kualitas bukan lagi sekedar memenuhi persyaratan
akreditasi perguruan tinggi namun sudah menjadi sebuah pilihan untuk
melakukan peningkatan yang secara terus-menerus oleh perguruan tinggi
dengan menerapkan konsep pengendalian mutu. Hal inilah yang menjadikan
sebuah kualitas menjadi way of life bagi perguruan tinggi.

Sedangkan menurut M. Syamsul Huda, terdapat tiga strategi
perguruan tinggi untuk mencapai keunggulan dan kesuksesan, yaitu: "

1. Strategi John Esposito, Spiritual Power

Modal utama perubahan menurut John Esposito dibangun
berdasarkan dari kesadaran dan keniscayaan bahwa jika ingin
mendapatkan sesuatu yang dahsat maka harus mendekati energi yang
maha dahsat. Teori ini mempercayai bahwa pada diri manusia
mempunyai energi yang disebut God Sport. Energi ini bila diasah
terus menerus dan diyakini mempunyai dampak yang luar biasa.
Salah satu lembaga ekonomi dunia yang mentransfer strategi God
Sport dalam pola training magnit money dapat melipat gandakan
keuntungan serta mempunyai daya positif bagi mitra bisnisnya. God
sport tidaklah dimaknai sesuatu yang berbahu tahayul, klenik , magic
akan tetapi diartikan sebagai semangat kejernihan batin (spiritual
power). Seorang leader butuh modal kejernihan batin untuk

memimpin perubahan, minimal meletakkan niatan untuk melakukan

"2 Abd. A’la, UINSA Emas Menuju World Class University (Surabaya: UIN SA Press, 2015), 4.
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perubahan untuk dirinya sendiri secara konstruktif dan produktif
demi kebaikan institusi tempat ia mengabdi.
2. Strategi Perubahan Esposito dan Jose Jop, Mind Power
Kekuatan otak (mind power) seseorang akan mengarahkan
pandangan, nilai (velue), prilaku bahkan kebiasaan seseorang. Para
entrepreneur menterjemahkan kekuatan otak dengan bentuk mimpi
besarnya (vision) ke dalam bisnis plan perusahaanya.
3. Nobady something but some bady anything
Bahwa setiap individu harus memiliki kemampuan dan ketrampilan
yang terbaik. Kemudian sama-sama mengambil posisi dan peran
yang terbaik untuk kemajuan lembaga.
4. Out Looks Internassional Standart
Out Looks internasional Standart Perguruan tinggi yang tereputasi
internasional tidak saja diukur dari banyaknya jumlah mahasiswa
asing yang kuliah di di PTN tersebut, tidak juga bahasa asing (Arab,
Ingris, Prancis, atau lainnya) yang digunakan sebagai bahasa
pengantar, akan tetapi diukur dengan beberapa para meter disepakati
dan diakui secara universal.
Untuk menentukan arah format pengembangan IAIN menjadi
UIN agar menjadi Center of Excellences terdapat empat fungsi pokok,
yaitu:"

1. Mempersiapkan mahasiswa untuk riset dan mengajar;

" Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar
Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 522.
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Mahasiswa yang sudah terbiasa dengan riset atau penelitian
akan memiliki kekuatan intelektual yang tinggi, mereka akan terbiasa
untuk menghubungkan antara teori dan parktik, memberikan kontribusi
positif bagi masyarakat, dan terbiasa untuk memberikan solusi positif
yang didasarkan atas data dan fakta ketika berhadapan dengan suatu
permasalahan.

Dengan mempersiapkan mahasiswa untuk mengajar maka
perguruan tinggi sedang mempersiapkan generasi muda yang siap
untuk berkontribusi pada perbaikan dan peningkatan mutu bangsa.
Kesadaran dan perhatian mahasiswa terhadap kondisi nyata masyarakat
akan membuat mereka menjadi sumber inspirasi yang memberi sinergi
dan solusi positif bagi permasalahan yang ada di masyarakat.

2. Menyediakan program-program pelatihan khusus tingkat tinggi yang
disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan kehidupan sosial;

Program pelatihan khusus yang diberikan perguruan tinggi pada
mahasiswa akan membuat mahasiswa terampil dalam suatu bidang.
Pelatihan yang disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi
akan membuat mahasiswa menjadi lebih memiliki passion dalam
menggeluti bidang pekerjaan yang diminatinya sehingga mereka akan
menjadi sosok yang produktif di bidangnya.

Pelatihan Kkhusus perguruan tinggi yang disesuaikan dengan
pemenuhan kehidupan sosial mahasiswa akan membuat mereka

mengetahui cara yang tepat untuk berinteraksi dengan masyarakat dan
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membuat mereka mampu menempatkan diri di mana pun mereka
berada karena memang pada dasarnya mahasiswa disiapkan untuk
terjun dan memberi banyak kontribusi positif pada masyarakat.
3. Terbuka bagi semuanya, untuk memenuhi banyak aspek dari pendidikan
seumur hidup dalam arti yang paling luas;

Sebuah perguruan tinggi yang mampu menciptakan konsep
pembelajaran membuat mahasiswa berperan aktif di masyarakat
merupakan konsep pendidikan yang menghendaki keberlanjutan dan
kebersambungan yang tidak akan berhenti setelah proses pembelajaran
selesai.

4. Kerja sama internasional;

Kerjasama internasional yang dilakukan oleh perguruan tinggi
merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu (excellent).
Perguruan tinggi akan mengadakan program-program internasional
yang dapat menambah jumlah mahasiswa asing.

Sedangkan Garvin mengungkapkan terdapat lima macam
pendekatan kualitas yang dapat dijelaskan mengapa kualitas diartikan secara
beraneka ragam, sebagai berikut:"

1. Transcendental Approach, kualitas dipandang sebagai innate excellence,
di mana kualitas dapat dirasakan, diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan

dioperasionalisasikan;

™ Barnawi dan M. Arifin, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2017), 16-17.
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2. Product-based Approach, bahwa kualitas merupakan atribut ataupun
spesifikasi secara kuantitatif dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas
mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut
yang dimiliki produk;

3. User-based Approach, bahwa kualitas tergantung pada orang yang
memandangnya sehingga pelayanan yang paling memuaskan preferensi
seseorang (perceived quglity) merupakan pelayanan yang paling
berkualitas tinggi. Perspektif yang subjektif dan demand oriented ini
juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan
dan keinginan yang berbeda pula sehingga kualitas bagi seseorang
adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya;

4. Manufacturing-based Approach, mendasarkan diri pada supply dan
terutama memperhatikan praktik-praktik perekayasaan dan manufaktur,
serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan.
Pendekatan ini  berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang
dikembangkan secara internal, yang seringkali didorong oleh tujuan
peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang menentukan
kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, bukan
konsumen yang menggunakannya.

5. Value-based Approach, memandang kualitas dari segi nilai dan harga.
Dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas
didefinisikan sebagai affordable excellence. Kualitas dalam perspektif

ini bersifat relative sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi
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belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling
bernilai adalah barang atau jasa yang dibeli konsumen maupun
pelayanan yang paling bermakna bagi pelanggan.

Pendekatan di atas akan berjalan efektif apabila terdapat
manajemen sumber daya manusia yang dapat mengelola unsur manusia
secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya.
Pengelompokan manajemen sumber daya manusia memiliki tiga fungsi,
yaitu: 1) fungsi manajerial: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
dan pengendalian; 2) fungsi operasional: pengadaan, pengembangan,
kompensasi, pegintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan
kerja; 3) kedudukan MSDM dalam pencapaian tujuan organisasi
perusahaan secara terpadu.”

1. Fungsi Manajerial
a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan dalam sebuah manajemen sumber daya
manusia memegang peranan yang paling penting yang akan
mengatur kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan.

Perencanaan mendasar tentang tata laksana manajemen
sumber daya manusia dari IAIN menjadi UIN telah terukur dalam
perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka

panjang.

™ Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi, Cet. Ke-2. (Jakarta: Gramedia
Pustaka, 1999), 3.
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Tujuan utama dari perencanaan adalah agar terdapat

standar pelaksanaan, pengawasan, penyusunan skala prioritas yang

dapat meminimalkan kegiatan-kegiatan yang kurang produktif.

Agar perencanaan menghasilkan rencana yang baik,

konsisten, dan realistis maka kegiatan-kegiatan perencanaan perlu

memerhatikan:"®

1.

9.

Keadaan sekarang (tidak mulai dari nol, tetapi dari sumber daya
yang sudah ada);

Keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan;

Kegagalan masa lampau;

Potensi, tantangan, dan kendala yang ada;

Kemampuan mengubah kelemahan menjadi kekuatan, dan
ancaman menjadi peluang analisis (SWOT);

Mengikutsertakan pihak-pihak terkait;

Memperhatikan komitmen dan mengkoordinasikan pihak-pihak
terkait;

Mempertimbangkan efektivitas dan efesiensi, demokratis,
transparan, realistis, legalitas, dan praktis;

Jika mungkin, mengujicobakan kelayakan perencanaan.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Dengan pengorganisasian akan tercipta sebuah struktur

organisasi yang dapat menempatkan manusia sesuai dengan tugas-

’® Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Cet. Ke-1. (Jakarta: Bumi
Aksara, 2008), 124.
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tugas yang telah dialokasikan dalam setiap bagian-bagiannya.
Penyusunan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing
bagian disusun setelah desain struktur pengorganisasian telah
selesai dibuat.

Pengarahan (Directing)

Pimpinan tertinggi memegang penuh sebuah pengarahan
dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin yang mempunyai jiwa
leadership yang baik akan mampu mengarahkan anggotanya pada
sebuah kerja sama yang baik tanpa ada pertentangan.

Vincent Gaspersz mengungkapkan delapan pemimpin
transformasional yang diperlukan dalam dinamika perbaikan
kualitas manajemen, yaitu:’’

1) Memiliki visi yang kuat;

2) Memiliki peta untuk tindakan (map for action);

3) Memiliki kerangka untuk visi (frame for the vision);

4) Memiliki kepercayaan diri (self-confidence);

5) Berani mengambil risiko (risk taking);

6) Memiliki gaya pribadi inspirasional;

7) Memiliki kemampuan merangsang usaha-usaha individual;
8) Memilikii kemampuan mengidentifikasi manfaat-manfaat.

Pemimpin yang memiliki karakteristik di atas akan mampu

memberikan pengarahan yang jelas dan kuat pada anggotanya.

" Vincent Gaspersz, Manajemen Kualitas dalam Industri Jasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

1997), 16-17.
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d. Pengendalian (Controlling)

Pengendalian atau yang sering disebut juga dengan
pengawasan merupakan upaya untuk menghindarkan terjadinya
penyimpangan tindakan dari rencana yang telah dibuat.

Pengukuran pengendalian ini dilakukan dengan merumuskan
standar yang digunakan untuk melakukan pengendalian. Hal ini
dilakukan untuk memudahkan proses perbaikan-perbaikan agar
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. Fungsi Operasional
a. Pengadaan (recruitment)

Upaya pengadaan tenaga kerja, barang dan jasa telah
direncanakan dari awal. Hal ini dilakukan agar kebutuhan yang telah
ditetapkan dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin sesuai
dengan anggaran yang telah disediakan dan dapat mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Selain itu, pengadaannya pun telah memenuhi
syarat-syarat yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebijakan yang
berlaku.

b. Pengembangan (development)

Proses pengembangan dilakukaan untuk meningkatkan
berbagai objek manajemen sumber daya manusia melalui pelatihan,
seminar, ataupun bimtek sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Pengembangan ini akan tetap dilaksanakan sampai pada sasaran

tertentu sesuai dengan target yang telah ditetapkan instansi.
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Kompensasi (compensasion)

Pemberian balas jasa yang layak dan sesuaipun menjadi

unsur yang sangat penting dalam sebuah manajemen organisasi.

Bentuk dari pemberian kompensasi ini bisa bermacam-macam, seperti

pemberian uang, kesempatan berkarir yang lebih baik, bonus

tambahan, tempat tinggal, transportasi, dan lain sebagainya.

Balas jasa ini dilakukan oleh sebuah instansi dilakukan dengan

berbagai sebab, seperti:

1)

2)

3)

4)

5)

Memberi kenyamanan agar tidak membandingkan kenyamanan di
instansi lain;

Memberikan penghargaan atas loyalitas yang telah diberikan pada
instansi;

Menghargai sebuah prestasi kerja agar tercipta persaingan positif
dalam berprestasi di antara pegawai;

Memberikan rasa keadilan yang sesuai dengan besarnya
produktivitas yang sudah dilakukan;

Menghindari konflik-konflik intern yang berhubungan dengan

kurangnya mutu.

d. Pengintegrasian (integration)

Pengintegrasian dilakukan dalam sebuah organisasi dengan

tujuan agar diperolen kesepakatan untuk melakukan kegiatan.

Pengintegrasian yang baik menjadi salah satu kunci tercapainya
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keberhasilan sebuah institusi. Hal ini dikarenakan ada hubungan antar-
manusia yang tetap dijaga keharmonisannnya.

Terjaganya hubungan antarmanusia inilah yang akan
menciptakan kerjasama yang baik sehingga terjadi simbiosis
mutualisme antara instansi dengan para pelaku organisasi, Yyaitu
manusia. Integrasi yang kuat dalam sebuah organisasi dapat
mendorong sebuah kerjasama yang produktif, kreatif, dan inovatif,
sehingga mampu menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dan
meminimalisir konflik-konflik kepentingan dalam organisasi.
Pemeliharaan (maintenance)

Keterampilan-keterampilan yang telah dimiliki harus
dipertahankan dan dipelihara dengan baik oleh institusi. Hal ini karena
keterampilan merupakan asset institusi yang akan menjaga sistem
organisasi dapat berjalan dengan baik.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat memelihara
sumber daya manusia yaitu adanya monitoring dan evaluasi secara
kontinyu. Dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara
berkala maka akan tercipta peningkatan kapasitas, terjadi perbaikan-
perbaikan yang terkontrol, terhindar dari keteledoran yang disebabkan
human eror, penekanan biaya yang lebih rendah, peningkatan kualitas

dan produktivitas.
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f.  Pemutusan hubungan kerja (separation)

Pemutusan hubungan kerja erat kaitannya dengan peraturan
perundang-undangan, berakhirnya kontrak kerja, kuaitas individu yang
rendah, instansi yang tidak mampu bertahan, dan lain sebagainya.

Proses pemutusan hubungan Kkerja yang baik tentunya
berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan, hal ini dilakukan untuk
menghindari konflik yang timbul setelah dilakukan pemutusan
hubungan kerja, karena tujuan dari semua ini adalah agar tercipta
kondisi yang lebih baik, produktif, dan kondusif.

Lima komponen penting dari model struktur organisasi Mintzberg
adalah sebagai berikut: strategi apex, middle line, technostructure,
operating core, support staff.”®
1. Strategi Apex

Strategi yang menjadikan pimpinan (top management) sebagai
penanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan kelancaran
usaha. Seorang pemimpin yang berani memberikan jaminan bahwa
organisasi yang dipimpinnya dapat melayani dan mengontrol
operasional organisasi dengan efektif.

2. Middle Line

Kelompok menengah dari manajemen ini memiliki kekuasaan

langsung terhadap operator yang melakukan supervisi langsung di atas

dan di bawahnya untuk ketercapaian tujuan.

® Syaiful Sagala, Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya dan Reiventing Organisasi
Pendidikan, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 289-294.
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3. Technostructure
Kelompok ahli yang tergabung dalam technostructure ini
mendesain, merencanakan, melatih, mengevaluasi agar kebijakan yang
diambil oleh pimpinan tepat dan sesuai sasaran.
4. Operating Core
Sekelompok operator yang bertanggung jawab atas pekerjaan
yang berhubungan dengan produksi dari produk layanan. Operating
Core bertugas mengamankan masukan produksi; mentransformasi
input menjadi output; mendistribusikan hasil; dan menyediakan
layanan langsung terhadap input, transformasi, fungsi output, yaitu
fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan dan praktik kerja.
5. Support Staff
Sekelompok unit yang menyediakan dukungan terhadap sistem
organisasi dan orang-orang yang menyediakan layanan tidak langsung.
Pengorganisasian (organizing) adalah menetapkan apa tugas-tugas
yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-
tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan di mana

keputusan harus diambil.”

¥ Robbins, S.P. Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Aplications (New Jersey:
Englewood Cliffs, 1993), 4.
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BAB IlI
SETTING PENELITIAN

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

A. Sejarah Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Sejarah Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. Diktis)
erat kaitannya dengan sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di
Indonesia yang bekembang sejak abad XX. Perkembangan Pendidikan Islam
di Indonesia telah melalui tiga masa pemerintahan mulai dari orde lama, orde
baru hingga saat ini era reformasi, merupakan perjalanan yang cukup panjang
dalam perannya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagaimana naskah Pidato Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
menyebutkan bahwa:

Perguruan Tinggi Islam Indonesia memiliki kaitan historis dengan
masa-masa pergerakan bangsa Indonesia. Para pemimpin
pergerakan Islam menyadari bahwa kehadiran perguruan tinggi
Islam di Indonesia merupakan kebutuhan yang tak terelakkan.
Sejak tahun 1920-an jumlah lulusan pesantren, madrasah, dan
sekolah-sekolah Islam semakin meningkat. Karena itu, para
pemimpin Islam yang tergabung dalam Majelis Islam A’la
Indonesia (MIAI) berinisiatif untuk mendirikan perguruan tinggi
Islam. Tepat 40 hari menjelang Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia, pada 8 Juli 1945, perguruan tinggi Islam
lahir di Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional yang menjadi
founding fathers Indonesia seperti KH. Hasyim Asy’ari,
Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, KH. Wahid Hasyim, Prof.
Kasman Singodimedjo, dan Prof. Kahar Muzakkir turut
membidani kelahiran perguruan tinggi Islam ini.

Setelah melewati masa-masa revolusi, kemudian perguruan
tinggi Islam sempat ikut berpindah saat Pemerintah Pusat
Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta. Pada tanggal 24
Agustus 1960 diresmikanlah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
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atau Al-Jami’ah al-Islamiyah al-Hukumiyah yang berkedudukan
di Yogyakarta dan Jakarta.!

Keberadaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tidak
terlepas dari sejarah berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia, yang
diresmikan pada tanggal 3 Januari 1946.

Keberadaan Kementerian Agama pada saat itu disebut dengan

Departemen Agama sebagai suatu lembaga yang secara intensif

memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Pada masa ini

pendidikan Islam ditangani oleh suatu bagian khusus yaitu bagian
pendidikan agama. Tugas utama bagian ini sesuai dengan salah satu
nota Islamic Education in Indonesia disusun oleh bagian pendidikan

Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, vyaitu: 1)

memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir, 2)

memberi pengetahuan umum di madrasah, dan 3) mengadakan
pendidikan guru agama serta pendidikan hakim Islam negeri.?

Selanjutnya Tahun 1950 Bagian Pendidikan berubah menjadi Jawatan
Pendidikan Agama Departemen Agama, dengan tugas utamanya menyangkut
3 aspek, yaitu: 1) memberi pengajaran pada sekolah negeri, 2) memberi
pengetahuan umum di madrasah dan 3) mengadakan pendidikan guru agama
serta pendidikan hakim Islam negeri. Perkembangan selanjutnya Jawatan
Pendidikan Agama berkembang berubah  menjadi Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 1968.°

! Naskah sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada peresmian Transformasi Perguruan
Tinggi Keagamaan di Istana Negara, 19 Desember 2014; bisa diakses
http://diktis.kemenag.go.id/new/index.php?berita=detil&jenis=artikel &jd=403#.xpq_gt9s_iu

“Sejarah pendidikan Islam dan organisasi Ditjen Pendidikan Islam
https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah diakses pada 18 September 2019. Nota ini juga
menjelaskan tentang pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah
umum.

3Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam
https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah diakses pada 18 septembe 2019, lihat juga
sejarah pekermbangan Kementerian Agama di https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah.



http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=403#.Xpq_gT9S_IU
https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah
https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah
https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah
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Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang
Susunan Organisasi Departemen, selanjutnya terbit Keputusan Menteri Agama
No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Agama, maka secara kelembagaan terjadi perubahan susunan organisasi
kelembagaan di lingkungan Departemen Agama.

Perkembangan selanjutnya berdasarkaan Keputusan Presiden Nomor
30 Tahun 1978 diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1979
tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
Berdasarkan KMA ini Pelaksanaan Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam terdiri dari: 1) Sekretariat Direktorat Jenderal, 2) Direktorat Pembinaan
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri, 3) Direktorat
Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 4) Direktorat Pembinaan
Perguruan Agama Islam, dan 4) Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama Islam.

Perkembangan selanjutnya mengacu pada Keputusan Presiden RI No.
165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen dan Keputusan Menteri Agama Nomor
1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, Ditjen Kelembagaan Agama
Islam terdiri dari: 1) Sekretariat Direktorat Jenderal, 2) Direktorat Madrasah
dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, 3) Direktorat Pendidikan

Keagamaan dan Pondok Pesantren, 4) Direktorat Perguruan Tinggi Agama
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Islam, 5) Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan
Pemberdayaan Masjid.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2005 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, mengubah
Direktrorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam menjadi Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam. Dan sebagai tindak lanjutnya ditetapkanlah Peraturan
Menteri Agama Rl Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama. Berdasarkan PMA ini tugas fungsi Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam dilaksanakan oleh: 1) Sekretaris Direktorat Jenderal, 2)
Direktorat Pendidikan Madrasah, 3) Direktorat Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren, 4) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 5) Direktorat
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organiasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara, ditetapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki 5 struktur tingkat eselon 11,
yaitu satu sekretariat dan 4 direktorat, sebagai berikut: 1) Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2) Direktorat Pendidikan Madrasah, 3)
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 4) Direktorat

Pendidikan Agama Islam, dan 5) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.



118

Perkembangan selanjutnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor
83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, perlu pengaturan mengenai
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan terbitnya Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA ini merupakan hasil persetujuan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
B/1690/M.PAN-RB/04/2016, tanggal 10 April 2016, perihal: Usulan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Berdasarkan PMA Nomor 42 Tahun 2016 susunan organisasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengalami penambahan satu direktorat,
yaitu Direktorat Pendidikan Madrasah dimekarkan menjadi dua direktorat.
Selengkapnya struktur Ditjen Pendis sebagai berikut: 1) Sekretariat Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam; 2) Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan,
dan Kesiswaan Madrasah; 3) Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah; 4) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; 5) Direktorat
Pendidikan Agama Islam; dan 6) Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren.*

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah banyak mengalami pekembangan
baik dari segi regulasi termasuk juga perubahan nama sebelum menjadi

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

* Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama, 48-49.
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1. Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Pendidikan Tinggi Kegamaan Islam

Visi, misi, dan tujuan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam dapat dilihat pada Grand Design Transformasi Kelembagaan
Pendidikan Tinggi Islam selama 20 tahun periode tahun 2015-2034.

Grand Design ini menjadi panduan dalam penyusunan Rencana
Pengembangan Jangka Menengah Pendidikan Tinggi Islam, dan menjadi
dasar pelakasanaan prioritas program dan kegiatan Direktorat Pendidikan
Tinggi Islam dalam bentuk Rencana Strategis 5 (lima) tahunan.

Mangacu pada kerangka pengembangan jangka panjang pendidikan
Tinggi Islam tahun 2015-2034 Visi, Pendidikan Tinggi Islam adalah:
“Mewujudkan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai Rujukan
Dunia”.”

Selanjutnya Visi tersebut diinterpretasikan ke dalam 3 (tiga) aspek,
yaitu:

1. Pendidikan Tinggi Islam yang kuat dan baik dalam hal tata kelola
manajemen, akuntabilitas, dan pencitraan publik;

2. Pendidikan Tinggi Islam memiliki distingtif dan moderasi keislaman
sebagai kekhasan yang terus dikembangkan;

3. Pendidikan Tinggi Islam yang bermutu dan relevan, serta berdaya
saing.
Visi tersebut dijabarkan ke dalam Misi sebagai berikut:

1. Memperluas Akses Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

® Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Rencana Strategis 2015-2019 (Jakarta: DIKTIS,
2016), 28.
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Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam;

Memperkuat Sistem Tata Kelola dan Akuntabilitas PTKI;
Mengembangkan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berbasis
Integrasi IImu dan Moderasi Islam.

Berdasarkan uraian di atas kebijakan pembangunan Pendidikan

Tinggi Islam meliputi empat aspek yaitu: 1) Perluasan Akses Pendidikan

Tinggi Keagamaan Islam, 2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya

Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 3) Penguatan Tata Kelola dan

Akuntabilitas PTKI dan 4) Pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan

Islam berbasis lImu dan Moderasi Islam.

Selanjutnya, dalam rangka mempermudah pelaksanaan misi

strategi pengembangan Pendidikan Tinggi Keagaman Islam dirumuskan

dalam bentuk tujuh butir kebijakan, sebagai berikut:

a)

b)

d)

Perluasan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses untuk
memperoleh pendidikan tinggi keagamaan Islam;

Peningkatan pendidikan tinggi Islam yang bermutu dan relevan dengan
kebutuhan pembangunan nasional;

Peningkatan mutu dan relevansi kegiatan akademik dan non akademik
bagi mahasiswa pendidikan tinggi keagamaan Islam;

Peningkatan sistem Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

yang efektif dan efisien;
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e) Pengembangan kemitraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan
stake holders;

f) Peningkatan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang otonom dalam
kerangka transparansi dan akuntabilitas;

g) Pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang distingtif dan
menjadi destinasi kajian Islam dunia.

Bardasarkan uraian di atas dapat dipahami strategi pengembangan
pendidikan tinggi keagaman Islam memuat dan mengacu pada perluasan,
keterjangkauan, kesetaraan, keterjaminan akses, peningkatan mutu,
penguatan sistem tata kelola organisasi yang efektif dan efisien dengan
cara membangun kemitraan dengan stake holders, sehingga tercipta
pendidikan tinggi keagamaan Islam yang otonom, transparan, dan
akuntabel dan menjadi destinasi kajian Islam dunia.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.1

Visi, Misi, Tujuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Tabel visi, misi,dan tujuan Pendidikan Tinggi Islam 2015-2034.°

VISI
Mewujudkan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai Rujukan Dunia
1 2 3 4
Meningkatkan Mutu, Memperkuat Sistem Tata Mengembangkan
Memperlua | Relevansi dan Daya Kelola dan Akuntabilitas Pendidikan Tinggi
< | s Akses Saing Pendidikan PTKI Keagamaan Islam
2. | Pendidikan | Tinggi Keagamaan berbasis Integrasi
Tinggi Islam Ilmu dan Moderasi
Keagamaan Islam
Islam
4 1 2 | 3 4 ] 5 6 | 7

® Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Rencana Strategis 2015-2019 (Jakarta: DIKTIS,

2016), 30.




122

Perluasan
keterjangka
uan,
kesetaraan
dan
keterjamina
n akses
seluas-
luasnya
untuk
memperole
h
Pendidikan
Tinggi
Keagamaan
Islam.

Peningkat
an
Pendidika
n Tinggi
Islam
yang
bermutu
dan
relevan
dengan
kebutuhan
pembangu
nan
nasional.

Peningka
tan mutu
dan
relevansi
kegiatan
akademi
k dan
non
akademi
Kk bagi
mahasis
wa
Pendidik
an
Tinggi
Keagama
an Islam.

Peningka
tan
sistem
Direktora
t
Pendidik
an

Tinggi
Keagama
an Islam
yang
efektif
dan
efisien.

Pengemban
gan
kemitraan
Perguruan
Tinggi
Keagamaan
Islam
dengan
stake
holders.

Peningkat
an
Pendidika
n Tinggi
Keagama
an Islam
yang
otonom
dalam
kerangka
transpara
nsi dan
akuntabel

Pengemban
gan
Pendidikan
Tinggi
Keagamaan
Islam yang
distingtif
dan
menjadi
destinasi
kajian
Islam
dunia.

2. Struktur Organisasi

Keagamaan Islam

a. Struktur organisasi

dan Tata Kerja Direktorat

Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Bagian Kedua

pasal 141 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan

Islam (Ditjen Pendis), secara kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi

Keagamaan Islam

(Dit. Diktis) berada di bawah Struktur Organisai

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.”

Adapun struktur organiasai Dit. Diktis terdiri atas:

1) Subdirektorat Pengembangan Akademik;

2) Subdirektorat Ketenagaan;

3) Subdirektorat Sarana, Prasarana, dan Kemahasiswaan;

4) Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama;

" Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama, 49.
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5) Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6) Subbagian Tata Usaha; dan
7) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi
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Gambar 3.1

Struktur Orgainsasi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

b. Tata Kerja
1) Tugas
Berdasarkan PMA Nomor 42 Tahun 2016 Bagian Keenam
pasal 201 disebutkan bahwa tugas Dit. Diktis adalah melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan

8 Struktur Direktorat PTKI Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2019,
http://diktis.kemenag.go.id/gambar/fotokegiatan/141582934408strukturptki2019.jpg, _ diakses
19 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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teknis serta evaluasi di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’
2) Fungsi
Sedangkan fungsi Dit. Diktis mengacu pada PMA Nomor 42

Tahun 2016 Bagian Keenam pasal 202 disebutkan bahwa Dit. Diktis

menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan di bidang akademik, ketenagaan, sarana dan
prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan, dan kerja sama penelitian
dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi
keagamaan Islam;

b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik,
ketenagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan,
dan kerja sama penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada
pendidikan tinggi keagamaan Islam;

c) peningkatan kualitas pendidikan karakter mahasiswa;

d) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan tinggi
keagamaan Islam;

e) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan,
kelembagaan dan kerja sama penelitian dan pengabdian pada

masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam;

% Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kementerian Agama, 49.
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f) fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi
keagamaan Islam;

g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang akademik,
ketenagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan,
dan kerja sama penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada
pendidikan tinggi keagamaan Islam;

h) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang akademik, ketenagaan,
sarana dan prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan, dan Kkerja
sama penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan
tinggi keagamaan Islam;

i) fasilitasi penilaian angka kredit fungsional dosen; dan

J) pelaksanaan administrasi direktorat.

3. Perkembangan dan status lembaga PTKI
Mengacu pada pusat data pada laman pekembangan dan status
lembaga PTKI di Dit. Diktis sebagai berikut:
a. Jumlah lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*
Jumlah PTKI Negeri sampai saat ini adalah 58 PTKIN (6,9%).

Sedangkan jumlah PTKI Swasta sebanyak 771 buah (93,1%).

19 http://emisdep.kemenag.qgo.id/ptkidashboard/ bisa dilihat juga_pada_Profile Pendidikan Tinggi
Islam , Statistik Pendidikan Tinggi Islam Tahun Pelajaran 2014-2015, Direktorat Pendidikan
Tinggi Islam Direktorat Pendidikan Islam Kementeraian Agama Republik Indonesia 2015.
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Jjumiah PTKI Berdasarkan Status Lembaga

56

Cran

® Negern @ Swanta

Gambar 3.2
Jumlah PTKI Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam *

b. Bentuk kelembagaan PTKIN
PTKIN memiliki bentuk kelembagaan terdiri dari: UIN, IAIN, dan
STAIN. Semuanya berjumlah 58 lembaga, dengan rincian sebagai
berikut:*?
1) Universitas Islam Negari (UIN) berjumlah 17 lembaga (29%);
2) Institut Agama Islam (IAIN) berjumlah 34 lembaga (59%);
3) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri berjumlah (STAIN) berjumlah 7

lembaga (12%).Sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 3.3
Bentuk kelembagaan PTKIN®

** Sumber EMIS, 2019.
12 Sumber Data PDDIKTI, per bulan September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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c. Jumlah program studi PTKIN
Jumlah seluruh Prodi di PTKIN (UIN, IAIN, STAIN) saat ini sebanyak
1.656 prodi, dengan rincian sebagai berikut:
1) Prodi S1 sebanyak 1.347 prodi (81%};
2) Prodi S2 sebanyak 265 prodi (16%);

3) Prodi S3 sebanyak 44 Prodi (3%).

HUIN = IAIN = STAIN

650
524
. _—
s

1 S2 S3

Gambar 3.4
Jumlah Program Studi PTKIN

d. Jumlah Program Studi Agama dan Program Studi Umum PTKIN
Berdasarkan PDDIKTI Sempetmber 2019 jumlah Prodi Agama sebanyak
1.475 prodi, sedangkan jumlah prodi umum sebanyak 181 prodi. Jumlah

seluruh Prodi (Prodi Agama dan Prodi Umum) = 1.656 prodi.

1475

M Prodi Agama

Prodi Umum
181

Jumlah

Gambar 3.5
Jumlah Program Studi Agama Dan Program Studi Umum PTKIN

> Sumber EMIS, 2019.
4 Sumber Data PDDIKTI, per bulan September 2019.
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Berdasarkan sajian data di atas menunjukkan bahwa jumlah Prodi Agama
sebanyak 89%. Sedangkan jumlah Prodi Umum sebanyak 11%.

4. Perkembangan Pendirian PTKIN Baru dan transfomasi lembaga PTKIN *°

a. Pendirian lembaga baru

. PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI

AH TINGGI ANGGAMA |

ISLAM NEGERS (STAIN)

2016
P

STAIN MAJES WES] BAS
3 AIN MA AW A

PIVA Nomor 33 Tabun 2016, Tanggal 31 Agu

Gambar 3.6
Pendirian lembaga baru *°

b. Alih Status/Penegerian

. ALIH STATUS/PENEGRIAN

Gambar 3.7
Alih status/penegerian®

> H.M. Adib Abdushomad, Transformasi Kelembagaan, presentasi Perubahan Bentuk IAIN
menjadi UIN Subdit Kelembagaan dan Kerjasama “Promoting and strengthening Islamic

Higher Education to be Internationally recognized through networking and collaboration”
MORA-Directorate of Islamic Higher Education, 2019.

' H.M. Adib Abdushomad, Transformasi Kelembagaan..9.
" Ibid, 10.



c. Perubahan bentuk dari STAIN ke IAIN

” PERUBAHAN BENTUK

Gambar 3.8
Perubahan bentuk dari STAIN ke IAIN?®

d. Perubahan bentuk dari IAIN menjadi UIN
' PERUBAHAN BENTUK

Perubahan Bentuk dart IAIN manjadl UIN 2N
2018 VN Swe

Gambar 3.9 Perubahan IAIN menjadi UIN *
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Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa proses transfomasi

kelembagaan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamanaan Islam tahun

2002 dimulai dengan UIN Syarif Hidatullah Jakarta sampai pada tahun 2017

terdapat 6 UIN baru. Perubahan kelembagaan tidak hanya pada IAIN menjadi

18 1bid., 11.
¥ |bid., 12.
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UIN tetapi juga pada lembaga STAIN ke IAIN. Pada tahun 2004 ada IAIN
Sultan Armai Gorontalo dan pada tahun 2016 terdapat 5 STAIN ke IAIN.
Selain alih transformasi lembaga juga terdapat penegerian lembaga
pada tahun 2006 penegerian STAIN Sorong Papua dan pada tahun 2018
STAIN Mandailing Natal. Sedangkan pendirian PTKIN baru hanya 1 yaitu

STAIN Majene Sulawesi Barat pada tahun 2016.

. Grand Desain Transformasi Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam
Grand Desain transformasi kelembagaan pendidikan tinggi Islam disusun
sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas Perguruan
Tinggi di lingkungan Kementerian Agama secara berkelanjutan continous
Imprevement dalam rangka memberikan perubahan yang lebih baik.
1. Arah kebijakan transformasi kebijakan kelembagaan Pendidikan Tinggi
Islam
a. Transformasi kelembagaan PTKIN Status IAIN
Transformasi yang dilakukan mengarah pada adanya distingsi dan
keunggulan dalam rangka mempercepat perubahan dari IAIN menjadi
UIN yang dapat merepresentasikan integrasi keislaman, keilmuan, dan
teknologi.
b. Transformasi kelembagaan PTKIN Status STAIN
Transformasi Status STAIN menjadi IAIN didorong oleh semangat
pengembangan dan penguatan kapasitas serta kualitas pendidikan
tinggi Islam.

c. Penegerian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)
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Penegrian PTKIS yang berkualitas menjadi PTKIN dilakukan untuk
menigkatkan akses dan mutu Pendidikan Tinggi Islam pada
masyarakat terutama daerah perpencil .

d. Pendirian PTKIN Baru
Dengan semangat otonomi daerah memungkinkan ada permintaan
terhadap pendirian PTKIN baru.

e. Penguatan otonomi dan kemandirian PTKIN
Penguatan ini dilakukan dengan dua bentuk yaitu PTKIN dengan
bentuk Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-

BLU), dan PTKIN dengan bentuk status Badan Hukum (PTN-BH).

2. Tujuan Grand Desain Transformasi kelembagaan PTKI

Karangka tahapan atau grand desain transformasi kelembagaan
memuat tentang transformasi kelembagaan agar berjalan secara efektif,
efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024 Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
merencanakan Indonesia akan dijadikan sebagai pusat kajian Islam dunia
dengan terwujudnya:?°
a. Kampus yang unggul dan kompetitif dalam rangka menjawab

tantangan dan kebutuhan masyarakat baik regional, nasional, maupun

global,

2 Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Grand Design Transformasi Kelembagaan Pendidikan
Tinggi Islam (DIKTIS, 2015), 12.
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b. Bertransformasinya PTKIN yang potensial sesuai dengan kebutuhan
pembangunan Nasional;

c. Meningkatnya mutu daya saing PTKIN setelah bertransformasi;

d. Terjadinya penguatan Human Development Index (HDI) di PTKIN;

e. Memperkuat Integrasi lImu (sciences integration);

f. Memperkuat PTKIN dalam menjawab kekhawatiran bangsa Indonesia
terhadap dekadensi moral yang semakin memprihatinkan;

g. Masyarakat merasakan kehadiran PTKIN dengan memperluas akses
dan kapasitas (Capacity buliding);

h. Kondisi perbandingan ideal tenaga pendidik dengan kualifikasi
keilmuan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam flow chat berikut ini;*

2034:
Transformasi kelembagaan sudah
ideal dan berjalan dengan baik

menjadi rujukan dunia.

~~

Memberikan kontribusi
perubahan kualitas
kelembagaan PTKIN untuk
masyarakat.

2015:
Penguatan dan peningkatan
kapasistas kelembagaan
dalam rangka tata kelola
universitas yang baik.

Gambar 3.10 Grand desain taransformasi kelembagaan

2 1bid., 13
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Adapun tujuan transformasi kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam

adalah menciptakan Pendidikan Tinggi Islam yang unggul profesional,

bersinergi dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang Pendidikan Tinggi

Islam. Mengacu pada tujuan transformasi, kegiatan yang diharapkan ada

perubahan yang mendasar pada hal-hal sebagai berikut:

a.

Organisasi, hasil yang diharapkan organisasi yang tepat ukuran dan
kebutuhan;

Daya tampung, hasil yang diharapkan memadai seiring dengan
kebutuhan pengembangan keilmuan dan integrasi keislaman;
Keilmuan, hasil yang diharapkan seiring dengan perkembangan
kebutuhan masyarakat;

Tata kelola, hasil yang diharapkan sistem, proses dan prosedur kerja
yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip
Good University Government (GUG);

Regulasi, hasil yang diharapkan memadai dan kondusif sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan;

SDM, hasil yang diharapkan berintegritas, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;

Monitoring dan pengawasan, hasil yang diharapkan pengawasan
melekat, internal dan eksternal berjalan efektif.

Pelayanan, hasil yang diharapkan pelayanan prima, kualitas lulusan

yang terbaik dan berdaya saing;
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Pola pikir dan budaya kerja, hasil yang diharapkan meritokrasi dan

berkinerja tinggi. %

3. Prinsip-prinsip Grand Desain transformasi kelembagaan PTKI

a.

Terukur, pelaksanaan transformasi kelembagaan dirancang dengan
orientasi yang jelas, terukur, memiliki target, dan waktu
pencapaiannya;

Efisien, pelaksanaan transformasi dilakukan dengan orientasi hasil
dengan memperhatikan penggunaan sumber daya yang efisien dan
profesional;

Efektif, pelaksanaan transformasi kelembagaan dirancang sesuai
dengan target pencapainnya;

Konsisten, konsistensi pelaksanaan perbaikan dan perubahan dari
waktu ke waktu;

Sinergi, pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi
dalam setiap tahapan memberikan dampak poisitif bagi tahapan
lainnya;

Inovatif, memberi ruang gerak untuk melakukan inovasi dan menggali
pengetahuan dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka
menghasilkan kinerja yang lebih baik;

Kepatuhan, dilaksanakan tidak melanggar regulasi berdasarkan pada

ketentuan yang berlaku;

22 |bid., 22
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h. Dimonitor, adanya kepastian yang telah dilakukan dan dilewati semua
tahapan dengan baik, sesuai rencana dan selalu ada monitoring dan
perbaikan.?

4. Kerangka pengembangan jangka panjang Direktorat Pendidikan Tinggi

Islam

Adapun kerangka pengembangan jangka panjang Direktorat

Pendidikan Tinggi Islam disusun dalam empat tahapan yaitu:*

a. Tahapan Strengthening Institutional Capacity and Governance
(Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola) 2015 - 2019

Pada tahapan ini difokuskan pada pembenahan perangkat
internal kelembagaan dan pembangunan karakternya. Pembenahan
diarahkan pada aspek yang substantive dalam kerangka tata kelola
yang baik pada seluruh aspek dan bidang kelembagaan, baik di Dit.
Diktis maupun PTKI. Tahap ini ditandai dengan kemampuan PTKI
memenuhi kecukupan syarat dan menyiapkan perangkat untuk menuju
daya saing perguruan tinggi dengan keunggulannya masing-masing.

Pada tahapan ini difokuskan pada perubahan bentuk
kelembagaan perguruan tinggi STAIN menjadi IAIN, IAIN menjadi
UIN, termasuk pendirian PTKIN dan penegerian PTKIS serta
meningkatkan kemandirian dan otonomi perguruan tinggi melalui

perubahan lembaga PTKIN dengan Pengelolaan Keuangan Badan

23 1hi
Ibid., 23

2% Ibid., 19 lihat juga Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Rencana Pengembangan
Strategis (DIKTIS, 2015) 30-32.
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Layanan Umum (PK-BLU) dan PTKIN dengan Badan Hukum (PTN-
BH).

. Tahapan National Comparative Advantages (Unggulan di Tingkat
Nasional) 2020 - 2024

Kebijakan tahap ini ditandai dengan dorongan peningkatan
kualitas, kinerja, produktivitas, dan daya saing untuk membawa PTKI
pada keunggulan komparatif dan unggul di tingkat nasional.
Keberhasilan tahap ini ditandai dengan masuknya PTKI telah
menduduki peringkat 10 besar perguruan tinggi terkemuka di
Indonesia, serta seluruh PTKI telah mendapatkan akreditasi universitas
dengan nilai A dan terpenuhinya Kriteria perguruan tinggi yang
mandiri dan akuntabel.

Di tahapan ini difokuskan pada kemampuan PTKIN untuk
berdaya saing dengan perguruan tinggi lainnya di tingkat nasional serta
penguatan kelembagaan dan pengembangan kemandirian PTKIN.
Tahapan Regional Competitive Advantages (Berdaya Saing Regional)
2025 - 2029

Tahap ini difokuskan pada penyiapan PTKI untuk penguatan
keunggulan kompetitif pada tingkat regional. Masing-masing PTKI
fokus pada penyelenggaraan jaminan mutu seluruh aspek baik
akademik maupun non akademik dengan keleluasaan dan otonomi

perguruan tinggi, pergerakan PTKI menjadi Research University yang
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ditandai dengan sebagian besar PTKI masuk dalam peringkat 100
besar Perguruan Tinggi di tingkat Asia.

Pada tahapan ketiga difokuskan peningkatan kemapanan
kelembagaan secara terus menerus dengan pengembanagan mutu dan
kapasitas kelembagaan untuk menjadi rujukan pengelolaan pendidikan
tinggi Islam nasional yang berkinerja dan berdaya saing pada tingkatan
regional.

. Tahapan World Center for Islamic Higher Education (Rujukan
Pendidikan Islam Dunia) 2030 - 2034

Fokus pada tahapan ini menjadikan eksistensi PTKI yang
memiliki keunggulan komparasi pada tingkat internasional, dengan
adanya pengakuan global dan terpenuhinya seluruh indikator World
Class University. Sebagian besar PTKI telah masuk dalam jajaran 500
perguruan tinggi terkemuka di dunia versi lembaga pemeringkat
universitas yang kredibel.

Disamping itu indikator keberhasilan pada tahapan ini PTKI
menjadi mitra aktif dan terpercaya dengan perguruan tinggi dunia
lainnya serta akademisi PTKI menjadi rujukan keilmuan bagi
akademisi Perguruan Tinggi Islam di dunia. Pada tahap ini PTKI telah

mendapat pengakuan dan bereputasi dunia International.
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:*®

Gambar 1 RPJM Pengembangan Pendidikan Tinggt Islam 2015-2034
Milestone Development of Higher Education
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Gambar 3.11

Tahap-tahap transformasi kelembagaan
C. Regulasi dan mekanisme transfomasi kelembagaan PTKI
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi pada Bagian Keenam tentang Pendidikan Tinggi
Keagamaan Pasal 30 ayat 1) Pemerintah atau Masyarakat dapat
menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan, 2) Pendidikan tinggi
keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk universitas,
institut, sekolah tinggi, akademi, dan dapat berbentuk ma’had aly,

pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis, 3) Ketentuan lebih lanjut

% Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Grand Design... , 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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mengenai pendidikan tinggi keagamaan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.?

Sedangkan tanggung jawab pendidikan tinggi keagamaan
dijelaskan pada pasal 7 butir 4 bahwa dalam hal penyelenggaraan
pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang agama.

Selanjutnya mengenai bentuk perguruan tinggi diuraikan pada Bab
IV Perguruan Tinggi Bagian Kedua Bentuk Perguruan Tinggi®’ Pasal 59
ayat 1) Bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: a) universitas; b) institut; c)
sekolah tinggi; d) politeknik;e) akademi; dan f) akademi komunitas.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi
Keagamaan

Menagacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019
tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, Bagian Ketiga Pendirian,
Perubahan Bentuk dan Perubahan Status, dan Pembubaran Perguruan
Tinggi Keagamaan pada pasal 13 ayat 1) Pemerintah atau masyarakat
dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan dengan
mendirikan PTK, 2) PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

PTKN dan PTKS, 3) PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk

% Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012; Pendidikan Tinggi, 25.
?" Ibid., 42-43.
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universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, serta ma'had aly, pasraman,
seminari, dan bentuk lain yang sejenis.?

Selanjutnya pada pasal 14 pendirian PTKN berbentuk universitas
dan institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Menteri setelah mendapat
pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara. Pendirian PTKN berbentuk
sekolah tinggi dan akademi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.?®

Selanjunya pada pasal 15 (1) pendirian PTK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 harus memenuhi persyaratan: a)
kelayakan prasarana dari aspek tata ruang, geografis, dan ekologis; b)
kelayakan potensi calon mahasiswa; c) ketersediaan pendidik dan tenaga
kependidikan; d) kemampuan pembiayaan; e) kebutuhan PTK untuk
mendukung pembangunan; dan f) kelayakan sosial dan budaya. (2) Selain
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pendirian PTK harus melampirkan rencana induk pengembangan PTK. (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian dan rencana induk

%8 peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2019; Pendidikan Tinggi Keagamaan, 10.
29 H
Ibid., 11
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pengembangan PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.*

Mengenai perubahan bentuk dijelaskan pada Paragraf 2 Perubahan
Bentuk dan Perubahan Status Perguruan Tinggi Keagamaan Pasal 19 (1)
Pemerintah dapat mengubah PTKN yang berbentuk akademi, sekolah
tinggi, institut, dan universitas sesuai dengan kebutuhan. (2) Perubahan
bentuk PTKN dari akademi menjadi sekolah tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara. (3) Perubahan bentuk PTKN dari
sekolah tinggi menjadi institut dan dari institut menjadi universitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur
negara.>!

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan
Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 Bab Il Pasal 2
Perubahan bentuk PTK bertujuan untuk: a) meningkatkan akses
pendidikan tinggi keagamaan; b) meningkatkan daya jangkau pemerataan
dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan; dan c¢) meningkatkan mutu dan

daya saing penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan.

¥ 1bid.,11
bid., 11
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Pasal 3 Perubahan bentuk PTK dilakukan atas dasar: a) kebutuhan
masyarakat; b) pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau
seni; c) kebutuhan pembangunan nasional; dan d) pertumbuhan jumlah
mahasiswa.*

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 4 Perubahan bentuk PTK
meliputi: a) Sekolah Tinggi menjadi Institut; b) Institut menjadi
Universitas; dan c¢) penggabungan dari dua PTK atau Sekolah
Tinggi/Institut/Universitas.*

Mengenai persyaratan perubahan bentuk dijelaskan pada Bab IlI
Pasal 5 (1) Perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) persentase kualifikasi
pendidikan dosen; b) persentase kepangkatan akademik dosen; c) rasio
jumlah mahasiswal dosen; d) jumlah, jenis, dan ragam Program Studi
Jurusan Fakultas; €) persentase kualifikasi pendidikan tenaga
kependidikan; f) persentase status akreditasi program studi; g) sarana dan
prasarana; dan h) jumlah mahasiswa. (2) Selain persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) perubahan bentuk PTK wajib memenubhi
persyaratan: a) kebutuhan masyarakat; b) rencana pengembangan bidang
keilmuan; dan c) kebutuhan pembangunan nasional.

Mengenai mekanisme perubahan bentuk diuraikan pada Bab IV
Pasal 6 (1) Perubahan bentuk PTK dilakukan melalui mekanisme: a)

pengusulan perubahan bentuk PTK oleh pimpinan PTK; b) penilaian

%2 peraturan menteri Agama No. 15 Tahun 2014; Perubahan Bentuk,4
33 1hi
Ibid., 4
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usulan perubahan bentuk PTK oleh Direktur Jenderal; dan c) pengusulan
penetapan perubahan bentuk PTK oleh Menteri. (2) Pengusulan perubahan
bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan
hasil studi kelayakan. (3) Penilaian usulan perubahan bentuk PTK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a) penilaian
kelengkapan administrasi; b) visitasi lapangan; dan c) hasil penilaian. (4)
Pengusulan penetapan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri
berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Selanjutnya pada Pasal 7 (1) Studi kelayakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh PTK yang dituangkan
dalam bentuk laporan dan memuat paling sedikit: a) latar belakang dan
tujuan perubahan bentuk PTK; b) kondisi kelembagaan terkini meliputi
program studi jurusan fakultas, mahasiswa, dosen dan tenaga
kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan; c) analisis kebutuhan
masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional; dan d) rencana
pengembangan PTK untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang. (2) Rencana pengembangan PTK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ memuat visi dan misi, transformasi akademik dan
keilmuan, manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana, budaya,
dan skema pembiayaan.

Pasal 8 dalam hal perubahan bentuk PTK telah memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Menteri
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mengajukan usulan perubahan bentuk PTK kepada Menteri yang
menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara.®*
Untuk lebih jelasnya alur dasar dan perubahan bentuk PTKI adalah

sebagai berikut®:

KMA NO. 394 TAHUN 2003
PENDIRIAN PTKIN tentang Pendirian Perguruan
(STAIN) Tinggi
TRANSFORMASI PENEGERIAN/ SEKOLAH TINGGI MENJADI
KELEMBAGAAN ALIH STATUS INSTITUT
PERUBAHAN INSTITUT MENJADI
BENTUK UNIVERSITAS

! ! GAB. 2 PT/LEBIH MENJADI ST/I/U

PMA Nomor 15 Tahun 2014
tentang perubahan bentuk

Gambar 3.12
mekanisme transformasi kelembagaan PTKI

34 p;
Ibid., 4

% H.M. Adib Abdushomad, Transformasi Kelembagaan, presentasi Perubahan Bentuk IAIN
menjadi UIN Subdit Kelembagaan dan Kerjasama “Promoting and strengthening Islamic
Higher Education to be Internationally recognized through networking and collaboration”

MORA-Directorate of Islamic Higher Education, 2019.
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BAB IV
KEBIJAKAN TRANSFORMASI IAIN MENJADI UIN

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

A. Penyajian Data
1. Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN
a. Latar belakang Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN

Latar belakang kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN pada
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. Diktis) adalah
dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusinya terhadap
kemajuan peradaban umat Islam di Indonesia melalui peningkatan
kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi Keagamaan Islam.

Kebijakan ini lahir diawali dengan langkah menindaklanjuti
usulan dan masukan yang cukup banyak baik dari stakeholders internal
maupun eksternal agar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
(PTKIN) melakukan perbaikan dan pengembangan mutu pendidikan
tinggi Islam agar tidak hanya masuk pada level nasional tetapi juga
bisa masuk pada level internasional. Usulan yang berkembang adalah
agar IAIN berubah statusnya menjadi UIN.

Dede Rosyada, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun
2015-2019, mengatakan bahwa transformasi IAIN menjadi UIN adalah
dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat, agar PTKIN dapat

memberikan layanan pada masyarakat yang lebih luas dan
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mewujudkan masyarakat yang professional, sebagaimana hasil
wawancara berikut ini.

Pendidikan Islam di Indonesia berkembang sangat baik,
masuk ke pendidikan yang lebih professional. Madrasah-
madrasah lebih  menyesuaikan ke sekolah dan
spesifikasi-spesifikasi ~ pendidikan  keagamaan....Di
pendidikan  tinggi, IAIN  Syarif  Hidayatullah
bertranformasi menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
pada tahun 2002...Itu artinya pendidikan tinggi
keagamaan berpikir ingin memberikan layanan yang
lebih luas pada masyarakat. Dan memberikan
kesempatan pada mereka untuk menjadi professional-
profesional yang Islami. Ini sebenarnya yang menjadi
intinya. ...

Transformasi IAIN menjadi UIN dilaksanakan berdasarkan
landasan filosofis, normatif, juridis dan landasan historis.? Landasan
filosofis memiliki pengertian bahwa semua ilmu pada dasarnya sama
atau sederajat. Semua ilmu saling membutuhkan untuk mencapai
tujuan-tujuan kemanusiaan. Ada tiga ranah dalam landasan filosofis,
meliputi: 1) ontologis, membahas eksistensi dan hierarki pengetahuan,
2) epistemologis menjelaskan sumber dan instrumen perolehan ilmu,
dan 3) akseologis, membahas tentang nilai penerapan ilmu
pengetahuan.

PTKIN selama ini hanya melakukan kajian ilmu agama.

Seluruh prodi/jurusan yang ada di PTKIN adalah rumpun ilmu agama.

Seolah ada jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum.

! Dede Rosyada, Wawancara, Jakarta, 16 Juli 2020.
2 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pedoman Integrasi llmu di Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam (Jakarta: Diktis, 2019), 33.
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Padahal secara ontologis, ilmu agama dan ilmu umum merupakan satu
kesatuan. Keduanya harus saling melengkapi.

Ketika PTKIN hanya melakukan kajian ilmu agama, telah
mengakibatkan PTKIN kesulitan memberikan layanan yang utuh
kepada masyarakat di bidang pendidikan tinggi, karena faktanya
masyarakat banyak memerlukan kehadiran PTKIN agar mampu
memberikan jawaban berbagai permasalahan yang tidak bisa hanya
dijawab dengan pendekatan ilmu agama murni.

Misalnya, kebutuhan masyarakat mengembangkan ekonomi
berbasiskan syariah, kebutuhan lembaga pondok pesantren yang
memerlukan adopsi methodologi pendidikan modern berbasis
teknologi informasi, kebutuhan masyarakat memperoleh solusi hukum
baik hukum agama maupun hukum positif, kebutuhan masyarakat di
bidang pengembangan produk halal yang memerlukan laboratorium
halal, dan masih banyak lagi kebutuhan masyarakat lainnya.

Semua kebutuhan masyarakat ini tidak dapat dijawab dengan
hanya melalui pendekatan ilmu agama murni. Karena secara
epistimologis, seluruh ilmu pengetahuan memiliki sumber yang sama,
yaitu dari Alloh Tuhan Yang Maha Mengetahui. Oleh karena itu
berbagai permasalahan kehidupan masyarakat perlu diselesaikan baik
dengan pendekatan ilmu agama maupun ilmu umum.

Hal ini sesuai wawancara dengan Muhibbin, Rektor UIN

Walisongo periode 2015-2019. Dikatakan bahwa latar belakang
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transformasi IAIN Walisongo menjadi UIN adalah antara lain dalam
rangka memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin kuliah mengambil
prodi/jurusan umum di IAIN Walisongo.

Motivasi transformasi IAIN Walisongo ke UIN
sesungguhnya sudah lama dimulai. Yaitu... salah
satunya ketika ada masyarakat yang anaknya ingin
meneruskan di fakultas umum, di mana di Semarang
yang ada di UNDIP, di UNES, sementara di Walisongo
hanya prodi-prodi keagamaan saja. Sehingga kami tidak
bisa menampung mereka..padahal orang tua mereka
menginginkan anak-anaknya bisa kuliah di 1AIN
Walisongo. Karena itu kami sepakat menjadikan 1AIN
Walisongo menjadi universitas sehingga akan mampu
memberikan program-program studi umum yang dituntut
oleh masyarakat waktu itu. Ini yang menjadi motivasi
kenapa IAIN Walisongo berharap ingin menjadi UIN.
Disamping juga dengan universitas yang lebih terbuka
kami juga bisa mengembangkan beberapa prodi yang
diinginkan oleh masyarakat..hal itu juga dilatarbelakangi
oleh kenyataan bahwa kami telah menjalin hubungan
internasional dengan beberapa universitas di luar negeri
yang prodi-prodi dikembangkan oleh mereka yang kita
tidak punya. Kita hanya punya prodi-prodi keagamaan
saja..yang secara duniawi kurang dibutuhkan. Tapi akan
dibutuhkan kalau dilengkapi oleh prodi-prodi umum.
Dengan demikian ingat kami untuk mentransformasikan
IAIN menjadi UIN semakin keras, semakin kuat, dan itu
yang melatarbelakangi kenapa IAIN Walisongo
bertransformasi menjadi UIN.?

Kondisi ini juga sesuai hasil wawancara dengan Saidurrahman,
Rektor UIN Sumatera Utara sebagai berikut:

Dalam sejarahnya, pendidikan Islam mengalami
dikotomi. Ada ilmu agama dan ada ilmu umum.
Wujudnya di dalam pendidikan kita, ada universitas
umum dan ada universitas agama misalnya STAIN dan
IAIN , sebelum ada UIN. PTKI mengelola ilmu agama,
Syari’ah, Ushuluddin, Dakwah, dan Tarbiyah. Di level

* Muhibbin, Wawancara, Semarang, 11 Juli 2020.



149

yang paling bawah, ada madrasah dan ada pula sekolah

dasar, SMP...yang mengelola ilmu umum.

Pola berpikir dikotomik ini tidak membawa kemajuan

peradaban Islam. Berkasa pada sejarah, kemajuan Islam

pernah dicapai pada era Ibn Sina, Al-Farabi, 1bn Rusyd

dan lain-lain, karena ilmu itu integral. Tidak ada

dikotomi, pemisahan, apa lagi berbenturan.

Oleh karena itu, latar belakang transformasi UIN itu

adalah didasari untuk kembali memajukan peradaban

Islam yang cara yang diyakini adalah melalui integrasi

keilmuan. Jadi ilmu agama dan ilmu umum tidak lagi

dihadap-hadapkan, apa lagi dibenturkan. Sebaliknya
ilmu-ilmu itu harus integrasi, dipadukan atau

“disatukan”.*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka secara aksiologis
perlu dilakukan integrasi ilmu. PTKIN perlu membuka prodi/jurusan
mata kuliah umum. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan
integrasi ilmu maka PTKIN harus berubah bentuk menjadi UIN.
Karena sebelum menjadi universitas kewenangan PTKIN hanya boleh
melakukan kajian satu rumpun ilmu, yaitu rumpun ilmu agama.

Berdasarkan landasan normatif, transformasi IAIN menjadi
UIN sebagai sarana melakukan integrasi ilmu bersumber pada norma
dari dasar-dasar keagamaan dalam teks-teks agama. Sumber utamanya
adalah al Quran dan Hadis serta produk-produk penafsiran para ulama.
Al Qur’an dan Hadits tidak membatasi umat Islam hanya melakukan
kajian ilmu agama murni. Akan tetapi banyak ayat dari al Qur’an dan

banyak hadits Nabi yang memerintahkan agar umat Islam memikirkan

seluruh ciptaanNya untuk dikembangkan dalam ilmu pengetahuan.

* Saidurrahman, Wawancara, Medan, 8 Juli 2020.
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Uraian ini sebagaimana hasil wawancara dengan Saidurrahman,
Rektor UIN Sumatera Utara, sebagai berikut:

Umat Islam tertinggal jauh dari peradaban Barat telah
menjadi kesadaran bersama umat Islam. Syekh Syakib
Arselan menjawab pertanyaan ulama Kalimantan,
mengapa umat Islam mundur dan umat lain atau bangsa
lain maju? Jawaban Syekh adalah, umat Islam mundur
karena meninggalkan Al-Qur’an. Jika ingin maju, maka
harus kembali kepada Al-Qur’an dan Hadis. Masalahnya
adalah, bagaimana kembali kepada Al-Quran dan Hadis.
Sebagian kelompok memahaminya kembali kepada teks
Al-Qur’an dan Hadis menjadikannya sebagai pedoman
hidup. Namun dalam aplikasinya ada masalah.

Kelompok lain memahaminya berbeda, kembali kepada
Al-Qur’an dan Hadis adalah kembali kepada ruh,
semangat, esensi dari Al-Qur’an. Sampai disini ketemu
pesan dasar Al-Qur’an sesuai dengan ayat-ayat awal. Al-
Qur’an membawa semangat keilmuan yang integralistik.
IiImu yang tidak dikotomik. Semua ilmu bertumpu pada
tauhid.”

Transformasi IAIN menjadi UIN telah mendasarkan pada
landasan juridis. Hal ini diperlukan sebagai dasar hukum pelaksanaan
transformasi. Sebab apabila tidak ada regulasi sebagai dasar
hukumnya, maka trtansformasi tidak dapat dilaksanakan.

Landasan yuridis transformasi IAIN menjadi UIN diantaranya
sebagai berikut:

1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 yang

kemudian diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 3;

% Saidurrahman, Wawancara, Medan, 8 Juli 2020.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi pada Pasal 5;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP No. 32 Tahun
2013;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan
Tinggi Keagamaan;

Keputusan/Peraturan Presiden (sebanyak 16 Keppres/Perpres)
tentang Perubahan Bentuk dari STAIN/IAIN menjadi UIN;
Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Penetapan Pembidangan llmu dan Gelar Akademik di Lingkungan
Perguruan Tinggi Agama Islam;

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Perubahan Bentuk PTK;

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

152

Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program
Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama
Islam;

Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan
Tinggi Agama Islam;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 154 tahun 2014 tentang Rumpun llmu Pengetahuan dan
Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi dalam Pasal 2;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;

Keputusan Direktur Jenderal Nomor Dj.1/441/2010 tentang
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3389 Tahun
2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas,
dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun
2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI mengacu

pada KKNI dan SN-Dikti.
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Transformasi  IAIN  menjadi UIN juga dilaksanakan
berdasarkan landasan historis. Dalam buku Pedoman Integrasi IImu di
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang diterbitkan oleh Dir. Diktis
(2019) dijelaskan sebagai berikut:

Secara historis, sejak awal kelahirannya PTKI
mengemban fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga
akademik sekaligus sebagai lembaga dakwah. Sebagai
lembaga akademik PTKIN dituntut memerankan diri
sebagai lembaga pendidikan tinggi yang konsisten
mengikuti aturan-aturan akademik sedemikian rupa,
sehingga memungkinkan civitas akademikanya mampu
bersaing dengan anggota komunitas akademik lainnya.
Sementara itu, sebagai lembaga dakwah, PTKIN
diharapkan bisa memenuhi aspirasi, harapan dan
kepentingan umat Islam mendapatkan lembaga
pendidikan tinggi agama yang akan mencetak bukan saja
sarjana dengan wawasan intelektual yang luas tapi juga
ulama dengan pengetahuan agama yang mendalam.®

Secara historis, hasrat keinginan umat Islam untuk mendirikan
pendidikan tinggi sudah dirintis sejak zaman kolonial Belanda.’
Beberapa organisasi masyarakat Islam antara lain Sarikat Islam,
Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan NU sudah menyuarakan
pentingnya didirikan pendidikan tinggi Islam. Namun demikian
keinginan ini belum membuahkan hasil disebabkan oleh faktor internal
umat Islam yang belum solid, karena keinginan mendirikan pendidikan
tinggi Islam baru disuarakan oleh elemen-elemen kecil umat Islam.

Juga karena faktor eksternal suasana masih dalam penjajahan Belanda,

yang tidak menginginkan umat Islam maju.

® Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pedoman Integrasi limu.., 33.
" Yahya, Amiruddin, “Dinamika Lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia”, MIQOT: Jurnal
Hmu-ilmu Keislaman, Vol. XLI No. 1 (Januari-Juni 2017), 101.
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Akibat politik etis, di awal abad 20 Belanda telah mendirikan
lembaga pendidikan tinggi, misalnya Sekolah Tinggi Teknik
(Technische Hogeschool) didirikan tahun 1920 di Bandung, Sekolah
Tinggi Hukum (Rechtskundige Hogeschool) didirikan tahun 1920 di
Jakarta, dan Sekolah Tinggi Kedokteran (Geneeskundige Hogescholl)
berdiri tahun 1927 di Jakarta.®

Pada tahun 1938, Dr. Satiman Wirjosandjoyo menulis artikel
dalam surat kabar Pedoman Masyarakat Nomor 15, menyuarakan
pentingnya didirikan pendidikan tinggi Islam. Dia melontarkan
gagasan pentingnya umat Islam mendirikan perguruan tinggi Islam
dalam upaya mengangkat harga diri kaum muslimin di tengah-tengah
masyarakat yang sedang mengalami kemajuan akibat politik etis
Belanda. Dalam tulisan ini direncanakan akan mendirikan sekolah
tinggi Islam yang berpusat di tiga tempat, yakni Jakarta, Solo, dan
Surabaya. Di Jakarta akan diadakan sekolah tinggi sebagai bagian atas
Sekolah Menengah Muhammadiyah (AMS) yang bersifat Westerch
(kebaratan). Di Solo akan diadakan sekolah tinggi untuk mendidik
mubalighin. Di Surabaya akan diadakan sekolah tinggi yang akan
menerima orang-orang pesantren.

Pada tahun 1940, untuk pertama kalinya berdiri perguruan
tinggi swasta Islam di Minangkabau, diberi nama Sekolah Islam

Tinggi (SIT), didirikan oleh Persatuan Guru-guru Agama Islam

® Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2006), 97.
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(PGALI) di Padang yand dipimpin oleh Mahmud Yunus.® SIT dibuka
secara resmi pada tanggal 9 Desember 1940, terdiri dari dua Fakultas,
yakni Fakultas Syariah (Agama) dan Fakultas Pendidikan dan Bahasa
Arab. SIT berlangsung sampai tahun 1942, karena ketika Jepang
datang, dilarang ada sekolah tinggi. Yang dibolehkan hanya madrasah
sampai tingkat atas.

Setelah Indonesia merdeka, tahun 1945, didirikan Sekolah
Tinggi Islam (STI) di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1945 di bawah
pimpinan Prof Abdul Kahar Muzakkir sebagai realisasi atas keinginan
Yayasan (Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam) yang dipimpin oleh
Moh. Hatta. Kurikulum yang dipakai adalah mencontoh Fakultas
Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo.'°

Dalam kajian historis, nama perguruan tinggi Islam di
Indonesia terus mengalami perubahan, sebagai berikut:

1. Sekolah Tinggi Islam (STI) tahun 1945-1948.
Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Juli 1945 mendirikan
Sekolah Tinggi Islam (STI). Pada tahun 1946, karena suasana
revolusi kemerdekaan, STI ikut Pemerintah Pusat Republik
Indonesia pindah ke Yogyakarta, yaitu dibuka tanggal 10 April
1946.

2. Universitas Islam Indonesia (UIl) tahun 1948-1950

® Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Hidakarya, 1996), 117-121.
19 Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem, 98-99.
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Pada tanggal 10 Maret 1948 STI berubah nama menjadi
Universitas Islam Indonesia (Ull) dengan empat fakultas, yaitu:
Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Perguruan Tinggi
Islam Indonesia (PTII) yang berdiri tanggal 22 Januari 1950 di
Surakarta, kemudian pada tanggal 20 Februari 1951 bergabung
dengan Ull yang berkedudukan di Yogyakarta. Namun Ull bukan
dikelola oleh pemerintah. Ull berstatus swasta, bukan negeri.
Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) tahun 1950-1960.

Fakultas Agama Ull merupakan embrio pendirian PTAIN.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 34 Tahun 1950
Pemerintah Rl meresmikan Perguruan Tinggi Islam Negeri
(PTAIN) yang diambil dari fakultas Agama Ul|I.

PTAIN ini memiliki jurusan Dakwah, Qodlo, Pendidikan yang
merupakan cikal bakal dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
. Akademi Dinas llmu Agama (ADIA) tahun 1957-1960.

Dalam rangka menyiapkan pegawai negeri di Departemen
Agama khususnya untuk kepentingan kualitas guru dalam
pengajaran agama di sekolah, pada tanggal 14 Agustus 1957
didirikan ADIA, berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1
Tahun 1957.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mulai tahun 1960.
PTAIN yang berada di Yogyakarta dan ADIA yang berada

di Jakarta kemudian dilebur menjadi IAIN yang berlokasi di
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Yogyakarta. Peresmian IAIN yang pertama kali ini dilaksanakan
pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta. Dan pada tahun
1965 IAIN Yogyakarta berubah nama menjadi IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Pada tahun 1960 ADIA menjadi IAIN Cabang Jakarta dan
dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1963 IAIN Cabang
Jakarta ditetapkan menjadi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sampai dengan tahun 1973 telah berdiri 14 IAIN, yang
kemudian masing-masing mengembangkan diri dengan membuka
fakultas cabang di daerah lain.

. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) mulai tahun 1997.

Pada tahun 1997 sebanyak 40 fakultas cabang IAIN dilebur
dan diubah menjadi 33 STAIN. Hal ini berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 11 Tahun 1997. Sejak 1 Juli 1997 diresmikan 33
STAIN se-Indonesia.

Universitas Islam Negeri (UIN) mulai tahun 2002.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan guru mata pelajaran
umum di madrasah, maka IAIN di era tahun 1980-an mulai
membuka jurusan/prodi umum yang dicangkokkan ke Fakultas
Tarbiyah dengan diberi nama jurusan Tadris. Di era tahun 1990-an
dalam rangka memberikan layanan alumni Madrasah Aliyah
Negeri (MAN) yang banyak lulusannya ingi meneruskan ke prodi

umum (karena orientasi pembelajaran mata pelajaran agama dan
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mata pelajaran umum di MAN adalah 30:70) maka IAIN semakin
mengembangkan diri membuka jurusan/prodi umum.

Kondisi ini mendorong arus masyarakat yang menginginkan
perubahan status IAIN menjadi UIN. Maka pada tahun 2002 IAIN
Syarif Hidayatullah Jakarta mengawali transformasi menjadi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.

Uraian landasan historis di atas telah menegaskan bahwa
transformasi kelembagan pada pendidikan tinggi keagamaan Islam
di Kementerian Agama telah berlangsung sejak lama dan
berlangsung secara dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan
zaman.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
transformasi IAIN menjadi UIN bergulir sejak lama karena
keberadaan PTKIN telah diakui oleh masyarakat sebagai lembaga
pendidikan tinggi Islam yang mampu menjawab tantangan
peradaban Islam masa depan. Keberadaan PTKIN di Indonesia
telah berhasil menyelenggarakan pola pendidikan akademik pada
sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengatahuan di
luar studi keislaman.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Direktur Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam berikut ini:

Sejarah dan eksistensi UIN tidak terlepas dari peran
Kementerian Agama.... kalau kita dalami dalam

perspektif kesejarahan cikal bakal UIN merupakan
sejarah panjang sejak IAIN didirikan oleh pemerintah
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Indonesia pada tahun 1960 di Yogyakarta dengan nama
Al Jami‘ah al-Islamiah al-Hukumiyah,....dengan latar
belakang gabungan dari Perguruan Tinggi Agama Islam
Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan Akademi Dinas IImu
Agama (ADIA) Jakarta....pada saat itu.™*

Lebih lanjut menurutnya:

“Selanjutnya pada tahun 1963, juga berdiri cabang-
cabang IAIN yang terpisah dari pusat.....pada tahun 1973
IAIN Sumatera Utara merupakan IAN terakhir
didirikan.... kemudian pada abad ke-21, sejumlah IAIN
berubah nama menjadi UIN.... karena memiliki fakultas
dan jurusan di luar studi keislaman. IAIN Syarif
Hidayatullah di Jakarta merupakan IAIN yang pertama
kali berubah nama menjadi UIN....ini melalui proses
yang panjang yang awalnya prodi umum Kkita kenal
dengan tadris... pada tahun 2000 kemudian menjadi
Fakultas..setelah menjadi UIN.....pada awal 2002 sampai
2015 tercatat terdapat 14 IAIN di Indonesia.... dan pada
tahun 2017 ada tambahan 6 UIN sehingga menjadi 17
UIN di Indonesia... ini menunjukkan bahwa transformasi
IAIN menjadi UIN merupakan sebuah sunnatullah yang
telah berjalan dinamis sejak zaman kemerdekaan sampai
saat ini."

Hasil wawancara di atas menegaskan bahwa latar belakang
transformasi IAIN menjadi UIN merupakan sebuah dinamika yang
berlangsung secara dinamis pada Perguruan Tinggi Islam. Proses
pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi Islam telah terjadi
sejak zaman kolonial Belanda, kemudian dilanjutkan pada era

kemerdekaan mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan

Era Reformasi sekarang.

1 bid.,
12 1hid.,
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Pada dasarnya PTKI didirikan pada awalnya karena dua faktor
utama. Pertama, karena mulai banyak berdiri perguruan tinggi umum
di Indonesia antara tahun 1920 sampai dengan 1924, ditandai dengan
berdirinya Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, Sekolah Tinggi Hukum
di Jakarta, dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta.

Kedua, kebutuhan dan respon masyarakat Islam di Indonesia
untuk meningkatkan kehidupan beragama dalam rangka menangkal
masuknya pengaruh ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia.

Grand Desain Pendidikan Tinggi Islam yang diterbitkan oleh
Dit. Diktis menyebutkan bahwa kebijakan transformasi IAIN menjadi
UIN juga didorong oleh beberapa faktor, antara lain:1) Islam moderat
di Indonesia dan deradikaliasi, 2) Pentingnya akses pendidikan di
berbagai wilayah, 3) APK Nasional pendidikan menengah atas masih
relatif cukup rendah, 4) Kebutuhan pembangunan daerah yang perlu
direspon oleh PTKIN, 5) Perkembangan daerah yang relevan dengan
kebutuhan ketersediaan Perguruan Tinggi Islam, 6) Wilayah dan
demografis yang bervariasi, 7) Jumlah SMU/SMK/MA/Sederajat, dan
8) Daya saing mutu PTKIN.®

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa transformasi
IAIN menjadi UIN mengacu pada kebutuhan masyarakat,
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, kebutuhan

pembangunan nasional, dan pertumbuhan jumlah mahasiswa.

3 Direktorat Pendidikan Islam, Grand Desain Pendidikan Tinggi Islam.
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Sebagaimana hasil wawancara dengan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam:

Sesuai arahan Bapak Menteri Agama... pada salah satu
acara peresmian transformasi PTKIN di Istana Negara

. Beliau menyatakan bahwa.... keberadaan PTKIN
harus mampu menciptakan mahasiswa yang secara
intelektual, mampu memahami Islam dalam rangka
menangkal paham radikalisme dan aliran Islam yang
ckstrim..... maka peran dan tangung jawab Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam... dituntut berkreasi dan
berinovasi yang lebih manfaat dan kontekstual

disesuaikan dengan kondisi saat ini’*.*

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam juga
menyampaikan hal senada:

Transformasi IAIN menjadi UIN..... kami dukung dalam
konteks peningkatan kualitas atau mutu PTKIN... bukan
serta merta membuka seluruh akses untuk melakukan
transformasi...... artinya  transformasi  harus tetap
menjaga mutu dengan tidak mendegradasi Islamic
studies yang telah eksis di kampus masing
masing....... meskipun melakukan transformasi IAIN
menjadi UIN,... kajian keislaman pada PTKIN harus

tetap terjaga mutu dan kualitasnya™.*

b. Tujuan Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN
Tujuan transformasi IAIN menjadi UIN tidak hanya sekedar
berganti nama, namun lebih dari itu dengan transformasi diharapkan
mampu meningkatkan akses, daya jangkau dan sebaran dalam
meningkatkan mutu dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan

Islam.

4 Kamarudin Amin, Wawancara, Jakarta, 20 September 2019.
15 Arsekal Salim, Wawancara, Jakarta, 22 September 2019.
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Yang menjadi harapan utama dari proses transformasi IAIN

wider mandate transfomasi IAIN menjadi UIN.

menjadi UIN adalah adanya distingsi dan integrasi keilmuan sebagai

Sebagaimana hasil wawancara dengan Direktur Pendidikan

Tinggi Keagamaan Islam:

Yang menjadi tujuan atau wider mandate transformasi
IAIN menjadi UIN.....selain mengacu pada kebutuhan
tetapi harus ada distingsi dari masing-masing UIN serta
ada prodi-prodi unggulan melalui kajian lokal sesuai
wilayah PTKIN atau UIN tersebut berdiri..... Sebagai
contoh, untuk PTKN pada wilayah Kalimantan
dimungkinkan mengangkat isu lokal berupa pengkajian
budaya Melayu pada PTKIN, UIN Jakarta...Integrasi
Sains dengan Kedokteran...ini merupakan inti utama
transformasi IAIN menjadi UIN vyaitu ada integrasi
keilmuan dan distingsi pada 17 PTKIN yang menjadi
UIN. Bukan hanya sekedar ganti nama.*

Lebih lanjut menurutnya:

Transformasi PTKIN dimungkinkan jika..... PTKIN
tersebut telah mendapatkan kajian dan penilaian layak
untuk  mengalami  transformasi/perubahan  bentuk,
terutama kelayakan organisasi yang akan mengalami
perubahan secara signifikan dalam budaya dan iklim
organisasi..... Mengacu pada Renstra DIKTIS 2020-2024
..... kami mentargetkan ada 30 UIN baru dengan
memprioritaskan pada PTKIN di Provinsi yang belum
ada UINnya...dengan menyiapkan sarana dan prasana
yang dibutuhkan.*’

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Jenderal

Pendidikan Islam, dijelaskan bahwa:

18 1bid.
7 1bid.
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Untuk... memberikan jaminan mutu Pendidikan Tinggi
Islam...dibutuhkan sebuah desain pengembangan jangka
panjang yang kami susun dalam grand desain
transformasi IAIN menjadi UIN....di dalamnya memuat
reorientasi transfomasi IAIN menjadi UIN sebagai upaya
pembenahan dan penyempurnaan Sistem Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam .....juga terdapat aspek link and
match dan orientasi pada transformasi etis dalam rangka
mencetak serta membentuk watak dan karakter Islami
setiap lulusannya.'®

Hal ini juga di tegaskan oleh Direktur Pendidikan Tinggi
keagamaam Islam bahwa:

“Kebijakan dalam transformasi IAIN menjadi UIN pada
setiap PTKIN harus mengarah dan mengacu pada misi
Kementerian  Agama..... dalam  mensosialisasikan
pemahaman dan pengalaman moderasi keagamaan Islam
yang moderat, sehingga nantinya akan muncul hasil
kajian dan output lulusan PTKIN yang menjaga
semangat moderasi Islam.*®

Lebih dari itu, sebagaimana hasil wawancara dengan Kasubdit
Kelembagaan dan Kerjasama pada Dit Diktis Ditjen Pendis:

Proses transformasi harus memiliki orientasi yang jelas
dan ditindaklanjuti dengan reaktualisasi IAIN menjadi
UIN agar menjadi pioneer dalam mewujudkan cita-cita
masyarakat madani melalui internalisasi,
institusionalisasi, dan fungsionalisasi Islam dalam
kehidupan masyarakat yang majemuk”.?°

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam memberikan
penjelasan lebih lanjut:
Memang saya sepakat dengan pak Dirjen.....PTKIN

harus melakukan reorientasi dan reaktualisi transformasi
IAIN menjadi UIN.... sederhananya dari konsep

'8 Kamarudin Amin, Wawancara, Jakarta, 15 November 2019.
19 Arsekal Salim, Wawancara, Jakarta, 22 September 2019.
%0 H.M. Adib Abdushomad, Wawancara, Jakarta, 28 September 2019.



diimplementasikan  secara nyata.....bagaimana?.....ya
IAIN  ketika menjadi  UIN  harus  mampu
mentransformasikan konsepsi-konsepsi Islam dalam
kehidupan nyata, baik sebagai faktor motivatif, edukatif,
dan dinamisatif, maupun sebagai faktor selektif,
preventif, dan responsif dalam menyikapi segala
kemungkinan yang akan menyeret pada pemikiran,
ideologi, sikap, dan perilaku yang menyimpang sehingga
menjadi PTKI yang bermutu.*

Tinggi Keagamaan Islam kembali menambahkan:

Memang benar apa yang telah di sampaikan oleh Pak
Dirjen dan Pak Direktur... sederhananya begini Pak,
transformasi  IAIN  menjadi  UIN.... atau saya
menyebutnya transformasi PTKIN secara
umum....sebenarnya kita ingin PTKIN hadir menjadi
perguruan tinggi yang betul-betul diharapakan oleh
masyarakat, memiliki daya tampung yang memadai
terutama distingsi dalam pengembangan prodi-prodi
umum maupun keagamaan dan integrasi keilmuan,
peningkatan tata kelola yang mengarah pada Good
University Government (GUG)........ direktorat berharap
transformasi ini akan menghasilkan lulusan yang
mempunyai integritas, kompeten, capable, profesional,
berkinerja tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan
stakeholders.?

164

Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Pendidikan

Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013-2017,

Mudjirahardjo mengatakan bahwa transformasi IAIN menjadi UIN

perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan integrasi keilmuan. Karena

kalau masih Institut, maka IAIN tidak bisa membuka prodi/jurusan

umum. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Mudjirahardjo

sebagai berikut:

2! Arsekal Salim, Wawancara, Jakarta, 29 September 2019.
2 H.M. Adib Abdushomad, Wawancara, Jakarta, 28 September 2019.
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Bahwa Islam itu bukan hanya sholat...Islam itu juga
peradaban. Artinya mengembangkan ilmu pengetahuan.
Untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang
luas terutama sains dan teknologi, tidak mungkin dengan
kelembagaan IAIN, tetapi harus menjadi UIN.%

Tujuan transformasi IAIN menjadi UIN juga bisa dilihat dari
hasil wawancara dengan Saidurrohman, Rektor UIN Sumatera Utara,
sebagai berikut:

Tujuan transformasi untuk kembali meraih kejayaan
agama Islam. Pada masa lampau, kita memiliki ilmuwan
Islam yang hafal Al-Qur’an, hafal hadis, ahli fikih, ahli
kalam bahkan ahli tasawuf. Di sisi lain mereka juga ahli
kedokteran, ahli matematika, ahli fisika, ahli astronomi
dan ahli bidang-bidang lain. Ilmu agama dan ilmu umum
menyatu dalam kesadaran kognisi mereka. Tidak ada
keterpisahan. Ketika menjelaskan kesehatan pendekatan
agama dan ilmu kesehatan menyatu padu.

UIN dimaksudkan melahirkan ilmuwan baru yang
demikian itu. Oleh karenanya hadits yang banyak dibaca
itu, al-ulama warasat al-anbiya itu maksudnya ilmuwan-
ilmuwan yang menguasai ragam ilmu pengetahuan. Al
Anbiyanya itu nabi-nabi yang jumlahnya banyak. Jadi
hadis ini jangan dipahami sempit. Ulama pewaris nabi
Muhammad SAW saja. Melainkan ulama atau ilmuwan
harus mewarisi Nabi Isa yang ahli dalam bidang
kedokteran, Nabi Daud yang ahli dalam bidang besi,
Nabi Nuh yang ahli dalam bidang perkapalan. Ini adalah
wujud dari integrasi pada diri Nabi.

Jadi dari UINSU akan lahir fisikawan, ahli biologi, ahli
komputer, ahli kesehatan, ahli komunikasi. Dan mereka
juga menguasai ilmu agama yang menyatu dengan ilmu
umum.

Jika UIN bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan seperti
zaman keemasan Islam, maka bangsa ini akan maju.
Karena kita memiliki ilmuwan yang memiliki berpikir
integratif.*

2 Mudjirahardjo, Wawancara, Malang, 10 Juli 2020.
24 Saidurrahman, Wawancara, Medan, 8 Juli 2020.
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Eka Putra Wirman, Rektor UIN Imam Bonjol Padang
menyampaikan bahwa transformasi IAIN menjadi UIN dapat
mengangkat marwah lembaga di hadapan masyarakat umum. Berikut
ini hasil wawancara dengan Eka Putra Wirman:

Terkait dengan alih status IAIN Imam Bonjol menjadi
UIN Imam Bonjol Padang dapat kami sampaikan...
bahwa alih status yang diterima UIN Imam Bonjol tahun
2017 telah mendatangkan manfaat yang besar dan banyak
sekali kepada institusi kami.... alih status ini telah
mengangkat muruah atau marwah lembaga di hadapan
masyarakat umum.. di samping tentu memberikan
kepercayaan diri kepada civitas akademika, baik
pimpinan, dosen, maupun karyawan,...dan terutama
mahasiswa. Berkaitan dengan dasar kenapa IAIN beralih
status menjadi UIN, salah satunya adalah supaya terjadi
integrasi ilmu, integrasi berbagai ilmu, juga ada istilah
interkoneksi antarberbagai ilmu. Dan Alhamdulillah di
UIN Imam Bonjol Padang telah tejadi proses integrasi
dan interkoneksi beberapa ilmu terutama misalnya
sebagai contoh ilmu-ilmu psikhologi, diintegrasikan dan
diinterkoneksikan dengan ilmu tasawuf dan ilmu akhlak.
Yang kedua-duanya untuk sementara waktu sekarang ini
berada di Fakultas Ushuludin.?

Berdasarkan uraian data di atas dapat dipahami bahwa tujuan
utama transformasi kelembagaan PTKIN adalah ingin menciptakan
pendidikan tinggi Islam yang bermutu, unggul, profesional, dan
bersinergi dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan

tinggi Islam.

2 Eka Putra Wirman, Wawancara, Jakarta, 20 Juli 2020.
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2. Penerapan Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN Tahun 2002
sampai 2017
a. Kerangka Dasar Penerapan Kebijakan Transformasi IAIN menjadi
UIN
Transformasi IAIN menjadi UIN pada dasarnya bertujuan
untuk meningkatkan mutu, peningkatan akses, dan relevansi dengan
tidak mendegradasi Islamic studies. Di samping itu, seluruh PTKIN
diarahkan agar mengembangkan distingsinya berbasis pada potensi
lokal.
Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam, penetapan
kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN:
Selain pertimbangan populasi jumlah penduduk muslim
.....pertimbangan lain transformasi IAIN menjadi UIN
adalah potensi perekonomian masing-masing daerah.
Disamping itu juga memperhatikan input mahasiswa dan
lulusan PTKIN yang dihadapi di tiap daerah, berbeda,
tidak bisa diatasi dengan program studi agama saja. Hal
lain adalah lulusan SMA, SMK, dan MA yang ingin
melanjutkan kuliah di prodi umum, maka PTKIS harus
memiliki prodi umum untuk mewadahi alumni-alumni
tersebut.”®
Mengacu pada penjelasan di atas Grand Desain disusun secara
futuristik dan visioner dan menyesuaikan dinamika tingkat nasional,
regional, dan internasional. Di samping itu grand desain mengacu

pada trend peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi Islam

di Indonesia serta mengacu pada trend ujian masuk perguruan tinggi

2% Kamarudin Amin, Wawancara, Jakarta, 8 Oktober 2019.
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negeri beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu kewajiban PTKIN
harus bisa membuat good strategy, artinya grand desain harus
dipikirkan strategi realisasinya agar dapat diterima oleh seluruh
stakeholders.

Seperti  penjelasan hasil wawancara dengan Direktur
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berikut ini:

Sampai saat ini..... sudah ada 17 IAIN menjadi UIN. Saat
ini  kami juga akan menindaklanjuti  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)
Kemenag, yang antara lain mengamanatkan peralihan
status IAIN menjadi UIN sampai dengan tahun 2024
sebanyak 30 UIN. Pak Dirjen..... sudah menyampaikan
dalam Rapim bahwa isyarat tahun ini Kkita boleh
membahas kriteria IAIN yang mau diubah menjadi
UIN.....Salah  satunya, IAIN tersebut mampu
menunjukkan akreditasi mutu yang baik. Kriteria
utamanya akreditasi institusinya A, dan berbagai Kriteria
yang diamanatkan oleh PMA 15/2014, antara lain
akreditasi prodi, jumlah guru besar, dan jumlah dosen
yang sudah doktor. Rata-rata dosen di PTKIN yang
sudah doktor saat ini masih 35 persen.

Lebih lajut diuraikan sebagai berikut:

Perubahan status dari IAIN menjadi UIN bukan hal
sederhana. Selain harus memenuhi persyaratan, proses
yang harus dilalui cukup panjang termasuk proses
koordinasi dengan KemenPAN&RB”. %/

Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Pendidikan

Tinggi Keagamaan Islam memberikan penjelasan tentang kerangka

dasar penerapan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN harus

2T Arsekal Salim, Wawancara, Jakarta 8 Oktober 2019.
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mengacu kepada Grand Design of Islamic Higher Education.

Selengkapnya dapat dicermati dari hasil wawancara berikut ini:

Transformasi IAIN menjadi UIN harus mengacu pada
Grand Design Of Islamic Higher Education, meliputi:
1) Strengthening Institutional Capacity (2015-2019), 2)
Reaching National Competitiveness (2020-2024), 3)
Positioning in Regional Competitiveness (2025-2029), 4)
Becoming the world’s Reference for Islamic Studies
(2030-2034).%

Lebih lanjut diuraikan bahwa:

proses transformasi....... mengacu pada transformasi
kelembagaan di kami....yaitu pertama.... Pendirian
PTKIN (STAIN) berdasarkan KMA Nomor 394 Tahun
2003 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, kedua
penegerian/alih status, dan perubahan bentuk mengacu
pada PMA Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan
Bentuk PTKN, dari...... sekolah tinggi menjadi institut,
Institut menjadi universitas, dan gabungan 2 PT/lebih
menjadi ST/I/U.%

Hal ini juga diperkuat dengan Grand Desain Transformasi

Kelembagaan Perguruan Tinggi Islam DIKTIS yang nenyatakan

bahwa:

Renstra  DIKTIS = 2019-2024  difokuskan  pada
pembenahan perangkat kelembagaan dan pembagunan
karakter pada aspek yang substantif dalam kerangka tata
kelola yang baik pada seluruh aspek dan bidang
kelembagaan, baik di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sehingga
tahap ini ditandai dengan kemampuan PTKI memenuhi
kecukupan syarat menyiapkan perangkat untuk menuju
daya saing perguruan tinggi dengan keunggulan masing-
masing dengan mengacu pada beberapa dimensi, yaitu

2 Adib Abdushomad, Wawancara, Jakarta 10 November 2019.

2 hid.
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dimesi etis, dimensi keilmuan, dimensi pendidikan dan
dimensi sosial, serta dimensi korporasi.*

Sirozi, Rektor UIN Raden Fatah Palembang memberikan
penjelasan dalam wawancara kami sebagai berikut:

Core business dari semua institusi pendidikan tinggi,
termasuk UIN Raden Fatah Palembang, adalah
membangun budaya akademik yang kuat, Kkreatif,
inovatif, dan produktif, yang melahirkan karya-karya
akademik berkualitas. terkait dengan penguatan budaya
akademik, kami menetapkan dua skala prioritas, yaitu:

a. meningkatkan komitmen dan kinerja akademik para
dosen dan mahasiswa, agar lebih termotivasi untuk
berkarya dan melaksanakan kegiatan tri dharma
dengan baik. untuk itu maka kami merevisi pedoman
akademik, pedoman penelitian, dan pedoman
kegiatan pengabdian kepada masyarakat, agar lebih
up to date dan berkualitas.

b. meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai
kegiatan akademik melalui kebijakan mainstreaming
prestasi. kebijakan ini diperkuat dengan berbagai
workshop dan pelatihan kompetensi akademik,
meningkatkan kuantitas dan kualitas jurnal, dan
memperbanyak dana penelitian.

¢. mendorong dan merekayasa terjadinya integrasi ilmu
dengan konsep “rumah ilmu”. dengan konsep ini,
maka berbagai disiplin keilmuan didorong untuk
saling mendekati, saling menyapa, saling
memperkaya, dan saling memperkuat.*

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
Kerangka Dasar Penerapan Kebijakan Transformasi IAIN
menjadi UIN harus mengacu pada perencanaan pengembangan
pendidikan tinggi Islam yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama, yang tertuang pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Grand Desain,

% Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Grand Desain Transformasi Kelembagaan Pendidikan
Tinggi Islam 2015-2034.
31 Sirozi, Wawancara, Jakarta, 19 Juli 2020.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana
Strategik.
b. Acuan dasar regulasi transformasi IAIN menjadi UIN

Proses transformasi IAIN menjadi UIN adalah proses yang
melibatkan banyak pihak. Selain PTKIN pengusul dan Kementerian
Agama, juga turut melibatkan unsur Kementerian lainnya, Yyaitu
KemenPAN-RB, Kemensetneg, Kemenkumham, dan Kementerian
Keuangan.

Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN harus mengacu
pada regulasi.®> Kerangka dasar acuan regulasi yang terkait dengan
kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN dalam bentuk berbagai
peraturan perundang-undangan, baik Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Surat Keputusan Presiden, Peraturan
Menteri Agama, maupun Keputusan Menteri Agama.

Regulasi utama dimulai dengan undang-undang. Kebijakan
transformasi IAIN menjadi UIN untuk pertama kalinya, yaitu IAIN
Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
tahun 2002 masih menggunakan UU No 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Namun kebijakan transformasi berikutnya, yaitu
transformasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta sudah menggunakan Undang-Undang No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

%2 Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Himpunan Regulasi tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam (Jakarta: DIKTIS, 2016).
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Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3401). Sampai dengan tahun 2017
UU No 20 Tahun 2003 masih menjadi acuan regulasi untuk
transformasi IAIN menjadi UIN.

Pada tahun 2012 terbit Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336). Undang-undang ini dipakai untuk
transformasi IAIN menjadi UIN mulai tahun 2013 sampai sekarang.

Setelah regulasi dalam bentuk undang-undang, acuan
regulasi berikutnya adalah dalam bentuk peraturan pemerintah.
Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN pada tahun 2002
sampai dengan 2013 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2014 terbit
Peraturan  Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi. Sebenarnya PP ini digunakan untuk perguruan tinggi di
bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional yang
kemudian pindah ke Kementerian Ristek. Akan tetapi karena PP
turunan dari UU No 12 Tahun 2012 untuk mengatur perguruan
tinggi di Kementerian Agama belum terbit, maka kebijakan
transformasi IAIN menjadi UIN mengacu pada PP No 4 Tahun

2014. PP yang mengatur perguruan tinggi di Kementerian Agama
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baru terbit tahun 2019, yaitu PP No 46 Tahun 2019 tentang
Pendidikan Tinggi Keagamaan.

Regulasi berupa Peraturan Menteri Agama yang
mengatur perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan baru
ada tahun 2014, yaitu PMA Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan. Artinya, sejak
tahun 2002 sampai dengan 2013 yang telah melahirkan delapan
UIN, proses transformasinya belum memiliki acuan regulasi dari
Kementerian Agama untuk mengaturnya. Yang ada adalah
Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama.33

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam:

Benar kami pasti mengacu pada yang anda sebutkan tapi

....acuan kami terutama pada Pasal 10 PP Nomor 4

Tahun 2014, Pasal 19 PP Nomor 46 Tahun 2019 dan

mekanisme serta persyaratannya diatur dalam PMA

Nomor 15 Tahun 2014...kalau mau lebih rinci konfirmasi

ke Kasubdit Kelembagaan.... Mengenai mekanisme

pengajuan, penilaian, dan penetapan IAIN menjadi UIN

....mun%kin bisa juga minta dokumen pendukung

lainnya.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit Kelembagaan

dan Kerjasama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam:

%% Himpuan Peraturan Menteri Agama RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi
Agama Islam Negeri Universitas (Jakarta: Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretriat Jenderal
Kementerian Agama, 2015).

3 Arsekal Salim, Wawancara, Jakarta, 8 Oktober 2019.
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Betul...... secara garis besarnya dasar hukum yang kami
gunakan KMA Nomor 394 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perguruan Tinggi dan PMA Nomor 15 Tahun
2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi
Keagamaan, yang kemudian kami terjemahkan pada
instrlégnent kecukupan untuk transformasi IAIN menjadi
UIN.

c. Proses Pengajuan Transformasi IAIN menjadi UIN
Pengajuan transformasi IAIN menjadi UIN melalui mekanisme
yang terstruktur dan terukur dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pimpinan PTK mengusulkan perubahan bentuk dilampiri dengan
naskah akademik ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Dir.
Diktis);

2. Dir. Diktis melakukan penilaian usulan perubahan bentuk PTK.
Proses penilaian ini disebut dengan self assesment internal dengan
melakukan kajian terhadap proposal transformasi IAIN menjadi
UIN. Disebut self assesment internal karena proses penilaian
belum melibatkan pihak kementerian lain. Apabila proposal dan
naskah akademiknya dinilai telah memenuhi syarat, maka Dir.
Diktis melakukan visitasi ke PTK untuk melihat langsung kesiapan
PTK melakukan transformasi. Selanjutnya, apabila hasil visitasi
telah membuktikan kesiapan PTK melakukan transformasi, maka
Dir. Diktis melanjutkan usulan transformasi ke Menteri Agama.
Akan tetapi apabila proposal usulan transformasi belum memenuhi

syarat, maka proposal dikembalikan ke PTK untuk diperbaiki.

% Adib Abdushomad, Wawancara, Jakarta, 10 Nopember 2019.
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3. Proposal yang telah memenuhi syarat diusulkan Dir. Diktis ke

Menteri Agama melalui Sekjen Cqg. Kepala Biro Ortala untuk
diproses usulan transformasi IAIN menjadi UIN ke Menteri
PANRB. Proses penilaian ini disebut dengan assesment lintas
kementerian, karena sudah melibatkan kementerian lain, yaitu
terutama Kementerian PANRB, Sekretariat Negara, dan
Kementerian Hukum dan Perundang-undangan.
Kementerian PANRB akan menganalisis usulan transformasi
berdasarkan standar evaluasi organisasi, Yyaitu ketepatan ukur,
ketepatan proses, dan ketepatan fungsi. Sekretariat Negara akan
melakukan evaluasi dari kesiapan dan kelayakan untuk diterbitkan
Peraturan Presiden tentang Perubahan Bentuk IAIN menjadi UIN.
Draft Peraturan Presiden harus dibahas dan mendapat pengesahan
dari Kementerian Hukum dan Perundang-undangan. Untuk
meyakinkan kelayakan dilakukan transformasi, pada tahap ini juga
dilakukan visitasi oleh Kepala Biro Ortala atas nama Menteri
Agama, yang kadang juga mengajak pejabat dari Kementerian
PANRB dan Sekretariat Negara.

Sebelum ada PMA Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan
Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan, proses transformasi belum
memiliki standar yang baku. Oleh karena itu proposal dan naskah
akademik usulan transformasi IAIN menjadi UIN sangat variatif.

Demikian juga dengan tahapan prosesnya juga sangat variatif. Mulai
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tahun 2014, proses pengusulan transformasi IAIN menjadi UIN harus

sesuai dengan PMA No 15 Tahun 2014.

Berdasarkan PMA Nomor 15 Tahun 2014, persyaratan yang

harus dipenuhi IAIN ketika melakukan usulan transformasi menjadi

UIN adalah sebagai berikut:

1.

Kualifikasi dosen yang magister maksimal 75 persen dan doktor
minimal 25%;

Kepangkatan akademik dosen adalah: Asisten Ahli maksimal 20%,
Lektor maksimal 30%, Lektor Kepala minimal 35%, dan Guru
Besar minimal 15%;

Rasio dosen:mahasiswa untuk ilmu sosial 1:25 dan untuk ilmu
eksakta 1:20;

Program S1 minimal memiliki 4 Fakultas, 8 Jurusan, dan 16 Prodi.
Sedangkan Program Pascasarjana minimal memiliki 4 jurusan dan
8 prodi;

Kualifikasi tenaga kependidikan (tendik) yang berpendidikan sama
atau di bawah D3 maksimal 40% dan yang sama atau di atas
sarjana (D4) minimal 60%;

Akreditasi Prodi Nilai A minimal 20%, nilai B minimal 50%, dan
nilai C maksimal 20%;

Sarana prasarana yang harus dimiliki sebagai berikut: tanah/lahan
minimal 250.000 m2, ruang kuliah minimal 3.250 m2, ruang kantor

administrasi 650 m2, ruang perpustakaan 600 m2, ruang komputer
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600 m2, ruang laboratorium 800 m2, ruang dosen tetap 1.300 m2,
koleksi buku perpustakaan minimal 10.000 judul buku;
8. Jumlah mahasiswa minimal 7.500 mahasiswa.

Dari uraian proses tahapan melakukan transformasi IAIN
menjadi UIN di atas dapat ditarik garis kesimpulan bahwa proses
transformasi  melewati berbagai macam proses, baik proses
administrasi, proses penjaminan mutu, maupun proses politik.

Hasil wawancara dengan Rektor UIN Raden Intan Lampung,
Moh. Mukri, diperoleh data sebagai berikut:

Transformasi IAIN Raden Intan Lampung menjadi UIN

Raden Intan Lampung (UINRI) membutuhkan proses

yang panjang. Alur panjang alih bentuk UINRI Lampung

dimulai dari tahap inisiasi pada tahun 2004-2010.

Kemudian tahap konsolidasi tahun 2011-2013. Tahap

berikutnya adalah presentasi pada tahun 2014. Kemudian

dilanjutkan dengan tahap negosiasi tahun 2014-2017.

Dan akhirnya tahap inagurasi tahun 2017.%

Selanjutnya Moh. Mukri mengatakan bahwa konsolidasi
manajerial merupakan hal yang sangat penting dan menentukan
keberhasilan transformasi. Selengkapnya dapat dilihat pada hasil
wawancara berikut ini.

Konsolidasi manajerial sangat menentukan keberhasilan

transformasi. Yang perlu dilakukan dalam konsolidasi

manajerial meliputi: kepemimpinan berbasis uswatun
hasanah, penyamaan frekwensi dan kebersamaan,
pemantaban stabilitas politik kampus, peningkatan sarana

prasarana, penataan lingkungan dan perubahan mindset,
penataan manajemen  keuangan dan  organisasi,

% Moh. Mukri, Wawancara, Jakarta, 12 Juli 2020.
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Proses transformasi IAIN menjadi UIN sempat dilakukan

moratorium pada tahun 2017 dalam rangka melakukan evaluasi

terhadap perubahan bentuk I1AIN menjadi

sebelumnya.

UIN pada 11 UIN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Pendidikan

Tinggi Keagamaan Islam:

bahwa:

Memang benar, Direktorat Pendidikan  Tinggi
Keagamaan Islam pernah melakukan moratorium
transformasi IAIN menjadi UIN pada tahun 2017,
karena pada waktu itu jumlah UIN yang ada dianggap
telah mencukupi dengan mengacu pada Surat Direktur
Jenderal Pendidikan Islam Nomor
2534/Dj.1/PP.03.2/07/2017 tanggal 4 Juli 2017. Pada saat
itu telah ada 11 UIN ditambah 6 UIN yang baru saja
berhasil melakukan alih status dari IAIN menjadi UIN.
Yaitu UIN Mataram, UIN Imam Bonjol Padang, UIN
Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Thaha Saifuddin
Jambi, UIN Raden Intan Lampung, dan UIN Sultan
Maulana Hasanuddin Banten.®

Lebih lanjut Direktur Jenderal Pendidikan Islam menguraikan

Ya...benar pernah moratorium.....karena transformasi
IAIN menjadi UIN bukan hal yang sederhana. Karena
harus memenuhi persyaratan dan proses yang cukup
panjang, termasuk  proses  koordinasi  dengan
KemenPAN&RB. Ini juga berdampak pada beberapa
konsekuensi logis. Bertambahnya program studi juga
berpengaruh pada penambahan dosen prodi, anggaran,
serta fasilitas lainnya. Atas saran MenPAN&RB kami
fokus membina yang sudah ada dulu.*

7 1bid.

% Arsekal Salim, Wawancara, Jakarta, 20 September 2019.
% Kamarudin Amin, Wawancara, Jakarta, 15 November 2019.
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Hal senada juga disampaikan Kasubdit Kelembagaan dan

Kerjasama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam:

dalam rangka penataan kelembagaan dan peningkatan
mutu pendidikan keagamaan Islam negeri sekaligus
melakukan kajian ulang terhadap kajian integrasi
keilmuan PTKIN. Maka kami  menyusun rencana
pengembangan PTKIN dalam bentuk grand desain yang
mencakup peta persebaran PTKIN, proyeksi PTKIN, dan
rencana pengembangan PTKIN ke depannya diharapkan
proses transfomasi IAIN menjadi UIN benar-benar sesuai
dengan harapan bersama. “°

Oleh karena itu menurutnya:

Ya benar pernah ada moratorium. Kita hanya ingin
menegaskan bahwa transformasi IAIN menjadi UIN
mempunyai landasan yang jelas, terutama dalam distingsi
dam integrasi yang harus mengacu pada grand desain.
Di samping itu kami juga melakukan kajian
komprehenship tentang dampak perubahan dan hal-hal
yang mendukung transformasi ini. Kami juga melakukan
kajian data United Nations Development Programme
(UNDP), tentang Angka Partisipasi Kasar (APK)
perguruan tinggi di Indonesia masih berada di posisi 110
dari 180 negara yang berarti masih rendah, hasil kajian
kami merekomendasikan perlu ada UIN di setiap provinsi
dan IAIN atau STAIN di level kabupaten/ kota. Oleh
karena itu setiap pimpinan PTKIN harus memiliki
kesiapan yang cukup untuk berubah menjadi UIN, di
samping itu, para pimpinan PTKIS harus mampu
memberikan informasi tentang implementasi integrasi
keilmuan Islam dan sains. Diharapkan pimpinan PTKIN
harus mampu mengembangan prodi-prodi selain agama,
mampu memberikan nilai tambah bagi pengembangan
potensi  sosial  kemasyarakatan yang  bervariasi
antardaerah.*

0 H.M. Adib Abdushomad, Wawancara, Jakarta, 28 September 2019.

1 bid.
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Uraian di atas dipertegas dengan hasil wawancara dengan
Diretur Jenderal Pendidikan Islam:

PTKIN mengajukan usulan dengan menyertai naskah
akademik. Sesuai PMA Nomor 15 Tahun 2014, PTKIN
pengusul mengajukan usulan dengan menyertai naskah
akademik transformasi/perubahan  bentuk  kepada
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sesudah diadakan
kajian, penilaian dan analisis oleh Ditjen Pendidikan
Islam, kemudian direkomendasikan oleh Ditjen
Pendidikan Islam kepada Menteri Agama melalui
Sekretariat Jenderal yang akan ditelaah kelengkapan
persyaratannya oleh Biro Ortala.*?

Proses selanjutnya, menurutnya:
jika hasil telaahnya memungkinkan untuk dilanjutkan
prosesnya, maka akan disusun rancangan Surat Menteri
Agama untuk pengajuan usulan transformasi/perubahan
bentuk kepada Menteri PAN-RB untuk kemudian
dilakukan pembahasan antar/lintas kementerian, jika
hasil telaahan dinilai belum layak untuk diajukan
transfromasi/perubahan  bentuknya, = maka  akan
dikembalikan kepada pihak pengusul untuk dilengkapi
kekurangan persyaratannya.

Selama proses antarkementerian, maka yang bertanggungjawab
atas kelancaran proses pembahasan dan komunikasi antarkementerian
adalah Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Organisasi dan Tata
Laksana (Ortala) dengan melakukan uji kelayakan dan presentasi
kepada Tim Penilai dari Kementerian PANRB. Oleh karena itu Biro
Ortala juga melakukan visitasi ke PTKN. Kalau dirasa diperlukan,

dengan difasilitasi oleh Biro Ortala, Kementerian PANRB dan

Sekretariat Negara juga melakukan visitasi ke PTKN.

*2 Kamarudin Amin, Wawancara, Jakarta, 25 Nopember 2019.
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Selain itu PTKIN yang akan melakukan perubahan bentuk
menjadi UIN harus mampu menyelenggarakan integrasi keilmuan
Islam dan Sains serta memiliki distingsi terhadap prodi yang dimiliki
dengan prodi lain dari perguruan tinggi yang sudah ada.

Lebih teknis dijelaskan oleh Kasubdit Kelembagaan dan
Kerjasama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam:

Dalam  proses  transformasi  telah  dijelaskan
persyaratannya dalam lampiran PMA No 15 Tahun
2014. Bahwa Persentase Kepangkatan Akademik Dosen;
Rasio Jumlah Mahasiswa Dosen; Jumlah, Jenis, dan
Ragam Program Studi, Jurusan & Fakultas; Persentase
Kualifikasi Tenaga Kependidikan; Presentase Status
Akreditasi Program Studi; Sarana dan Prasarana; Jumlah
Mahasiswa.*

Lebih lanjut menurutnya, proses penilaian berdasarkan kriteria
penilaian transformasi kelembagaan dengan pertimbangan sebagai
berikut:

Unsur utama yang meliputi: status akreditasi institusi,
tanggal pendirian 1AIN, jumlah lulusan, total lahan
kampus yang dimiliki, rincian prodi & status
terakreditasi, jumlah  dosen tetap  berdasarkan
kepangkatan akademik, jumlah dosen tetap berdasarkan
jenjang pendidikan, jumlah mahasiswa per prodi, sarana
& prasarana yg dimiliki, anggaran (5 tahun  terakhir),
jumlah tendik.

Lebih detail diuraikan bahwa;

Termasuk pemanfaatan ICT dalam layanan akademik &
administrasi, kerjasama internasional, filosofi keilmuan
universitas, pengembangan prodi keagamaan, rancangan
nama fakultas & prodi yang diusulkan, rancangan prodi
umum & kekuatannya, rancangan pembinaan dosen

** HM Adib Abdushomad, Wawancara, Jakarta, 15 Nopember 2019/
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umum di UIN & sebaliknya, rencana 5 tahun pertama
setelah menjadi universitas, pendanaan persiapan setelah

menjadi  universitas,

yg pernah diperoleh,

dukungan/rekomendasi dari instansi terkait. Sedangkan
proses penilaian mengacu pada penilaian minimal yang
sesuai PMA 15/2014, dengan kriteria A > 350 Sangat
Direkomendasikan, B 300-349 Direkomendasikan, dan
C < 300 Tidak Direkomendasikan.*

d. Angka Partisipasi Kasar (APK) PTK/Ma’had Aly setelah ada UIN

Transformasi  PTKIN menjadi

UIN telah memberikan

kontribusi yang kuat pada peningkatan akses masyarakat yang

memasuki bangku kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan. Hal ini

dapat dilihat pada perkembangan APK (Angka Partisipasi Kasar) PTK

yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan

2019 tercatat terjadi peningkatan APK PTK/Ma’had Aly yang cukup

signifikan. Pada tahun 2015 APK PTK/Ma’had Aly sebesar 3,19 dan

pada tahun 2019 APK sebesar 5,29.

Selengkapnya perkembangan APK PTK/Ma’had Aly dapat

dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.1.

APK PTK/Ma’had Aly Tahun 2015-2019 *

No Tahun APK PTK/Ma’had Aly
1. 2015 3,19
2. 2016 3,65
3. 2017 3,69
4. 2018 4,06
5. 2019 5,29

“ bid.

** Ditjen Pendis, Rencana Strategik Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2020-

2024 (Jakarta, 2020), 9.
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Sedangkan perkembangan APK khusus PTKI juga terlihat dari
waktu ke waktu semakin meningkat. Transformasi IAIN menjadi UIN
memberikan kontribusi peningkatan APK PTKI cukup signifikan. Pada

tahun 2010 APK PTKI sebesar 2,61 dan pada tahun 2019 sebesar

4,46.%
Secara rinci perkembangan APK PTKI dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.2.
Perkembangan APK PTKI Tahun 2010-2019

Tahun | Mahasiswa | Penduduk Usia 19-23 Tahun APK
2010 550.694 21.063.900 2,61
2011 576.516 21.173.400 2,72
2012 617.200 21.275.200 2,90
2013 601.312 21.376.600 2,81
2014 623.712 21.472.000 2,90
2015 689.181 21.592.800 3,19
2016 775.517 21.727.300 3,57
2017 802.637 21.847.000 3,67
2018 874.756 21.941.000 3,99
2019 982.560 22.012.400 4,46

Hasil wawancara dengan Eka Putra Wirman, Rektor UIN
Imam Bonjol Padang menguatkan data ini. Ditegaskan bahwa
transformasi IAIN menjadi UIN telah menaikkan kepercayaan calon
mahasiswa untuk kuliah di UIN. Akibatnya, terjadi jumlah lonjakan
mahasiswa baru yang tinggi ketika IAIN berubah menjadi UIN.
Selengkapnya hasil wawancara sebagaimana berikut ini.

Kita mengalami lonjakan mahasiswa baru terutama di

awal-awal alih status IAIN menjadi UIN Imam Bonjol
Padang. Itu manfaat yang kita rasakan, munculnya trust

¢ EMIS PTKI Kementerian Agama.
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kepercayaan calon mahasiswa untuk kuliah di UIN Imam
Bonjol Padang.*’
e. Kendala Proses Transformasi IAIN menjadi UIN

Perubahan IAIN menjadi UIN akan sangat menentukan
kualitas lulusan yang dihasilkan. Perubahan tersebut memiliki arti dan
makna terutama perubahan kultur akademik dan perkembangan akhlak
karimah seluruh civitas akademika UIN.

Penguatan masa depan pendidikan tinggi Islam shaping the
future of Islamic higher education tidak dilihat sebagai upaya untuk
menyeret agama dalam posisi sub-ordinat dalam hubungannya dengan
perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tetapi sebagai
suatu usaha revitalisasi kehidupan keberagamaan yang sesuai dengan
konteks dan makna empiriknya. Sehingga pendidikan Islam menjadi
daya tawar bagi masyarakat dalam menghadapi dan mensikapi
perubahan yang begitu cepat.

Kendala yang dihadapi dalam proses tranformasi IAIN menjadi
UIN berdasarkan wawancara dengan Direktur Pedidikan Tinggi
Keagamaan Islam sebagai berikut:

Kendala yang dihadapi oleh PTKIN dalam transformasi

IAIN menjadi UIN lebih pada kendala internal maupun

ekternal, diantaranya adalah proses transformasi IAIN

menjadi UIN belum memiliki konsep yang matang
terutama dalam core bisnis yang akan dilakukan terutama
dalam pendirian prodi-prodi umum yang menjadi

prioritas utama, jumlah dosen yang memadai bagaimana
rektrutmentnya....biasanya hanya terjebak dalam

47 Eka Putra Wirman, Wawancara, Jakarta, 20 Juli 2020.



keinginan  mendapatkan  perubahan  status....hasil
pengamatan saya transformasi pada tahun 2017 pada 6
UIN selama kurun waktu 2 tahun belum siap mendirikan
prodi-prodi umum.*
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Proses transformasi pada tahap pertama sebagian besar telah

berjalan dengan baik meskipun pada tahap pertama belum ada panduan

yang

jelas tentang cara melakukan transformasi  dalam

mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan sains.

idiologi

Menurut Direktur Pedidikan Tinggi Keagamaan Islam:

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kendala dalam
proses transformasi IAIN menjadi UIN....karena 1)
ketidakjelasan dalam pelaksanaan program-program
pengembangan dan ukuran pencapaian kinerjanya; 2)
sumberdaya, dan sumber pendanaan 3) manajemen,
kemampuan manejerial baik tingkat universitas maupun
unit-unit kerja belum optimal dalam mewujudkan
pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, produktif,
serta akuntabel; dan 4) budaya, kultur akademik belum
terbangun, sehingga terjadi ketidakselarasan antara
kultur yang ada dengan strategi-strategi perubahan yang
dikembangkan.*®

Mudjirahardjo mengatakan bahwa integrasi yang merupakan

perjuangan UIN belum tercapai. Selengkapnya hasil

wawancara sebagai berikut:

Dalam perjalanannya ada kendala integrasi keilmuan di
UIN. Sampai sekarang, setelah 18 tahun ada UIN (sejak
UIN Syahid Jakarta tahun 2002) integrasi di UIN belum
tercapai. Padahal integrasi adalah idiologi perjuangan
UIN. Bahkan ada kecenderungan semakin tidak
terkontrol.... Pimpinan UIN harus mengawalnya. Tidak
boleh meleset. Tidak boleh keluar dari rel perjuangan.
Apapun prodinya, apapun jurusannya konteksnya harus
tetap integrasi. Integrasi adalah idiologi UIN. Kalau itu

8 Arsekal Salim, Wawancara, Jakarta, 20 Desember 2019.

9 bid.
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tidak terjadi maka UIN tidak beda dengan universitas
umum. Perangkat integrasi seperti pembelajaran Bahasa
Arab adalah wajib. Selain kegagalan integrasi, distingsi
antara UIN yang satu dengan UIN yang lain juga kurang
jelas.®®

Sedangkan Musafir Pababbari, Rektor UIN Alauddin Makassar
Masa Bakti 2015 — 2019 mengatakan dalam wawancara sebagai
berikut:

Permasalahan yang menjadi kendala dalam proses
transformasi IAN menjadi UIN antara lain adalah dalam
rangka menyamakan persepsi tentang integrasi keilmuan
dengan  melibatkan  dosen, mahasiswa, tenaga
kependidikan, dan alumni ,adalah sesuatu yang tidak
mudah. Kendatipun telah dilakukan sosialisasi, seminar
simposium secara masif. Untuk meminimalisir
permasalahan ini, kami telah melakukan berbagai upaya
praktis dengan menyelipkan pemahaman tentang
integrasi keilmuan dalam setiap pertemuan pimpinan
baik di tingkat Universitas maupun pada tingkat fakultas.
Masalah  implementasi  Integrasi  keilmuan telah
dirumuskan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang
meliputi bidang. Pendidikan/Pengajaran; dengan segala
turunannya termasuk kurikulum, sillabi dan modul,
integrasi  hasil penelitian dangan bahan kuliah, dan
mengintegrasikan hasil penelitian dengan pengabdian
pada masyarakat.>*

Muhibbin, Rektor UIN Walisongo tahun 2015-2019, juga
menjelaskan permasalahan transformasi IAIN menjadi UIN sebagai
berikut:

Sesungguhnya..untuk transformasi IAIN Walisongo
menjadi UIN..itu cukup banyak masalah. Intinya..ketika
proposal kami ajukan..waktu itu bersama dengan IAIN
Surabaya dan IAIN Aceh, tetapi....kami waktu itu masih
ada kendala komunikasi dengan pejabat di Jakarta,

%0 Mudjirahardjo, Wawancara, Malang, 10 Juli 2020.
5! Musafir Pababbari, Wawancara, Jakarta, 13 Juli 2020.
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....maka hasilnya IAIN Surabaya dan Aceh berhasil
menjadi UIN, sedangkan IAIN Walisongo masih belum
berhasil. Akibatnya banyak dosen dan mahasiswa di
IAIN Walisongo yang memlesetkan kata UIN menjadi
uinsyaAlloh. Akhirnya pimpinan [AIN Walisongo
menyelenggarakan acara mengundang pimpinan MUI se-
Jawa Tengah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Pak Mohammad Nuh, tetapi hasilnya juga masih nihil.
Akhirnya saya sendiri harus bertemu dengan Dirjen Dikti
di Kementerian Dikbud..waktu itu Pak Joko Santoso...di
mana saya harus berdiskusi dengan beliau di
kantornya,,bahwa saya tidak akan pulang kalau Pak Joko
Santoso  tidak memberikan  rekomendasi  untuk
transformasi IAIN Walisongo menjadi UIN. Itu setelah
hampir satu tahun..IAIN Sunan Ampel Surabaya menjadi
UIN. Akhirnya pada kesempatan yang telah ditentukan
datanglah waktu itu rekomendasi transformasi I1AIN
Walisongo menjadi UIN dari Dikbud. Itupun belum
selesai..karena waktu itu masih ada proses..proses di
kementerian-kementerian ~ lain..yang  membutuhkan
waktu cukup panjang. Sehingga saya harus mendapatkan
orang-orang penting di negeri ini yang bisa mendorong
IAIN Walisongo menjadi UIN. Itu perjuangan kami
untuk menjadikan IAIN Walisongo menjadi UIN.>

Selanjutnya Muhibbin  juga menjelaskan permasalahan
integrasi keilmuan sebagai berikut:

Kemudian integrasi keilmuan itu memerlukan waktu yang
panjang. Kami  berdiskusi  cukup  panjang..juga
mengundang beberapa pakar diantaranya adalah Pak Imam
Suprayogo, Bapak Amin Abdullah, juga Bapak-bapak
yang lain yang kemudian digodok dan dimatangkan oleh
Senat IAIN Walisongo pada waktu itu.. ltupun juga untuk
mensosialisasikan kepada mahasiswa juga para dosen..itu
cukup lama. Dan integrasi ilmu ini kemudian Kita
masukkan dalam visi dan misi dan setiap mahasiswa yang
baru masuk untuk memulai kuliahnya harus mendapatkan
materi integrasi keilmuan..sehingga sampai saat ini juga
sesungguhnya integrasi keilmuan itu sudah berjalan..tapi
masih ada yang belum mampu mencernanya sedemikian

52 Muhibbin, Wawancara, Semarang, 11 Juli 2020.
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melalui jalan yang berliku-liku.*®
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Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekarang

menjadi Kepala BPIP (Badan Pembinaan Idiologi Pancasila), Yudian

Wahyudi, mengatakan bahwa ada permasalahan mendasar dalam

integrasi keilmuan di UIN. Berbagai teori telah dilakukan oleh UIN

untuk melakukan integrasi keilmuan, namun hasilnya masih sangat

minim.

Berikut ini hasil wawancara dengan Y udian:

Dalam rangka ‘menemukan kembali Ibnu Sina yang
hilang’...sejumlah UIN mencanangkan berbagai teori...
Namun hasilnya masih sangat minim. Itupun masih
integrasi ilmu agama dengan, paling banter, ilmu-ilmu
sosial atau humaniora, sehingga akan mengalami jalan
buntu jika memasuki sains eksperimental. Hasilnya,
paling banter, hanyalah saintis hafal Quran, bukan saintis
ahli agama, karena teori-teori UIN tidak membahas dan
memadukan..... rumpun keilmuan metafisika
(keagamaan, humaniora, dan sosial) dengan rumpun
keilmuan fisika (natural, experimental atau applied
sciences). UIN, melalui integrasi keilmuan mestinya bisa
kembali menemukan Ibnu Sina yang hilang, vyaitu
agamawan dan saintis sekaligus.>*

Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Sirozi memberikan

sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Transformasi dari IAIN menjadi UIN bukan hanya
transformasi  kelembagaan, tetapi juga transformasi
mindsets (pola pikir) dan budaya akademik (academic
culture). Saya diangkat menjadi Rektor UIN Raden Fatah

5 bid.

5 Yudian Wahyudi, Wawancara, Jakarta 15 Juli 2020.

penjelasan tentang problematika transformasi IAIN menjadi UIN
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Palembang pada tanggal 10 Juni 2016, kurang dari dua
tahun setelah terjadi transformasi kelembagaan dari 1AIN
menjadi UIN Raden Fatah Palembang. sebagai Rektor
UIN masa transisi, maka tantangan terbesar dan terberat
yang saya hadapi adalah melakukan penataan
kelembagaan, mengubah mindsets, dan membangun
budaya akademik anggota sivitas akademika, agar
semuanya siap dan berkomitmen untuk bekerja keras
mewujudkan visi 20 tahun pengembangan UIN Raden
Fatah Palembang, yaitu “menjadi universitas berstandar
internasional, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter

Islami”.>®

f. Periodisasi Transformasi IAIN menjadi UIN Tahun 2002-2017

Setiap PTKIN yang melakukan proses transformasi menjadi

UIN, selalu saja memiliki cerita masing-masing yang berbeda. Tidak

ada satupun yang memiliki kesamaan persis. Apalagi

transformasi sebelum ada PMA Nomor 15 Tahun 2014.

proses

Namun demikian, apabila diambil garis kesamaan secara

umum, proses transformasi IAIN menjadi UIN yang sudah

berlangsung cukup lama (2002-2017) dapat dikelompokkan ke dalam 3

periode, yang masing-masing periode memiliki kekhasan tersendiri.

Periodisasi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:>°

Tabel 4.3.
Daftar Universitas Islam Negeri *
No. | Nama PTKIN Tahun | Periode
1 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2002 1

> Sirozi, Wawancara, Jakarta, 19 Juli 2020.

% Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Himpunan Regulasi tentang Pendidikan Tinggi
Keagamaam Islam, (Jakarta: Direktorat Penddidikan Tinggi Islam, 2016).

% Dit. Diktis, Direktori Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Jakarta: 2018).
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2 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004
3 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2004
4 | UIN Sulthan Syarif Kasim Riau Pekanbaru | 2005
5 | UIN Alauddin Makassar 2005
6 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2005
7 | UIN Sunan Ampel Surabaya 2013
8 | UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2013
9 | UIN Raden Fatah Palembang 2014 2
10 | UIN Sumatera Utara Medan 2014
11 | UIN Walisongo Semarang 2014
12 | UIN Antasari Banjarmasin 2017
13 | UIN Imam Bonjol Padang 2017
14 | UIN Mataram 2017
15 [ UIN Raden Intan Bandar Lampung 2017 ’
16 | UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017
17 | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2017

1. Periode Pertama (2002-2005)
Pada periode pertama kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN
telah melahirkan 6 UIN, sebagai berikut:
a. UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif

Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
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b. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Keppres Nomor 50
Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

c. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berdasarkan Keppres Nomor 50
Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Malang menjadi UIN Malang
dan SK Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan
Nama UIN Malang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

d. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, berdasarkan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sultan Syarif
Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;

e. UIN Alauddin Makassar, berdasarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2005
tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN
Sunan Gunung Djati Bandung dan IAIN Alauddin Makassar menjadi
UIN Alauddin Makassar; dan

f. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berdasarkan Perpres Nomor 57
Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan IAIN Alauddin
Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar.

Periode ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan
periode berikutnya. Ada STAIN yang langsung bertransformasi menjadi

UIN, yaitu STAIN Malang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

tanpa sebelumnya melewati tahapan transformasi STAIN menjadi IAIN.
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Dan sampai sekarang, ini adalah satu-satunya PTKIN yang bukan IAIN
yang melakukan transformasi menjadi UIN.

Kondisi ini dapat terjadi karena pada periode pertama,
Kementerian Agama belum menerbitkan Keputusan atau Peraturan
Menteri Agama yang mengatur tentang transformasi Perguruan Tinggi
Keagamaan. Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN pada periode
pertama lahir berdasarkan usulan dari PTKIN, bukan berdasarkan
Perencanaan Strategis atau Regulasi yang dirumuskan oleh Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Ditjen Pendidikan Islam
Kementerian Agama.

Keberhasilan IAIN Syahid Jakarta bertransformasi menjadi UIN
telah mendorong Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama merumuskan pengembangan UIN sebagai lembanga Pendidikan
Tinggi Islam bertaraf internasional yang dituangkan dalam Rencana
Strategik Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Tahun 2004-2009.°®

2. Periode Kedua (2013-2015)

Pada periode kedua Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN
telah melahirkan 5 UIN, meliputi:

a. UIN Sunan Ampel Surabaya berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun
2013 tentang Perubahan IAIN Sunan Ampel menjadi UIN Sunan

Ampel;

%8 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Tahun 2004-2009 (Jakarta: 2007), 20.
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b. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun
2013 tentang Perubahan IAIN Ar Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar
Raniry Banda Aceh;

c. UIN Raden Fatah Palembang, berdasarkan Perpres Nomor 129 Tahun
2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Palembang menjadi UIN
Raden Fatah Palembang;

d. UIN Sumatera Utara, berdasarkan Perpres Nomor 131 Tahun 2014
tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera
Utara; dan

e. UIN Walisongo Semarang berdasarkan Perpres Nomor 130 Tahun
2014 tentang Perubahan IAIN Walisongo Semarang menjadi UIN

Wali Songo Semarang.

Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN periode kedua ini
terbagi menjadi 2 paket. Yaitu Paket Pertama, tahun 2013: UIN Sunan
Ampel Surabaya dan UIN Ar Raniri Aceh; dan Paket Kedua tahun 2014:
IAIN Raden Fatah Palembang, IAIN Sumatera Utara, dan IAIN Walisongo
Semarang. Yang membedakan kedua paket ini adalah, paket kedua proses
transformasi sudah memiliki panduan berupa PMA Nomor 15 Tahun 2014
tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan.

Periode Ketiga (2017)
Terdapat 6 UIN hasil kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN

periode Kketiga, yang proses transformasinya dalam satu paket secara
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bersama. Oleh karena itu 6 UIN ini lahir berdasarkan satu paket Peraturan

Presiden, yaitu Perpres Nomor 34 sampai 39 Tahun 2017, sebagai berikut:

a.

UIN Mataram, berdasarkan Perpres Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Universitas Islam Negeri Mataram;

UIN Imam Bonjol Padang, berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2017
tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

UIN Antasari Banjarmasin, berdasarkan Perpres No 36 Tahun 2017
tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, berdasarkan Perpres Nomor 37
Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.

UIN Raden Intan Bandar Lampung, berdasarkan Perpres Nomor 38
Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berdasarkan Perpres Nomor
39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten;

Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN Periode Ketiga sangat

berbeda dengan periode pertama dan periode kedua. Selain proses

kelahiran kebijakan dilakukan dalam satu paket secara bersama, kebijakan

transformasi Periode Ketiga sudah masuk dalam Grand Desain

Pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang telah ditetapkan

oleh Dir. Diktis Ditjen Pendis Kemenag.
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Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN ditetapkan ke dalam 3
landasan hukum, yaitu:

1. Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden tentang Perubahan Bentuk
IAIN menjadi UIN;

2. Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN;

3. Peraturan Menteri Agama tentang UIN.

Transformasi IAIN menjadi UIN dikatakan sudah sah apabila telah
terpenuhi ketiga landasan hukum tersebut. Seluruh UIN hasil transformasi
masing-masing memiliki Keppres atau Perpres sendiri-sendiri. Namun khusus
UIN Alauddin Makassar dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung didasarkan
pada satu Perpres, yaitu Perpres Nomor 57 Tahun 2005.

Oleh karena itu kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN tahun 2002
sampai dengan 2017 (17 UIN) telah melahirkan 17 Keppres/Perpres dan 34
Peraturan Menteri Agama. Kalau dijumlahkan berarti ada 51 regulasi.

Berdasarkan 51 regulasi yang dihasilkan akibat kebijakan transformasi
17 IAIN/STAIN menjadi UIN diperoleh data tentang 3 aspek dasar
transformasi menjadi UIN. Ketiga aspek tersebut meliputi: 1) aspek platform
pendidikan, 2) aspek paradigma keilmuan, dan 3) aspek landasan
penyelenggaraan pendidikan.>®
1) Aspek Platform Pendidikan

a. Periode ke-1 (Tahun 2002-2005)

59

Himpuan Peraturan Menteri Agama RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri Universitas (Jakarta: Biro Ortala Sekretriat Jenderal Kementerian
Agama, 2015).
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Pada periode pertama, secara umum transformasi IAIN
menjadi UIN menekankan pengembangan kajian keislaman dan
keilmuan. Pendekatan integrasi keilmuan menjadi kajian utama,
didukung pengembangan kajian sains dan teknologi.

Secara rinci platform pendidikan yang dikembangkan oleh

UIN hasil transformasi dari IAIN/STAIN pada tahap pertama ini dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4.
Aspek Platform Pendidikan UIN Periode 1 Tahun 2002-2005

No | Nama PTKIN Platform pendidikan

1. | UIN Syarif Mewujudkan Pendidikan Tinggi Kelas
Hidayatullah Dunia dengan Keunggulan Integrasi
Jakarta Keilmuan, Keislaman, dan

Keindonesiaan.

2. | UIN Sunan Mewujudkan Pendidikan Tinggi yang
Kalijaga unggul dan  terkemuka  dalam
Yogyakarta pemanduan dan pengembangan

keislaman  dan  keilmuan  bagi
peradaban.

3 UIN Maulana Mewujudkan pendidikan tinggi
Malik Ibrahim integratif yang memadukan sains dan
Malang Islam bereputasi Internasional.

4 UIN Sulthan Mewujudkan pendidikan tinggi pilihan
Syarif Kasim utama pada tingkat dunia yang
Riau Pekanbaru mengembangkan ajaran Islam,

pengetahuan, teknologi dan/atau seni
secara integral 2023.

5 UIN Alauddin Mewujudkan pendidikan tinggi yang

Makassar menjadi  pusat  pencerahan  dan
transformasi iptek berbasis peradaban
Islam.

6 UIN Sunan Mewujudkan Universitas Islam yang
Gunung Djati unggul dan kompetitif.

Bandung

b. Periode ke-2 (Tahun 2013-2015)

Pada periode kedua ini, platform pendidikan yang




197

dikembangkan oleh UIN tidak jauh berbeda dengan tahap
pertama. Yaitu dengan menekankan pada pengembangan kajian
keislaman dan keilmuan. Semangat integrasi keilmuan menjadi
kajian utama. Perbedaannya adalah dengan manambahkan
penekanan penguatan karakter Islami yang akan menjadi ciri
khas UIN. Sedangkan nilai-nilai sains dicantumkan namun
belum menguraikan langkah-langkah  praktis  bentuk
integrasinya.

Secara rinci platform pendidikan yang dikembangkan
oleh UIN hasil transformasi dari IAIN pada tahap kedua ini
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5.
Aspek Platform Pendidikan UIN Periode ke-2 Tahun 2013-2015

No | Nama PTKIN Platform pendidikan
1 | UIN Sunan Ampel | Membangun nilai-nilai karakter:
Surabaya untuk bangsa yang cerdas, berbudi
luhur dan bermartabat (Building
Character Qualities: for the
smart, pious and honourable
nation).
2 | UIN Ar-Raniry | Mewujudkan pendidikan tinggi
Banda Aceh yang unggul dalam
pengembangan dan
pengintegrasian ilmu keislaman,
sains, teknologi, dan seni.
3 | UIN Raden Fatah | Mewujudkan pendidikan tinggi
Palembang yang  bertaraf  internasional,
berwawasan  kebangsaan, dan
berkarakter Islami.
4 | UIN Sumatera | Mewujudkan pendidikan tinggi
Utara Medan yang menciptakan masyarakat
pembelajar berdasarkan nilai-nilai
Islam (Islamic Learning Society).
5 | UIN Walisongo | Mewujudkan pendidikan tinggi
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Semarang Islam riset yang terdepan dengan
berbasis kesatuan ilmu
pengetahuan untuk kemanusiaan
dan peradaban.

Periode ke-3 (Tahun 2017)

Platform pendidikan UIN hasil transformasi dari IAIN
tahap Kketiga tetap mengacu dan menekankan pada
pengembangan kajian pengembangan keislaman dan keilmuan.
Perbedaannya adalah, pada tahap ini mencoba mengkaji dan
mencoba mengimplementasikan nilai-nilai sains diperkuat
dengan semangat integrasi keilmuan dengan menambahkan
semangat entrepreneurship.

Gambaran lengkap platform  pendidikan yang
dikembangkan oleh UIN hasil transformasi dari IAIN pada
tahap ketiga ini dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 4.6.
Aspek Platform Pendidikan UIN Periode ke-3 2017

No | Nama PTKIN Platform pendidikan
1 UIN Antasari | Mewujudkan pendidikan tinggi

Banjarmasin yang unggul dan berakhlak.
2 UIN Imam Bonjol | Mewujudkan pendidikan tinggi
Padang Islam yang kompetitif di Asean.

3 UIN Mataram Mewujudkan pendidikan tinggi
Islam dengan tata kelola yang
baik dan berdaya saing nasional
dalam mengembangkan kajian
Islam, sains teknologi, dan
peradaban secara integrative.

4 UIN Raden Intan | Mewujudkan universitas yang
Bandar Lampung | unggul dan kompetitif dalam
pengembangan ilmu keislaman
integratif- multidisipliner.

5 UIN Sultan | Mewujudkan perguruan tinggi
Maulana Islam  yang unggul dan
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Hasanuddin terkemuka dalam integrasi
Banten keilmuan yang berwawasan
global.

6 UIN Sulthan | Mewujudkan pendidikan tinggi
Thaha Saifuddin | Islam yang inovatif dengan
Jambi semangat entrepreneurship.

2. Aspek Paradigma Keilmuan UIN

a. Periode ke-1 (Tahun 2002-2005)

Paradigma keilmuan UIN hasil transformasi dari IAIN
periode ke-1 berusaha mengembangkan konsep paradigma
keilmuan yang mengacu pada integrasi ilmu pengetahuan
dengan mengacu pada al-Quran dan hadist serta teknologi.

Secara rinci paradigma keilmuan yang dikembangkan
oleh masing-masing UIN hasil transformasi periode pertama
dapat diuraikan di bawabh ini.

Pertama, UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta
mengembangkan paradigma keilmuan sebagai berikut:

1) Menggunakan “reintegrasi keilmuan” untuk merekonsiliasi
dan mereintegrasi antarilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu
umum agar kembali pada kesatuan transenden semua ilmu
pengetahuan agar menjadi basis universitas bagi
pengembangan keilmuannya;

2) Integrasi ilmu universitas berupa penyatuan ilmu
keagamaan Islam dengan ilmu-ilmu lain yang berbeda

dengan Islamisasi ilmu;
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3) Integrasi juga dipadukan dengan unsur kearifan lokal yaitu
kelndonesiaan;

4) Integrasi iptek dan imtaq dilandasi oleh moral sebagai
perwujudan konteks kehidupan dalam bermasyarakat.

Kedua, UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta
mengembangkan paradigma keilmuan sebagai berikut:
1) Mengembangkan konsep integritasi-interkoneksi yang tidak

hanya berurusan dengan realitas hidup dan realitas manusia
dalam ilmu umum tetapi juga realitas teks dalam ilmu-ilmu
kelslaman yang digambarkan dengan “jaring laba-laba
keilmuan” (scientific spider web) menggambarkan sebuah
jaring laba-laba keilmuan yang saling berhubungan dan
berinteraksi secara integrative-interkonektif antara berbagai
disiplin ilmu.

2) Body of building dari keilmuan integrative-interkonektif
universitas mencakup tiga ruangan lingkup kajian, yaitu: a)
ontology keilmuan integrative-interkonekif yang meliputi
objek material ilmu kawniyyah (alam semesta dan
manusia) dan material ilmu gawliyyah (teks-teks ajaran
alQur’an, Hadits, dan tulisan-tulisan para ulama yang
membahas tentang keduanya); b) epistemology keilmuan
integrative-interkonektif yang bersinergi antara indera
eksternal atau yang sering disebt dengan panca indera (al-

hawas al-khums), rasio (‘agl), dan hati (qalb); c) aksiologi
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keilmuan integrative-interkonektif yang membahas nilai-
nilai dari ilmu sehingga ia menjadi naungan unsur ontology
dan epistemology karena adanya nilai-nilai ilahiyah

(gawliyyah).

Ketiga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

mengembangkan paradigma keilmuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Menggunakan metafora pohon ilmu untuk menjelaskan
integrasi ilmu dan agama. Pohon ilmu yang besar dan
rindang, akarnya menghunjam ke bumi, batangnya kokoh
dan besar, berdahan dan ranting serta daun yang lebat dan
akhirnya berbuah sehat dan segar.

Integrasi keilmuan yang berbasis pada peningkatan kualitas
di berbagai bidang keilmuan, dengan Al-Qur’an dan Hadits
sebagai sumber yang menopang tegaknya seluruh keilmuan
dan menjadi pedoman berbagai disiplin ilmu dan
digambarkan sebagai akar dalam pohon ilmu yang
menghimpun saripati makanan ke seluruh sistem pohon:
batang, dahan, ranting, dan daun sebagai energy kehidupan
di pohon itu.

Mengutamakan budaya saing tinggi yang diciptakan pada
sains, teknologi, dan seni. Diintegrasikan dengan nyawa
ulul albab di dalamnya. Hal ini merupakan perwujudan dari

buah yang dihasilkan oleh pohon ilmu yang
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menggambarkan hasil kegiatan kajian agama Yyang
mendalam dan ilmu pengetahuan.

Penggambaran dahan yang banyak, ranting, dan daun di
pohon keilmuan yang menggambarkan berbagai disiplin
ilmu yang dapat dipilih dengan bebas oleh mahasiswa
sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya dengan
sumber ayat-ayat gawliyyah (pengetahuan dari Al-Qur’an)
dan hadits; dan ayat-ayat kawniyah (pengetahuan dari hasil
observasi, eksperimen, dan penalaran logis) sekaligus.
Penggambaran dari batang pohon ilmu yang tumbuh di
tanah yang subur dan padat. Pengembangan aspek
akademik yang tergambar melalui batang pohon ini
meliputi pelaksanaan dan pengembangan Tridharma
Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian)
secara professional diintegrasikan dengan tanah yang subur
dan padat yang menggambarkan pengembangan kultural
universitas yaitu kajian Islam.

Keempat, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

mengembangkan paradigma keilmuan sebagai berikut:

1)

Mengembangkan konsep keilmuan dengan memposisikan
al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar pengembangan ilmu
pegetahuan. Maka, ilmu pengetahuan dikembangkan

dengan mencari penjelasan-penjelasan pada al-Qur’an dan
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hadits sebagai ayat qauliyah sedangkan hasil observasi,
eksperimen, dan penalaran logis sebagai ayat-ayat
kauniyyah.

Integrasi dilakukan dalam pengembangan ajaran Islam,
ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

Penggunaan paradigma Islami yang digunakan untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni.

Kelima, UIN Alauddin Makassar mengembangkan

paradigma keilmuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Mengembangkan konsep integrasi keilmuan dengan
metafora “Sel Cemara Ilmu” yang mengintegrasikan dan
menginterkoneksikan antara sains dan ilmu agama dengan
akar, alur, ranting dan buah menjadi sebuah tujuan
transedental ilmu pengetahuan yang bersifat universal di
universitas;

Gambaran pohon cemara mengidentifikasikan sesuatu yang
hidup, tidak mati dan sejuk dipandang, sedangkan
gambaran sel menggambarkan segi-segi interkoneksitas
sintetik, sementara cemara menggambarkan transendental
akhir, melalui kerasulan Muhammad menuju Allah;
Integritas keilmuan antara ilmu kewahyuan (revealed

knowledge) dan ilmu umum (acquaired knowledge) yang



4)

5)

204

bersifat universal disebabkan luasnya konteks pesan-pesan
Al-Qur’an dan Hadits yang memuat berbagai petunjuk
dalam kehidupan;

Mewujudkan manusia sebagai makhluk fi ahsani taqwiim
yang dilakukan dengan merefleksikan integrasi ajaran Islam
dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (tpteks)
dalam seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
Perwujudan integrasi keilmuan yang seimbang antara
penggunaan akal dan iman di mana pengetahuan digunakan
untuk mempertebal keimanan dan agama digunakan untuk
membimbing akal.

Keenam, UIN Sunan Gunung Dijati Bandung

mengembangkan paradigma keilmuan sebagai berikut:

1)

2)

Mengembangkan paradigma pengembangan keilmuan
“wahyu memandu ilmu”. Sebuah konsep “nagliyah”
memandu “agliyah” yang memuat di dalamnya unsur-unsur
ontologis, epistemologis dan askiologis secara lengkap.

Metafora roda mengilustrasikan integrasi ilmu agama dan
ilmu umum universitas yang menandakan ada titik-titik
persentuhan keduanya yang memungkinkan adanya
integrasi keduanya. Bagian pertama dalam roda itu adalah
“poros roda” yang mencerminkan ketauhidan sebagai

pondasi pengembangan seluruh ilmu dan menjadi sumber
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kekuatan utaama dalam proses integrasi keilmuan
universitas. Bagian kedua “velg roda” yang terdiri dari jari-
jari, lingkaran dalam dan luar yang menggambarkan
berbagai rumpun ilmu yang memiliki karakteristiknya
masing-masing, integrasi keilmuan yang saling terikat dan
berputar yang menggambarkan dinamika ilmu yang selalu
berkembang dan terbarukan. Bagian ketiga adalah “ban
luar” yang menggambarkan ‘iman, ilmu, dan amal shaleh’,
iman mencerminkan kekokohan lulusan universitas yang
ditanamkan melalui situasi kampus yang religious; ilmu
mencerminkan dinamika kampus yang melahirkan generasi
‘aliman melalui lulusan yang memiliki kecerdasan nalar
dan berkomitmen dalam menggunakan ilmu sebagai
pembimbing tingkah laku yang memiliki al-akhlak al-
karimah. Sedangkan amal shaleh adalah perwujudan

perilaku yang terbimbing oleh iman dan ilmu.

b. Periode ke-2 (Tahun 2013-2015)
Paradigma keilmuan UIN hasil transformasi dari IAIN
periode ke-2 tetap mengacu pada konsep integrasi dan
menyatukan keilmuan menjadi satu kesatuan dengan

mencoba mengaitkan dengan kearifan lokal.
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Uraian secara rinci paradigma keilmuan masing-
masing UIN hasil transformasi dari IAIN periode ke-2 dapat
diuraikan sebagai berikut.

Pertama, UIN Sunan Ampel Surabaya,
mengembangkan paradigma keilmuan sebagai berikut:

Mengembangkan konsep keilmuan dengan model menara
kembar tersambung (integrated twin-towers);

Model integrated twin-towers sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pandangan integrasi akademik bahwa
ilmu-ilmu keislaman, sosial-humaniora, serta sains, dan
teknologi berkembang sesuai dengan karakter dan obyek
spesifik yang dimiliki, tetapi dapat saling menyapa,
bertemu dan mengaitkan diri satu sama lain dalam suatu
pertumbuhan yang terkoneksi;

Model integrated twin-towers sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bergerak bukan dalam kerangka Islamisasi ilmu
pengetahuan, melainkan Islamisasi nalar yang dibutuhkan
untuk terciptanya tata keilmuan yang saling melengkapi
antara ilmu-ilmu keislaman, sosial humaniora, serta sains
dan teknologi.

Kedua, UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengembangkan

paradigma keilmuan sebagai berikut:
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Mengembangkan  konsep  frikatifikasi  ilmu  yang
menghembuskan ilmu ke berbagai penjuru mata angin dan
terwujud dalam kehidupan manusia;

llmu yang ditawarkan di universitas bersumber pada ilmu-
ilmu keilahian yang didasarkan pada tiga hal yaitu cahaya,
akal, dan galam. IImu memvisualisasikan sesuatu yang
disebut cahaya (nur), ilmu berisi ide/gagasan yang disebut
dengan akal, dan ilmu membentuk sesuatu yang disebut
dengan galam;

Akar ilmunya akan menyinari semua aspek pengetahuan,
yaitu aspek cahaya didapati pada Muhammad SAW; aspek
akal (ibtelektual) didapat pada malaikat jibril; dan aspek
galam didapat pada tradisi filsafat;

Integrasi  keilmuan universitas  diwujudkan  dalam
Tridharma dengan menghasilkan lulusan yang berprestasi
dengan berpegang pada akhlak yang mulia; penelitian yang
dikembangkan secara integrative berbasis pada syariat
Islam; dan pengabdian kepada masyarakat yang diciptakan
adalah dengan membangun masyarakat madani.

Ketiga, UIN Raden Fatah Palembang mengembangkan

paradigma keilmuan sebagai berikut:

1)

Mengembangkan konsep “Rumah Ilmu” yaitu konsep

keilmuan yang berbasis filsafat ilmu Holistik-Integratif
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yang menekankan pada pentingnya “rekonstruksi”
(menata/membangun  kembali) ilmu sebagai respon
terhadap problem paradigmatic, epistimologis, substansi
teoritis dan aksiologis sains modern, untuk melahirkan
“konstruksi  ilmu holistik-terpadu  (integrated-holistic
sciences), yaitu “konstruksi ilmu berbasis filsafat ilmu
holistic-integratif”;

2) Paradigma keilmuannya dibangun dengan konsep
metafisika, kosmologi, ontology dan eskatologi yang
berbasis ajaran tauhid. Maka konsep rumah ilmu sangat
menekankan pada sumber ilmu yang hakiki yaitu Allah
SWT dan sumber ilmu yang lainnya;

3) Kegiatan Tridharma universitas dilakukan dengan berbasis
pada tradisi ilmu Islam yang integralistik, yaitu dengan
mengintegrasikan hadarah al-nash (budaya teks-bayani),
dengan hadarah al-ilm (teknik, komunikasi) dan hadarah
al-fasafah (etik).

Keempat, UIN Sumatera Utara Medan
mengembangkan paradigma keilmuan sebagai berikut:

1) Mengembangkan konsep integrasi transdisipliner yang
menciptakan generasi intelek dan Rabbany, cerdas

intelektual, cerdas emosional (berakhlaqul karimah), dan
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cerdas spiritual (terdapat keseimbangan antara ilmu
pengetahuan dan pengalaman maupun perilaku);
Kepentingan umat adalah kepentingan utama dan
kepentingan disiplin ilmu tidak boleh menjadi pembatas
dalam berpikir, bersikap, dan bertindak yang diwujudkan
dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan
dilandasi oleh nilai-nilai Islam;

Nilai-nilai Islam menjadi pondasi dalam pengembangan
potensi manusia yang tidak lagi memisahkan diri dari
masyarakat tetapi berkembang dan berinteraksi dengan
masyarakat sehingga mampu menciptakan  sebuah
peradaban Islam.

Kelima, UIN Walisongo Semarang mengembangkan

paradigma keilmuan sebagai berikut:

1)

2)

Mengembangkan konsep integrasi ‘“kesatuan ilmu” (Unity
of Sciences/Wahdat al- ‘Ulum) dengan model “Intan Berlian
IImu” yang menjelaskan bahwa semua ilmu pada dasarnya
adalah satu kesatuan ilmu yang berasal dan bermara pada
Allah melalui wahyu-Nya sebagai Al-‘Alim (Yang Maha
Tahu);

Metapora “intan berlian” sumbu yang paling tengah
menggambarkan Allah sebagai sumber nilai, doktrin, dan

ilmu pengetahuan. Allah kemudian menurunkan ayat-ayat
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Qur’aniyyah dan ayat-ayat kawniyyah sebagai lahan
eksplorasi pengetahuan yang salig melengkapi dan tidak
saling bertentangan;

3) Eksplorasi atas ayat-ayat Allah menghasilkan lima gugus
ilmu, yaitu: 1) ilmu agama dan humaniora (religion and
humanity sciences); 2) ilmu-ilmu sosial (social sciences); 3)
ilmu-ilmu kealaman (natural sciences); 4) ilmu matematika
dan sains computer (mathematics and computing sciences);
5) ilmu-ilmu profesi dan terapan (professions and applied
sciences);

4) Kearifan lokal pada pasal (4) ayat (d) dilakukan dengan
penguatan kembali ajaran-ajaran luhur bangsa guna

penguatan karakter bangsa.

c. Periode ke-3 (Tahun 2017)

Paradigma keilmuan UIN hasil transformasi dari IAIN
periode ke-3 masih tetap mengacu pada integrasi dan pada
tahap ini mulai tampak distingsi integrasi keilmuan pada
masing-masing UIN.

Uraian secara rinci paradigma keilmuan yang
dikembangkan oleh masing-masing UIN hasil transformasi

dari IAIN periode ke-3 dapat dilihat di bawah ini.
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Pertama, UIN Antasari Banjarmasin mengembangkan
paradigma keilmuan sebagai berikut:

1) Mengembangkan integrasi ilmu yang mencakup empat
unsur, yaitu: a) integrasi dinamis, yaitu ilmu-ilmu alam,
sosial, dan humaniora di satu sisi dan ilmu-ilmu keislaman
di sisi lain bukan hanya menyatu dalam perbedaan tetapi
juga berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, sehingga
saling memperkaya (mually enriching); saling
memperbarui (mutually renewing), saling mencerahkan
(mutually illuminating) dan memunculkan ilmu-ilmu baru;
b) Integrasi Islam dan kebangsaan yang diperdalam untuk
membangun kesadaran akan kesatuan dalam keragaman
sehingga universitas mampu menanamkan sikap yang
positif terhadap perbedaan, dan mengelola perbedaan itu
secara damai dan berkeadilan; c¢) Berbasis lokal, yaitu
berbasis pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan
sosial, serta berbasis pada kearifan lokal yang telah
diwariskan dari generasi ke generasi; d) Berwawasan
Global, seorang Muslim adalah seorang cosmopolitan,
seorang penduduk bumi dengan kesadaran mendunia. Maka
kajian universitas bukan hanya menerima dan menyerap
apa yang datang dari luar tetapi juga mengembangkan dan

menciptakan hal-hal baru sebagai kontribusi umat manusia;
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Metafora integrasi  keilmuan  universitas  “sungai
pengetahuan” karena sungai melambangkan integrasi ilmu,
yaitu air sungai berasal dari langit, yaitu air hujan yang
melambangkan wahyu Tuhan, sumber dari ilmu-ilmu
keislaman. Ketika air hujan ke bumi, maka ia terintegrasi
dengan seluruh partikel yang ada di bumi dan
melambangkan  ‘ilmu alam’. Aliran sungai yang
dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang
sosial-budaya melambangkan ilmu sosial-humaniora. Air
hujan melambangkan ayat-ayat gqauliyyah, sedangkan bumi
melambangkan ayat-ayat kauniyyah. Keduanya berpadu
dalam sungai;

Sungai pengetahuan yang selalu bersifat dinamis karena
selalu bergerak dan mengalir dalam keterpaduan unsur-
unsur di dalamnya menuju pada lautan samudera, yaitu visi
universitas.

Kedua, UIN Imam Bonjol Padang mengembangkan

paradigma keilmuan sebagai berikut:

1)

Mengembangkan konsep “integratif-dialogis” dalam ranah
hadharah an-nash (ranah tekstual), hadharah al- i/m (ranah
keilmuan saintifik), dan hadharah al-falsafah (ranah etis-

filosofis);
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Paradigma interaksi-dialogis  yang  dikembangkan
universitas secara metamorphosis dianalogikan dengan an-
Nahl (lebah dan sarangnya). Setiap seekor lebah memiliki
sarang berbentuk segi enam (heksagonal) yang terintegrasi
dengan sarang lebah lain. Masing-masing saarang tidak
berbaur atau bergabung dengan yang lain namun
terintegrasi dalam satu kesatuan kerja: menghasilkan madu.
Madu lahir dan bisa dinikmati manusia karena di dalam
sarangnya lebah bekerja sendiri-sendiri sekaligus bersama-
sama;

Universitas ibarat kumpulan bidang heksagonal yang
mutually exclusive namun membentuk satu kesatuan.
Bidang-bidang itu merepresentasikan disiplin ilmu,
fakultas, jurusan, jenis metodologi dan pendekatan, asumsi
nilai, dan lainnya. Madu yang dihasilkan seekor lebah di
dalams setiap sarangnya adalah Islam Nusantara yang
merupakan pengetahuan yang lahir dari dialektika antara
dua unsur: unsur abstrak/batin dan unsur konkret/zahir.
Masing-masing unsur terdiri dari tiga sehingga ada enam
sub-unsur yang jadi enam sisi pembentuk bidang
heksagonal. Unsur abstrak itu adalah  Ontologi;
epistemology/Metodologi; dan Aksiologi. Unsur konkret

adalah karakter akademis, etika akademis, dan pilar
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akademis. Bidang heksagonal universitas merupakan
kerangka dari keilmuan Islam Nusantara dengan enam
unsur-unsur pembentuk keilmuan Nusantara yaitu manusia,
an-nahl, etis, etos, cerdik, dan cendekia.

Ketiga, UIN Mataram mengembangkan paradigma

keilmuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Mengembangkan konsep ‘“Horizon Ilmu berparadigma
Integrasi-Interkoneksi dan Internalisasi” yang menyatakan
bahwa bidang ilmu tertentu diupayakan untuk
dikembangkan secara simultan dengan cara mengaitkannya
dan mengkombinasikannya dengan bidang-bidang ilmu
yang lain. Dengan perkembangan keilmuan secara kualitatif
(kammiyah) ataupun kuantitas (kafiyah);

Horizon Ilmu berparadigma integrasi-interkoneksi dan
internalisasi universitas dipandang sebagai culture identity
yang menginernalisasikan atau menginterkoneksikan serta
menginternalisasikan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-
ilmuu umum dalam tataran keilmuan;

Menunjukkan perkembangan peradaban Islam yang
menunjukkan persaingan yang positif dengan universitas-
universitas lain untuk menjadi center of excellence.

Keempat, UIN Raden Intan Bandar Lampung

mengembangkan paradigma keilmuan sebagai berikut:
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Mengembangkan konsep “Bahtera Ilmu Integratif-
Prismatik” yang terdiri dari lima lapis struktur (unsur),
yaitu: 1) samudera ‘ayat’ sebagai lapis inti (hard core) atau
dasar esensial yang menjadi world view atau semacam
grand narrative; 2) protective belt (pengamanan kapal)
yang menyimbolkan proses iqra’. Manusia membaca,
menafsirkan, mempelajari dan meneliti hamparan samudera
ayat-ayat Allah; 3) body kapal sebagai symbol dari struktur
rumpun keilmuan yang terbentuk dari proses dialektika dan
pembacaan igra’) terhadap ayat; 4) layar berbentuk prisma
siger yang terbentuk dari empat buah segitiga sebagai
simbol dialektika antara agama dan sains, individu dan
sosial, manusia dan alam, syariat dan akhlak yang
kesemuanya bertitik temu pada konsep Tauhid (Tuhan);
dan 5) gong (telo balak) sebagai sumber suprastruktur yang
menjadi puncak aksiologis dari proses ilmiah-akademik;
Lapisan pertama pada bahtera ilmu integrative-prismatik
(terbawah) adalah bentangan ayat-ayat gauliyyah (firman
yang tersurat: Al-Qur’an) dan ayat-ayat kauniyyah firman
yang tersirat: hukum alam)) yang diilustrasikan seperti
samudera ‘pengetahuan’;

Lapisan kedua terdapat ‘ruang antara’ protective belt

(pengaman) yang menyimbolkan proses “Iqra”, di mana
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manusia membaca, menafsirkan, mempelajari, dan meneliti
hamparan samudera ayat-ayat Allah, baik Qur’aniyyah
maupun realitas alam (kauniyyah). Melalui proses ini
manusia melakukan dialektika antara ayat, nalar, dan
realitas empiris yang kemudian melahirkan beragam
hadlarah: Yaitu nash, ilmu, dan falsafah;

Lapisan ketiga adalah sistem pengetahuan (episteme) yang
berfungsi  sebagai  perangkat  metodologis  yang
menghasilkan teori-teori ilmiah dari setiap sistem
pengetahuan yang mendasarinya, dan lebih lanjut
membentuk struktur rumpun keilmuan yang diilustrasikan
dengan body kapal yang terdiri dari sejumlah lapis papan
yang menggambarkan lapisan rumpun ilmu;

Lapisan keempat diilustrasikan dengan lambang Siger,
simbol Adat Masyarakat Lampung yang dibuat dalam pola
Prisma. Terdapat empat segitiga yang menyatu dalam
bentuk sebuah prisma yang kesemuanya berujung atau
bertitik temu pada konsep Tauhid. Empat segitiga tersebut
melahirkan empat dialektika; a) agama dan sains; b)
individu dan sosial; ¢) manusia dan alam; d) syariat dan
akhlak.

Lapisan kelima atau teratas terdapat ‘Gong’ yang menjadi

dimensi aksiologis aktivitas ilmiah-akademik yang ingin
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dicapai, vyaitu ber-“ISI: Intelectually (Ulil Albab),
Spiritually (Ulil Abshar) dan Integrity (Ulin Nuha).

Kelima, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
mengembangkan paradigma keilmuan sebagai berikut:

1) Kesatuan ilmu; kupu-kupu yang menyimbolkan
metamorfosis pengetahuan manusia;

2) Mengembangkan keilmuan dan keislaman dengan budaya
lokal.

Keenam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
mengembangkan paradigma keilmuan sebagai berikut:

1) Mengembangkan konsep “sungai Ilmu” sebagai visi
keilmuan yang dikembangkan. Sungai mengandung air
kehidupan dan keilmuan yang muaranya senantiasa
mengalir ke laut kehidupan dan keilmuan muaranya
senantiasa mengalir ke laut yang lebih luas vyaitu
menghasilkan ulama; intelektual dan Buya (ULIYA);

2) Pengembangan keilmuan universitas tdak hanya membahas
keilmuan agama Islam (al- ‘ulum al-nagliyah) tetapi juga
konsep ilmu-ilmu umum (al- ‘ulum al- ‘aqliyah);

3) Penerapan Islamicentrepreneurship merupakan usaha
universitas dalam membenuk mentalitas kewirausahaan
yang berbasiskan pada profesionalisme-spiritual

(entrepreneur based on spiritual-professionalism) yang
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menjadi symbol dari karakter kepribadian Nabi Muhammad
SAW,

4) Penerapan visi keilmuan tidak hanya pada kajian normatif
dan scientific tetapi juga berorientasi pada dunia praktik,
sehingga universitas mampu menjembatani gap antara

dunia kampus dan kehidupan masyarakat.

3. Aspek Landasan Penyelenggaraan Pendidikan
a) Periode ke-1 (Tahun 2002-2005)

Landasan Penyelenggaraan Pendidikan UIN hasil
transformasi dari IAIN Periode ke-1 sangat kuat nuansa
integrasi keilmuan ke dalam peneyelenggaraan pendidikan
dengan semangat integrasi, hampir semua UIN mencoba
mengintegrasikan Pancasila dan Islam sebagai pondasi dalam
penyelenggraan pendidikan.

Uraian secara rinci landasan penyelenggaraan pendidikan
UIN hasil transformasi dari IAIN Periode ke-1 dapat dilihat di
bawah ini.

Pertama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki
landasan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1) Mengintegrasikan antara Pancasila dan Islam sebagai

pondasi;
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Reintegrasi keilmuan pada tingkat ontology, epistimologi,
dan aksiologi;

Mengembangkan lima aspek yaitu keislaman, keilmuan,
kemanusiaan, kemoderenan, dan keindonesiaan;
Penyelenggaraan pendidikan universitas diarahkan pada
strategi penguatan rumpun ilmu agama Islam, humaniora,
sosial, alam, formal, dan terapan.

Kedua, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki

landasan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1)

2)

Mengintegrasikan antara Pancasila dan Islam sebagai
pondasi;

Mengandung dialektika Hadarat al-nash sebagai wujud
jaminan identitas keislaman dengan kesediaan untuk
menimbang kandungan isi teks keagamaan; Hadarat al-
flm sebagai jaminan profesionalitas-ilmiah  dengan
kesediaan untuk professional-obyektif-inovatif dalam
bidang keilmuan yang digeluti; dan Hadarat al-Falsafah
sebagai jaminan bahwa muatan keilmuan yang
dikembangkan memberi kontribusi positif-emansipatif yang
nyata dalam kehidupan masyarakat. Dialektika hadarat al-
Nas yaitu ilmu-ilmu normative tekstual, dan hadarat al- ilm
yaitu ilmu-ilmu empiris yang termasuk kategori sains dan

teknologi, dan hadarat al-falsafah yaitu ilmu-ilmu rasional
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seperti filsafat dan budaya akan terintegrasi-terkoneksi
ketiganya dalam satu keilmuan dengan tujuan
mempertemukan kembali ilmu-ilmu modern dengan ilmu-
ilmu keislaman.

Ketiga, UIN Maulana Malik lbrahim Malang memiliki

landasan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Paradigma Ulul Albab yang diturunkan dari empat pilar
universitas, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak,
keluasan ilmu, dan kematangan profesiona, dikembangkan
dalam metafora pohon ilmu melalui konsep pendidikan
integratif antara sains dan Islam dan diimplementasikan
dengan menggabungkan antara tradisi pesantren dan tradisi
universitas;

Lulusan yang dihasilkan universitas yang memiliki empat
pilar kekuatan yang menjadi pusat keunggulan universitas
dalam berbagai variasi keilmuan; Dengan kewajiban
mendalami sumber-sumber ajaran Islam di semua prodi
sebagai fardlu ain dan kewajiban mendalami bidang ilmu
keahlian sebagai fardlu kifayah sebagai implementasi
integrasi keilmuan yang kokoh;

Pengintegrasian sains dan Islam dengan cara sebagai
berikut: Al-Qur’an dan Hadits dijadikan acuan dalam

pengembangan ilmu-ilmu alam (natural sciences) seperti:
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ilmu biologi, fisika, kimia, dan matematika. Dari empat
ilmu dasar ini, kemudian dikembangkan dalam ilmu-ilmu
yang bersifat terapan, seperti: ilmu kedokteran, ilmu
pertanian, ilmu kelautan, ilmu pertambangan ilmu teknik,
informatika, dan lainnya;

Al-Qur’an dan  Hadits dijadikan acuan  dalam
pengembangan ilmu-ilmu sosial yang terdiri atas: ilmu
sosiologi, ilmu psikologi, ilmu sejarah dan ilmu
antropologi. Dari empat ilmu dasar ini dikembangkan
dalam ilmu-ilmu yang bersifat terapan, seperti: ilmu
ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu
administrasi, ilmu komunikasi, dan lainnya;

Al-Qur’an dan Hadits dijadikan acuan dalam
pengembangan ilmu humaniora dengan cabang-cabangnya,
yaitu filsafat, bahasa dan sastra, serta seni.

Keempat, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

memiliki landasan penyelenggaraan pendidikan sebagai

berikut:

1) Megintegrasikan Pancasila dan Islam sebagai pondasi;

2) Membangun teori-teori atau ilmu-ilmu baru yang sesuai

dengan Islam vyang ideal sebagai rekonstruksi dua
khazanah, Timur dan Barat, dua referensi, bahasa Arab dan

bahasa Inggris, dua budaya budaya salaf dan budaya khalaf;
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Mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan ke-Islam-an,
yaitu dengan mengaitkan struktur keilmuan dengan tradisi.
keilmuan Islam (Islamic Sciences), seperti teologi
(theology), metafisika  (metaphysics), kosmologi
(cosmology), dan psikologi (psychology).

Kelima, UIN Alauddin Makassar memiliki landasan

penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Mengintegrasikan Pancasila dan Islam sebagai pondasi;
Filosofi penyelenggaraan pendidikan universitas dilakukan
dengan adanya integrasi-interkoneksi antara ilmu agama
(Islam) dan ilmu umum (ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni) sebagai upaya mewujudkan universitas sebagai
sebuah kampus peradaban;

Penguatan potensi insani dengan berpegang pada akar
budaya dan kearifan lokal.

Keenam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki

landasan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1)

2)

Mengintegrasikan Pancasila dan Islam sebagai pondasi;

Memadukan: a) hubungan organis semua disiplin ilmu pada
landasan keislaman; b) hubungan integral diantara semua
disiplin ilmu; c¢) keterkaitan secara holistik semua disiplin
ilmu untuk mencapai tujuan umum nasional pendidikan; d)

keutamaan ilmu pengetahuan disampaikan berdasarkan
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ayat-ayat quraniyyah dan kawniyyah yang menjadi
landasan pandangan hidup; e) kesatuan pengetahuan yang
diproses dan dikembangkan secara ilmiah akademis; f)
integrasi  wawasan  keislaman,  kemodernan, dan
keindonesiaan dalam spesialisasi dan disiplin ilmu yag

menjadi dasar pengembangan disiplin akademis.

b) Periode ke-2 (Tahun 2013-2015)

Landasan Penyelenggaraan Pendidikan UIN hasil
transformasi dari IAIN Periode ke-2 masih mengacu pada
semangat integrasi keilmuan, hampir semua UIN mencoba
mengitegrasikan Pancasila dan Islam sebagai pondasi dalam
menemukan, mengembangkan, melakukan inovasi, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang ilmu-ilmu
keislaman, sosial-humaniora serta sains dan teknologi sehingga
menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri, unggul,
kompetitif dan inovatif.

Uraian secara rinci landasan penyelenggaraan
pendidikan UIN hasil transformasi dari IAIN periode ke-2
dapat dilihat di bawah ini.

Pertama, UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki
landasan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1) Menemukan, mengembangkan, melakukan inovasi dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang ilmu-ilmu
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keislaman, sosial-humaniora serta sains dan teknologi
sehingga menghasilkan sumber daya manusia Yyang
mandiri, unggul, kompetitif dan inovatif.

Mewujudkan tujuan pendidikan melalui tiga pilar program
akademik, terdiri dari: a) penguatan ilmu-ilmu keislaman
murni tapi langka; b) integrasi keilmuan keislaman
pengembangan dengan keilmuan sosial humaniora;
Pembobotan keilmuan sains dan teknologi dengan keilmuan
keislaman.

Kedua, UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki landasan

penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1)
2)

3)

Mengintegrasikan Pancasila dan Islam sebagai pondasi;
Integrasi pada ilmu keislaman, sains, teknologi, dan seni;
Dengan memperkuat budaya lokal Aceh yang dibingkai
dalam pelaksanaan syariat Islam yang modern.

Ketiga, UIN Raden Fatah Palembang memiliki

landasan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Mengintegrasikan Pancasila dan agama sebagai pondasi;
Menekankan bukan hanya realitas fisik-material tetapi juga
realitas mental-spiritual,

Menggunakan empat metode yang diintegrasikan secara
simultan dan holistik, yaitu: a) metode pemahaman teks

(bayani), b) metode empiris-ilmiah (tajribi), ¢) metode
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rasional/logika filosofis-logika ilmiah (burhani), dan d)
metode intuitif (irfani) yang dibangun setahap demi setahap
sebagai penyangga agar bangunan ilmu menjadi kokoh.
Bidang ilmu yang dikembangkan dengan keempat metode
tersebut adalah a) Metafisika Islam (Islamic Metthaphysic);
b) Ontology Islam (Islamic Ontology); ¢) Kosmology
Islam (Islamic Cosmology), dan 4) Eskatologi Islam
(Islamic Eschatology).

Keempat, UIN Sumatera Utara Medan memiliki

landasan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Menyelenggarakan pendidikan menjadikan kalimat tauhid
laa ilaaha illa Allah sebagai basis integrasi ilmu untuk
menghilangkan dikotomi dirasat Islamiyah dengan
cabang-cabang ilmu terapan dan sains;

Pengetahuan integratif yang dibangun universitas harus
berangkat dari esensi ilmu-ilmu keislaman yang
dikembangkan di atas landasan doktrin tauhidi yang
memberi ruang terbuka untuk memproduksi pengetahuan
totalistik yang menyertakan hal-hal spiritual dan esensi
ketuhanan dalam bangunan keilmuannya;

Mengembangkan Islamic Learning Society dalam
mengintegrasikan antarcabang ilmu maupun pendekatan

ilmiah.
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Kelima, UIN Walisongo Semarang memiliki landasan

penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Menjadikan wahyu (al-Qur’an dan Sunnah) sebagai core
atau basis bagi keilmuan yang menjadi lantaran pengikat
penyatuan;

Mengacu pada lima prinsip wahdat al- ‘Ulum (unity of
Sciences), yaitu: a) integrasi; b) kolaborasi; c) dialektika; d)
prospektif; e) pluralistic;

Mengimplementasikan pendidikan dalam tiga model
strategi, yaitu: a) humanisasi ilmu-ilmu keislaman; b)
spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan c) revitalisasi local
wisdom;

Mewujudakan lima ciri insan kamil (manusia sempurna)
yang disebut dengan‘Panca Kamil” yaitu: berbudi luhur,
berwawasan kesatuan ilmu pengetahuan, berprestasi dalam
akademik dan berkarir secara professional dan berkhidmah

kepada masyarakat.

Periode ke-3 Tahun 2017

Landasan Penyelenggaraan Pendidikan UIN hasil

transformasi dari IAIN tahap ke-3 masih  mengacu pada

semangat integrasi keilmuan dengan mengacu pada ayat-ayat

gauliyyah dan qur’aniyyah sebagai grand narrative yang
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mengarahkan  dan  sekaligus menjadi panduan etik
pengembangan ilmu pengetahuan. Konsep pendidikan
universitas diarahkan pada lulusan yang menjadi ulama,
intelektual, dan budayawan yang mampu menghadapi high
competence, Kkinerja excellence , keragaman (pluralitas),
revolusi informasi dan teknologi dan knowledge transfer.

Konsep penyelenggaraan pendidikan menjadikan Islamic

entrepreneurship.

Uraian secara rinci landasan penyelenggaraan
pendidikan UIN hasil transformasi dari IAIN tahap ke-3 dapat
dilihat di bawah ini.

Pertama, UIN Antasari Banjarmasin memiliki
landasan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1) Berpegang pada ayat-ayat kauniyyah (tanda-tanda di alam
semesta termasuk di dalamnya manusia) dan ayat-ayat
gawliyyah (tanda-tanda yang diwahyukan melalui Al-
Qur’an dan Hadits). Ayat-ayat kauniyyah akan memberi
kemudahan dan kenyamanan dalam menjalani hidup,
sementara ayat-ayat gawliyah akan memberi kesadaran
tentang makna hidup;

2) Integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu alam pada
tataran etis yakni pertimbangan moral ketika menentukan

objek penelitian (ontologis) dan dampaknya bagi kehidupan
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manusia ketika ilmu itu diterapkan menjadi teknologi
(aksiologis);

Menentukan kajian pada ilmu-ilmu yang mengkaji dunia
fisik harus dikendalikan oleh dunia ruhani yang lebih tinggi
yaitu nilai-nilai moral dan spiritual karena eksistensi
tertinggi bersifat ruhaniyah seperti Tuhan, malaikat dan
ruh, sementara eksistensi fisik adalah rendah.

Kedua, UIN Imam Bonjol Padang memiliki landasan

penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Secara ontologis bersifat multidimensional. Dari segi objek
material, ada kenyataan yang disebut alam objektif-empiris;
ada yang berbentuk relasi dan pertukaran antara manusia
dengan alam; dan ada yang berupa pengalaman sujektif-
internal manusia itu sendiri. Yang pertama dihadapi oleh
disiplin ilmu alam, yang kedua disiplin ilmu sosial dan
yang terakhir disiplin ilmu humaniora;

Secara epistimologis menggunakan tiga model yaitu: 1)
bayani (interpretasi tekstual), 2) burhani (pembuktian
empiris maupun logis) serta irfani (insight pengetahuan
pengalaman subjektif);

Secara aksiologi memandang bahwa nilai dalam diri

manusia bisa datang dan dipilih dari beragam sumber
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berkat interaksinya dengan manusia dan kebudayaan lain
(pluralism sosiologis);

Filosofi penyelenggaraan pendidikan universitas
sebagaimana an-Nahl yang memiliki komitmen etis dalam
hidup, etos yang tinggi dalam berkarya, cerdik dalam
bernegosiasi dan cendekia dalam berjuang.

Ketiga, UIN Mataram memiliki landasan

penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Menjadikan Al-Qur’an/Sunnah (wahyu) sebagai integrator
yang berada di titik singgung delapan garis yang mengarah
ke semua mata angin (horizon) dan menggambarkan
distingsi antara tradisi akademik dan ilmiah Islam dengan
institusi pendidikan yang lain;

Memadukan berbagai pendekatan keilmuan untuk
menghasilkan insan cendekia;

Memadukan antara epistemology bayani, burhani, dan
irfani.

Keempat, UIN Raden Intan Bandar Lampung memiliki

landasan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1)

Menjadikan ayat-ayat qauliyyah dan qur’aniyyah sebagai
grand narrative yang mengarahkan dan sekaligus menjadi

panduan etik pengembangan ilmu pengetahuan;
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2) Menekankan kajian pada status ontologis baik itu ayat-ayat
gauliyyah maupun kauniyah pada hakikatnya satu, yaitu
sama-sama dari Allah. Maka Al-Qur’an dan Hadits
merupakan ayat-ayat yang perlu dibaca manusia dalam
mengarungi kehidupan;

3) Menjadikan Al-Qur’an sebagai kitab suci yang menjadi
panduan etika, moralitas, kebijaksanaan, akhlak, dan
menjadi sumber referensi teologi juga grand theory bagi
ilmu.

Kelima, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
memiliki landasan penyelenggaraan pendidikan sebagai
berikut:

1) Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi
yang berkualitas; menyelenggarakan penelitian yang
inovatif dan integratif;

2) Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai
keislaman; dan membangun kerja sama yang produktif dan
kompetitif.

Keenam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki
landasan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1) Konsep penyelenggaraan pendidikan universitas memiliki
SALAM yaitu 1) Smart: sempurna akal budi, inovatif dan

kreatif; 2) Agamis: berkualitas dalam hablumminallah dan



2)

3)

4)

231

hablumminannas; 3) Leadership:  memiliki  jiwa
kepemimpinan ‘setiap kamu adalah pemimpin’; 4)
Amanah: melakukan semua kewajiban, amanah dengan
Allah, amanah dengan sesama manusia, dan amanah
dengan diri sendiri; 5) Mandiri: memiliki kemampuan
untuk  membangun kultur entrepreneurship (kreatif
menciptakan lapangan pekerjaan);

Konsep pendidikan universitas diarahkan pada lulusan yang
menjadi ulama, intelektual, dan budayawan yang mampu
menghadapi high competence, Kkinerja excellence
keragaman (pluralitas), revolusi informasi dan teknologi
dan knowledge transfer;

Konsep penyelenggaraan pendidikan menjadikan Islamic
entrepreneurship sebagai sebuah distingsi keilmuan yang
diaplikasikan melalui paradigma sungai;

Konsep penyelenggaraan universitas adalah menghidupkan
kembali pesan pokok yang dicontohkan Nabi untuk
membangun satu kesadaran nilai ajaran Islam atau Islamic
Spirituality yang akan menjadi landasan utama dalam

membangun sikap profesional.
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B. Analisis Data
Berdasarkan penyajian data di atas dapat dianalasis sebagai berikut:
1. Latar Belakang Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN

Data penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kebijakan
transformasi IAIN menjadi UIN menguatkan teori Said Zainal Abidin,
bahwa kebijakan bisa berasal dari usulan masyarakat.®® Kebijakan bisa
lahir secara bottom up. Fakta ini sekaligus menolak teori William N.
Dunn, yang menyatakan bahwa kebijakan publik berisi suatu daftar
pilihan tindakan yang saling berkaitan, yang disusun secara sistematis oleh
institusi/lembaga atau pejabat pemerintah.®*Juga menolak teori Thomas R.
Dye, yang menegaskan bahwa kebijakan publik adalah segala kebijakan

apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).®®
Oleh karena itu data hasil penelitian ini juga menunjukkan
perbedaan pengertian ‘kebijakan publik’ dengan hasil penelitian disertasi
sebelumnya yang dilakukan oleh Munawir, yang berjudul Pendidikan
Islam dan Politik Lokal: Studi Respon Masyarakat Bondowoso terhadap
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Baca Tulis al-Quran.®®
Menurut penelitian Munawir, kebijakan publik lahir dari pemerintah.

Posisi masyarakat adalah menerima kebijakan yang ditetapkan oleh

% Said Zaenal Abidin, Kebijakan Publik (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), 113.

61 Wwilliam N. Dunn. Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2002). 23.

%2 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy (Singapore: Lougman, 2001). Juga membuka
laman dalam http://ketyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/ tinjauan-teoritis-
implementasi- kebijakan-publik/(diakses 21 Januari 2018).

63 Munawir, ‘Pendidikan Islam dan Politik Lokal: Study Respon Masyarakat terhadap Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Baca Tulis al-Qur’an’ (Disertasi—UIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2013), .



http://ketyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/%20tinjauan-teoritis-implementasi-
http://ketyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/%20tinjauan-teoritis-implementasi-
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pemerintah. Oleh karena itu Munawir melakukan penelitian tentang
bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah. Sedangkan penelitian Kebijakan Transformasi IAIN menjadi
UIN justru memiliki kondisi sebaliknya. Masyarakat yang mengusulkan
kelahiran kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN, dan peran
pemerintah adalah memproses sesuai prosedur formal.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat dianalisis bahwa sejak ada
perubahan orientasi kurikulum pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri
(MAN) yang asalnya perbandingan mata pelajaran agama dengan mata
pelajaran umum 70:30 berubah menjadi 30:70, telah mengakibatkan
muncul tuntutan kebutuhan masyarakat agar IAIN membuka prodi umum
untuk menyiapkan guru mata pelajaran umum di madrasah. Data ini
menguatkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdur
Rachman Assegaf yang berjudul Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran
Pendidikan Agama Islam.®*

Akibatnya, di era tahun 1980-an beberapa IAIN membuka prodi
umum yang dicangkokkan ke Fakultas Tarbiyah, diberi nama prodi Tadris.
Makin lama ternyata prodi umum ini semakin berkembang. Apalagi
setelah perubahan orientasi kurikulum MAN di atas, mengakibatkan
banyak lulusan MAN yang ingin kuliah di prodi umum.

Di era reformasi (pasca orde baru) pemerintah semakin

memperlihatkan perhatiannya pada kehidupan keagamaan, termasuk

% Abdur Rachman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Pendidikan Agama Islam
dari Praproklamasi ke Reformasi (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), 19-20
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perhatian pada pengembangan lembaga perguruan tinggi keagamaan
Islam. Berbagai peraturan yang menguatkan peran keagamaan banyak
diterbitkan. Data penelitian ini menguatkan penelitian disertasi yang
berjudul Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan
Pendidikan Islam Pasca Orde Baru) yang dilakukan oleh  Choirul
Mahfud.®® Hasil dari penelitian ini menguraikan tentang kebijakan
pendidikan pasca orde baru, telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah
mengakomodir sistem pendidikan Islam terutama pesantren.

Kondisi ini semakin membuat IAIN bersemangat mengembangkan
kelembagaannya, antara lain dengan mengembangkan prodi umum. Inilah
yang antara lain kemudian menyebabkan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
mengembangkan konsep wider mandate (mandate yang lebih luas) dengan
membuka berbagai prodi umum yang kemudian berkembang menjadi
fakultas.

Langkah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan analisis
kondisi dalam rangka membuat kebijakan baru ini menguatkan teori Riant
Nugroho. Menurutnya, teori analisis kebijakan pada hakikatnya
dikembangkan sama seperti pada teori manajemen pada umumnya, baik
menyangkut sektor publik maupun bisnis. Teori analisis kebijakan

dikembangkan berdasarkan pada praktik terbaik best practice, dengan

% Choirul Mahfud, “Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan
Islam Pasca Orde Baru)’ (Disertasi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), .
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melakukan verifikasi, validasi, dan selanjutnya dikodifikasikan menjadi
hasil dan acuan untuk kegiatan selanjutnya.®®

Berbagai regulasi tentang pendidikan tinggi menyebutkan bahwa
Institut (seperti IAIN) secara kelembagaan hanya memiliki kewenangan
membuka fakultas dan prodi yang satu rumpun. Misalnya, IAIN mestinya
hanya membuka fakultas/prodi rumpun ilmu agama saja. Ketika dalam
kenyataannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kemudian
IAIN membuka prodi umum bahkan kemudian berkembang menjadi
fakultas umum seperti yang terjadi di IAIN Syahid Jakarta tahun 2001,
maka secara regulasi IAIN Jakarta sudah tidak tepat lagi dinamakan
Institut. Namanya harus diubah menjadi universitas. Itulah sebabnya maka
IAIN Syahid Jakarta pada tahun 2001 sebenarnya telah memiliki alasan
yang kuat untuk melakukan transformasi menjadi Universitas Islam Negeri
(UIN). Oleh karena itu, wajar kemudian Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam Kementerian Agama ‘mengeluarkan kebijakan’
memproses usulan IAIN Syahid Jakarta untuk bertransformasi menjadi
UIN. Dan akhirnya berdasarkan Surat Keputusasn Presiden No 31 Tahun
2002 IAIN Syarif Hidayatulloh Jakarta resmi berubah menjadi Universitas
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Keberhasilan 1AIN Syahid Jakarta melakukan transformasi
menjadi UIN kemudian menjadi ‘magnet’ bagi IAIN lainnya untuk ikut

‘berjuang’ melakukan transformasi. Apalagi setelah melihat fakta, bahwa

% Riant Nugroho, Public Policy (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 259.
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setelah ada perubahan kelembagaan menjadi UIN maka berdampak
signifikan pada pengembangan struktur organisassi, anggaran, dan sarana
prasarana, yang selama ini hal ini menjadi hambatan utama bagi 1AIN
untuk bisa mengembangkan diri.

Tercatat setelah UIN Jakarta lahir tahun 2002, sampai dengan
tahun 2005 telah lahir 6 UIN. Yaitu: UIN Syahid Jakarta, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sultan
Syarif Kasim Riau, UIN Alaudidn Makassar, dan UIN Sunan Gunung
Djati Bandung. Gelombang transformasi IAIN menjadi UIN tahun 2002
sampai 2005 merupakan transformasi Periode Pertama.

Peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam terhadap kelahiran kebijakan transformasi IAIN menjadi
UIN Periode Pertama ini adalah menampung usulan. Pada saat ini
Kementerian Agama belum membuat Grand Desain Kebijakan
Transformasi IAIN menjadi UIN. Bahkan Kementerian Agama juga belum
membuat regulasi tentang pedoman transformasi.

Pada saat ini uji kelayakan PTKIN untuk melakukan transformasi
menjadi UIN belum memiliki standar tertentu sebagai dasar acuannya.
Pertimbangan yang bersifat subyektif masih berpeluang tinggi.
Komunikasi intensif yang dibangun oleh pimpinan PTKIN dengan pejabat
negara sangat berpengaruh bahkan bisa mengalahkan aspek pemenuhan

persyaratan administrasi dan penjaminan mutu perguruan tinggi.
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Inilah yang menyebabkan pada waktu itu STAIN Malang bisa ikut
melakukan transformasi menjadi UIN tanpa melewati prosedur
bertransformasi dulu menjadi IAIN seperti yang terjadi saat ini. Dan,
dalam sejarah perjalanan transformasi PTKIN menjadi UIN sejak tahun
2002 sampai dengan 2017, UIN Malang hanya satu-satunya UIN yang
sebelumnya bukan IAIN. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50
Tahun 2004, tertanggal 21 Juni 2004 lahirlah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, yang diresmikan langsung oleh Menko Kesra Prof. H. A. Malik
Fadjar, M.Sc atas nama Presiden pada tanggal 8 Oktober 2004.

Perkembangan positif ini yang kemudian membuat Kementerian
Agama melalui Dit. Diktis merumuskan kebijakan tentang transformasi
IAIN menjadi UIN. Pada tahun 2014 Kementerian Agama menerbitkan
Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan
Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan. Pada tahun 2014 Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama juga menerbitkan Rencana
Strategik yang antara lain di dalamnya merumuskan rencana
pengembangan akses pendidikan tinggi melalui kebijakan transformasi
perguruan tinggi Islam. Bahkan selanjutnya disusun Grand Desain
Pengembangan Pendidikan Tinggi yang antara lain merencanakan sampai
tahun 2024 ada 30 UIN.

Berdasarkan penyajian data di atas dapat dipahami bahwa latar
belakang kebijakan transfomasi IAIN menjadi UIN Direktorat Pendidikan

Tinggi Keagamaan Islam adalah untuk meningkatkan kualitas dan
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kuantitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Disamping itu juga untuk
merespon usulan dan masukan baik dari internal maupun dari stakeholders
eksternal agar Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) mampu
bersaing mutunya tidak hanya pada level Nasional tetapi juga pada level
Internasional.

Uraian data sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Kamarudin
Amin® bahwa transformasi IAIN menjadi UIN merupakan langkah maju
dalam pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Keagamaan Islam
yang akan membawa perubahan pada semua aspek mulai dari perubahan
bentuk,  kurikulum, kegiatan ekstra kurikuler, manajemen, jaringan
kerjasama yang akan membawa dampak terhadap mutu lulusan (high out-
put quality). Bahkan pada beberapa sisi lain, UIN mempunyai spesifikasi
dan distingsi keilmuan yang tidak dimiliki oleh universitas lain.

Transformasi IAIN menjadi UIN dalam konteks peningkatan mutu
pendidikan Tinggi Keagamaan Islam harus tetap menjaga mutu dengan
tidak mendegradasi studi Islam atau Islamic studies meskipun melakukan
transformasi IAIN menjadi UIN, kajian keislaman pada PTKIN harus tetap
terjaga mutu dan kualitasnya.

Dalam kajian historis transformasi IAIN menjadi UIN merupakan
siklus pemkembangan PTKIN yang berlangsung dinamis dipengaruhi oleh
latar belakang agama, budaya, nilai, dan struktur sosial di masyarakat,

dalam rangka menjadikan ilmu agama sebagai media kritis dan

7 Amin, Kamaruddin dkk. Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia?; Current Trends and Future
Challenges (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2006), 367-368.
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transformatif dalam menjawab perkembangan zaman. Data kajian historis
menguatkan kesimpulan bahwa proses transformasi didasarkan pada
kebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni, kebutuhan pembangunan nasional dan pertumbuhan jumlah
mahasiswa.

Uraian ini sejalan dengan pendapat Amin Abdullah, bahwa
keberadaan Islam normatif dan Islam historis berkaitan erat dan tidak bisa
dipisahkan, tetapi bisa dibedakan, karena keduanya hasil dari konteks, pola
berpikir, dan asumsi sejarah yang dibentuk oleh manusia pada jaman
tertentu. Oleh karena itu sebagai manusia mempunyai tugas untuk
memformulasikannya dengan membangun sebuah paradigma baru dan
peradaban yang lebih maju.%®

Transformasi IAIN menjadi UIN diharapkan mampu meningkatkan
akses, daya jangkau, dan sebaran serta meningkatkan mutu dan daya saing
penyelenggraan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Oleh karena itu
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mensyaratkan terdapat
distingsi dan integrasi keilmuan yang merupakan wider mandate
transfomasi IAIN menjadi UIN pada Renstra 2020-2024 Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah mentargetkan ada 30 UIN baru.

Grand Desain transformasi Kelembagaan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) telah disusun pada Tahun 2015 oleh

Direktorat Pendidikan Tinggi Kagamaan Islam yang menjadi panduan

% Amin Abdullah, Studi Agama; Normativitas atau Historisitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.
1V, 2004).
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atau road map dalam pengembangan PTKIN 25 tahun agar terarah dan
terukur dalam rangka memberikan jaminan mutu pendidikan Tinggi Islam.
Grand desain transformasi IAIN menjadi UIN memuat reorientasi
transfomasi IAIN menjadi UIN sebagai upaya pembenahan dan
penyempurnaan Sistem Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada aspek
link and match dan orientasi pada transformasi etis dalam rangka
mencetak serta membentuk watak dan karakter Islami setiap lulusannya.
Uraian di atas sejalan dengan Abudin Nata, bahwa munculnya
gagasan transformasi IAIN menjadi UIN akan berimplikasi pada: 1) ruang
lingkup keilmuan dan kajian keislaman lebih komprehensip; 2) wawasan
mahasiswa dan dosen lebih  berkembang dengan mencoba
mengintegrasikan Islam dan sains pada setiap ilmu yang dipelajari; dan 3)
pengelolan akademis kajiannya akan lebih besar, lahan akan lebih luas,
kebutuhan tenaga dosen dan pegawai administrasi lebih berkembang.®
Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN pada setiap PTKIN
mengarah dan mengacu pada misi Kementerian Agama dalam
mensosialisasikan pemahaman dan pengalaman moderasi keagamaan
Islam yang moderat dan output lulusan PTKIN yang menjaga semangat
moderasi Islam.
Reorientasi dan reaktualisasi transformasi IAIN menjadi UIN
mampu mentransformasikan konsepsi-konsepsi Islam dalam kehidupan

nyata, baik sebagai faktor motivatif, edukatif, dan dinamisatif, maupun

% Abudin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), 246-247.
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sebagai faktor selektif, preventif, dan responsif dalam mensikapi segala
kemungkinan yang akan menyeret pada pemikiran, ideologi, sikap, dan
perilaku yang menyimpang sehingga menjadi PTKI yang bermutu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa kebijakan
transformasi IAIN menjadi UIN merupakan kebijakan publik yang
disusun berdasarkan pada usaha memperoleh solusi dari setiap
permasalahan dan karakteristik masalah publik dengan mengacu pada
perkembangan politik dan dinamika masalah yang berkaitan dengan
kebijakan publik.”

Sebagaimana Irfan Islamy menguraikan jenis kebijakan
tranformasi IAIN menjadi UIN mengarah pada jenis Kebijakan Publik
Distributive, yaitu kebijakan berkaitan dengan alokasi layanan atau
manfaat untuk segmen tertentu dalam kelompok masyarakat tertentu dari
populasi masyarakat yang luas.”* Sedangkan tipologi kebijakan mengarah
pada institutional policie-kategorisasi, dengan menggunakan sudut
pandang berdasarkan lembaga/institusi yang membuat dan memanfaatkan
kebijakan; misalnya kebijakan legislatif, yudikatif, departemen.’

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan utama
transformasi IAIN menjadi UIN ingin menciptakan Pendidikan Tinggi
Islam yang bermutu, unggul, profesional, bersinergi dengan kebutuhan

masyarakat dalam bidang Pendidikan Tinggi Islam.

70 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta:
PustakaPelajar, 2008), 24-25.

! Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 103.

"2 Irfan Islamy, Kebijakan Publik: Definisi dan Makna Kebijakan Publik (Jakarta Universitas
Terbuka, 2014)1.31.
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Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah menerapkan
tahap-tahap kebijakan publik berdasarkan William Dunn melalui tahap-
tahap penyusunan agenda, Tahap formulasi kebijakan, Tahap
adopsi/legitimasi kebijakan dan Tahap implementasi kebijakan dan Tahap
evaluasi kebijakan.”

Sebagaimana diungkapkan M. Hasbullah mengutip pendapat
Siagian mengemukakan terdapat lima faktor yang berpengaruh, sebagai
berikut: 1) manusia, 2) struktur, 3) proses administrasi dan manajemen, 4)
dana, 5) daya.”

2. Penerapan Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Tahun 2002-
2017

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan ternyata kebijakan
transformasi IAIN menjadi UIN pada awalnya bukan datang dari regulasi
yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. Diktis) pada Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam.

Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN pada awalnya
disebabkan oleh tuntutan stake holders pendidikan tinggi Islam yang
makin lama makin menguat, agar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Negeri (PTKIN) mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang

pendidikan tinggi.

® William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 1998), 24 Lihat juga Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses (Yogyakarta:
Media Presindo. 2007), 32

™ H. M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan dalam Prespektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif
Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2015),113
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Kondisi ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Said
Zainal Abidin, bahwa kebijakan publik tidak senantiasa datang dari
pemerintah.” Proses penyusunan agenda kebijakan dapat terjadi karena
ada arus keinginan masyarakat memunculkan kebijakan publik yang baru,
dalam hal ini arus keinginan transformasi IAIN menjadi UIN, dan
selanjutnya pemerintah memfasilitasinya dengan memproses dan
merumuskan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN melalui prosedur
yang formal.

Pada awalnya proses transformasi IAIN menjadi UIN belum
memiliki standar yang baku dan sarat dengan nuansa politis. Kebijakan
transformasi lahir dari usulan PTKIN, bukan berdasarkan disain kebijakan
yang ditetapkan oleh Dir. Diktis pada Ditjen Pendis Kementerian Agama.

Oleh karena itu penyusunan proposal di tahap awal kebijakan
transformasi IAIN menjadi UIN sangat variatif karena belum ada pedoman
secara teknis mengenai penyusunan proposal dan pedoman integrasi dan
interkoneksi serta distingsi transformasi UIN menjadi UIN.

Setelah PMA Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk
PTK terbit, penyusunan dan pengajuan transformasi IAIN menjadi UIN
lebih terarah. Setiap IAIN yang mengajukan transformasi menjadi UIN
harus mencantumkan paradigma integrasi, desain kurikulum integrasi

secara detail dan mendalam.’®

> Abidin, Kebijakan Publik, 113.
"® proposal Transfomasi IAIN Raden Intan Lampung menjadi UIN Raden Intan Lampung, 2016.



244

Kita bisa menelusuri jejak sejarah transformasi IAIN menjadi
UIN pertama kali, tahun 2002, yang dilakukan oleh TAIN Syarif
Hidayatullah (Syahid) Jakarta. Kesiapannya sudah sangat matang,
misalnya dengan telah membuka fakultas dan prodi umum. Maka wajar
kemudian IAIN Syahid berhasil menjadi UIN Syahid Jakarta berdasarkan
Surat Keputusan Presiden Rl Nomor 031 Tahun 2002.

Apa yang dilakukan oleh IAIN Syahid sebelum bertransformasi
menjadi UIN sesuai dengan teori Andik Wahyu Mugoyyidin yang
menegaskan bahwa secara aksiologis, paradigma interkoneksitas
menawarkan pandang dunia (world view) bahwa manusia beragama dan
ilmuan baru yang lebih terbuka dan secara ontologis hubungan

antardisiplin keilmuan menjadi semakin terbuka dan cair.”’

Berbeda dengan sejarah kelahiran UIN Maulana Malik lbrahim
Malang. Bukan saja kesiapannya yang tidak sebanding dengan kesiapan
IAIN Syahid Jakarta, bahkan status kelembagaannya-pun masih STAIN,
belum [AIN. Namun semangat STAIN Malang untuk melakukan
perubahan menjadi UIN sangat luar biasa. Akhirnya berdasarkan Surat
Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004, tertanggal 21 Juni 2004 lahirlah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang diresmikan langsung oleh
Menko Kesra Prof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc atas nama Presiden pada

tanggal 8 Oktober 2004.

" Andik Wahyun Mugoyyidin, Integrasi dan Interkoneksitas Ilmu-1imu Agama dan Sains menuju
Pendidikan Tinggi Islam Center of Exellences (Edusentris: Jurnal Ilmu Pendidikan dan
Pengajaran, Vol. 1 No. 2, Juli 2014), 174.
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Data ini juga membuktikan kebenaran teori yang disampaikan oleh
Robert E. Goodin, Martin Rein, dan Michael Moran, mengutip pendapat
Richard Neustadt, bahwa proses politik dan pembuatan kebijakan sebagian
besar adalah masalah “persuasi” yang dimulai dari proses memilih,
memutuskan, mengundangkan sebagaimana mereka inginkan.

Arus perubahan PTKIN dalam bentuk keinginan bertransformasi
dari IAIN menjadi UIN yang semakin menguat sebenarnya di satu sisi
juga merupakan jawaban terhadap hasil penelitian Bassam Tibi. Hasil
penelitian Bassam Tibi menegaskan bahwa permasalahan pendidikan
tinggi yang dihadapi PTKI pada umumnya adalah mulai dari belum
jelasnya landasan epistimologi keilmuan yang dibangun, visi-misinya
(sebagai lembaga dakwah, akademis atau praktis-pragmatis), bahkan
sampal pada persoalan kurikulum, SDM, minimnya anggaran dana,
terbatasnya kerjasama (stake holders), dan sarana-prasarana pendukung
lainnya. Oleh karena itu, gelombang arus transformasi menjadi UIN dinilai
para stake holders pendidikan tinggi Islam bisa menjadi jawaban persoalan
ini.

Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Periode Pertama telah
banyak mengubah peta percaturan pendidikan tinggi di Indonesia. Pelan
tapi pasti, masyarakat umum tidak lagi memandang sebelah mata terhadap
PTKIN. Selama ini masyarakat umum beranggapan bahwa PTKIN hanya
menyelenggarakan pendidikan di bidang agama saja, yang lulusannya

hanya mengisi peluang kerja di bidang keagamaan.
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Namun, setelah PTKIN melakukan perubahan bentuk menjadi
UIN, yang implikasinya banyak dibuka prodi umum, mengakibatkan
banyak lulusannya bisa mengisi pasar kerja yang memerlukan kompetensi
umum. Implikasi selanjutnya, semakin banyak lulusan SMA atau sekolah
umum lainnya yang melanjutkan ke PTKIN. Hal ini mengakibatkan
jumlah mahasiswa PTKIN bertambah pesat, yang berarti PTKIN semakin
memiliki peran yang kuat dalam peningkatan akses pendidikan tinggi
(APK). Setelah ada UIN, PTKIN disejajarkan dengan perguruan tinggi
umum dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN dan
SBMPTN, yang sebelumnya belum pernah ada.

Implikasi transformasi IAIN menjadi UIN ini menguatkan teori
Abudin Nata bahwa transformasi IAIN menjadi UIN akan berimplikasi
pada: 1) ruang lingkup keilmuan dan kajian keislaman lebih
komprehensip; 2) wawasan mahasiswa dan dosen lebih berkembang
dengan mencoba mengintegrasikan Islam dan sains pada setiap ilmu yang
dipelajari; 3) pengelolan akademis kajiannya akan lebih besar, lahan akan
lebih luas, kebutuhan tenaga dosen dan pegawai administrasi lebih
berkembang.’

Data penelitian juga menguatkan teori Abudin Nata, Kusmana dan
Yudi Munadi bahwa transfomasi IAIN menjadi UIN akan berimplikasi
pada: 1) Raw input lebih berfariatif tidak hanya berasal dari tamatan

madrasah tetapi juga berasal dari sekolah menengah umum, karena UIN

"8 Abudin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), 246-247.
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telah menyediakan jurusan dan fakultas umum; 2) Hilangnya dikotomi
ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dengan melakukan integrasi ilmu
pengetahuan antara ilmu agama dan ilmu umum;’ 3) Peluang kerja bagi
para lulusan akan lebih luas ruang lingkup dan eksistensinya;®® 4)
memberikan peluang dan kesempatan bagi lulusan melakukan mobilitas
vertikal dengan kesempatan yang lebih luas; 5) penyelenggaraan
pendidikan yang profesional, berkualitas tinggi, dan menawarkan banyak
pilihan akan menjadi tuntutan semua pihak.

Setelah IAIN menjadi UIN maka mutlak harus dibuka
jurusan/prodi umum. Apa yang membedakan jurusan/prodi umum di
perguruan tinggi umum dengan jurusan/prodi umum di Universitas Islam
Negeri? Inilah tantangan yang harus dijawab oleh UIN. Harus dilakukan
integrasi keilmuan. Artinya, seluruh materi perkuliahan sains harus diisi
dengan nilai-nilai agama. Tujuannya adalah agar para mahasiswa dapat
melakukan integrasi keilmuan. Data penelitian ini menguatkan teori yang
disampaikan oleh Muhammad Naquib al-Attas, bahwa integrasi ilmu

bukan berarti Islamization of Knowledge atau islamisasi pengetahuan.®.

¥ Kusmana dan Yudi Munadi , Proses Perubahan IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
(Ciputat: Jakarta UIN Press, 2002), 28.

8 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. 5,
56-59.

8 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, 60.

82 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), 134.
Lihat juga Syed Muhammad Naquib al-Attas, Aims and Objectives of Islamic
Education (London: Hodder & Stouhton, 1979) 19-20. Juga lihat: Thomas Samuel Kuhn, ilmu
ilmu itu tidak bebas nilai dan merupakan human and social construction. lihat dalam
Muhammad Muslih, Filsafat IImu; Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori
llmu Pengetahuan (Yogyakarta: Belukar, 2008, cet ke-5), 129.
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Berdasarkan data hasil penelitian, kebijakan transformasi IAIN
menjadi UIN dapat dikelompokkan menjadi 3 periode. Periode Pertama,
tahun 2002 sampai dengan 2005 telah melahirkan 6 UIN. Periode Kedua,
tahun 2013-2015 telah melahirkan 5 UIN. Dan Periode Ketiga, tahun 2017
telah melahirkan 6 UIN.

Regulasi yang digunakan untuk menyeleksi kelayakan
transformasi IAIN menjadi UIN Periode Pertama menggunakan regulasi
umum tentang pendidikan tinggi. Pada tahun 2002, ketika IAIN Syarif
Hidayatullah mengajukan transformasi menjadi UIN, regulasi pendidikan
yang digunakan untuk menyeleksinya adalah Undang-undang Nomor 2
Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Namun, hanya UIN Syahid Jakarta yang mendasarkan proses
transformasinya pada UU No 2 Tahun 1989. Karena pada tahun 2003
undang-undang ini telah diubah dan disempurnakan menjadi Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang
lebih memberikan ruang gerak pendidikan tinggi Islam untuk berkembang.

Oleh karena itu lima UIN selain UIN Syahid Jakarta hasil
transformasi periode pertama, yang proses transformasinya secara masif
bergerak pada tahun 2004 sampai 2005, landasan hukum transformasinya
menggunakan UU No 20 Tahun 2003. Namun landasan hukum PP nya
masih menggunakan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang

Pendidikan Tinggi. Walaupun pada saat ini Kementerian Agama belum



249

menerbitkan regulasi yang mengatur perubahan bentuk PTK, namun
Kemenag melalui Ditjen Pendis sudah merumuskan pengembangan UIN
sebagai lembaga PTI bertaraf nasional yang dituangkan dalam Renstra
Ditjen Pendis Tahun 2004-2009. Selain itu sudah terbit Keputusan Menteri
Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan
Tinggi Agama. KMA dan Renstra ini menjadi acuan Dit. Diktis dalam
merumuskan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Periode Pertama.

Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN Periode Kedua dapat
dikelompokkan menjadi dua paket. Paket pertama adalah proses
transformasi IAIN Sunan Ampel Surabaya dan IAIN Ar Raniry Aceh
menjadi UIN pada tahun 2013. Saat itu belum lahir PMA Nomor 15 Tahun
2014 tentang Perubahan Bentuk PTK.

Oleh karena itu proses kebijakan transformasi lebih dipengaruhi
oleh peran komunikasi yang intensif yang dilakukan oleh pimpinan 1AIN
dengan pejabat negara, seperti yang terjadi pada periode pertama, karena
belum ada regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang
mengatur kebijakan transformasi yang bisa dijadikan Dit. Diktis untuk
melakukan seleksi kelayakan. Kondisi ini mengakibatkan peran
komunikasi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan
transformasi. Pada periode kedua ini sudah lahir Undang-undang No 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang ini semakin
membuka ruang gerak transformasi, karena disebutkan bahwa perguruan

tinggi dapat berbentuk politeknik, sekolah tinggi, institute, dan universitas.
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Paket kedua adalah proses kebijakan transformasi menjadi UIN
yang dilakukan oleh IAIN Raden Fatah Palembang, IAIN Sumatera Utara,
dan IAIN Walisongo Semarang. Pada saat ini telah lahir 2 regulasi baru
yang mengatur perubahan bentuk perguruan tinggi. Yaitu PP Nomor 4
Tahun 2014 dan PMA No 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk PTK.
PP No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi sebenarnya untuk mengatur perguruan
tinggi umum dalam naungan tanggung jawab Kementerian Pendidikan
Nasional. Namun, karena belum ada PP yang mengatur Perguruan Tinggi
Keagamaan, maka Kementerian Agama menggunakan PP ini untuk
mengatur penyelenggaran dan pengelolaan PTK. PP yang mengatur PTK
sebagai tindak lanjut UU No 12 Tahun 2021 baru lahir tahun 2019, yaitu
PP Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

Berdasarkan kondisi ini maka proses kelahiran Kebijakan
Transformasi IAIN menjadi UIN Periode Kedua paket yang kedua ini
lebih didominasi oleh peran Dit. Diktis Kementerian Agama, krn proses
kelahiran kebijakan transformasi berdasarkan regulasi yang sudah
ditetapkan (PMA 15/2014). Persyaratan kelayakan IAIN untuk menjadi
UIN sebagai bagian dari proses penjaminan mutu lebih menjadi prioritas
seleksi.

Kebijakan transformasi periode ketiga berbeda dengan periode
pertama dan kedua. Karena pada periode ketiga kebijakan transformasi

IAIN menjadi UIN sudah memiliki regulasi yang lebih lengkap. Sudah ada
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garis kebijakan yang dibuat oleh Dit Diktis Kemenag yang dituangkan
dalam Grand Desain dan Rencana Strategik. Sedangkan pada tahap
pertama dan kedua Dit. Diktis Kemenag belum membuat Grand Desain
Pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Oleh karena itu, proses seleksi kelayakan transformasi menjadi
UIN pada periode ketiga ini bukan saja harus memenuhi standar mutu
kalayakan, namun juga harus sudah masuk dalam garis kebijakan
perencanaan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Kebijakan transformasi 1AIN menjadi UIN Periode Ketiga
merupakan keputusan teknis melaksanakan garis kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui Dit, Diktis dalam dokumen
Perencanaan dan Grand Desain Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam.

Oleh karena itu kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Periode
Ketiga sesuai dengan teori yang disampaikan William N. Dunn, bahwa
kebijakan publik berisi suatu daftar pilihan tindakan yang saling berkaitan,
yang disusun secara sistematis oleh institusi/lembaga atau pejabat
pemerintah.®® Juga pendapat Thomas R. Dye, yang menegaskan bahwa
kebijakan publik adalah segala kebijakan apapun yang dipilih pemerintah
untuk dilakukan atau tidak dilakukan).®* Juga dikuatkan oleh Anderson

dalam kebijakan-kebijakan publik disusun dan dikembangkan lembaga

8 William N. Dunn. Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2002). 23.

® Thomas R. Dye, Understanding Public Policy (Singapore: Lougman, 2001). Juga membuka
laman dalam http://ketyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/ tinjauan-teoritis-
implementasi- kebijakan-publik/(diakses 21 Januari 2018).



http://ketyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/%20tinjauan-teoritis-implementasi-
http://ketyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/%20tinjauan-teoritis-implementasi-
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yang mempunyai hubungan erat dengan badan dan pejabat
pemerintahan).®

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa proses kebijakan
transformasi IAIN menjadi UIN pada Periode Kedua (2013-2015) paket
kedua dan kebijakan transformasi Periode Ketiga (2017) menempatkan
peran Kementerian Agama lebih dominan. Proses pembuatan kebijakan
lahir dari regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Saat ini,
berdasarkan Renstra Ditjen Pendis Kementerian Agama Tahun 2020-2024
telah ditetapkan bahwa sampai tahun 2024 jumlah UIN menjadi 30
universitas.®

Proses kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Periode Kedua
dan Ketiga ini sesuai dengan pendapat Riant Nugroho. Menurutnya, teori
analisis kebijakan dikembangkan berdasarkan pada praktik terbaik best
practice, dengan melakukan verifikasi, validasi, dan selanjutnya
dikodifikasikan menjadi hasil dan acuan untuk kegiatan selanjutnya.
Goodin dkk, juga menyatakan bahwa kebijakan publik antara lain
dilakukan berdasarkan hasil kajian akademik terhadap gelombang aspirasi
yang mengarah pada aspek relevansi, untuk melakukan langkah nyata
dalam memberikan dan menawarkan suatu alternatif pemecahan dan

perbaikan suatu masalah yang dilakukan oleh pelaku politik.

% James E. Anderson, Public Policy Making: An Introduction (Boston: Houghton Mifflin
Company, 1998), 34.

8 Kementerian Agama, Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun
2020-2024.
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Selanjutnya Harold Lasswell, dalam Wayne Parsons, menguatkan
teori ini dengan merinci orientasi kebijakan dapat disederhanakan dengan
menggunakan kajian antara lain melakukan pemetaan kontektualitas
proses kebijakan, opsi kebijakan, dan hasil kebijakan, dan
mengintegrasikan pengetahuan ke dalam disiplin yang menyeluruh
overarching dalam rangka menganalisis pilihan publik dan pengambilan
keputusan dan karenanya ia ikut berperan dalam demokratisasi
masyarakat.

Proses transformasi IAIN menjadi UIN sempat dilakukan
moratorium pada Tahun 2017 dalam rangka melakukan evaluasi terhadap
perubahan bentuk 1IAIN menjadi UIN pada 11 UIN dengan mengacu pada
Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
2534/Dj.1/PP.03.2/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

Moratorium  bertujuan untuk penataan kelembagaan dan
peningkatan mutu pendidikan keagamaan Islam negeri sekaligus
melakukan kajian ulang terhadap integrasi keilmuan PTKIN sambil
menyusun rencana pengembangan PTKIN dalam bentuk grand desain
yang mencakup peta persebaran PTKIN, proyeksi PTKIN, dan rencana
pengembangan PTKIN di masa yang akan datang.

Penerapan kebijakan transfomasi IAIN menjadi UIN harus
mempertimbangkan pada grand desain pengembangan IAIN menjadi UIN.
Selain itu juga harus mengacu pada Rencana Strategis 2020-2024

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mengenai peningkatan
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mutu, akses dan relevansi dengan tidak mendegradasi Islamic studies
berbasis pada potensi lokal.

Uraian di atas sejalan dengan yang diungkapkan oleh Minhaji®’
mengenai alasan transformasi IAIN menjadi UIN adalah sebagai: 1)
Tuntutan dan kebutuhan era global yang bisa mendegradasi peran lulusan
IAIN jika hanya mengkaji ilmu-ilmu kegamaan; 2) Menghilangkan
dikotomi ilmu sains dan agama yang pada akhirnya mengakibatkan
perilaku hidup sekuler yang menempatkan agama sebagai urusan pribadi;
3) Kebutuhan stakehholders Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam karena
sebagian besar orang tua termasuk dosen IAIN banyak menyekolahkan
anaknya di luar IAIN.

Hal ini juga sejalan dengan uraian Juhaya S Praja, bahwa
transfomasi IAIN menjadi UIN diyakini akan membawa dampak positif
jika: Pertama, keberadaan UIN mampu menyelesaikan masalah dualisme
sistem pendidikan dan dikotomi keilmuan yaitu ilmu agama dan ilmu
sains; Kedua, keberadaan UIN secara kelembagaan akan mampu
mengembangkan dan menggabungkan ilmu-ilmu agama Islam dan sains
modern; Ketiga, keberadaan UIN dapat meningkatkan minat, daya
tampung dan daya saing mahasiswa karena dengan biaya relatif murah

tapi berkualitas.®®

8 Minhaji, “Transformasi IAIN Menuju UIN, Sebuah Pengantar”, Menyatukan Kembali lImu-
llmu Agama dan Umum, Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum. Yogyakarta:
Suka Press IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 143.

8 Juhaya S Praja,. Filsafat dan Metodologi llmu dalam Islam. (Jakarta: Teraju, 2002), 138.
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Proses transformasi dilakukan secara bertahap berdasarkan pada
kerangka dasar transformasi IAIN menjadi UIN mengacu pada Grand
Design Of Islamic Higher Education yaitu: 1) Strengthening Institutional
Capacity Tahun 2015-2019, 2) Reaching National Competitiveness 2020-
2024, 3) Positioning in Regional Competitiveness (2025-2029) 4)
Becoming the world’s reference for Islamic studies 2030-2034.

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam memiliki dua
regulasi untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan
tinggi, yaitu : 1) KMA Nomor. 394 Tahun 2003 tentang Pendirian
Perguruan Tinggi; 2) PMA Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan
Bentuk PTK. Dalam PMA tersebut diuraikan perubahan bentuk meliputi
tiga hal, yaitu sekolah tinggi menjadi institut, institut menjadi universitas,
dan gabungan dua PT/lebih menjadi ST/I/U.

Proses transformasi IAIN menjadi UIN adalah proses yang
melibatkan banyak pihak di dalamnya. Selain PTKIN pengusul dan
Kementerian Agama, juga turut melibatkan unsur Kementerian lainnya
yaitu Kemen PAN-RB, Kemensetneg, Kemenkumham, Kemenristekdikti
dan Kemenkeu.

Berdasarkan uraian di atas sesuai dengan Subarsono mengutip
pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli bahwa kebijakan

publik mengacu pada faktor-foktor 1) Kondisi lingkungan. 2) Hubungan
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antarorganisasi. 3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program.
3) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.®

Sedangkan mekanisme transformasi IAIN menjadi UIN melalui
mekanisme yang terstruktur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
PMA Nomor 15 Tahun 2014 yaitu melalui pengusulan perubahan bentuk
oleh pimpinan PTK, penilaian usulan perubahan bentuk PTK oleh Direktur
Jenderal dan Penetapan Perubahan Bentuk PTK oleh Menteri Agama.

Proses transformasi IAIN manjadi UIN dilakukan dengan cara
yang terukur yaitu melalui dua tahap, meliputi: pertama Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan melakukan Self Assesment Internal dengan
melakukan kajian terhadap proposal transformasi IAIN menjadi UIN.
Kedua assement lintas kementerian untuk memastikan kalayakan
transformasi. Proses tranformasi melewati berbagai macam proses yaitu
proses politik, administrasi, dan proses penjaminan mutu.

Proses transformasi sebelum tahun 2014 dilakukan hanya dengan
telaah proposal transformasi IAIN manjadi UIN karena belum ada
petunjuk secara teknis penyusunan proposal dan pedoman integrasi dan
interkoneksi serta distingsi masing-masing UIN. Hal ini berbeda dengan
pengajuan transformasi IAIN menjadi UIN pada tahun 2015-2017
mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Setiap IAIN yang

8 Subarsono, 101.
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mengajukan transformasi manjadi UIN harus mencantumkan Paradigma
integrasi, dan desain kurikulum integrasi secara detail dan mendalam.

Analisis data penelitian ini sesuai dengan uraian Ujang Suyatman
bahwa integrasi ilmu pengetahuan sebagai upaya memadukan ilmu-ilmu
keagamaan dengan ilmu-ilmu umum. Perubahan status, diprediksi UIN
bakal memiliki keunggulan dibandingkan dengan universitas umum,
khususnya dalam aspek nilai-nilai keislaman. Secara asksiologis, alasan ini
cukup berdasar mengingat tanggung jawab professional keilmuan
menyangkut nilai-nilai moral.*

Proses transformasi PTKIN, sesuai dengan PMA Nomor 15 Tahun
2014, diawali dengan pengajuan usulan disertai naskah akademik oleh
PTKIN kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sesudah diadakan
kajian, penilaian dan analisis oleh Ditjen Pendidikan Islam, kemudian
direkomendasikan oleh Ditjen Pendidikan Islam kepada Menteri Agama
melalui  Sekretariat Jenderal yang akan ditelaah kelengkapan
persyaratannya oleh Biro Ortala- Jika hasil telaahnya memungkinkan
untuk dilanjutkan prosesnya, maka akan disusun rancangan Surat Menteri
Agama untuk pengajuan usulan transformasi/perubahan bentuk kepada
KemenPAN-RB untuk kemudian dilakukan pembahasan antar/lintas
kementerian. Jika hasil telaahan dinilai belum layak untuk diajukan
transfromasi/perubahan bentuknya, maka akan dikembalikan kepada pihak

pengusul untuk dilengkapi kekurangan persyaratannya.

% Ujang Suyatman. Manajemen Strategik dalam Transformasi IAIN Menjadi UIN. Jurnal
Administrasi Pendidikan Vol. XIV No. | April 2012.
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Selama proses antarkementerian, yang bertanggungjawab atas
kelancaran proses pembahasan dan komunikasi antarkementerian adalah
Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Ortala dengan melakukan uji
kelayakan, presentasi kepada tim penilai, dan visitasi ke PTKIN yang
mengusulkan perubahan status dari IAIN menjadi UIN. Selain harus
memenuhi persyaratan, proses yang harus dilalui cukup panjang termasuk
proses koordinasi dengan KemenPAN&RB. PTKIN yang akan melakukan
perubahan bentuk menjadi UIN harus mampu menyelenggarakan integrasi
keilmuan Islam dan sains serta memiliki distingsi terhadap prodi yang
dimiliki dengan prodi lain dari perguruan tinggi yang sudah ada.

Selain hal di atas, PTKIN yang mengusulkan transformasi harus
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana disebutkan di lampiran PMA
No 15 Tahun 2014, antara lain persyaratan Persentase Kepangkatan
Akademik Dosen; Rasio Jumlah Mahasiswa Dosen; Jumlah, Jenis, dan
Ragam Program Studi, Jurusan & Fakultas, Persentase Kualifikasi Tenaga
Kependidikan, Presentase Status Akreditasi Program Studi, Sarana dan
Prasarana, dan Jumlah Mahasiswa.

Naskah akademik usulan transformasi sebaiknya juga dilengkapi
dengan informasi sebagai berikut: status akreditasi institusi, tanggal
pendirian IAIN, jumlah lulusan, total lahan kampus yg dimiliki, rincian
prodi & status terakreditasi, jumlah dosen tetap berdasarkan kepangkatan
akademik, jumlah dosen tetap berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah

mahasiswa per prodi, sarana & prasarana yg dimiliki, Anggaran (5 tahun
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terakhir), jumlah tendik termasuk pemanfaatan ICT dalam layanan
akademik & administrasi, kerjasama internasional, filosofi keilmuan
universitas, pengembangan prodi keagamaan, rancangan nama fakultas &
prodi yang diusulkan, rancangan prodi umum & kekuatannya, rancangan
pembinaan dosen umum di UIN & sebaliknya, rencana 5 tahun pertama
setelah menjadi universitas, pendanaan persiapan setelah menjadi
universitas, prestasi yang pernah diperoleh, dan dukungan/rekomendasi
dari instansi terkait. Sedangkan proses penilaian mengacu pada penilaian
minimal sesuai PMA 15/2014 dengan kriteria A > 350 Sangat
Direkomendasikan B 300-349 Direkomendasikan C < 300" Tidak
Direkomendasikan.

Kendala yang dihadapi oleh PTKIN dalam proses transformasi
dapat berasal dari kendala internal dan ekternal. Diantaranya adalah proses
transformasi IAIN menjadi UIN belum memiliki konsep yang matang
terutama dalam core bisnis yang akan dilakukan terutama dalam pendirian
prodi-prodi umum yang menjadi prioritas utama. Juga jumlah dosen yang
memadai bagaimana rektrutmentnya tidak hanya terjebak dalam keinginan
mendapatkan perubahan status. Hasil pengamatan saya pada transformasi
tahun 2017 pada 6 UIN selama kurun waktu 2 tahun belum siap
mendirikan prodi-prodi umum.

Proses transformasi pada tahap pertama sebagian besar telah

berjalan dengan baik meskipun pada tahap pertama belum ada panduan

% Wawancara dengan Adib Abdushomad, 15 Nopember 2019
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yang jelas tentang cara melakukan transformasi dalam mengintegrasikan
ilmu pengetahuan dan sains.

Faktor-faktor yang mempengeruhi adanya kendala dalam proses
transformasi IAIN  menjadi UIN Kkarena: 1) Kketidakjelasan dalam
pelaksanaan program-program pengembangan dan ukuran pencapaian
Kinerjanya; 2) sumberdaya dan sumber pendanaan 3) manajemen,
kemampuan manejerial baik tingkat universitas maupun unit-unit kerja
belum optimal dalam mewujudkan pengelolaan pendidikan yang efektif,
efisien, produktif, serta akuntabel; dan 4) budaya, kultur akademik belum
terbangun, sehingga terjadi ketidakselarasan antara kultur yang ada dengan
strategi-strategi perubahan yang dikembangkan.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengatasi berbagai kendala
dalam proses transformasi IAIN menjadi UIN perlu menggunakan
pendekatan manajemen sumber daya manusia yang dapat mengelola unsur
manusia secara baik. Pengelompokan manajemen sumber daya manusia
memiliki  tiga fungsi, vyaitu: fungsi manajerial: perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, fungsi operasional,
pengadaan, pengembangan, kompensasi, pegintegrasian, pemeliharaan,
dan pemutusan hubungan kerja, yang ketiga adalah kedudukan MSDM
dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.*?

Berdasarkan 16 Keppres/Perpres tentang Perubahan Bentuk

IAIN/STAIN menjadi UIN, 17 PMA tentang Organisasi dan Tata Kerja

% Husein Umar. Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. Cet. Ke-2. (Jakarta: Gramedia
Pustaka, 1999), 3.
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UIN, dan 17 PMA tentang Statuta UIN, dapat dianalisis bahwa bentuk

transformasi IAIN menjadi UIN dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu aspek

platform pendidikan, aspek paradigma keilmuan, dan aspek landasan

penyelenggaraan pendidikan.

1. Aspek platform Pendidikan

a. Periode 1 (Tahun 2002-2005)

Platform pendidikan transformasi IAIN menjadi UIN Periode
Pertama (UIN Syahid Jakarta, UIN Suka Yogyakarta, UIN MMA
Malang, UINSUSKA Riau, UIN Alauddin Makassar, dan UIN
SGD Bandung) sebagai berikut:

1) Mewujudkan Pendidikan Tinggi Kelas Dunia dengan
Keunggulan;

2) Integrasi Keilmuan, Keislaman, dan Keindonesiaan;

3) Memadukan sains dan Islam bereputasi Internasional;

4) Pusat pencerahan dan transformasi Ipteks berbasis peradaban
Islam.

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa
ransformasi IAIN menjadi UIN tahap pertama menekankan pada
pengembangan kajian dan pengembangan keislaman dan keilmuan,
nilai-nilai sains belum nampak secara jelas secara praktis namun
semangat integrasi keilmuan mulai menjadi kajian utama.

b. Periode 2 (Tahun 2013-2015)
Platform pendidikan transformasi IAIN menjadi UIN Periode
Kedua (UINSA Surabaya, UIN Ar Raniry Banda Aceh, UIN Raden

Fatah Palembang, UINSU, UIN Walisongo Semarang) sebagai
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berikut:

1) Mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul,

2) Pengembangan dan pengintegrasian ilmu keislaman, sains,
teknologi, dan seni;

3) Membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas,
berbudi luhur dan bermartabat (Building Character Qualities:
for the smart, pious and honourable nation;

4) Mewujudkan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional,
berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa secara

umum transformasi IAIN menjadi UIN  pada tahap kedua
menekankan pada pengembangan kajian dan pengembangan
keislaman dan keilmuan, nilai-nilai sains belum nampak secara
jelas namun semangat integrasi keilmuan mulai menjadi kajian
utama dengan menekankan pada penekanan karakter Islami.
Periode 3 (Tahun 2017)
Platform pendidikan transformasi IAIN menjadi UIN Periode
Ketiga (UIN Mataram, UIN Antasari Banjarmasin, UIN Imam
Bonjol Padang, UIN SMH Banten, UIN Raden Intan Lampung,
dan UIN STH Jambi) sebagai berikut:

1) Mewujudkan pendidikan tinggi Islam riset yang terdepan
dengan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan
dan peradaban;

2) Mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul dan berakhlak;

3) Mewujudkan pendidikan tinggi Islam yang kompetitif di
Asean;
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4) Mengembangkan kajian Islam, sains teknologi, dan peradaban
secara integrative;

5) Mewujudkan pendidikan tinggi yang menjadi rujukan
internasional dalam pengembangan ilmu keislaman;

6) Mewujudkan pendidikan tinggi Islam yang inovatif dengan

semangat entrepreneurship.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa secara
umum transformasi IAIN menjadi UIN pada tahap Kketiga
menekankan pada pengembangan kajian dan pengembangan
keislaman dan keilmuan, nilai-nilai sains nampak diperkuat dengan
semangat integrasi keilmuan bahkan mulai nampak semangat
entrepreneurship.

Selain itu, berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis
sejalan dengan alasan mengapa perlu dilakukan transformasi IAIN
ke UIN adalah sebagai berikut:*

1. Tuntutan dan kebutuhan era global yang bisa mendegradasi
peran lulusan IAIN jika hanya mengkaji ilmu-ilmu kegamaan;

2. Menghilangkan dikotomi ilmu sains dan agama yang pada
akhirnya mengakibatkan perilaku hidup sekuler dengan yang

menempatkan agama sebagai urusan pribadi;

% Minhaji, “Transformasi IAIN Menuju UIN, Sebuah Pengantar”, Menyatukan Kembali llmu-
llmu Agama dan Umum, Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum. Yogyakarta:
Suka Press IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 143.
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3. Kebutuhan stakehholders Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
karena sebagian besar orang tua termasuk dosen IAIN banyak
menyekolahkan anaknya di luar IAIN.

Terlepas dari persoalan kontroversi transformasi 1AIN
menjadi UIN, hal menarik yang perlu digaris bawahi di kalangan
IAIN adalah kecenderungan Islamic studies. Sejak didirikan,
PTKIN memiliki dua tugas utama yaitu: pertama sebagai lembaga
keagamaan (dakwah). IAIN mempunyai posisi strategis sebagai
sentral kajian keagamaan, keberadaannya mempunyai misi religius
untuk memberikan pencerahan masyarakat muslim dalam
memahami ajaran Islam. Kedua, sebagai lembaga keilmuan
(akademis) . Posisi IAIN diharapkan menjadi avant garde dalam
mengkaji Islam sebagai sebuah disiplin akademis, bukan sebagai
doktrin agama.®*

2. Paradigma Keilmuan
a) Periode 1 (Tahun 2002-2005)

Paradigma keilmuan transformasi IAIN menjadi UIN periode

pertama (UIN Syahid Jakarta, UIN Suka Yogyakarta, UIN MMA

Malang, UINSUSKA Riau, UIN Alauddin Makassar, dan UIN

SGD Bandung) dapat dianalisis bahwa secara umum paradigma

keilamuan menekankan pada integrasi keilmuan, mengembangkan

konsep integritasi-interkoneksi yang tidak hanya berurusan dengan

% Azyumardi Azra, “Studi-studi Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri,” dalam
Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999), 169-70.
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realitas dengan mengacu pada sains dan agama dengan mengacu
pada alquran dan hadist. Namun konsep yang disusun masih
bersifat sederhana belum ada panduan yang jelas tentang model
integrasi pada masing-masing PTKIN

Periode 2 (Tahun 2013-2015)

Paradigma keilmuan transformasi IAIN menjadi UIN
periode kedua (UINSA Surabaya, UIN Ar Raniry Banda Aceh,
UIN Raden Fatah Palembang, UINSU, UIN Walisongo Semarang)
dapat dianalisis bahwa secara umum paradigma keilmuannya tetap
menggunakan model integrasi keilmuan, namun konsep juga belum
ada keterkaitan dengan misi dan visi Kemenag dan Dirjen
Pendidikan Islam. Oleh karena itu pada masa ini diadakan
moratorium untuk mempertegas konsep integrasi.

Periode 3 (Tahun 2017)

Paradigma keilmuan transformasi IAIN menjadi UIN
Periode Ketiga (UIN Mataram, UIN Antasari Banjarmasin, UIN
Imam Bonjol Padang, UIN SMH Banten, UIN Raden Intan
Lampung, dan UIN STH Jambi) dapat dianalisis bahwa secara
umum paradigma keilmuan periode tiga tetap kata integrasi
keilmuan yang menjadi topik utama, bahkan telah mengarahkan
konsepnya pada pengembangan integrasi berdasarkan pada ciri
khas masing PTIKI. Hal ini disebabkan karena telah muncul grand

desain integrasi keilamuan.
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Uraian di atas juga menunjukkan bahwa integrasi ilmu
merupakan salah satu target utama dalam tranformasi. Oleh karena
itu proses transformasi harus memiliki landasan yang sangat kuat
sebagai landasan dalam pengembangan UIN. Landasan integrasi
ilmu terdiri dari landasan filosofis, normatif, juridis dan landasan
historis.*®

Hal ini sebagaimana diungkapkan Garvin: terdapat lima
macam pendekatan kualitas yang dapat dijelaskan mengapa
kualitas diartikan secara beraneka ragam, sebagai berikut:*®
1. Transcendental Approach, kualitas dipandang sebagai innate

excellence, kualitas dapat dirasakan, diketahui, tetapi sulit
didefinisikan dan dioperasionalisasikan.

2. Product-based Approach, bahwa kualitas merupakan atribut
ataupun spesifikasi secara kuantitatif dan dapat diukur.
Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam
jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk.

3. User-based Approach, bahwa kualitas tergantung pada orang
yang memandangnya sehingga pelayanan yang paling
memuaskan  preferensi  seseorang  (perceived  quglity)
merupakan pelayanan yang paling berkualitas tinggi. Perspektif

yang subjektif dan demand oriented ini juga menyatakan

% Lihat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pedoman Integrasi llmu di Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam (Jakarta: Diktis, 2019), 33

% Barnawi dan M. Arifin. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2017), 16-17.
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bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan
keinginan yang berbeda pula sehingga kualitas bagi seseorang
adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya.

4. Manufacturing-based Approach, mendasarkan diri pada supply
dan terutama memerhatikan praktik-praktik perekayasaan dan
manufaktur, serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian
dengan persyaratan. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian
spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang seringkali
didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan
biaya. Jadi yang menentukan kualitas adalah standar-standar
yang ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang
menggunakannya.

5. Value-based Approach, memandang kualitas dari segi nilai
dan harga. Dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja
dan harga, kualitas didefinisikan sebagai affordable excellence.
Kualitas dalam perspektif ini bersifat relative sehingga produk
yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang
paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai adalah barang
atau jasa yang dibeli konsumen maupun pelayanan yang paling
bermakna bagi pelanggan.

Andik  Wahyu  Mugoyyidin  menegaskan:secara
aksiologis, paradigma interkoneksitas menawarkan pandang dunia

(world view) bahwa manusia beragama dan ilmuan baru yang lebih
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terbuka, mampu berdialog, kerjasama, transparan, bertanggung
jawab secara public dan berpandangan jauh ke depan. Secara
ontologis, hubungan antardisiplin keilmuan menjadi semakin
terbuka dan cair meskipun masih ada batas-batas wilayah
antarbudaya pendukung keilmuan agama yang bersumber pada
teks-teks (Hadarah al-Nash) serta budaya pendukung keilmuan
faktual-historis-empiris  yaitu ilmu sosial dan ilmu kealaman
(hadlarah al-‘7lm) dan budaya pendukung keilmuan etis-filosofis

(hadlarah al-falsafah).®’

3. Aspek Landasan Penyelenggaraan Pendidikan

a) Periode 1 (Tahun 2002-2005)
Aspek Landasan Penyelenggaraan Pendidikan UIN hasil
transformasi Periode Pertama dapat dianalisis bahwa landasan
penyelenggaraan pendidikannya mencoba melakukan integrasi
Pancasila sebagai dasar negara dan Islam sebagai keislaman,
keilmuan, kemanusiaan, kemoderenan, dan keindonesiaan.

b) Periode 2 (Tahun 2013-2015)
Aspek Landasan Penyelenggaraan Pendidikan UIN hasil
transformasi Periode Kedua dapat dianalisis bahwa filsafat
keilmuan periode kedua tetap mengutamakan Pancasila sebagai

dasar negara dan Islam sebagai landasan beragama dengan

% Andik Wahyun Muqoyyidin. Integrasi dan Interkoneksitas Ilmu-llmu Agama dan Sains menuju
Pendidikan Tinggi Islam Center of Exellences. Edusentris: Jurnal Ilmu Pendidikan dan
Pengajaran, Vol. 1 No. 2, Juli 2014, 174.
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menggabungkan paradigma keislaman dan keindonesiaan dalam
menghasilkan SDM PTKIN yang moderat dalam rangka
mengembangkan moderasi beragama.

Periode 3 Tahun 2017

Aspek Landasan Penyelenggaraan Pendidikan UIN hasil
transformasi Periode Ketiga dapat dianalisis bahwa filsafat
keilmuan periode ketiga mencoba kembali kepada landasan
pendidikan Islam vyaitu al Quran dan Hadits dengan tetap
menjadikan Pancasila sebagai filsafah negara. Juga dengan
memadukan konsep menghasilkan SDM memiliki komitmen etis
dalam hidup, etos yang tinggi dalam berkarya, cerdik dalam
bernegosiasi dan cendekia dalam berjuang.

Mengacu pada landasan penyelenggaraan pendidikan telah
mengacu pada core value UIN adalah sebagai dasar
pelaksanannya: 1) terbuka terhadap perubahan dengan membangun
sikap siap belajar dan mau memperbaiki diri; 2) konsisten dalam
memelihara core values yang dipilih; 3) komitmen untuk bekerja
secara sistemik; 4) orientasi pada pencapaian visi; 5) sistem
manajemen mutu menjadi alat untuk menjaga Kinerja standar
pencapaian visi UIN; 6) Menjunjung pelayanan paripurna; dan 7)
kepemimpinan yang kuat dan kreatif.

Core value merupakan hal-hal yang dihargai, dijunjung

tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi atau
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bisa disebut juga nilai-nilai inti dari berbagai kumpulan nilai atau
prinsip dasar yang diyakini dan dijiwai oleh UIN dalam melakukan
tranformasi ilmu.®

Nilai atau prinsip dasar merupakan kekuatan unggulan
dalam menguatkan integrasi keilmuan pada UIN. Core values,
pada perguruan tinggi Islam juga dapat membatasi pilihan cara
untuk mewujudkan visi dan misi integrasi UIN bahkan akan
menjadi distingsi pada PTKIN dalam melakukan transformasi
IAIN menjadi UIN.

Berdasasarkan uraian di atas, ada pertimbangan yang paling
mendasar dalam menerapkan enam core values pada perguruan
Tinggi Keagamaan Islam yaitu.”

Pertama, intelektualisme, secara generik sebagai preferensi
kuat yang mendasari pada reason, fakta, dan logika dalam
memikirkan  dan memahami sesuatu atau disebut juga
kecenderungan untuk memikirkan dan memahami sesuatu secara
mendalam dan dengan level tinggi. Kalau dikaitkan dengan
intelektualisme Islam, adalah kecenderungan kuat untuk
mendasarkan pada reason, fakta, dan logika dalam memahami
Islam melalui penguasaan metodologi keilmuan yang mampu
membangun peradaban unik dan tinggi dalam rangka menyumbang

peradaban Islam.

% Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pedoman Integrasi llmu....55

® Ibid, ....57-61



271

Kedua, intelegensia, dirumuskan sebagai kemampuan
umum dalam menguasai ilmu pengetahuan serta memiliki
kepedulian yang kuat kepada sesama manusia maupun alam
sekitar.

Ketiga, keterbukaan, dirumuskan sebagai kemampuan
dalam memiliki sikap terbuka dan kemampuan menerima
keragaman dan perbedaan. Hal ini penting karena identitas utama
PTKI terdapat kata Islam, kata Islam mengandung arti fitrah Islam
yang terbuka menerima keragamaan dari berbagai suku bangsa,
bahasa, geografi, dan termasuk paham pemikiran.

Keempat, kekinian atau kemodernan, dirumuskan sebagai
semangat perubahan dan kesesuaian dengan masa sekarang
terutama dalam pengembangan peradaban saat ini. Nilai yang
terkandung dalam kekinian adalah kekuatan sosial seperti
demokrasi, kesejajaran, dan kelestarian, filosofi berpikir yang
ilmiah yang beragam, temuan ilmuan baru pada bidang sains dan
teknologi informasi yang akan berdampak pada akselerasi
perubahan baik perubahan fisik maupun fasilitas, serta langkah-
langkah dalam melakukan perubahan.

Kelima, ke Indonesiaan, menunjuk pada teritorial, identitas,
dan nasionalisme kebangsaan. PTKI diharapkan dapat

berkontribusi bagi negara dan bangsa Indonesia.
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Keenam, kesalehan, merupakan nilai diri yang berasal dari
inner quality yang terkandung dalam hubungan manusia dengan
Allah (habl min Allah), mengandung nilai-nilai ibadah hubungan
dengan Allah dan nilai-nilai hubungan sosial hubungannya dengan
sesama manusia (habl min al-nas) seperti sikap simpati, empati dan
saling tolong-menolong.

Untuk memperkuat landasan penyelenggaraan pendidikan
terdapat Lima komponen dari model struktur organisasi
Mintzberg, sebagai berikut: Strategi Apex, middle line,
technostructure, operating core, support staff.'*

1. Strategi Apex
Strategi yang menjadikan pimpinan (top management)
sebagai penanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi
dan lancarnya usaha. Seorang pemimpin yang berani
memberikan jaminan bahwa organisasi yang dipimpinnya dapat
melayani dan mengontrol jalanya organisasi dengan efektif.
2. Middle Line
Kelompok menengah dari manajemen ini  memiliki
kekuasaan langsung terhadap operator yang melakukan
supervise langsung di atas dan dibawahnya untuk ketercapaian
tujuan.

3. Technostructure

100 syaiful Sagala. Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya dan Reiventing Organisasi
Pendidikan. Cet. Ke-1. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 289-294.
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Kelompok ahli yang tergabung dalam technostructure ini
mendesain, merencanakan, melatih, mengevaluasi agar
kebijakan yang diambil oleh pimpinan tepat dan sesuai sasaran.

4. Operating Core

Sekelompok operator yang bertanggung jawab atas
pekerjaan yang berhubungan dengan produksi dari produk
layanan. Operating Core bertugas mengamankan masukan
produksi; mentransformasi input  menjadi  output;
mendistribusikan hasil; dan menyediakan layanan langsung
terhadap input, transformasi, fungsi output, yaitu fasilitas
belajar, laboratorium, perpustakaan dan praktik kerja.

5. Support Staff

Sekelompok unit yang menyediakan dukungan terhadap
sistem organisasi dan orang-orang yang menyediakan layanan
tidak langsung.

Pengorganisasian (organizing) adalah menetapkan apa tugas-
tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan,
bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada

siapa, dan di mana keputusan harus diambil.**

C. Temuan Penelitian

1. Temuan pada latar belakang dan tujuan kebijakan Dit. Diktis pada Ditjen

101 Robbins, S.P. Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Aplications.( New Jersey:
Englewood Cliffs, 1993), 4.



274

Pendis Kemenag RI mengeluarkan kebijakan transformasi IAIN UIN.

Berdasarkan penyajian data dan analisis penelitian diperoleh
temuan penelitian tentang latar belakang kebijakan transformasi IAIN
menjadi UIN, sebagai berikut:

a. Transformasi IAIN menjadi UIN adalah dalam rangka memenuhi
tuntutan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan tinggi. Ketika
IAIN mulai membuka jurusan/prodi umum dalam rangka memenuhi
tuntutan masyarakat, secara regulasi IAIN harus berubah menjadi
Universitas. Apalagi dari waktu ke waktu tuntutan masyarakat pada
IAIN agar membuka jurusan/prodi umum semakin menguat.

b. Wujud tuntutan masyarakat terhadap PTKIN antara lain sebagai
berikut:

1) Menginginkan peningkatkan kualitas dan kuantitas PTKIN antara
lain dengan mengembangkan jurusan/prodi umum dan
pengembangan kelembagaannya;

2) PTKIN diharapkan mampu bersaing mutunya tidak hanya pada
level nasional tetapi juga pada level internasional;

3) Pengembangan Islam moderat di Indonesia dan deradikaliasi;

4) Peningkatan APK PTK;

5) Keinginan beberapa daerah memiliki Universitas Islam Negert;

6) Peningkatan jumlah lulusan MA/SMA/SMK/sederajat yang
memerlukan perguruan tinggi untuk melanjutkan studi;

7) Meneruskan kesejarahan perkembangan PTKIN vyang terus
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berkembang secara dinamis. Yaitu mulai dari bentuk Sekolah
Tinggi Islam (STI), Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAN),
Akademi Dinas Agama (ADIA), IAIN, STAIN, dan kemudian
UIN. Saat ini sedang ada perkembangan baru dibentuk Universitas
Islam Indonesia Internasional (UlII).

Sedangkan temuan penelitian berkaitan dengan tujuan transformasi

IAIN menjadi UIN adalah sebagai berikut:

a. Mampu meningkatkan mutu, akses, sebaran dan daya saing
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

b. Integrasi keilmuan dan memperkuat distingsi;

c. Pembenahan dan penyempurnaan Sistem Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam;

d. Mensosialisasikan pemahaman dan pengalaman moderasi keagamaan
Islam yang moderat dan output lulusan PTKIN yang menjaga
semangat moderasi Islam dan menjaga Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

e. Meningkatkan ruang lingkup kajian keilmuan dan keislaman agar
lebih komprehensip;

f.  Meningkatkan wawasan mahasiswa dan dosen agar lebih berkembang
dengan mengintegrasikan Islam dan sains pada setiap ilmu yang
dipelajari;

g. Lembaga PTKIN berkembang menjadi lebih besar, yang berdampak

pada pengembangan anggaran, pengembangan sarana prasarana,
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termasuk lahan akan menjadi lebih luas, dan peningkatan kebutuhan
tenaga dosen dan pegawai administrasi yang lebih professional/
Tujuan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN mengarah
pada jenis kebijakan publik distributive, yaitu kebijakan berkaitan dengan
alokasi layanan atau manfaat untuk segmen tertentu dalam kelompok
masyarakat tertentu dari populasi masyarakat yang luas.

Berdasarkan temuan tersebut Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam telah menerapkan tahap-tahap kebijakan publik
berdasarkan William Dunn melalui tahap-tahap penyusunan agenda,
Tahap formulasi kebijakan, Tahap adopsi/legitimasi kebijakan dan Tahap

implementasi kebijakan serta Tahap evaluasi kebijakan.

. Temuan penelitian pada penerapan kebijakan Dit. Diktis Ditjen Pendis
Kemenag RI mengeluarkan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN.
Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh temuan pada

penerapan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN mulai tahun 2002

sampai dengan 2017, sebagai berikut:

a. Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN pada awalnya adalah
berdasarkan usulan dari 1AIN, bukan berdasarkan garis kebijakan yang
dituangkan dalam Grand Desain yang ditetapkan oleh Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendis Kementerian
Agama. Artinya kebijakan lahir dari proses buttom up. Yaitu

dipelopori oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berhasil
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mengusulkan perubahan bentuk menjadi UIN pada tahun 2002, yang
kemudian diikuti oleh IAIN/STAIN lainnya;

b. Dit. Diktis Kemenag melakukan uji kelayakan usulan transformasi
berdasarkan pada tiga hal, yaitu: administrasi, penjaminan mutu, dan
politis. Pada periode pertama kebijakan transformasi IAIN menjadi
UIN (2002-2005) pertimbangan politis menjadi hal yang menentukan.

c. ltulah sebabnya pada periode pertama kebijakan transformasi menjadi
UIN, terdapat satu STAIN berhasil ikut masuk dalam kebijakan
transformasi menjadi UIN. Yaitu STAIN Malang menjadi UIN
Malang. Dan ini adalah satu-satunya STAIN yang berhasil mengubah
bentuk langsung menjadi UIN, tanpa sebelumnya menjadi IAIN. Hal
ini terjadi karena saat itu belum ada regulasi di Kementerian Agama
yang mengatur perubahan bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan dan
mensyaratkan sebelum menjadi UIN harus menjadi IAIN dulu;

c. Dalam perkembangan berikutnya Dit. Diktis Kementerian Agama
mengeluarkan beberapa regulasi sebagai pedoman pembuatan
kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN. Antara lain mensyaratkan
rencana memiliki distingsi sebagai standar keunggulan dan kekhasan
setelah menjadi UIN. Juga berbagai syarat administrasi dan standar
mutu lainnya. Pada periode kedua ini proses kelahiran kebijakan
transformasi masih berdasarkan usulan IAIN, namun usulan harus
mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama;

d. Sejak Kementerian Agama menerbitkan PMA No 15 Tahun 2014
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tentang Perubahan Bentuk PTK dan kemudian Dit. Diktis membuat
Grand Desain Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam, maka
kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Periode Ketiga
dilaksanakan sesuai garis kebijakan dan perencanaan Kementerian
Agama. Artinya, pada periode ini kebijakan adalah tindakan teknis
Kementerian Agama dalam rangka melaksanakan regulasi yang telah
ditetapkannya. Kebijakan lebih bersifat top down.

Prosedur pengajuan transformasi IAIN menjadi UIN adalah: 1) IAIN
mengajukan usulan transformasi menjadi UIN ke Dit. Diktis didukung
dengan proposal dan naskah akademik sesuai ketentuan; 2) Dit. Diktis
melakukan uji kelayakan berdasarkan regulasi; 3) Menteri Agama
melalui Biro Ortala Setjen memproses usulan transformasi dengan
kementerian lain untuk mendapatkan pengesahan dari Presiden dalam
bentuk Peraturan Presiden tentang Perubahan Bentuk IAIN menjadi
UIN;

Pada tahun 2017 Kementerian Agama melakukan moratorium
transformasi  IAIN menjadi UIN. Keputusan moratorium ini
sebenarnya dalam rangka menindaklanjuti evaluasi yang dilakukan
oleh Kementerian PANRB yang belum melihat keberhasilan UIN
dalam mewujudkan distingsinya.

Moratorium pada Tahun 2017 dalam rangka melakukan evaluasi
terhadap perubahan bentuk IAIN menjadi UIN pada 11 UIN dengan

mengacu pada surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
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2534/Dj.1/PP.03.2/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

Moratorium bertujuan dalam rangka penataan kelembagaan dan
peningkatan mutu pendidikan keagamaan Islam negeri sekaligus
melakukan kajian ulang terhadap kajian integrasi keilmuan PTKIN
sambil menyusun rencana pengembangan PTKIN dalam bentuk grand
desain yang mencakup peta persebaran PTKIN, proyeksi PTKIN, dan
rencana pengembangan PTKIN di masa yang akan datang.

g. Sampai saat ini, tahun 2020, belum ada dokumen Hasil Evaluasi yang
dilakukan oleh Dit. Diktis Kemenag yang menginformasikan tingkat
ketercapaian UIN dalam mewujudkan distingsinya dan target-target
lain yang dijanjikan ketika menjadi UIN yang dituangkan dalam
proposal dan naskah akademik pengusulan IAIN menjadi UIN. Hal ini
karena antara lain sampai saat ini Dit. Diktis belum menerbitkan
pedoman dan indikator keberhasilan UIN untuk mengukur dan
mengevaluasinya.

Sejak pertama kali PTKIN didirikan, terdapat dua misi utama,
yaitu menjadikan PTKN sebagai lembaga kajian ilmu agama (Islamic
studies) dan sekaligus menjadikan PTKIN sebagai lembaga dakwah.
Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN di satu sisi telah mengarahkan
kecenderungan menjadikan PTKIN sebagai lembaga kajian ilmu (slamic
studies). Hal ini bisa dilihat dari pola rekruitmen mahasiswa baru yang
tidak mensyaratkan kemampuan ilmu agama terutama bagi mahasiswa

prodi umum. Dampaknya adalah terjadi kondisi yang aneh, di satu sisi
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prodi umum dibuka dalam rangka melakukan integrasi keilmuan, tapi di

sisi lain tidak ada persyaratan kemampuan ilmu agama Islam bagai calon

mahasiswa baru. Bagaimana mungkin bisa melakukan integrasi keilmuan
kalau mahasiswanya tidak memiliki pengetahuan dasar tentang Islam yang

cukup. Pembinaan untuk meningkatkan kemampuan ilmu agama Islam di

UIN bagi mahasiswa prodi umum juga dirasa masih lemah. Memang

sudah ada konsep ‘Ma’had Aly”. Tapi fakta di lapangan menunjukkan

bahwa ‘Ma’had Aly’ belum mampu menampung seluruh mahasiswa prodi
umum untuk mendapatkan pembinaan peningkatan ilmu agama Islam.

Inilah tantangan yang perlu mendapatkan evaluasi khusus terutama

berkaitan dengan tujuan transformasi agar UIN mampu melakukan

integrasi keilmuan.
Persyaratan pengajuan transformasi IAIN menjadi UIN
mengacu pada hal-hal sebaga berikut:

1) Transfomasi IAIN menjadi UIN, PTKIN pengusul harus mempunyai
grand desain pengembangan mutu UIN;

2) Transformasi IAIN menjadi UIN mengacu pada Grand Design of
Islamic Higher Education yaitu: 1) Strengthening Institutional
Capacity Tahun 2015-2019, 2) Reaching National Competitiveness
2020-2024, 3) Positioning in Regional Competitiveness (2025-2029)

4) Becoming the world’s reference for Islamic studies 2030-2034;
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3) Mengacu pada Rencana Strategis 2020-2024. Diretorat Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam telah memiliki 17 UIN di Indonesia dan
akan dikembangkan menjadi 30 UIN;

Pelaksanaan tranformasi sebelum tahun 2014 dilakukan dengan
melakukan telaah proposal transformasi IAIN manjadi UIN sangat
variatif dalam penyusunan proposalnya karena belum ada petunjuk secara
teknis mengenai penyusunan proposal dan pedoman integrasi dan
interkoneksi serta distingsi masing-masing UIN. Berbeda dengan
pengajuan transformasi IAIN menjadi UIN pada tahun 2017 setelah
terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Setiap IAIN yang
mengajukan transformasi manjadi UIN harus mencantumkan paradigma
integrasi, dan desain kurikulum integrasi secara detail dan mendalam.

Proses pegajuan transformasi PTKIN mengacu pada PMA
Nomor 15 Tahun 2014, PTKIN mengajukan usulan disertai naskah
akademik kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sesudah diadakan
kajian, penilaian dan analisis oleh Ditjen Pendidikan Islam, kemudian
direkomendasikan oleh Ditjen Pendidikan Islam kepada Menteri Agama
melalui  Sekretariat Jenderal yang akan ditelaah kelengkapan
persyaratannya oleh Biro Ortala.

Jika hasil telaahnya memungkinkan untuk dilanjutkan
prosesnya, maka akan disusun rancangan Surat Menteri Agama untuk

pengajuan usulan transformasi/perubahan bentuk kepada KemenPAN-RB
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untuk kemudian dilakukan pembahasan antar/lintas kementerian. Jika
hasil telaahan dinilai belum layak untuk diajukan transfromasi/perubahan
bentuknya, maka akan dikembalikan kepada pihak pengusul untuk
dilengkapi kekurangan persyaratannya. Selama proses antarkementerian,
maka yang bertanggungjawab atas kelancaran proses pembahasan dan
komunikasi antarkementerian adalah Sekretariat Jenderal dalam hal ini
Biro Organisasi dan Tata Laksana dengan melakukan Uji Kelayakan,
Presentasi kepada tim penilai dan visitasi karena perubahan status dari
IAIN menjadi UIN.

Selain harus memenuhi persyaratan, proses yang harus dilalui
cukup panjang termasuk proses koordinasi dengan KemenPAN&RB
disamping itu PTKIN yang akan melakukan perubahan bentuk menjadi
UIN harus mampu menyelenggarakan integrasi keilmuan Islam dan Sains
serta memiliki distingsi terhadap prodi yang dimiliki dengan prodi lain
dari perguruan tinggi yang sudah ada.

Proses penilaian kelayakan transformasi mengacau pada
penilaian minimal sesuai PMA 15/2014 dengan kriteria A > 350 Sangat
Direkomendasikan B 300-349 Direkomendasikan C < 300 Tidak

Direkomendasikan.
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Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 4.1

Mekanisme Perubahan Bentuk PTK berdasarkan PMA 15 tahun 2014

Kendala yang dihadapi oleh PTKIN dalam proses transformasi
antara lain adalah 1AIN belum memiliki konsep yang matang dalam core
bisnis yang akan dilaksanakan terutama dalam pendirian prodi-prodi
umum yang menjadi prioritas utama dan pola rekruitmen dosennya.
Akibatnya banyak IAIN yang kondisinya masih terjebak dalam keinginan
mendapatkan perubahan status.

Hasil penelitian menunjukkan 6 UIN hasil kebijakan transformasi
tahun 2017 selama kurun waktu dua tahun belum mampu mendirikan
prodi-prodi umum sesuai ketentuan. Namun proses tranformasi pada tahap
pertama sebagian besar telah berjalan dengan baik meskipun pada tahap
pertama belum ada panduan yang jelas tentang cara melakukan

transformasi dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan sains.
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Faktor yang mempengaruhi kendala dalam proses transformasi
IAIN menjadi UIN antara lain: 1) ketidakjelasan dalam pelaksanaan
program-program pengembangan dan ukuran pencapaian Kinerjanya; 2)
sumberdaya dan sumber pendanaan; 3) manajemen, kemampuan
manejerial baik tingkat universitas maupun unit-unit kerja belum optimal
dalam mewujudkan pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien,
produktif, serta akuntabel, dan 4) budaya, kultur akademik belum
terbangun, sehingga terjadi ketidakselarasan antara kultur yang ada dengan
strategi-strategi perubahan yang dikembangkan.

Bentuk transformasi IAIN menjadi UIN ditinjau dari beberapa
aspek dan distingsi pada masing-masing PTKIN dijabarkan menjadi
beberapa periode sebagai berikut:

1) Aspek platform Pendidikan
a) Periode 1 (Tahun 2002-2005)

Periode pertama platform Pendidikan transformasi IAIN menjadi
UIN tema integrasi nilai-nilai keislaman dan keilmuan sains sangat
kuat dalam tataran konseptual dalam aspek epistemoligi, dan
ontologi terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai sains dan
ilmu-ilmu keislaman, namun secara jelas dalam aspek secara
praktis aksiologis ciri utama pada periode ini semangat integrasi
keilmuan mulai menjadi kajian utama.
b) Periode 2 (Tahun 2013-2015)

Periode kedua platform Pendidikan transformasi IAIN menjadi
UIN tema integrasi nilai-nilai keislaman dan keilmuan sains tetap
menjadi objek kajian utama yang menarik pada periode ini ada

penekanan karakter Islami dalam rangka menguatkan distingsi
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PTKIN dengan PTU yang menjadi ciri khas lulusannya.
c) Periode 3 (Tahun 2017)

Periode ketiga platform Pendidikan transformasi IAIN menjadi
UIN tetap integrasi nilai-nilai keislaman dan keilmuan sains lebih
nampak dari aspek epistemoligi, ontologi dan aksiologis dengan
diperkuat kemampuan entrepreneurship

Berdasarkan uraian di atas temuan transformasi IAIN ke UIN
adalah sebagai berikut:
1. Tuntutan dan kebutuhan era global yang bisa mendegradasi peran
lulusan IAIN jika hanya mengkaji ilmu-ilmu kegamaan;

2. Menghilangkan dikotomi ilmu sains dan agama yang pada
akhirnya mengakibatkan perilaku hidup sekuler dengan yang
menempatkan agama sebagai urusan pribadi;

3. Kebutuhan stakehholders Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
agar lulusan tidak hanya mengusai ilmu-ilmu keagamaan, sains
tetapi jJuga mempunyai jiwa enterprenership.

2) Paradigma Keilmuan
a) Periode 1 (Tahun 2002-2005)

Periode pertama Paradigma Keilmuan transformasi IAIN menjadi

UIN mengembangkan konsep integritasi-interkoneksi keilmuan

dengan landasan utama mengacu pada al-Quran dan hadits. Konsep

yang disusun berdasarkan konsep pada masing-masing PTKIN
dalam memaknai konsep integritasi-interkoneksi keilmuan.

b) Periode 2 (Tahun 2013-2015)
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Periode kedua, Paradigma Keilmuan transformasi IAIN menjadi
UIN masih tetap mengacu pada konsep integritasi-interkoneksi
keilmuan namun masih parsial dan cenderung akan mendegradasi
keberadaan UIN sebagai PTKIN di bawah Direktorat Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam. Pada periode ini diadakan moratorium
transformsi IAIN menjadi UIN untuk mempertegas rambu-rambu
integritasi-interkoneksi keilmuan di PTKIN. Pada periode ini
disusun Grand Desain Transformasi Kelembagan Pendidikan
Tinggi Islam
c) Periode 3 (Tahun-2017)

Periode kedua, Paradigma Keilmuan transformasi IAIN menjadi
UIN masih tetap mengacu pada konsep integritasi-interkoneksi
keilmuan dengan mengacu pada Grand Desain Transformasi
Kelembagan Pendidikan Tinggi Islam. PTKIN yang akan
melakukan transformasi harus mencantumkan profil kelembagaan,
rencana strategis pengembangan dengan lengkapi dengan
paradigam integrasi integritasi-interkoneksi keilmuan

Urain di atas menunjukkan bahwa parigma keilmuan
transformasi IAIN menjadi UIN harus mencamtumkan konsep
integritasi-interkoneksi yang utuh memuat landasan filosofis,
normatif, juridis, dan landasan historis.

3) Aspek Landasan Penyelenggaraan Pendidikan
a) Periode Pertama (Tahun 2002-2005)
Periode pertama tranformasi IAIN menjadi UIN memiliki landasan

penyelenggaraan pendidikan dengan mangacu pada Pancasila
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sebagai dasar negara dan Islam sebagai keislaman, keilmuan,

kemanusiaan, kemoderenan, dan keindonesiaan. Pada priode ini

mencoba menggabungkan landasan pendidikan ke-Indosiaan dan

kelslaman yang moderat dengan strategi penguatan rumpun ilmu

agama Islam, humaniora, social,alam, formal, dan terapan

b) Periode kedua (Tahun 2013-2014)

Periode kedua tranformasi IAIN menjadi UIN landasan
penyelenggaraan pendidikan menguatkan Islam dan pancasila
sebagai landasan beragama dalam rangka mengembangkan
moderasi beragama. Menemukan, mengembangkan, serta
melakukan inovasi dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di
bidang ilmu-ilmu keislaman, sosial-humaniora serta sains dan
teknologi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang
mandiri, unggul, kompetitif dan inovatif dengan pendekatan
Islamic Learning Society.

Periode ketiga Tahun 2017

Periode ketiga tranformasi IAIN menjadi UIN landasan
penyelenggaraan pendidikan lebih rinci dengan mengkaji status
ontologis baik itu ayat-ayat qauliyyah maupun kauniyah sebagai
core atau basis bagi keilmuan dan dijadikan sebagai grand
narrative sebagai panduan etik pengembangan ilmu
pengetahuan.

Landasan penyelenggaraan pendidikan bertujuan menghasilkan
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ulama, intelektual, dan budayawan yang mampu menghadapi
high competence, kinerja excellence, keragaman (pluralitas),
revolusi informasi dan teknologi dan knowledge transfer dengan
menjadikan Islamic entrepreneurshp sebagai sebuah distingsi
keilmuan dengan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi,
dan profesi yang berkualitas; menyelenggarakan penelitian yang
inovatif dan integratif.

Landasan penyelenggaraan pendidikan pada periode ketiga
telah mengacu pada core value UIN sebagai dasar pelaksanannya
dengan penjelasan sebagai berikut: 1) terbuka terhadap perubahan
dengan membangun sikap siap belajar dan mau memperbaiki diri;
2) konsisten dalam memelihara core values yang dipilih; 3)
komitmen untuk bekerja secara sistemik; 4) orientasi pada
pencapaian visi; 5) sistem manajemen mutu menjadi alat untuk
menjaga kinerja standar pencapaian visi UIN; 6) Menjunjung
pelayanan paripurna; dan 7) kepemimpinan yang kuat dan kreatif.

Core value merupakan hal-hal yang dihargai, dijunjung
tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi atau
bisa disebut juga nilai-nilai inti dari berbagai kumpulan nilai atau
prinsip dasar yang diyakini dan dijiwai oleh UIN dalam melakukan
tranformasi ilmu.

Nilai atau prinsip dasar merupakan kekuatan unggulan

dalam menguatkan integrasi keilmuan pada UIN. Core values,
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pada perguruan tinggi Islam juga dapat membatasi pilihan cara
untuk mewujudkan visi dan misi integrasi UIN bahkan akan
menjadi distingsi pada PTKIN dalam melakukan transformasi
IAIN menjadi UIN.

Berdasarkan uraian di atas, ada pertimbangan yang paling
mendasar dalam menerapkan enam core values pada Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam yaitu. 1) intelektualisme, 2) intelegensia,
3) keterbukaan, 4) kekinian atau kemodernan, 5), ke Indonesiaan,
menunjuk pada teritorial, identitas, dan nasionalisme kebangsaan.
Dan 6), kesalehan,

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah

ini;
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN yang dilaksanakan oleh Dit.
Diktis Ditjen Kemenag RI adalah kebijakan bersifat bottom up, yaitu
dalam rangka memenuhi usulan IAIN/STAIN melakukan transformasi
menjadi UIN untuk memenuhi tuntutan masyarakat di bidang pendidikan
tinggi, antara lain: ketersediaan prodi umum, pengembangan kelembagaan,
peningkatan APK PTK, pengembangan akses PTKIN ke seluruh daerah,
dan meneruskan kesejarahan perkembangan PTKIN yang terus
berkembang secara dinamis mulai dari bentuk STI, PTAIN, ADIA, IAIN,
STAIN, dan kemudian UIN;

2. Tujuan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN antara lain untuk:
meningkatkan mutu dan daya saing PTKIN di tingkat nasional dan
internasional,  integrasi  keilmuan dan  memperkuat  distingsi,
mengembangkan moderasi Islam dan deradikalisasi, meningkatkan ruang
lingkup kajian keilmuan dan keislaman agar lebih komprehensip, dan
mendorong kemandirian dan otonomisasi PTKIN dalam memberikan
layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat, antara lain dengan

mendorong UIN menjadi BLU (Badan Layanan Umum) dalam



291

pengelolaan keuangannya.

Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN tahun 2002 sampai dengan
2017 telah melahirkan 17 UIN. Proses transformasi berdasarkan pada tiga
kriteria, terdiri dari: administrasi, penjaminan mutu, dan komunikasi
pimpinan PTK dengan pemerintah;

Prosedur transformasi meliputi: a) IAIN mengajukan usulan transformasi
menjadi UIN ke Dit. Diktis didukung dengan proposal dan naskah
akademik sesuai ketentuan; b) Dit. Diktis melakukan uji kelayakan
berdasarkan regulasi; c) Menteri Agama melalui Biro Ortala Setjen
memproses usulan transformasi dengan kementerian lain untuk
mendapatkan pengesahan dari Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden
tentang Perubahan Bentuk IAIN menjadi UIN;

Pada awalnya, peran komunikasi yang intensif pimpinan PTKIN dengan
pejabat pemerintah menjadi hal yang paling menentukan dalam proses
kelahiran kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN. Namun setelah
Kementerian Agama menerbitkan PMA Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Perubahan Bentuk PTK, pertimbangan administrasi dan penjaminan mutu
menjadi pertimbangan utama sebelum ada pertimbangan komunikasi
pimpinan PTKIN dengan pemerintah;

. Organisasi kelembagaan UIN dirumuskan berdasarkan 3 aspek pondasi,
terdiri dari: aspek platform pendidikan, aspek paradigma keilmuan, dan
aspek landasan penyelenggaraan pendidikan.

Pada tahun 2017 Kementerian Agama melakukan moratorium
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transformasi IAIN menjadi UIN, dalam rangka melakukan evaluasi
terhadap perubahan bentuk IAIN menjadi UIN pada 11 UIN dengan
mengacu pada surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
2534/Dj.1/PP.03.2/07/2017 tanggal 4 Juli 2017;

8. Sampai dengan tahun 2020, belum ada evaluasi yang dilakukan oleh Dit.
Diktis Kemenag untuk mengukur tingkat capaian UIN dalam mewujudkan
distingsinya dan target-target lain yang dijanjikan dalam proposal dan

naskah akademik ketika mengajukan usul transformasi IAIN menjadi UIN;

B. Implikasi Penelitian
1. Implikasi Teoritik
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh implikasi teoritik sebagai
berikut:

a. Penelitian ini menguatkan teori yang dikemukakan oleh Said Zainal
dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik (2016). Menurutnya,
kebijakan tidak selalu lahir dari pemerintah. Kebijakan bisa lahir dari
usulan masyarakat atau proses kelahiran bersifat bottom up. Peran
pemerintah adalah memproses usulan menjadi kebijakan, sebagaimana
yang terjadi pada proses kelahiran kebijakan transformasi IAIN
menjadi UIN, yang pada awalnya ada usulan dari PTKIN kepada Dit.
Diktis agar dilaksanakan transformasi IAIN menjadi UIN, dan
kemudian Dit. Diktis memfasilitasinya dengan memproses dan

merumuskan kebijakan transformasi melalui prosedur yang formal;
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Hasil penelitian juga membuktikan kebenaran teori yang disampaikan
oleh Robert E. Goodin, Martin Rein, dan Michael Moran, mengutip
pendapat Richard Neustadt, bahwa proses politik dan pembuatan
kebijakan sebagian besar adalah masalah “persuasi” yang dimulai dari
proses memilih, memutuskan, mengundangkan sebagaimana mereka
inginkan. Dikatakan demikian karena sebelum terbit PMA No 15
Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk PTK, peran politis sangat
dominan dalam mensukseskan kebijakan transformasi IAIN/STAIN
menjadi UIN;

Setelah terbit PMA Nomor 15 Tahun 2014, proses kelahiran kebijakan
transformasi IAIN menjadi UIN harus mengikuti regulasi ini. Peran
pemerintah (Dit. Diktis) adalah menjalankan regulasi sebagai dasar
melahirkan kebijakan. Proses kebijakan seperti ini sesuai dengan teori
yang disampaikan William N. Dunn, bahwa kebijakan publik berisi
suatu daftar pilihan tindakan yang saling berkaitan, yang disusun
secara sistematis oleh institusi/lembaga atau pejabat pemerintah.! Juga
pendapat Thomas R. Dye, yang menegaskan bahwa kebijakan publik
adalah segala kebijakan apapun yang dipilih pemerintah untuk
dilakukan atau tidak dilakukan).? Juga dikuatkan oleh Anderson

dalam kebijakan-kebijakan publik disusun dan dikembangkan

Dunn. Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

% Thomas R. Dye, Understanding Public Policy (Singapore: Lougman, 2001). Juga membuka
laman dalam http://ketyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/ tinjauan-teoritis-
implementasi- kebijakan-publik/(diakses 21 Januari 2018).
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lembaga yang mempunyai hubungan erat dengan badan dan pejabat
pemerintahan).’
2. Implikasi Praktis
Penelitian ini mempunyai implikasi praktis bagi empat pihak, yaitu:
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam pada Kementerian Agama, Universitas Islam Negeri,
Institut Agama Islam Negeri yang akan atau sedang melakukan
transformasi menjadi IAIN, dan bagi peneliti kebijakan tranformasi IAIN
menjadi UIN selanjutnya.
a. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Ditjen Diktis untuk dijadikan
bahan evaluasi kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN yang telah
dilaksanakan. Juga bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan kebijakan
transformasi IAIN menjadi UIN selanjutnya.
b. Universitas Islam Negeri
Hasil penelitian ini bermanfaat bagi UIN untuk menjadi acuan
melaksanakan evaluasi atas keberhasilannya telah bertransformasi dari
IAIN. Evaluasi yang perlu dilakukan terutama untuk mengukur tingkat
keberhasilan mewujudkan rencana strategis yang dituangkan dalam
naskah akademik usulan IAIN menjadi UIN. Setelah menjadi UIN
apakah rencana strategic terutama rencana integrasi keilmuan dan

mewujudkan distingsi sudah dapat tercapai dengan baik atau belum.

% James E. Anderson, Public Policy Making: An Introduction (Boston: Houghton Mifflin
Company, 1998), 34.
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c. Institut Agama Islam Negeri
IAIN yang akan atau yang sedang melakukan proses transformasi
menjadi UIN dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan
evaluasi proses perjuangannya. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat
bagi IAIN menjadi pedoman proses pelaksanaan transformasi menjadi
UIN.

d. Peneliti Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN selanjutnya
Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk
mengembangkan sisi informasi yang belum digali oleh penelitian ini.
Misalnya meneliti implikasi transformasi IAIN menjadi UIN pada
masing-masing UIN. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dasar

penelitian tersebut.

C. Keterbatasan penelitian
1. Penelitian ini, sesuai dengan judul disertasi, hanya dilakukan di
Kementerian Agama. Peneliti tidak menggunakan trianggulasi dengan
melakukan pembandingan data dari UIN. Hal ini memberikan konskuensi
keterbatasan informasi yang diperoleh hanya dari Kementerian Agama.
Peneliti antara lain hanya menguraikan latar belakang kebijakan
transformasi berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ditjen Pendis
Kementerian Agama. Oleh karena itu peneliti berharap ada penelitian
berikutnya yang mengkaji informasi tentang kebijakan transformasi ini

pada masing-masing UIN.
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2. Proses penerapan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Tahun 2002
sampai dengan 2017 harus memenuhi persayaratan diantaranya grand
desain pengembangan UIN dengan berdasarkan pada Grand Design Of
Islamic Higher Education. Namun peneliti mempunyai keterbatasan dalam
memperoleh infomasi tentang proses vertifikasi dan proses penilaian
proposal pengajuan transformasi termasuk tidak bisa menggambarkan
kesulitan PTKIN pada proses penyusunan dan pengajuan proposal
kelayakan transformasi;

3. Penelitian ini hanya melakukan kajian regulasi mengenai aspek pondasi
transformasi IAIN menjadi UIN ke dalam tiga aspek, yaitu aspek platporm
pendidikan, aspek paradigma keilmuan, dan aspek landasan
penyelenggaraan pendidikan. Kajian ini mencoba memastikan apakah
transformasi IAIN menjadi UIN sesuai dengan semangat integrasi,
interkoneksi dan distingsi. Oleh karena itu perlu ada kajian lebih lanjut

tentang proses penyusunan dan pelaksanaannya pada masing-masing UIN.

D. Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian, dapat kami sampaikan rekomendasi sebagai
berikut;
1. Rekomendasi kepada stake holders (PTKIN)
Dalam memproses usulan transformasi menjadi UIN, IAIN harus
menyiapkan Tim Kerja yang hebat untuk memenuhi kriteria transformasi,

yaitu: administrasi, penjaminan mutu, dan politis. Sedangkan bagi 1AIN
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yang sudah berhasil mengubah bentuk menjadi UIN, agar segera
merumuskan kembali grand desain dan rencana strategik UIN sesuai
dengan janji yang dituangkan dalam proposal dan naskah akademik usulan
transformasi menjadi UIN, serta selanjutnya melakukan evaluasi secara
berkala untuk mengukur tingkat capaian UIN dalam mewujudkan
distingsinya dan target lain yang telah ditetapkan.

Rekomendasi kepada Dit. Diktis Ditjen Pendis Kemenag

Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan transformasi IAIN
menjadi UIN, maka Dit,. Diktis perlu melakukan hal berikut: 1)
menyempurnakan berbagai regulasi yang mengatur proses transformasi,
baik perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi; 2) menyosialisasikan
berbagai regulasi pedoman transformasi ke seluruh PTKIN terutama yang
akan mengajukan usulan transformasi; 3) meningkatkan kualitas
pengelolaan dokumen transformasi IAIN menjadi UIN, baik dokumen
input, proses, maupun out put dan out come; 4) melakukan evaluasi secara
berkala untuk mengukur tingkat keberhasilan UIN dalam mewujudkan
distingsinya dan target-target lainnya sesuai dengan janji ketika
mengusulkan transformasi menjadi UIN dan rencana kinerja yang telah
ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sebelumnya harus
ditetapkan regulasi tentang Indikator Keberhasilan UIN.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya

Dalam rangka memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang

Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN, maka selanjutnya perlu
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dilakukan penelitian tentang implikasi kebijakan transformasi pada IAIN

yang telah menjadi UIN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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